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ABSTRAK

Penclitian RUKK di tahun ke-3 ini ingin Iebih difokuskan pada bagaimani.
sistem komunikasi berbasis komunitas yang mampu menciptakan pengelolaan media
komunitas dari, olch, dan untuk komunitas sctempat. Dari kaiian litcratur yang dilakukan
peneliti, di desa Wiladeg Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta terdapat radio komunitas
(rakom) Wiladeg yang "dianggap™ mampu mcncxptakan smcr;,l antara aparat desa dengan
anggota komunitas dalam pengeclolaannya. Rakom ini juga mampu menjadi media
pertanggungjawaban kinerja pemerintahan desa kepada masyarakatnya. Masyarakat juga
diberikan ruang yang luas untuk mengekspresikan dirinya lewat rakom ini (bisa mclalui
kescnian lokal, memberikan masukan atau kritikan kepada aparat desa, dan pengetahuan
yang dimilikinya). Bagaimanakah kondisi sebenarnya dari temuan awal ini, meng;,clmk
penclm unluk membuktikannya dalam penelitian kali ini.

Sclain itu, bagaimanakah peran serta rakom dalam mclakukan pemberdayaan
komunitas yang dilayaninya, juga menjadi fokus penclitian ini. Apakah hanya
pemberdayaan di sektor politik, budaya, ekonomi, ataukah semua: sektor ini menjadi
fungsi pcmberdayaan bagi komunitas di rakom Wiladeg? Atau apakah upaya
pemberdayaan yang dilakukan rakom baru sebatas wacana yang lebih banyak berangkat
dari ide para pegiat rakom tersebut, ataukah sudah sejauh pemberdayaan yang muncul
dari kesadaran kritis seluruh anggota komunitas Wiladeg? Dengan kata lain, apakah
pemberdayaan yang muncul sudah merupakan kebutuhan scluruh anggota komunitas
yang merasakan betul manfaat dari kehadiran rakom.

Studi ini menggunakan pendckatan ckonomi politik media. Penclitian ini
menggunakan metode indepth interview, riset dokumentasi, dan observasi. Nara sumber
untuk penelitian ini terdiri dari kalangan pengelola media komunitas di desa Wiladceg
Kab.Gunung Kidul Yogyakarta, LSM yang concern pada ide penciptaan mcdia
komunitas, birokrat di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo)
Kota/Kabupaten, anggota DPRD yang membidangi komunikasi dan informasi, dan pakar
atau akademisi yang menggeluti bidang ckonomi politik media.

Hasil penelitian ini menunjukkan, ketika kebanyakan radio komunitas masih
berkutat pada proses pencarian bentuk komunitas yang dilayaninya, di desa Wiladeg
radio komunitas ‘hanya’ mecrupakan salah satu ckscs dari kuatnya trust yang telanjur
terbangun diantara warga desa Wiladeg. Ada empat faktor yang mempengaruhi eksistensi
radio komunitas Wiladeg. Saru, modal sosial warga Wiladeg yang cukup kuat. Dua,
adanya kcsamaan pandangan atas kebutuhan akan informasi alternatif yang sclama ini
tidak bisa didapatkan dari media massa lain. Kefiga, kultur pemerintahan yang transparan
schinu,a sangat kondusif untuk melahirkan budaya demokratis. Keempat, dukungan dari
jaringan dengan radio komunitas lain, dan juga jaringan dengan LSM dan umvcrsnas
Baik lokal Yogyakarta, maupun nasional Indonesia.

Sclain itu, pemberdayaan komunitas yang telah dilakukan setclah adanya radio
Wiladeg terutama adalah pemberdayaan politik dan kultural. Pemberdayaan komunitas di
ranah politik yang dijalankan rakom Wiladeg dengan mcenjadikan radio tersebut sebagai
mcdia kontrol komunitas terhadap kinerja pemerintahan desa. Scdangkan pemberdayaan
komunilas di bidang kultural, diperlihatkan dengan tetap memberi ruang yang kondusif
bagi tampilnya budaya lokal Wiladeg melalui radio Wiladcg.

LAPORAN PENELITIAN PEMBERDAYAAN KOMUNITAS MELALUI ... YAYAN SAKTI SURYANDARU




IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANG MILIK
FERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AJRLANGGA
b pAayY A
DAFTAR ISI
Lémbar Pengesahan ....eerecsissensense saesrmsesarseratitasettsntaantsestastasnnsesasetesrnetisatatestasns i
DRAE IS ceovvieiiniriinnriiess s ettt iii
Kiita Pengantar ...ocovvveenerneinimmnnnieiienenes eeeereereteanteatntoasacarantaasiaonoe vi
BAB1
_Pendahuluan
}1.Latar Belakang Masalah ....oooevinininiiiiiiiiiiiiiiiiiincc e ]
11.1. Demokratisasi Komunitas: Scbuah Modal Sosial .......ooooviiiiiinin 5
I{1.2. Radio Komunitas Akses Informasi dan Kebijakan Publik ......c.cccerecrenarennas.ne. 10
1]1.3. Rumusan Masalah ................... 18
2. SignifiKansi Penclitian .......cicciveciimeisoneinsncnscssessisniscssscsssssesssesssssessessacsosssas 18
BABII
KERANGKA PEMIKIRAN

2 1. Relasi Idcologi, Media Massa dan Ekonomi Politik Media .............ccoceueee.. 19
212, Pemberdayaan Komunitas .. ..oeieeieeiiieieecrieiinriaierniisecrassrsesnene 26
23, Apa ltu Analisis Jaringan Sosial?....oeviiiiiiiiiiiiiiiiiii 35

iif

LAPORAN PENELITIAN PEMBERDAYAAN KOMUNITAS MELALUI ... YAYAN SAKTI SURYANDARU

—




IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

BAB 111

METODOLOGI PENELITIAN

31, SITUPCNCHLIAN  «.oeveereereersessenssseessssessrsessnsssessasssssssesnnsnsasanassnssnassesesaens &1
3.2. Teknik Pengumpulan Data ..o, 42
3.3. Nara Sumber dan Lokasi Penclitian ...vvvveeiererinieviienieeiiciorrerensstiriiisnenes 44
3.4, Teknik ANalisa Dalil cvuveriiiiiisiieieieneseeerisssssessessasseserrsssssesossnnnneaans 44
3.5, VIO IS  creneeierreinrreessssennesnaceesestoseesssssssssssesesssnssnsssanessssntssnesesens 45
BAB 1V
DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN DAN RADIO WILADEG
4.1. Kultur Demokratisasi Desa Ala Wiladeg ...o.oovenniniiiiiiiiiiiiiiiiiiniinienianns 46
4.2, Awal Pendirian Radio Wiladeg ....cocvvivenininncnninccninnceniciensceniieessesisennens 50

BAB YV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

5.1.  Sistem Komunikasi Berbasis Komunitas yang Mampu Menciptakan

Mcdia Penyiaran Komunitas yang Sesuai dengan kebutuhan Masyarakatnya 58

LAPORAN PENELITIAN

PEMBERDAYAAN KOMUNITAS MELALUI ... YAYAN SAKTI SURYANDARU




IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

s.1.1. Mckanisme interplay pengelola dan aktivis LPK scbagai Agency terhadap Struktur
(budaya dan birokrasi perijinan/ aturan legal-formal) pasca disahkannya Peraturan

ifemerintah (PP) tentang media penyiaran KOmMunitas .....ccceeecceecrcniiesnsnsnneens 73

(¥

.1.2. Benang Kusut Regulasi Radio Komunitas ....everiensiececninniscscriinanee 104

3.2.  Pcmberdayaan Komunitas olch Radio Wiladeg...civeenncnciccinccnininnnne. 108

J 2.1 Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Politik Lokal

(Kcsadaran BerdemokKrasi) .-..ceeveenecsserienisscansnssinsnsssansnscssssssessssssssssssasssans 108

Jf.2.2. Pemberdayaan Komunitas di Bidang Budaya..........ccviicnnniennicenncennen 122

Ji.3. Masih Ada yang Belum Terpapar Siaran ........ccieeieevenicnsnennissssssssessessneneas 125
BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1 KeSimPUIan ...ocovivinensiniiiiniiiiiiiineiririra e s e s e enanens 130
5.2, RCROMENAASI..uoverrieeinieerins catirestrssnneesse e siee et aene 134
PDaftar Pustaka ...oceccvnieineiiiiieiiiiieeiiiiei e e e e eaaes 137
Lampiran

LAPORAN PENELITIAN PEMBERDAYAAN KOMUNITAS MELALUI ... YAYAN SAKTI SURYANDARU

W



T

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

KATA PENGANTAR

Kemunculan media komunilas seperti mcenjawab rambahan gelombang
kapitalisme di semua ruang publik, termasuk di angkasa. Prinsip utamanya,
memberdayakan masyarakat lapisan bawah dalam mengclola informasi. Mcrcka sadar
bahwa ruang publik belum sepenuhnya milik x.'akyat kcbanyakan. Sclain semangat dan
ketulusan pengelolanya, yang patut diacungi jempol adalah kreativitas mercka. Tetapi di
luar cforia kemunculan media komunitas terscbut, perdebatan tentang keberadaannya
kembali menghangat di jajaran wilayah opini. Asumsinya, media penyiaran komunitas
mcrupakan media lemon socialism atau media yang menawarkan hal-hal yang scringkali
ditelntarkan oleh broadcaster komersil. Kebanyakan broadeaster commercial, lebih
mcnganakcmaskan jenis program yang hanya sckadar menjual aspek komersialnya saja.
Namun, kehadiran mecdia penyiaran komunitas seakan (maunya) mampu menjawab

kcterbatasan yang dipunyai oleh broadcaster komersil.

Scperti hasil kajian dalam laporan penelitian ini menunjukkan, ketika kebanyakan
radio  komunitas l'nasih berkutat pada proses pencarian bentuk komunitas yang
dilayaninya, di desa Wiladeg radio komunitas ‘hanya’ merupakan salah satu ekscs dari
kuatnya frust yang tclanjur terbangun diantara warga desa Wiladeg. Ada empat faktor
yang mcmpengaruhi eksistensi radio komunitas Wiladeg. Satu, modal sosial warga
Wiladeg yang cukup kuat. Dua, adanya kesamaan pandangan atas kebutuhan akan
informasi altcrnatif yang sclama ini tidak bisa didapatkan dari media massa lain. Ketiga,

kultur pemerintahan yang transparan schingga sangat kondusil untuk melahirkan budaya

vi
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clfmokralis. Keempat, dukungan dari jaringan dengan radio komunitas lain, dan juga

:fl‘ingan dengan LSM dan universitas. Baik lokal Yogyakarta, maupun nasional '

nidoncesia.

Sclain itu, pemberdayaan komunitas yang telah dilakukan sctelah adanya radio
W(iladcg tcrutama adalah pcmberdayaan politik dan kultural. Pemberdayaan komunitas di
rinah politik yang dijalankan rakom Wiladeg dengan menjadikan radio tersebut scbagai

cdia kontrol komunitas terhadap kinerja pemerintahan desa. Sedangkan pemberdayaan

—
=1

-~

pmunitas di bidang kultural, diperlihatkan dengan tetap memberi ruang yang kondusif

f=2d

1gi tampilnya budaya lokal Wiladeg melalui radio Wiladeg.

Peneliti menyadari sepenuhnya, masih banyak kekurangan yang terdapat dalam

iJporan penelitian ini. Oleh karena itu masukan, saran, dan kritik dari semua pihak

djharapkan akan mampu menyempurnakan laporan ini. Akhir kata, tcrima kasih saya

-

Lapkan kepada semua pihak yang telah membantu penyclesaian laporan penelitian ini.

Surabaya, Oktober 2006

Penecliti

vii
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Sk BAYA
PENDAHULUAN - -

1.1l LATAR BELAKANG MASALAH
Riset ini berangkat dari hasil kajian penelitian pada tahun II (2005) yang
menunjukkan, kehadiran LPK secara tidak langsung merupakan resistensi komunitas
{ setbmpat atas tayangan media massa komersial yang tidak mampu memenuhi kebutuhan
riilnya karena lebih menampilkan persoalap-persoalan yang jauh dari realitas kehidupan
seJ“ari-harinya. Hanya saja resistensi yang muncul ini lebih didasarkan ;;ada interpretasi para
hufnan agency yang merupakan pengelola LPK. Mereka inilah yang merasakan adanya
kebutuhan bagi komunitas yang dilayaninya akan isi siaran yang lebih signifikan bagi
kebutuhan hidup komunitas yang bersangkutan.
F Selain itu, keinginan untuk menciptakan demokratisasi informasi dan penguatan civil
sogiety dari para pengelola LPK, juga salah satu faktor yang mendorong berdirinya beberapa

LBK yang diteliti. Hanya saja keberadaan LPK masih terkendala persoalan legalitas perijinan

" befkaitan dengan bentuk badan hukum dan pénggunaan frekuensi. Dalam kasus ini, terdapat

m]kanisme interplay antara Struktur (Perda, SK pemimpin daerah, kapabilitas dan sikap
avare pemimpin daerah) dan Agency (Pengelola LPK, LSM yang concern pada penguatan
komunitas). Meskipun secara legal konstitusional keberadaan media penyiaran komunitas

suflah diakui dan diatur di dalam UU No.32 tentang penyiaran, akan tetapi akibat belum

adpnya aturan teknis pelaksanaannya membuat keberadaannya masih dianggap sebagai

radio/televisi illegal. Kondisi inilah yang membuat beberapa pengelola LPK, secara politis
m¢ngambil kebijakan untuk mendapatkan rekomendasi dari pimpinan daerah atau kepala

wilayah setempat (kades atau Badan Perwakilan Desa/BPD). Sedangkan bagi pihak lain -

Dipas Infokom dan Komisi A DPRD yang mengurusi bidang media massa - berkaitan dengan

1
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“ktfkosongan hukum” dalam hal pel:ijinan LPK ini, lebih banyak bersikap menunggu
ke!Tadiran Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan LPK.

Keberadaan dan eksistensi radio komunitas di Yogyakarta tidak lepas dari dukungan
mdsyarakat yang melingkupinya. Dukungan yang terpenting adalah dukungan politis dari
dagrah tempat radio komunitas itu hidup. Masyarakat lewat Forum Warga dan aparat
peﬂnerimahan (desa/kelurahan) mengakui dan menjadikan media komunitas sebagai mediator
anfara warga dengan aparat dalam menentukan kebijakan yang bersentuhan langsung dengan
kebutuhan masyarakat. '
Selain itu, dukungan politis atas eksistensi radio komunitas di Yogyakarta adalah
pemnyataan dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X yang
melndukung keberadaan radio komunitas di Yogyakarta (Sri Sultan Hamengkubuwono X juga
seJﬁng berkunjung dan menghadiri acara-acara yang diselenggarakan rakom di Yogya).
Terdapat pula dukungan dari DPRD DI Yogyakarta dan lembaga eksekutif lainnya (termasuk
KHID setempat). Selain dimaknai sebagai dukungan politis, pernyataan Sri Sultan
Hamengkubuwono X menjadi semacam dukungan moral dan budaya terhadap eksistensi
radio komunitas di Yogyakarta.

Meckanisme interplay lewat solidaritas dan kesatuan sikap para pegiat LPK yang
bc#himpun di dalém Jari.ngan Radio Komunitas Yogyakarta (JRKY), juga yang membuat
LPK di Yogyakarta memiliki kekuatan tawar lebih ketika berhadapan dengan regulasi yang
ditFtapkan oleh Pemerintah. Selain itu, juga telah terjalin kesepakatan antara JRKY dengan
Balai Monitoring (Balmon) Frekuensi Dinas Perhubungan dengan mediator KPID
Y&gyakarla, sepanjang media penyiaran komunitas sudah memiliki badan hukum
(pﬂrkumpulan) dan frekuensi yang digunakan tidak mengganggu frekuensi media lain, maka

tidilk akan ada tindakan sweeping dari Balmon. Kesepakatan inilah yang menghilangkan
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kekhawatiran pengelola LPK di Yogyakarta atas tuduhan media yang dikelolanya merupakan
medja ilegal.

Dukungan sosial terhadap radio komunitas di Yogyakarta pun tak kalah pentingnya.
Sampai-sampai terdapat Jaringan Pendukung Radio Komunitas (JPRK) yang terdiri dari
kalanm LSM; akademisi dan praktisi radio. Dukungan sosial macam ini menjadi sebuah
kelepihan radio komunitas di Yogyakarta.

Sejauh ini, dinamika LPK masih sangat tergantung pada advokasi dan fasilitasi yang
dilakukan individu-individu yang memang concern pada pemberdayaan komunitas dan
institusi perguruan tinggi (rektorat atau fakultas yang telah menunjuk staf dosen atau tenaga
profesional sebagai penanggungjawabnya). Keterlibatan komunitas sebagai stakeholder
utarpa LPK umumnya masih jauh dari kata memadai. Akibatnya, hanya sedikit radio dan
teleyisi komunitas yang mampu memproduksi acara-acara yang benar-benar menggambarkan
kebytuhan berbasis komunitas. Program-program hiburan nonkomunitas masih sangat
donwinan di kebanyakan LPK, sehingga lebih mendekati format lembaga penyiaran komersial.
Semua mekanisme produksi isi siaran masih belum cukup ideal. Dengan kata lain,
dari)mulai proses perencanaan, produksi, pemasaran, hingga evaluasi produk siaran, masih
dilakukan seperti halnya yang dilakukan pada media penyiaran pada umumnya (komersil atau

pubﬂik). Selain itu, semua proses produksi yang dilakukan di LPK masih tergantung dan

didgminasi oleh pengelola LPK dalam pengerjaannya. Keinginan untuk melibatkan partispasi
aktif anggota komunitas, masih menghadapi berbagai hambatan mengingat tidak semua
anggota komunitas memiliki kemampuan bermedia; daya kritis dan analisis serta kepedulian
untuk menangkap persoalan-persoalan yang terjadi di lingkungan sekitarnya dalam format

medja penyiaran komunitas (baik radio maupun televisi).

penyiaran komersial. Semua proses produksi ini tidak dilakukan seperti halnya tenaga
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Hanya saja terdapat perbedaan yang muncul pada LPK dibandingkan dengan institusi




IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

profegsional yang digaji menurut standard pertelevisian komersial atau publik. Meskipun
dcmillrian, pura pengelola media penyiaran komunitas yang tidak digaji sccara bulanan,
bekerja lebih didasarkan hoby dan kesukarelaan, dan juga memiliki pekerjaan lain ini
(scbapai petani, buruh tani, pengurus KUD, guru, atau masih berstatus mahasiswa) ternyata
juga mampu memformat program acara radio atau televisi mereka secara periodic (bulanan
;1tau mingguan) dan bahkan tidak melalui riset khalayak terlebih dahulu (lebih didasarkan
pada pengamatan langsung pada minat para audiencenya). Akibatnya, hanya sedikit radio dan
televisi komunitas yang mampu memproduksi acara-acara yang benar-benar menggambarkan
kcbujuhan berbasis komunitas. Program-program hiburan nonkomunitas masih sangat
domipan di kebanyakan LPK, schingga lebih mendekati format lembaga penyiaran komersial.
Lemahnya basis komunitas menimbulkan konsekuensi logis harus ada komunitas
penyﬁngga yang mampu memberikan peran aktif dan kontribusi riil. Dengan demikian,
gagagan radio atau televisi komunitas secara tidak langsung mengasumsikan tumbuhnya
komynitas dengan ciri-ciri : mempunyai kesadaran kolektif sebagai komunitas, mempunyai
kesadaran berorganisasi, mcnyadaﬁ hak-haknya sebagai warga negara dan mémpunyai
kemgmpuan finansial untuk menopang sebuah lembaga penyiaran independen nonkomersial.
Oleh(sebab belum adanya kemampuan melek media dan kondisi sosiologis dari komunitas
yang| ada di wilayahnya (masih adanya sikap malu untuk mengungkapkan pendapat dan
pengetahuannya pada anggota kofnunitas lain), menyebabkan masih minimnya anggota
komynitas yang mampu dan berkeinginan mengakses pembuatan progrz;m penyiaran
komgnitas. Peluang untuk mengakses proses produksi program media penyiaran komunitas
ini sangat terbuka, mengingat para pengelola Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) sangat
memL:hami visi dan prinsip dasar kehadiran sebuah LPK.

Berdasarkan gambaran inilah, penelitian RUKK di tahun ke-3 ini ingin lebih

difolwusknn pada bagaimanakah sistem komunikasi berbasis komunitas yang mampu

4
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mencigtakan pengelolaan media komunitas dari, oleh, dan untuk komunitas setempat. Dari
kajian literatur yang dilakukan pencliti, di desa Wil;ndcg Kabupaten Gunung Kidul
Yogyakarta terdapat radio komunitas (rakom) Wiladeg yang “dianggap” mampu menciptakan
sincrgil antara aparal desa dengan anggola komunitas dalam pengelolaannya. Rakom ini juga

'L' mump+ menjadi  media  perlanggungjawaban  kinetja  pemerintahan  desa  kepada

{ masyatakatnya. Masyarakat juga diberikan ruang yang luas untuk mengekspresikan dirinya
lewat fakom ini (bisa melalui kesenian lokal, memberikan masukan atau kritikan kepada

aparat{desa, dan pengetahuan yang dimilikinya). Bagaimanakah kondisi scbenarnya dari

lcmuaT awal ini, menggelitik peneliti untuk membuktikannya dalam penelitian kali ini.

Sclain ilu, bagaimanakah peran serta rakom dalam melakukan pemberdayaan
komurjitas yang dilayaninya, juga menjadi fokus penelitian ini. Apakah hanya pemberdayaan
di sckfor politik, budaya, ckonomi, ataukah semua sektor ini menjadi fungsi pemberdayaan
bagi kbmunitas di rakom Wiladeg? Atau apakah upaya pemberdayaan yang dilakukan rakom
baru gebatas wacana yang lebih banyak berangkat dari ide para pegiat rakom tersebut,
alaukufl sudah scjauh pemberdayaan yang muncul dari kesadaran kritis seluruh anggota
komugitas Wiladeg? Dengan kata lain, apakah pemberdayaan yang muncul sudah
merupakan kebutuhan seluruh anggota komunitas yang merasakan betul manfaat dari

kchad{ran rakom.

I.1.1. }I)cmokratisasi Komunitas : Secbuah Modal Sosial

John Dewey menyatakan masyarakat demokratis adalah yang paling bermoral, paling

masuﬁ akal, dan paling cocok untuk dunia modern. Lebih terlihat scbagai seorang pragmatis
ketimpang utopis, pandangan dan gagasan Dewey masih relevan dan bergema satu abad
kemuglian. Apa gagasan Dewey tentang komunitas, dan bagaimana pencrapannya dalam

kasus|Indoncsia? Dalam Democracy and Education, Dewey melihat komunitas terbangun
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dary ikatan-ikatan (commonalities) yang secara rumit saling terkait melalui komunikasi.
Dewey mengamati “masyarakat tidak terus ada karena penycbaran, karena komunikasi,
tetapi cukup layak jika dikatakan bahwa masyarakat terwujud dalam komunikasi” (1996,
him{ 4). Ikatan-ikatan, dalam bentuk seperi ‘tujuan, kepercayaan, dan pengetahuan’ (him. 4),
adalah keharusan bagi terbentuknya komunitas, dan terbangun melalui komunikasi. Dalam
konkepsi Dewey, komunikasi dan cara-cara di mana komunikasi dilakukan adalah krusial
bag{ pembentukan komunitas, dan kita bisa menyimpulkan juga bahwa ‘kualitas’ komunikasi

metjyatu dengan kualitas komunitas tersebut.

Gagasan Dewey tentang komunitas juga menyangkut partisipasi. Tatkala individu-
individu berkerja sama, memasuki “aktifitas orang lain” dan “[mengambil] peran dalam
upaya bersama dan kerja sama” maka mereka sedang berpartisipasi dalam pengembangan
konjunitas. Dewey melihat komponen partisipatif dalam komunitas sebagai hal yang esensial,
“kalpu tidak, hal seperti komunitas menjadi tidak mungkin ada” (1996, him. 24). Dewey
bergendapat bahwa peran interaksi tatap muka dalam pembentukan komunitas tidak bisa
dignrlikan. Ia mengamati bahwa komunitas, “dalam pengertian yang paling mendalam dan
kayd . . . harus sclalu menyangkut hubungan tatap muka” (1996, him. 211), dan ia
menpmukan bahwa komunitas lokal adalah yang paling signifikan di antara komunitas-
koanitas lain. Meski karya ini ditulis tatkala bentuk-bgntuk komunikasi berperantara via
medla (mediated communications) baru mulai menampakkan pengaruhnya pada masyarakat
Amqrika, kita menemukan pentingnya membahas hal ini lebih jauh dewasa ini. Di tengah
perkpmbangan teknologi dan komunikasi berperantara, Dewey membayangkan bahwa
“akibat yang mercka [teknologi dan komunikasi berperantara] timbulkan terhadap hubungan
tatapy muka sungguh besar dan terus-menerus, sehingga tidak berlebihan untuk menycbut
adanya ‘zaman baru hubungan manusia.’ Masyarakat Agung (Great Society) yang

ditinfbulkan olch mesin uap dan listrik mungkin membentuk masyarakat, telapi bukanlah
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mc;%nbcnluk komunitas” (1996, him. 98). Terlihat bahwa Dwey menganggap bahwa kckuatan

munitas pada tingkat yang paling dasar terletak pada hubungan interpersonal. Karenanya,

kit bisa melanjutkan pendapat ini dengan mengatakan bahwa seiring melemahnya hubungan

(komunikasi) interpersonal, kemampuan sebuah komunitas untuk melanggengkan dirinya

jugq berkurang,

ko

Putnam (2001), dalam kajian menyelurubnya tentang menurunnya rasa komunitas

dal?m masyurakat Amerika, menemukan bahwa hilangnya hubungan interpersonal dalam dua

gcnlcmsi terakhir, didorong olch pengaruh yang makin dalam dan makin impersonal dari

munikasi berperantara, menghasilkan efek bola-salju, yaitu setiap generasi berikutnya

scnﬁmkin “kurang” berhubungan satu sama lain ketimbang generasi sebelumnya,

Kegenderungan  ini  mengakibatkan meningkatnya perasaan kesepian, depresi, dan

kcl#)kbcrmaknaan. Tatkala ikatan hubungan interpersonal menurun, maka rasa percaya satu

san?a lain, ketimbalbalikan, dan perasaan empati juga akan ikut melemah.

Pada titik ini, walau barangkali tidak selalu seperti itu halnya dalam kehidupan

maLsyarakat Barat pos-industrial, ketika melihat kasus Indonesia, komunikasi tatap muka lebih

mejniliki “bobot” komunikatif ketimbang komunikasi berperantara. Melalui komunikasi tatap

mtﬁkalah integritas orang diuji, rasa percaya dibentuk, dan kontrak sosial dibuat dan

dipclihara. Mcskipun pers, (crutama media cetak, berkembang di seluruh Indonesia, pers

ic

JTh memiliki hubungan yang kurang serasi dengan publik pembacanya.

Kita bisa menengok kembali gagasan Putnam tentang modal sosial ketika membahas

peran pers di Indonesia dalam memperburuk konflik. Sclama 32 tahun kekuasaan Orde Baru

Su

parto, pers sangat ketat dikontrol oleh negara dan apa yang disebut scbagai “berita” sudah

meprjadi rahasia umum bahwa itu kabar setengah-benar baik di pers nasional maupun lokal.

Pegs juga mencolok dalam hal kebungkamannya terhadap kejadian-kcjadian yang dianggap
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menimbulkan "ancaman terhadap rejim yang berkuasa. Publik pembaca telah terbiasa

membaca yang tersirat, dan mengandalkan sumber lain untuk memperoleh berita tentang

asyarakat mercka sendiri, dan komunikasi tatap muka menjadi cara yang terpenting dalam

lini.

Jatuhnya rejim Suhato dan tumbuhnya cita-cita demokrasi gerakan Reformasi telah

ol

iembebaskan pers dari manipulasi dan penyensoran. Celakanya, kebebasan pers yang baru

i diiringi dengan kekurangan yang parah dalam integritas jurnalistik, dan tclah banyak
menghasilkan penerbitan tak bermutu yang tak akurat dan (crang-terangan mcnampﬁkan
Ilisah—kisah partisan bagi publik yang masih dalam euforia dan mempercayai  penuh

licbcbasan pers. Jika Putnam (2001) dan yang lain melihat bahwa peran pers, terutama pers

pkal, scbagai kunci pengembangan dan pelestarian modal sosial, harus dilihat juga bahwa

flers bisa berperan sebaliknya (Nurbaiti, 2000).

Putnam (2001) melihat 'bahwa'kcmunculan komunitas yang kuat hampir-hampir

perupakan gejala yang bersifat berkala. Partisipasi sukarela individual dalam komunikasi

engan individu lain sebagai esensial untuk mengidentifikasi kesamaan dan pembentukan

—

ferta penguatan ikatan komunal, membuat komunitas lebih dari sekadar kumpulan individu-

ipdividu belaka.,

Penghancuran tradisi dan putusnya ikatan komunikasi penting selama keckuasaan

lfresiden Suharto, dan berlanjutnya perang komunal yang lerjadi setelah kejatuhannya

e |

wingkin telah membuat Indonesia mundur. Tetapi, bagaimanapun, bibit-bibit pemulihan

-

rictak pada warga itu sendiri. Kemauan untuk mengambil peran dalam penciptaan dan
ﬁcnciplaan kembali komunitas mereka lewat komunikasi membuat mereka bisa mengambil

ihisiatif untuk membangun kembali ikatan komunal dan modal sosial.

Pembahasan Komunitas juga tidak akan jauh berkaitan dengan civil socicty.

lembicaraan mengenai civil society seringkali dikaitkan dengan karya Antonio Gramsci.
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Menufut Gramsci (2002), civil society adalah kelompok-kclompok non-negara yang
bcrqucnlingun untuk membentuk historical bloc (benteng scjarah) untuk menghadapi
hegenfoni negara yang diwarnai oleh kontrol negara terhadap hampir seluruh bidang
kchidtﬂlpan masyarakat. Karena karya Gramsci itu ditulis pada masa bercokolnya Fasisme di
ltalia,[maka kebangkitan civil socicty dikaitkan dengan upaya masyarakat untuk melepaskan
diri dlu'i kontrol dan manipulasi negara agar dapat mengukir scjarahnya sendiri. Sckarang,

transfprmasi sosial-politik yang terjadi di Eropa Timur sangat mewarnai diskusi mengenai

civil gocicly. Maka, tidak mengherankan jika sosiolog Ernest Gellner lalu mendefinisikan
civil Socicly scbagai aktor-aktor di luar pemcrintah yang punya cukup kekuatan untuk
mengimbangi ncgar.a. Mereka ini, sckalipun tidak mempersoalkan peran negara scbagai
pc|1ju+1in ketertiban dan kescjahteraan, berkepentingan untuk mencegah agar negara tidak
melakukan dominasi dan manipulasi terhadap masyarakat (John Hall, ed., Civil Socicty:

Theory, History, Comparison, 1995).

Salah satu contoh otonomi komunitas adalah kemampuannya melakukan kontrol
publill. Dalam hasil pemantauan swadaya masyarakat terhadap program-program )
pcmb#ngunan, terlihat bagaimana transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program tidak
(lalamT begitu saja, tapi harus direbut dari tangan para pelaksana program. Otonomi juga bisa’
dinila{ dari kcmampuan komunitas mengambil keputusan. Fasilitasi untuk pengambilan
kcputﬁlsan melalui database komunitas harus didasarkan pada prinsip pemecahan masalah di
lingkzll lokal. Karena itu, proses pembentukan database juga tidak hanya sekedar
n1cnﬂ'11sililasi pengumpulan data strategis, baik dalam bentuk kuantitatif maupun kualitatif,
scperlt yang sclama ini dilakukan olch lembaga pemerintah seperti Badan Pusat Statistik

(BPS), tapi harus berpangkal pada upaya pemecahan masalah dan pemenuhan kebutuhan

komunitas.
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Apabila database tidak berorientasi pada pemecahan masalah dan pemenuban
kebytuhan lokal, tiduk akan ada insentif bagi komunitas untuk melakukan pengumpulan dan
updgting data dan informasi. Untuk bisa menjadi otonom, komunitas memerlukan dukungan

dalam bentuk sistem kelembagaan dan sistem informasi. Pilar kelembagaan menjadi sumber

—

legitimasi politis komunitas di dalam proses pengambilan keputusan, kontrol publik, dan
penyelesaian konflik di tingkat lokal. Kemampuan komunitas dalam proscs-proscs tersebut
sam_Tlt dipengarubhi kinerja sistem pendukungnya (decision and control support system), yaitu

pilaf informasi yang berupa jaringan informasi dan komunikasi yang berbasis komunitas.

1.1.2. Radio Komunitas Akses Informasi dan Kebijakan Publik

Olch scbab itu, diharapkan masyarakat yang selama ini hanya menjadi “penonton
pasif” atas scbaran informasi — yang acapkali bukan merupakan kebutuhan riilnya — dari TV
konﬁcrsial, dcngan‘kchadiran media komunitas misalnya yang menayangkan informasi yang
mcq\cnuhi kebutuhan riilnya, maka dapat menjadi partisipan aktif. Hal ini mengingat, sudgh
sekipn lama media massa menjadi sebuah mesin raksasa yang mendefinisikan penonton
hanya scbagai objck pasif yang menerima apa yang disampaikannya. Pcnonton, scbagai
"yang tak punya kuasa” dalam relasi kapital media, dideskripsikan sebagai komoditi olch
agensi iklan dan pembuat program. Penonton hanyalah deretan angka yang menjanjikan
pcrllumbahan nilai bagi produser atau pemilik media.

Untuk membantu menganalisis perubahan-perubahan yang mungkin terjadi pada
scbyah media massa dan lingkungannya, maka digunakan pendekatan ekonomi-politik media.
Studi ckonomi-politik media ini menganalisis perubahan-perubahan yang terjadi karena
adaxkya historical situatedness yang memungkinkan hal terscbut menjadi  seperti itu.

Hisz#orical situatedness merupakan hasil interaksi dari berbagai faktor yang terjadi pada suatu
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h lerlentu. la mungkin saja merupakan sesuatu yang scderhana namun dapat pula

mcrt(puk:m sesuatu  yang kompleks, dan  historical situatedness itu  lahir  akibat

kontckstualitas dari hal-hal yang terdapat pada tiga level. Level pertama adalah level

111:1le0 yakni analisis tentang praktek-praktek sosiokultural yang mempengaruhi proscs-proses

iksi dan konsumsi dari tcks media massa. Level kedua adalah level messo yakni praktik-

ik diskursus atau deskripsi dari proses-proses produksi dan konsumsi teks. Sedang level

kcliﬂn adalah level mikro yakni teks yang dihasilkan oleh media.

Studi ini menggunakan pendekatan ckonomi politik media. Scbagai scbuah studi

kuulﬁ(ulil‘ yang berupaya memahami bagaimana para narasumber (pelaku berbagai konleks
hislfﬁrical situatedness) membangun proses-proses berpikirnya dan merekonstruksi perspektif-

pcrlecklil‘ mercka, maka peneliti berusaha untuk mencoba “menempatkan diri” pada posisi

umber, untuk mendapatkan sebuah penjelasan yang memiliki otentifikasi dari para nara

311111ch|'. Penclitian ini menggunakan metode indepth interview dan pengamatan. Nara sumber

< penclitian ini terdiri dari kalangan pengelola media komunitas, pemerintah dacrah

pat, LSM yang concern pada ide penciptaan media komunitas, birokrat di lingkungan

Kcnﬁcnlcrizm Nepgara Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Pusat atau dacrah, anggota

/DPRD yang membidangi komunikasi dan informasi, dan pakar atau akademisi yang
geluti bidang ckonomi politik media. Sedangkan lokasi penelitian di Yogyakarta

usnya pada komunitas radio komunitas Wiladeg di Kabupaten Gunung Kidul yang

diall%gap scbagai representasi media komunitas yang ideal dan mampu memberdayakan

milasnya serta terjalin sinergi antara pemerintahan local dengan pengelola media
but)  karcna Iebih beragam jika dilihat dari basis komunitasnya, baik bcrdasarkar;
pah geogralis (urban ataw rural), segmentasi anggota komunitas berdasarkan karakteristik
Fjaannya (petani, pedagang di pasar tradisional), minat/hoby tertentu, kepentingan pada

su (crientu (gender, keschatan reproduksi, HAM, demokratisasi, pelayanan publik dsb).
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Kebebasan informasi sudah tidak bisa ditawar lagi dalam kehidupan berbangsa dan
bernepara di bumi Indonesia ini. Lepas dari asumsi dasar karena kurangnya transparansi pada
sistemp administrasi kita dan prasangka tertentu terhadap penyclenggara negara, sedikit demi
sedik{t kita harus membangun pranata kemasyarakatan yang memadai di mana masyarakat
mcndeulkan informasi dengan baik dan benar merupakan syarat baku kemajuan masyarakat
itu syndiri. Dalam pendckatan akuntabilitas publik, kebebasan informasi merupakan
kewafiban lembaga atau badan publik untuk menyebarluaskan produk kebijakan, aturan,
rencaha, dan hasil itu sebagai pengetahuan .untuk mengikuti penyelenggaraan negara yang
transparan dan berpola umpan balik. Sebaliknya, dalam pendekatan masyarakat yang
bertapgpgung jawab Sosial, kebebasan informasi merupakan kewajiban masyarakat luas untuk
memberikan data dap informasi mengenai dirinya atau lembaganya secara benar dan lengkap,
dan Hak lembaga atau badan publik untuk memperolehnya scbagai bahan pembangunan

secarT menycluruh. Jadi lembaga atau badan publik dan masyarakat luas sama-sama.

Scjak kemunculan teknologi radio, radio komunitas sebenarnya sudah ada. Hanya
karcntl pemahaman konsep tentang komunitas yang belum di ketahui masyarakat maka
scola#:-olah radio komunitas di Indonesia adalah sesuatu yang baru. Berawal dari hobby dan -
kebutphan media untuk melakukan proses sosialisasi, baik yang diawali oleh perorangan
atauppn lembaga masyarakat, munculah radio sebagai media yang mempertemukan dan_
mchycrsatukan keinginan-keinginan yang tumbuh di masyarakat. Bagi yang akhirnya
memiilih radio scbagai sarana untuk mendapatkan finansial, mereka selanjutnya mengemas
pelaksanaan siaran dengan konscp ekonomi yang diharapkan akan memperolch kemanfaatan

finangial setclah melakukan kegiatan penyiaran. Sampai sekarang mereka kita kenal sebagai
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radiqg swasla, baik yang tergabung dalam wadah PRSSNI (Persatuan Radio Siaran Swasta

Nasipnal Indoncesia) maupun ARSI (Asosiasi Radio Swasta Indonesia).

Namun demikian, karena konsep ekonomis yang dilaksanakan schingga orientasi
penyelenggara radio swasta tentunya lebih memfokuskan pada keuntungan, sechingga sesuatu
yang wajar kalau mereka tentunya akan menentukan kebijakan pola, strategi, bahkan tempat

dalam melaksanakan siaran berpedoman faktor-faktor yang menguntungkan.

Konsckuensi logis dari hal tersebut berimplikasi pada tidak terlayaninya kebutuhan
masyarakat akan informasi yang mercka butuhkan dan inginkan oleh media yang sudah ada
lersgbut. Banyak Sckali masyarakat di wilayah nusantara ini yang belum terlayani siaran
radigp (blank spot), terutama di dacrah pedalaman dan pedesaan. Sementara itu keberadaan
RRI|(Radio Republik Indonesia) scbagai lembaga penyiaran publik karcna keterbatasan dan
kefefikatan dengan birokrasi serta tatanan pemerintah, sampai saat ini juga belum mampu
secara maksimal memberikan dan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal siaran radio,
baik| dari sisi jangkauan maupun isi siarannya. Radio Komunitas sebetulnya muncul untuk
mengisi keterbatasan dari lembaga penyiaran lain yang belum mampu memberikan dan

mcnrcnuhi kebutuhan masyarakat akan informasi yang mereka butuhkan.

Sccara nyata Radio Komunitas di Indonesia mulai menampakkan keberadaannya
kurang lebih tahun 1993 atau 11 tahun sebelum disyahkannya Undang-Undang Nomor 32
tahun 2002 (entang Penyaiaran yang secara cksplisit menyebutkan Lembaga Penyiaran
Komunitas scbagai bagian dari system Penyiaran Indonesia. Adapun keberadaan radio
konjunitas semakin marak dewasa ini di Indonesia setelah di deklarasikannya Jaringan Radio
Komunitas Indonesia (JRKI), pada tahun 2002 atau 3 bulan sebelum UU Penyiaran di
sahKan. Sejak itu bermunculan radio komunitas di beberapa dacrah. Selanjutnya mereka

membentuk jaringan-jaringan wilayah seperti, Jawa Barat, Yogyakarta, Lombok — Nusa
- __-____E“J\
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Tenggara Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jabotabek, Banten, Lampung, Bali, Padang,

Sjlawcsi Sclatan, Sulawesi Utara dan Irian Jaya (Sorong).

Adapun radio komunitas yang belum tergabung dalam Jaringan Radio Komunitas
Inflonesia (JRKI), bahkan belum tergabung juga pada jaringan lainnya seperti Jaringan
RJ:dio Suara Petani, Jaringan Radio Suara Nelayan, Jaringan Radio Suara Buruh dan Jaringan
Rgdio Miskin Kota diperkirakan masih banyak. Database sementara tentang jumlah radio
kclmunims yang Jaringan wilayahnya tergabung di JRKI berjumlah 276 radio komunitas ( 16
Prpvinsi) itu belum yang tergabung di Jaringan lain kemungkinan akan sangat banyak. Kalau
melihat dari proscs diseminasi RPP beberapa waktu lalu, sampai bulan Juni 2004 total
partisipan yang terlibat aktif sebanyak 500 radio komunitas tersebar di seluruh Indonesia.
Sgmentara itu yang belum terlibat aktif bahkan belum teridentifikasi sebagai radio komunitas
d:ilam jaringan yang sudah ada seakrang ini kurang lebih 350 radio, sehingga diperkirakan di
scjurub Indoncsia terdapat kurang lebih 1000 radio komunitas, dengan hampir 60 % atau
sebanyak 600 radio komunitas berada di pulau Jawa. Jumlah ini masih sedikit di banding

jumlah kecamatan yang ada di Indonesia kalau asumsinya perkecamatan 1 radio komunitas.

Radio kor.nunitaS scbagai salah satu bagian dari system Penyiaran Indonesia secara
prpktck ikut berpartisipasi dalam benyampaian informasi yang dibutuhkan komunitasnya,
bdik menyangkut aspirasi warga masyarakat maupun program-program yang dilakukan
pdmerintah untuk bersama-sama menggali masalah dan mengembangkan potensi yang ada di

:Lgkungannya. Malahan di beberapa radio komunitas yang ada, para pengelolanya dengan
tepas menyebutkan tujuan keberadaan radio komunitasnya. Misal, Radio Suara Cibangkong
BLndung di dinding studio rakom tertulis Radio Komunitas untuk membangun partisipasi

whrga Cibangkong. Hal serupa juga tergambar dalam AD/ART JRKI di mana keberadaan
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raulio komunilas salah satunya untuk terciptanya good governance dengan memandang asas-

asgs scbagai berikut :
Heak Asasi Manusia

Bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui

penyyiaran sebagai perwujudan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa

dag bernegara, dilaksanakan sccara bertanggungjawab, sclaras dan scimbang antara

kebcbasan dan kesctaraan menggunakan hak antar elemen di Republik Indonesia.

Kthlilan

Bahwa untuk menjaga integrasi nasional, kemajemukan masyarakat dan
terfnksananya otonomi daerah maka perlu dibentuk system penyiaran nasional yang

mchjamin (erciptanya tatanan system penyiaran yang adil, merata dan seimbang guna

mepwujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pengelolaan, pengalokasian dan penggunaan spektrum frekuensi radio harus tetap

befandaskan pada asas keadilan bagi semua lcmbaga penyiaran dan pemanfaatannya
dipergunakan untuk kemakmuran masyarakat seluas-luasnya, schingga terwujud diversity of

owpership dan diversity of content dalam dunia penyiaran.
Infprmasi

Bahwa lembaga penyiaran (radio) merupakan media informasi dan komunikasi yang
mempunyai peran penting dalam penyebaran informasi yang scimbang dan sctimpal di
magyarakat, memiliki kebebasan dan tanggungjawab dalam menjalankan fungsinya sebagai

meglia informasi, pendidikan, hiburan, kontrol serta perekat sosial.
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Pada perkembangannya, radio komunitas menempati peran dan posisi yang cukup
sttategis dalam mendorong penguatan masyarakat melalui informasi. Beberapa prakick yang
tcjah dilakukan oleh radio komunitas dibeberapa tempat tclah memberikan bukti bahwa radio
kgmunitas dapat berperan aktif dalam memberikan pembelajaran-pembelajaran terhadap
raﬂkyal untuk dapat terlibat dalam setiap proses penyelenggaraan kebijakan publik, baik itu
dcTngan meclakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi kebijakan, menjadi clearing house bagi
p¢ngelola program pembangunan serta melakukan monitoring terhadap praktek-praktek
pgnyclenggaraan kebijakan publik seperti yang dicontohkan oleh Radio MASE di Kecamatan
Majalaya dan Radio KOMBAS di Banjaran yang berhasil mendorong masyarakat sckitarnya

uptuk mengawasi dan terlibat aktif dalam kegiatan penyusunan RDTRK (Rencana Detail

-
—

pta Ruang Kota) di dua kecamatan tersebut. Adapun Radio Suara Cibangkong, Bandung

[~%

tngan Pengelolaan Sampah-nya.

Contoh lain memperlihatkan bahwa radio komunitas juga dapat berperan stralegis

[~

hlam proses-proses politik yang terjadi di tingkat lokal. Salah satu contohnya seperti yang

(=9

praktekkan oleh radio ABILAWA di Subang dan Radio KEMALA FM di Kecamatan

0O

iwidey ketika terjadi proses pemilihan kepala desa. Radio ABILAWA Subang dan

KEMALA FM berperap aktif dalam mensosialisasikan calon kepala desa kepada masyarakat

—

+ngga melakukan liputan langsung terhadap proses perhungutan suara. Melihat dinamika.

ypng sclama ini terjadi, radio komunitas yang ada sekarang ini memiliki potensi yang cukup

o

esar dalam melakukan proses-proses penyediaan informasi bagi warga, terutama yang

-

¢rkait dengan upaya-upaya monitoring kebijakan publik ditingkat lokal serta upaya-upaya

pendidikan politik bagi masyarakat. Radio komunitas semestinya mendapatkan posisi yang

(e)

hkup sentral dalam menjembatani informasi tentang praktek-praktek penyelenggaraan

ol

cbijakan publik.
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Mungkin banyak orang menduga, "orang kampung" yang tinggal di daerah terpencil
lidsz membutuhkan media untuk berkomunikasi dan menyebarluaskan informasi. Dugaan itu
lak| sclamanya benar. Siapa yang menduga, kini siaran radio komunilas di pedesaan sudah
bisT mengambil alih peran pengeras suara di masjid. Misalnya, untuk mengumumkan

kethatian scorang warga.

Berdasarkan penelitian dosen Fikom Unisba, Dr. Atic Rachmiatic, orang yang linggal
di Hacrah pinggiran (disertasi Atie Rachmiatie mengambil lokasi Komunitas Pedesaan di
Ketamatan Cisewu dan Wanayasa Jawa Barat) ternyata memiliki inisiatif untuk
mcphggunakan media, sebagai alat menyebarluaskan informasi dan mendorong iklim
derpokrasi. Selama ini orang yang tinggal di daerah terisolasi berkeinginan kuat untuk
mepmiliki media komunikasi mercka sendiri. Hasil penelitian ini juga menunjukkan, ketika

rezim  Orba usai, ternyata muncul gairah di tengah masyarakat pedesaan untuk

mchyampaikan aspirasi dan menunjukkan ekspresinya. Masyarakat memilih mendirikan

radjo komunitas scbagai medianya. Alasannya, teknologinya scderhana, biayanya relatif

murah dan siarannya dapat dijangkau secara gratis. Selain itu, oleh karena masyarakat

pedesaan juga ingin mendapatkan informasi, mengeluarkan pendapatnya dan ingin

didrngarkan olch masyarakatnya.

Dengan semakin banyaknya radio pemancar komunitas, akan lebih banyak lagi
barjgsa Indonesia terpenuhi hak asasinya untuk dapat berkomunikasi dan memperoleh

informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, seperti tertuang pada

B

=

p V1 Hak Atas Kebebaskan Informasi, Pasal 20 dari Ketetapan MPR XVII/MPR/1998.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, mendorong peneliti untuk mengkaji

beljerapa hal antara lain:
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1.| Bagaimanakah system komunikasi berbasis komunitas yang mampu menciptakan
media penyiaran komunitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya?
2.| Bagaimanakah pemberdayaan komunitas yang dilakukan olch radio komunitas di

wilayah penclitian?

1.2. SLIGNI FIKANSI PENELITIAN
Signifikansi Akademis

Masa ftransisi pertumbuhan media komunitas baru saja dimulai, semenjak negara

mengpkui keberadaannya dan mengatur penyelenggaraan media komunitas melalui UU
No,.32 tahun 2002, karena itu signifikansi akademis penelitian ini akan sangat besar
menglingat barangkali belum terdapat atau tidak banyak penelitian yang mengambil masa
transisi ini sebagai obyek; secara lebih khusus ketika masa transisi ini dianalisis dengan
menggunakan pendckatan ekonomi-politik media yang melakukan analisis sccara
komJ'rchcnsif di berbagai level. Selain itu, oleh karena metode dan pendekatan dalam
penclitian ini yang bersifat kritikal (tidak lagi positivis/tradisional), maka diharapkan riset ini

dapaf mendorong perkembangan ilmu kemasyarakatan.

Signl/ikansi Praktis

Ketika Peneliti mulai menekuni penyiaran komunitas sejalan dengan keluarnya UU
No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, besar sekali harapan disampaikan oleh pihak pengclola
media komunitas untuk mendapatkan kajian-kajian dan penclitian ilmiah yang akan mcrcka
gunn#kan sebagai acuan kebijakan dan pedoman melangkah dalam masa transisi yang baru
saja [dimulai ini. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memiliki signifikansi praktis

yang berarti bagi perkembangan media komunitas secara khusus, dan media massa sccara

umuL‘n.
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BAB 11

KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Helasi tdeologl, Media Massa dan Ekonomi Politik Media

Usaha untuk mcmahamiA proses relasional antara ideologi, media massa dan ekonomi
politik media termasuk dalam kategori perspektif ekonomi politik. Dalam kajian media,
perspektif ckonomi politik media merupakan bagian dari perspektif kritis sclain cultural
studigs, teori kritis, feminisme, tcori resepsi pesan, dan semiotika (Mohammadi &

MohuTnmadi, 1990, hal. 15). .

Pendekatan ckonomi politik merupakan scbuah kajian yang diidentifikasi sebagai
# kelonjpok pendekatan kritis (McQuail, 2000:82). Pendekatan ekonomi politik memfokuskan
| pada kajian utama tentang hubungan antara struktur ckonomi-politik, dinamika media, dan

idcolggi media itu sendiri.

Perhatian penclitian ekonomi politik diarahkan pada kepemilikan, kontrol serta

keku

—

tan opcrasional pasar media. Dari titik pandang ini, institusi media massa dianggap
scbagpi sistem ckonomi yang berhubungan erat dengan sistem politik. Karakier utama
pcndékalan ckonomi politik adalah produksi media yang ditentukan oleh: pertukaran nilai isi
medig yang berbagai macam di bawah kondisi tekanan ekspansi pasar dan juga ditentukan

kcpcqlingan ckonomi-politik pemilik modal dan pembuat kebijakan media (Garnham dalam

McquLlil, 2000:82). Berbagai kepentingan tersebut berkaitan dengan kebutuhan untuk
memperolch keuntungan, sebagai akibat dari adanya kecenderungan monopolistis dan proses

integrpsi, baik sccara vertikal maupun horisontal.

Mcnurut Mosco (1996), pengertian ckonomi politik bisa dibcdakan dalam pengertian -

scmpﬂl dan luas. Dalam pengertian sempit berarti kajian relasi sosial, khususnya relasi
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kc'ﬁuasann, yang bersama-sama membentuk produksi, distribusi dan konsumsi sumber daya

lermasuk sumber daya komunikasi. Dalam pengertian luas kajian mengenai kontrol dan

pegtahanan kehidupan sosial. Dewasa ini ini setidaknya terdapat tiga konsep penting yang
dit]\warkan Mosco untuk mengaplikasian pendekatan ckonomi politik pada kajian
komunikasi : komodifikasi (commodification), spasialisasi (spatialization); dan strukturasi

(structuration).

Komodifikasi berkaitan dengan proses transformasi barang dan jasa dari nilai gunanya
m%njudi komoditas yang berorientasi pada nilai tukarnya di pasar. Proses transformasi dari
nilpi guna menjadi nilai tukar, dalam media massa selalu melibatkan para awak media,

ki

=3

Tlayak pembaca, pasar, dan negara apabila masing-masing di antaranya mempunyai
kepentingan (Mosco, 1996). Nilai tambah produksi berita akan sangat ditentukan olch

kclnampuan berita tersebut memenuhi kebutuhan sosial dan individual.

Spasialisasi berhubungan dengan proses pengatasan atau paling tepat dikatakan

sebiagai transformasi batasan ruang dan waktu dalam kehidupan sosial. Dapat dikatakan juga
bahwa spasialisasi merupakan proses perpanjangan institusional media melalui bentuk
kofporasi dan besarnya badan usaha media (Mosco, 1996). Ukuran badan usaha media dapat
begsifat horizontal maupun vertikal. Horizontal artinya bahwa bentuk badan usaha media
terpebut adalah bentuk-bentuk konglomerasi, monopoli. Proses spasialisasi yang bersifat
veftikal adalah proses integrasi antara induk perusahaan dan anak perusahaannya yang
dilpkukan dalam satu garis bisnis untuk memperoleh sinergi, terutama untuk memperolch

koptrol dalam produksi media,

;3 Strukturasi berkaitan dengan hubungan antara gagasan agensi, proses sosial dan
pr.%klck sosial dalam analisa struktur. Strukturasi merupakan interaksi interdependensi antara

3 ag#n dengan struktur sosial yang melingkupinya (Mosco, 1996).

: 20
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Sccara makro, Peter Golding dan Graham Murdock (dalam Curran dan Gurevitch,
)1:15 ~ 32) menunjukkan bahwa perspektif ckonomi politik komunikasi massa bisa

Jedakan menjadi dua macam paradigma yaitu perspektif ekonomi politik dalam paradigma

g

eral; dan perspektif ekonomi politik dalam paradigma kritis.

Perspektif ekonomi politik liberal berpusat pada isu proses pertukaran pasar di mana
individu scbagai ‘konsumcn mempunyai kebebasan untuk memilih komoditas-komoditas yang
suﬁlang berkompetisi berdasarkan manfaat dan kepuasan yang ditawarkannya. Scmakin besar
kuatan pasar memainkan perannya, semakin besar kebebasan konsumen untuk menentukan

piﬂihzmnyu.

Mckanisme pasar itu, diatur oleh apa yang disebut Adam Smith scbagai “langan
sisembunyi” (the invisible hand theory). Media massa menurut pandangan liberal ini benar-
nar dilihat scbagai sebuah produk kebudayaan yang harus diberikan kesempatan secara

bas dan luas untuk dimiliki olch siapapun juga dan untuk berkompetisi secara bebas dalam

palar terscbut.

Varian ckonomi politik liberal merupakan aliran pemikiran yang memberikan
ickanan pada peran media massa di dalam mempromosikan kebebasan untuk berbicara

eedom of speech). Pemikiran ini memiliki beberapa kriteria. Kriteria yang pertama adalah

syarakat dipahami scbagai kelompok-kelompok yang saling bersaing. Ini berarti kelompok
g berkuasa atau kelompok yang dominan tidak terdapat. Kriteria kedua adalah media
ilihat scbagai sistem organisasi yang memiliki batas, mendapatkan otonomi dari negara,
puL'lai-purlui politik serta kelompok penekan. Kriteria keliga adalah kontrol media dimiliki
th elit manajerial yang otonom, schingga dapat menciptakan flcksibilitas terhadap
plesional media. Kriteria keempat adalah hubungan antara institusi media dan khalayak

rsifat simetris.
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Dalam perspektif ekonbmi politik kritis, perspektif ekonomi politik mengikuti Marx
u:#nl’uk memberikan perhatian pada pengorganisasin properti dan produksi pada industri
bﬁldaya ataupun industri lainnya, bukannya pada proscs pertukaran sebagaimana dilakukan
liperalisme. Perspektif ini tidak’ mengabaikan pilihan-pilihan yang dibuat oleh produsen
mjaupun konsumen industri budaya, akan tetapi apa yang dilakukan olech produsen dan

kpnsumen itu dilihat dalam struktur yang lebih luas lagi.

SR D UL R SRR .
Golding dan Murdock menempatkan perspektif ekonomi politik media pada
p&xradigma kritis. Golding dan Murdock berpendapat bahwa perspektif ekonomi politik kritis

L'Ttrbedn dengan arus utama dalam ilmu ekonomi dalam hal holisisme, keseimbangan antara

aha kapitalis dengan intervensi publik; dan keterkaitan dengan persoalan-persoalan

~

oralitas seperti masalah kéadileih; keéémaan, dan kebaikan publik (public goods).

Sifat holistik dalam perspekhf ini (terutama dalam kontcks analisa ckonomi politik
ritis) merupakan satu dari bcberapa pertunbangan yang dibuat dalam konteks perspektif
konomi politik kritis. Holistik di sini berarti menunjukan adanya keterkaitan saling

mempengarvhi antara orgamsasx ‘el'co'noim dan kehidupan politik, sosial, dan kultural.

——

nalisisnya bersifat historis dém Sécara'mdral menunjukkan keterkaitannya dengan persoalan
fublic good. Aspek historis dalam sifat holisme perspektif ekonomi politik kritis berpusat
[Tada analisa pertumbuhan media, perluasan jaringan dan jangkauan perusahaan media,

komodifikasi dan peran negara. = -

Analisa ekonomi politik kritis memperhatikan perluasan “dominasi” perusahaan

edia, baik melalui péningkatan kﬁéntitaé dan kualitas produksi budaya yang langsung

ilindungi oleh pemilik modal. Tentu saja, ekstensifikasi dominasi media dikontrol melalui

]

lominasi produksi isi media yang sejalah dengan prefcrensi pemilik modal. Proscs

comodifikasi media massa memperlihatkan dominasi peran kekuatan pasar (dalam penclitian
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ini|terlibat faktor militer yang menentukan makna dan isi pasar). Proses komodifikasi justru

mcnunjukkan menyempitnya ruang kebebasan bagi para konsumen media untuk memilih dan

mdnyaring inlormasi.

Dalam konstatasi di atas, maka tidak mengherankan apabila peran media di sini justru
mdnjadi alat lcgitimasi kepentingan kelas yang memiliki dan mengontrol media mclalui
produksi kesadaran dan laporan palsu tentang realitas objektif yang sudah bias karcna
dilLulnuk olch kelompok kepentingan baik secara politik maupun ckonomis. Perjuangan kelas
bi.Jﬂsanya didasarkan pada antagonisme ekonomi-politik. Posisi dan peran media adalah

mgnutupi dan mercpresenlasi sccara bias dan manipulatif anlagonisme tersebut. Idcologi

di

:[mnfaalkan untuk menghapus dan mengeliminasi perjuangan kelas. Kontrol atas kclas

di

—

uktikan dengan mencocokkan ideologi yang tersirat dalam pesan media dengan

k

[r]

pentingan kelas yang dominan.

Perspektif ekonomi politik kritis juga menganalisa secara penuh pada campur tangan

<

publik scbagai proses legitimasi melalui ketidaksepakatan publik atas bentuk-bentuk yang
hatus diambil karena adanya usaha kaum kapitalis mempersempit ruang diskursus publik dan
representasi. Dalam konteks ini dapat juga disebut adanya distorsi dan ketidakscimbangan

anfara masyarakal, pasar dan sistem yang ada. -

Scdangkan kriteria-kritcria yang dimiliki oleh analisa ckonomi politik kritis terdiri

d

1<

i tiga kriteria. Kriteria pertama adalah masyarakat kapitalis menjadi kelompok (kelas)
yapg mendominasi. Kedua, media dilihat sebagai bagian dari ideologis di mana di dalamnya

k

(¢]

las-kelas dalam masyarakat melakukan pertarungan, walaupun dalam konteks dominasi

k

[r]

as-kelas tertentu. Kriteria terakhir, profesional media menikmati ilusi otonomi yang

di

%osialisasikan ke dalam norma-norma budaya dominan.

23

LAPORAN PENELITIAN PEMBERDAYAAN KOMUNITAS MELALUI ... YAYAN SAKTI SURYANDARU




IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

HUAT S A e TN i TN P S T s e AT S S 5 i
. . M '
et T O ¥ I SO . Vo . . st e (AN N .

N . IR PEANEY ) ey e . . EARA l. . A ‘ PR .
i . - N . L 1o P N [ . 1 " 1 e
FRIR [ PR R S R A S A i PR T AR : il .
D et e Ve b by bl Gl an s Fo
. e . Ty . - .o AR .
' A A A noJdtr ! BT Do IO e el e T e
.
. . - e - . O S L
Ll ! . . LG i et LI . RIS , A ' I s
IR LT TN e b T TR TP ) SRR S B T T M S
: e T . e Ve i
G e ey IS R LT A LN SRS BENIUIRY bt S SO T B APIPEETSLH! ! s o
. '
R SR T P IOY B UL RE 5 e S St oY S TRVPRN NS ;
Lt .
% PP gty TS P ‘:: PN A
. - . T _— o G
PR R ‘y R v R R A e O O X2 R DI I .. :
. . . . : 3 : , o .
RS LR TR N . co I Dy K
. . : fer . . vy
Ao Vet ‘ R AR TR R s o f A b ,
i o H . . e . . . LA ' ' I .
) iid E PRERRT T Jogand Gl B . fas ‘.;._ e LI ’ .
B TR . [ R Tay
. . .
: : AT Y : 0 PP TR B RN RURL U o
PRSI S U B TN A TR TR R NIRTLINN 3¢ N T A AN N T TE .
. . : .- i S s Ll N ¥
sasettia }:. R TEM (A T HREE] o i e i ey A Y \ . . '
. i oot e . o
LR TR A DU FRR A P e L Ly N R o
B . . P H
; o e ey R R Ve . RN i
IR ?’.'.n K S st [ I S N 2 PR g . T LA e
VLU R R UEY SRS TR (TR IASY Y TS SR I LI PRSP PR O R B :
! .’.“.‘.:l‘" Ve vl e e o, ety b
e e MUTNR o e
H o
! } . '
x . ‘
: {
s .- ‘
t. . ' ;
. § } ,4
s tmde v"l"
3
LAPORAN PENELITIAN PEMBERDAYAAN KOMUNITAS MELALUI ... YAYAN SAKTI SURYANDARU . 1
P S B T - - i e N . LAt T e W - -: . -




IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Perspektif ckonomi-politik kritis memiliki tiga varian utama. Ketiga varian tersebut

adalah instrumentalisme, kulturalisme, dan strukturalisme. Dalam penelitian ini, varian yang

di

gunakan adalah perspektif instrumentalisme. Perspektif ini memberikan penckanan pada

det¢rminisme ckonomi, di mana segala sesuatu pada akhirnya akan dikaitkan secara langsung

dengan kckuatan-kekuatan ekonomi. Perspektif ini melihat media sebagai instrumen dari

kelas yang mendominasi. Dalam hal ini kapitalis dilihat scbagai pihak yang menggunakan

keKuatan ekonominya - untuk kepentingan apapun - dalam sistem pasar komersial untuk

mefnastikan bahwa arus informasi publik sesuai dengan kepentingannya.

Apabila mainstream ilmu ckonomi melihat persoalan ckonomi sebagai satu hal

dominan yang terpisah dan khusus, maka perspektif ekonomi politik kritis melihat persoalan

ckgnomi itu berada dalam hubungan dengan kehidupan politik, sosial, dan budaya.

Liheralisme menckankan pada kedaulatan dan kebebasan individual dalam kapitalisme, maka

patadigma kritis memberikan penckanan pada relasi sosial (social relations) dan kekuasaan

(pawer).

Produksi makna dalam sebuah teks merupakan konsekuensi kekuasaan yang

berdampak pada lingkup konsumsi budaya. Golding dan Murdock menyatakan bahwa

ckpnomi merupakan faktor penentu penting untuk praktek produksi teks media. Alasannya

adplah bahwa ckonomi merupakan organisasi pembuat keuntungan dan institusi industri

b

—

iaya yang sangat terbuka pada tekanan proses komodifikasi dan strukturasi, dan institusi

yapg punya pola kepemilikan yang khas. Luas dan besarnya kepemilikan media di tangan

konglomerat atau pemegang kekuasaan secara tidak langsung telah membuat media menjadi

=)

+i11 terintegrasi pada kepentingan pemilik serta memperdalam ikatan mercka dengan

kepentingan kelas kapitalis.

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA

{ SURABAYA
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Dalam perspektif ckonomi politik produksi tetap dibuka kemungkinan faktor
insfrumentalisme dan strukturalisme dalam analisa penelitian. Instrumentasime berpusat pada
cz;qt-dan sarana kaum kapitalisme atau pemilik modal menggunakan kekuasaan ckonomi
derfgan sistem pasar komersial untuk menjamin arus informasi publik yang harmonis dengan

keentingan mercka. Akibatnya, kontradiksi di dalam sistem terscbut bisa dilupakan.

Posisi kaum instrumentalis menyatakan bahwa kepemilikan media secara privat

mefupakan instrumen dominasi kelas (Currant & Guravitch, ed,. 1991). Media berfungsi

T

mepgperakkan dukungan untuk kepentingan kelas yang berkuasa (Chomsky, 1988). Dengan
dcnﬁlikian, terdapat lima saringan yang dilalui olch pesan media. Pesan media melayani
kekuasaan yang mapan, diproduksi oleh suatu industri atau institusi yang terkonscntrasi pada
scjymlah besar korporasi, lcfgantung pada sumber ekonomi utama, tergantung pada pejaba
pancrinlah scbagai sumber, sclalu ditekan olch kelompok penckan dan diwarnai oleh

ideglogi tertentu (Herman & Chomsky, 1988; Downing, Mohammadi, 1990). Ketika scbuah

4

media massa menawarkan pandangan yang kontra dan mempublikasikan skandal maka
scbgtulnya mercka menginginkan legitimasi mereka atau melegitimasi sistem kapitalisme

seegra kescluruhan 'dan melegitimasi sistem yang dianggap lawan.

Mamemad LT T aTTT g e e T . T

Dengan mcnggungkan kekuasaan ekonomi dan sistem sosial yang mau ditawarkan,
kelgs dominan akan menangani lingkup wacana dan representasi. Penanganan lingkup
wadana dan representasi ini bisa terwujud dalam bentuk perbaikan premis wacana, keputusan
maija yang bolch dilihat dan dianggap penting oleh masyarakat umum dan menangani opini

pub*ik mclalui propaganda.

Scbetulnya dalam konteks ekonomi politik media massa, terdapat pola kepemilikan
media. Model pertama adalah model pola resmi, di mana media dikontrol negara. Model

kedpia adalah pola komersial, di mna media merefleksikan idcologi para pemegang modal.
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Modrl ketiga adalah pola kepentingan di mana media merefleksikan kepentingan partai

politik dan kelompok kcagamaan. Model keempat adalah pola informal di mana isi meida

merdfleksikan ide dan konsep kontributor media tersebut.

2.2

Pemberdayaan Komunitas

Sccara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (cmpowerment), berasal dari

kata| ‘power’ (kckuasaan atau keberdayaan). Karcnanya, ide ulama pemberdayaan

berspntuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan

kempmpuan kila untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari

keinginan dan minat mereka. Ilmu sosial tradisional menekankan bahwa kekuasaan berkaitan

dengan pengaruh dan kontrol. Pengertian ini mengasumsikan bahwa kekuasaan scbagai

sesuptu yang tidak berubah atau tidak dapat dirubah.

Kek

Kekuasaan sesungguhnya tidak terbatas pada pengertian di atas. Kekuasaan tidak

valem dan terisolasi. Kekuasaan senantiasa hadir dalam konteks relasi sosial antar manusia.

lasaan tercipta dalam relasi sosial. Karena itu, kekuasaan dan hubungan kekuasaan dapat

bcrl.ibah. Dengan pemahaman kekuasaan seperti ini, pemberdayaan sebagai sebuah proses

perlﬂbahan kemudian memiliki konsep yang bermakna. Dengan kata lain, kemungkinan

-~

terj

ber

dinya proses pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal: (1) Bahwa kekuasaan dapat

ah. Jika kekuasaan tidak dapat berubah, pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan

caraj apapun. (2) Bahwa kekuasaan dapat diperluas. Konsep ini menekankan pada pengertian

kek#asaan yang tidak statis, melainkan dinamis.

Sedangkan pengertian dan indikator Pemberdayaan antara lain adalah :
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s Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang
yang lemah atau tidak beruntung (Ife, 1995:56).
2. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan

melalui pengubahan struktur sosial (Swift dan Levin (1987:xiii).

3. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan
komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas)
kehidupannya (Rappaport, 1984:3).

4. Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup

kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, dan

mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang
mempengaruhi  kehidupannya...Pemberdayaan  menckankan  bahwa
orang memperolch keterampilan, pengetahuan, dan kckuasaan yang
cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain
yang menjadi perhatiannya (Parsons, ct al., 1994:106).

5. Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok

1 rentan dan lemah, untuk (a) memiliki akses terhadap sumber-sumber

produktif ~yang memungkinkan mercka dapat  meningkatkan
pendapatannya dan memperoleh - barang-baran dan jasa-jasa yang
mereka perlukan; dan (b) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan

keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Berdasarkan  definisi-definisi pemberdayaan di atas, dapat dinyatakan bahwa
pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah
serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam
magyarakat, (ermasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagi tujuan;

maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh scbuah
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perubahan sosial; yaitu masyarakat miskin yang berdaya, memiliki kckuasaan atau
mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang
bersifat fisik, ckonomi, maupun sosial scperti memiliki kepercayaan diri, mampu
mcny’ampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial,

dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan

scbagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai

scbugh proscs.

Schuler, Hashemi dan Riley mengembangkan beberapa indikator pemberdayaan, yang

mcrcha scbul sebagai empowerment index atau indeks pemberdayaan (Girvan, 2004):

o Kcbebasan mobilitas: kemampuan individu untuk pergi ke luar rumah atau wilayah

tempat tinggalnya, seperti ke pasar, fasilitas medis, bioskop, rumah ibadah, ke rumah

tetangga. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika individu mampu pergi sendirian

1 Kemampuan membeli komoditas ‘kecil’: kemampuan individu untuk membeli
barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari (beras, minyak tanah, minyak goreng,
bumbu); kebutuhan dirinya (minyak rambut, sabun mandi, rokok, bedak, sampo).
Individu diahggap mampu melakukan kegiatan ini terutama jika ia dapat membuat

keputusan sendiri tanpa meminta ijin pasangannya; terlcbih jika ia dapat membeli

i3 toca

barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.

o o by

t Kemampuan membeli komoditas ‘besar’: kemampuan individu untuk membeli

1

2N

barang-barang sekunder atau tersier, seperti lemari pakaian, TV, radio, koran,

majalah, pakaian keluarga. Seperti halnya indikator di atas, poin tinggi diberikan-

terhadap individu yang dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin

SO a1yt

pasangannya; terlebih jika ja dapat membeli barang-barang tersebut dengan

mengpgunakan uangnya sendiri.
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¢ Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputuan rumah tangga: mampu membuat

keputusan sccara sendiri mapun bersama suami/istri mengenai keputusan-keputusan

keluarga, misalnya mengenai renovasi rumah, pembelian kambing untuk diternak,

memperoleh kredit usaha,

t  Kebebasan relatif dari dominasi keluarga: responden ditanya mengenai apakah dalam
satu tahun terakhir ada seseorang (suami, istri, anak-anak, mertua) yang mengambil
uang, tanah, perhiasan dari dia tanpa ijinnya; yang melarang mempunyai anak; atau
melarang bekerja di luar rumah.

+ Kesadaran hukum dan politik: mengetahui nama salah scorang pegawai pemerintah
desa/kelurahan;  scorang anggota DPRD sclempat; nama presiden; mengetahui
pentingnya memiliki surat nikah dan hukum-hukum waris.

 Kelerlibatan dalam kampanye dan protes-protcs: sescorang dianggap ‘berdaya’ jika ia

pernah terlibat dalam kampanye atau bersama orang lain melakukan protes, misalnya,

terhadap suami yang memukul istri; istri yang mengabaikan suami dan keluarganya;
gaji yang tidak adil; penyalahgunaan bantuan sosial; atau penyalahgunaan kekuasaan
polisi dan pegawai pemerintah.

»  Jaminan ckonomi dan .kontribusi terhadap keluarga: memiliki rumah, tanah, assct

produktif, tabungan. Seseorang dianggap memiliki poin tinggi jika ia memiliki aspek-

aspek tersebut secara sendiri atau terpisah dari pasangannya

Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat miskin dan
kelgmpok lemah lainnya. Mereka adalah kelompok yang pada umumnya kurang memiliki
kebprdayaan. Oleh karena itu, untuk melengkapi pemahaman mengenai pemberdayaan perlu
dikgtahui konsep mengenai kelompok lemah dan ketidakberdayaan yang dialaminya.
Beierapa kelompok yang dapat dikategorikan sebagai kelompok lemah atau tidak berdaya

meliputi:
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o Kclompok lemah secara struktural, baik lemah secara kelas, gender, maupun etnis.

o Kclompok lemah khusus, seperti manula, anak-anak dan remaja, penyandang cacat,
gay dan lesbian, masyarakat terasing,.

» Kclompok lemah sccara personal, yakni mercka yang mengalami masalah pribadi

- dan/atau keluarga.

Kelompok-kelompok tertentu yang mengalami diskriminasi dalam suatu masyarakat,

seperti masyarakat kelas sosial ekonomi rendah, kelompok minoritas etnis, wanita, populasi

lanjut usia, serta para penyandang cacat, adalah orang-orang yang mengalami

ketjdakberdayaan. Keadaan dan perilaku mereka yang berbeda dari ‘keumuman’ kcrapk'ali

dip#mdang sebagai ‘deviant’ (penyimpang). Mereka seringkali kurang dihargai dan bahkan

dichp sebagai orang yang malas, lemah, yang disebabkan oleh dirinya sendiri. Padahal

kettdakberdayaan mereka seringkali merupakan akibat dari adanya kekurangadilan dan

dis

kriminasi dalam aspek-aspek kehidupan tertentu.

Menurut Berger dan Nenhaus dan Nisbet (Suharto, 1997), “struktur-struktur

penghubung’ (mediating structures) yang memungkinkan kelompok-kelompok ‘lemah

mangcekspresikan aspirasi dan menunjukkan kemampuannya terhadap lingkungan sosial yang

le
ke
str
Or|
ke

da

ih luas, kini cenderung melemah. Munculnya industrialisasi yang melahirkan spesialisasi
ja dan pckerjaan mobile telah melemahkan lembaga-lembaga yang dapat berperan sebagai
iktur penghubung antara kelompok masyarakat lemah dengan masyarakat luas.
Banisasi-organisasi sosial, lembaga-lembaga keagamaan (mesjid, gereja), dan lembaga
uarga yang sccara tradisional merupakan lembaga alamiah yang dapat memberi dukungan

1 bantuan informal, pemecahan masalah dan pemenuhan kebutuhan para anggotanya,

cepderung semakin melemah peranannya. Oleh karena itu, seringkali sistem ekonomi yang

di

lrujudkan dalam berbagai bentuk pembangunan proyek-proyek fisik, sclain di satu pihak
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maimpu meningkatkan kualitas hidup sckelompok orang, juga tidak jarang malah semakin

merpinggirkan kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat.

Senncet dan Cabb (1972) dan Conway (1979) menyatakan bahwa ketidakberdayaan ini

disgbabkan olch beberapa faktor seperti: ketiadaan jaminan ekonomi, ketiadaan pengalaman

dalgm arcna politik, ketiadaan akses terhadap informasi, ketiadaan dukungan finansial,
ketindaan pelatihan-pelatihan, dan adanya ketegangan fisik maupun emosional (Suharto,
19977). Para (coritisi, seperti Seeman (1985), Seligman (1972), dan Learner (1986) meyakini
bahiwa ketidakberdayaan yang dialami oleh sekelompok masyarakat merupakan akibat dari

proges internalisasi yang dihasilkan dari interaksi mercka dengan masyarakal. Mercka

menpganggap diri mercka sebagai lemah, dan tidak berdaya, karena masyarakat memang

mepganggapnya  demikian. Seeman menyebut keadaan ini dengan istilah ‘alicnasi’.
Serpentara Seligman menycebutnya scbagai ‘ketidakberdayaan yang dipelajari’ (learned
helplessness), dan Learner menamakannya dengan istilah ‘ketidakberdayaan surplus’ (surplus

powerlessness)(Suharto, 1997:212-213).

Learner Iebih jauh menjelaskan konsep ‘pentidakberdayaan’ ini sebagai proses
dengan mana orang merasa tidak berdaya melalui pembentukan seperangkat pikiran

empsional, intelektual dan spiritual yang mencegahnya dari pengaktualisasian kemungkinan-

kethungkinan yang scbenarnya ada. Sebagai contoh, para pencrima Bantuan Sosial Keluarga
(AFDC/Aid for Families with Dependent Children) merasa tidak berdaya untuk merubah
pragram dan bentuk-bentuk pelayanan AFDC. Mercka memiliki persepsi bahwa dirinya tidak
mampu, lidak berdaya, atau bahkan tidak berhak untuk merubah program-program terscbut.

i Mdnurut Kicffer (1984: 9), ketidakberdayaan yang dipersepsi ini merupakan hasil dari

pc:lnbcnluk:m interaksi terus-menerus antara individu dan lingkungannya yang meliputi
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kompinasi antara sikap penyalahan-diri sendiri, perasaan tidak dipercaya, keterasingan dari

sumber-sumber sosial dengan perasaan tidak mampu dalam perjuangan politik.

Solomon (1979) melihat bahwa ketidakberdayaan dapat bersumber dari faktor internal

maypun cksternal. Menurutnya, ketidakberdayaan dapat berasal dari penilaian diri yang

neghtif; interaksi negatif dengan lingkungan, atau berasal dari blokade dan hambatan yang

bergsal dari lingkungan yang lebih besar (Suharto, 1997:213-214):

1. Pcnilaian diri yang negatif. Ketidakberdayaan dapat berasal dari adanya
a sikap penilaian negatif yang ada pada diri seseorang yang terbentuk
; : akibat adanya penilaian negatif dari orang lain. Misalnya wanita atau

kelompok minoritas merasa tidak berdaya karena mereka tclah

disosialisasikan untuk melihat diri mercka sendiri sebagai orang yang
tidak memiliki kekuasaan setara dalam masyarakat.

2. Interaksi negatif dengan orang lain. Ketidakberdayaan dapat bersumber
dari pengalaman negétif dalam interaksi antara korban yang tertindas
dengan sistem di luar mereka yang menindasnya. Sebagai contoh,
wanita atau kelompok minoritas seringkali mengalami pengalaman
nege;tif dengan masyarakat di sekitarnya. Pengalaman pahit ini

kemudian menimbulkan perasaan tidak berdaya, misalnya rendah diri,

merasa tidak mampu, merasa tidak patut bergabung dengan organisasi
sosial dimana mereka berada.

3. Lingkungan yang lebih luas. Lingkungan luas dapat menghambat peran

] "dan tindakan kelompok tertentu. Situasi ini dapat mengakibatkan tidak

| berdayanya kelompok yang tertindas tersebul dalam mengckpresikan

atau menjangkau kescmpatan-kesempatan yang ada di masyarakat.
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Misalnya kebijakan yang diskriminatif terhadap kelompok gay atau

lesbian dalam memperoleh pekerjaan dan pendidikan.

Kicller (1981) mengemukakan tiga dimensi pemberdayaan:

»  Kompetensi kerakyatan

> Kemampuan sosiopolitik

»  Kompetensi partisipatif (Suharto, 1997:215)

Mepurat Parsons ct al (1994:106), pemberdayaan sedikitnya mencakup tiga dimensi:

i » Scbuah proses pembangunan yang bermula dari pertumbuhan individual yang
kemudian berkembang menjadi sebuah perubahan sosial yang lebih besar

*  Scbuah keadaan psikologis yang ditandai oleh rasa percaya-diri, berguna dan mampu
mengendalikan diri dan orang lain.

 Pembebasan yang dihasilkan dari sebuah gerakan sosial, yang dimulai dari pendidikan
dan politisasi orang-orang lemah dan kemudian melibatkan upaya-upaya kolektif dari
orang-orang lemah tersebut untuk memperoleh kekuasaan dan mengubah struktur-

struktur yang masih menekan (Parsons et al., 1994:106).

Menurut Ife (1995: 61-64), pemberdayaan memuat dua pengertian kunci, yakni
kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan di sini diartikan bukan hanya menyangkut

kekuasaan politik dalam arti sempit, melainkan kekuasaan atau penguasaan klien atas:

» Pilihan-pilihan personal dan kesempatan-kesempatan hidup: kemampuan dalam
membuat keputusan-keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal, pckerjaan.
*  Pendefinisian kebutuhan: kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi

dan keinginannya,
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| Idc atau gagasan; kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam
suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tckanan.

| Lembaga-lembaga: kcmampuan menjangkau, menggunakan dan  mempengaruhi
pranata-pranatn  masyarakat, scperti lembaga kescjahteraan sosial, pendidikan,
keschatan.

| Sumber-sumber: kemampuan memobilisasi sumber-sumber formal, informal dan
kemasyarakatan.

of Aktivitas ekonomi: kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi,
distribusi, dan pertukaran barang serta jasa.

o Reproduksi: kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran, perawatan anak,

pendidikan dan sosialisasi.

Pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan di atas dicapai melaui

pengrapan pendekatan pemberdayaan. Parsons, et al., (1994: 112-113) menyatakan, bahwa
proses pemberdayaan umumnya dilakukan secara kolektif, Menurutnya, tidak ada literatur
yamf menyatakan bahwa proses pemberdayaan terjadi dalam relasi satu-lawan-satu antara

pekgrja sosial dan klien dalam setting pertolongan perseorangan. Meskipun pemberdayaan

rti ini dapat meningkatkan rasa percaya diri dan.kemampuan diri klien, hal ini bukanlah

gi utama pemberdayaan.

Namun demikian, tidak semua intervensi pekerjaan sosial dapat dilakukan melalui

kolgktivitas. Dalam beberapa situasi, strategi pemberdayaan dapat saja dilakukan secara

Mdual; meskipun pada gilirannya strategi ini pun tetap berkaitan dengan kolektivitas,
m arti mengkaitkan klien dengan sumber atau sistem lain di luar dirinya. Karcnanya,
m konteks pekerjaan sosial, pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga pendckatan:

ro, mezzo, dan makro.
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Pertama, pendekatan Mikro, Pemberdayaan dilakukan terhadap klicn sccara individu
Il'ldillLJi bimbingan, konscling, stress management, crisis intcrvention. Tujuan utamanya
adalai membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya, Model

ini scfing discbut scbagai Pendckatan yang Berpusat pada Tugas (task centered approach).

Kedua, pendckatan Mezzo. Pemberdayaan dilakukan terhadap sckelompok klien.
Pemberdayaan  dilakukan dengan menggunakan  kelompok  sebagai  media  intervensi.
Pend|dikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan scbagai strategi dalam
menifigkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki

kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.

Ketiga, pendekatan Makro. Pendekatan ini disebut juga sebagai Strategi Sistem Besar
(large-system strategy), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang
lebily luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, lobbying,
pengprganisasian masyarakat, manajemen konflik, adalah beberapa strategi dalam
pcndealan ini. Pendekatan ini memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi
untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi

yang] tepat untuk bertindak.
2.3. Apa itu Analisis Jaringan Sosial?

Analisis Jaringan Sosial (Anjasos) atau Social Network Analysis (SNA) dalam
konlLks penclitian ini didefinisikan sebagai pemetaan dan pengukuran hubungan dan
in(clgaksi dalam scbuah kesatuan lembaga lokal yang melibatkan orang, kelompok
masyarakal, informasi dan beragam pelayanan sosial didalamnya. Misalnya, lembaga-

lembaga tingkat lokal dapat digambarkan dengan lingkaran-lingkaran, sedangkan garis-garis
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yang menghubungkan lingkaran tersebut menunjukkan keterkaitan antara lembaga-lembaga

yanlf bersangkutan,

Scgenap jalinan interaksi beserta dinamika dan keberfungsian diantara clemen-clemen

lersebut dalam Protokol Kaji Tindak ini dinamakan jaringan (network). Pendckatan untuk
mepggambarkan dan mengidentifikasi kualitas dari jaringan tersebut akan menggunakan
mcqode analisis yang disebut Metode Asesmen Cepat dan Partisipatif (MACPA) atau

Parficipatory Rapid Assessment (PARA).

Di Indonesia, khususnya di Gunung Kidul, berbagai lembaga sosial pada tingkat lokal

tclgh diakui memainkan peran penting dalam proses pembangunan di masyarakat. Lembaga
ini [pada hakekatnya menunjuk pada organisasi informal yang tumbuh di lingkungan yang
sccpra geografis dan kultural mercpresentasikan komunitas setempat yang kecil dan terbatas.
Or anisqsi ini biasanya dibentuk secara swadaya untuk menyelenggarakan pelayanan sosial
alaT merespon  permasalahan  sosial  berbasiskan pada  sumber-sumber sctempat.
Kepengurusan dan fungsi dari lembaga ini umumnya tidak kaku seperti pada organisasi-
organisasi formal. Beberapa contoh lembaga sosial lokal dapat berupa organisasi scmi-
petperintah, seperti Karang Taruna, Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Posyandu, atau
murni mewakili kepcntin'gan masyarakat madani, semisal Mitra Cai, Kelompok Pengajian,

dar} Kelompok Arisan.

Mengacu pada World Bank (1998: 3) mengenai yayasan dan lembaga
kethasyarakatan, maka sedikitnya ada enam kriteria yang dapat dijadikan patokan

mendelinisikan lembaga sosial lokal:

e Grantmaking

o Fund-raising (both local and external to community
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« | Broadly defincd vision
* | Local board of trustees reflective of community
* | Scrving geographically defined community

e | Building endowment

Protokol Kaji Tindak ini tidak memasukan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

scbaghi lembaga sosial lokal. Organisasi-organisasi ini memiliki struktur dan jaringan

pelaypnan yang seringkali tidak bersifat lokal dan bahkan tidak sedikit yang justru bermatra

globa). Sangat luas diketahui bahwa meskipun LSM berdiri pada scbuah wilayah geogralfis,

sumbprdaya manusia dan dana berasal dari ‘pihak luar’ (SDM dari wilayah lain, donor

nasiopal dan intcrnasional). Disamping itu, jangkauan pelayanan LSM bersifat ‘tanpa batas’

atau porderless karéna menjangkau populasi sasaran di luar batas geografis dimana LSM )

terscljut berlokasi.

Pengembangan Masyarakat (PM) secara luas dapat didefinisikan sebagai pendekatan

dalan} meningkatkan kualitas kehidupam masyarakat melalui pemberian kekuasaan

(keberdayaan) pada kelompok-kelompok masyarakat agar mecreka mampu membuat,

mengigunakan dan mengontrol sumber-sumber yang ada diseputar mereka. Kerangka kerja

dan

strategi. PM - mengkaitkan partisipasi, manajemen sumber, good governance dan

deserjtralisasi pembangunan. Tujuan utama PM adalah untuk mendukung keterjaminan

(sccuhly), kesempatan (opportunity) dan keberdayaan (empowerment) melalui:

Pengembangan kuantitas dan kualitas pelayanan sosial pada berbagai lembaga sosial
lokal, tcrmasuk penguatan kapasitas para pelaksana pcrubahan dalam lembaga
tersebut.

*| Penguatan akuntabilitas dan inklusivitas kelompok-kclompok masyarakat schingga

Iebih demokratis dan merepresentasikan sebanyak mungkin warga masyarakat,
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termasuk kelompok-kelompok rentan seperti orang dengan kecacatan, manusia lanjut
usia, anak-anak, dan keluarga miskin.

« Peningkatan partisipasi berbasis luas (borad-based participation) yang melibatkan
warga mzl‘syarakat lokal dalam pembuatan keputusan-keputusan yang mempengaruhi
kehidupan mereka.

» Perluasan akses masyarakat terhadap informasi dan jaringan sosial, termasuk
didalamnya akses terhadap pasar, kredit, dan sistem perlindungan sosial lokal.

« Penyempurnaan pemerintahan, lembaga dan kebijakan-kebijakan pada skala nasional

dan lokal sehingga lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat.

Jaringan Sosial atau social network merupakan elemen penting dalam pengembangan
magyarakat, termasuk dalam perancangan strategi penanggulangan kemiskinan di tingkat

lokal. PM scbagai sebuah metode seringkali menekankan pentingnya warga masyarakat dan

—

le Tbaga—-]cmbaga tingkat lokal sebagai inisiator, kolaborator dan sumber yang dapat
-

dapat menggambarkan kondisi dan dinamika kehidupan sosial masyarakat, termasuk tingkat

—

pdikan sarana pencapaian tujuan program. Jaringan diantara lembaga-lembaga masyarakat

standar hidup, partisipasi sosial, dan pola-pola relasi sosial diantara mereka. Lembaga-
letbaga sosial lokal baik yang bersifat tradisional maupun modern yang berada pada scbuah

komunitas lokal merupakan kendaraan dengan mana perubahan sosial dan aksi sosial

b

[T

langsung (Robert, 1995; Dershem dan Gzirishvili, 1998; Reingold, 1999).

Merujuk pada World Bank (1998: 1), jaringan diantara lembaga sosial lokal adalah

laksana *the building blocks of development’, yakni rangkaian yang berkaitan satu sama lain

schingga membentuk proses sckaligus wujud scbuah aktivitas pembangunan. Mengacu pada
stydi Pultnam di Italia, maka jaringan sosial berkaitan crat dengan konsep modal sosial

(s¢cial capital). Meskipun konsep modal sosial bersifat multidimensi, sccara operasional
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modhl sosial menunjuk pada norma-norma dan jaringan-jaringan yang memungkinkan
terjaflinya aksi kolektif. Scbagimana dijelaskan oleh World Bank (1998) 1): Social
capifal...is the network of horizontal connections which leads to mutual commitment and
trust) and cnables people and their institutions to function effectively. To be successful,
devglopment needs to both strengthen institutions and enhance the social capital on which

they[depend.

Perhatian terhadap pentingnya melakukan analisis jaringan sosial didorong oleh
mencuatnya empat isyu pembangunan yang kini merasuk kedalam arus utama pengembangan

m us‘rarakul.

Pertama, Desentralisasi. Desentralisasi pembuatan keputusan dan distribusi sumber secara
luag sangat dianjurkan dalam proses pembangunan dengan asumsi bahwa desentralisasi
metpbantu meningkatkan efektifitas dan akuntabilitas penggunaan sumber. Namun demikian,
pcrlkmli:m‘ penclaahan terhadap beragam lembaga-lembaga pada tingkat lokal masih sangat
sed{kit. Padahal lc:ﬁbuga-lcmbaga lcrseﬁut sangat berperan dalam pemobilisasian sumber dar;
pcnrbcriun pelayanan sosial. Pemahaman mengenai jenis-jenis lembaga sosial lokal dan
jaripgan diantara lembaga tersebut dapat merefleksikan sejauhmana proses desentralisasi

berfalan dengan baik atau'sebaliknya.

)

K

)

+'ur:, Pembangunan Berbasis Masyarakat. Untuk menunjang penanganan kemiskinan
darj memperbaiki manajemen sumber, berbagai program PM sangat mendukung tindakan
kolektil' pada aras lokal. Pemahaman mengenai konteks aksi kolektif yang dapat

memlasilitasi bekerjanya jaringan lembaga-lembaga lokal yang ada merupakan clemen kunci

dalam melaksanakan pembangunan berbasis masyarakat.
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Ketipa, Masyarakat Madani. Lembaga-lembaga non-pemerintah pada tingkat lokal
kcrz*pkali menyediakan pelayanan bqrang dan jasa serta berperan aktif dalam menunjang
akuptabilitas pemerintahan. Gambaran mengenai jenis dan manfaat pelayanan keschatan,
panidikan, dan kredit yang diberikan oleh lembaga-lembaga sosial lokal tersebut sangat

pcnjling untuk mewujudkan masyarakat madani.

Kegmpat, Modal Sosial. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa modal sosial merupakan
fus{litator pcnling bagi pecmbangunan eckonomi. Modal sosial yang dibentuk berdasarkan
kcdiatnn-kcgialan ckonomi dan sosial dimasa lalu dipandang scbagai faktor yang daqal
mehingkatkan dan jika digunakan secara tepat mampu memperkuat efektifitas pembangunan.
Yang masih perlu dikaji lebih jauh adalah bagaimana konsep ini dapat diekspresikan dalam
islihah-islilah operasional dan diwujudkan dalam sebuah konteks pengembangan masyarakat

lokial.
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BAB 111

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Sifat Penclitian

Analisis ckonomi politik terhadap negoisasi bentuk dan fungsi lembaga penyiaran
komynitas, merupakan suatu penclitian yang pada dasarnya berkaitan tidak langsung dengan
Teory Ekonomi Politik beraliran kritis, namun dengan beberapa penyesuaian mengingat
kondfsi khusus Indonesia dan konteks kelembagaan penyiaran komunitas yang telah

diuraTkan scbelumnya,

Analisis ckonomi politik yang beraliran kritis, jika diterapkan dalam konteks lembaga
penylaran komunitas, terutama akan mencoba membongkar kesadaran palsu yang
ditinjbulkan olch “damaging arrangement” (Littlejohn, 2002) pada sedikilnya 2 kondisi
khushs. Perlama, kecenderungan peralihan dari sistem media massa yang dikuasai
pemégrintah menjadi sistem media massa yang dikendalikan sepenuhnya olch mekanisme atau
kediktatoran pasar. Kecenderungan ini bukan hanya karena terdapatnya penolakan populis
olch|masyarakat mengingat sifat dan dampak buruk dari sistem media yang dikembangkan.'n.
sclaia rezim Orde Baru, namun juga karena terdapatnya dorongan dari pemilik modal untuk
men Eari keuntungan maksi:mal dan mencapai akumulasi modalnya seperti diisyaratkan dalam )

anal{sis-analisis ckonomi politik media.

Kondisi khusus kedua, adalah terdapatnya sifat-sifat dan persoalan internal di dalam
insliLusi penyiaran sendiri yang masih merasa paling tahu dan mengerti kebutuhan serta
kcinh;inzm khalayak, schinngga proscs perencanaan, produksi, dan evaluasi program hanya
dilakukan atau melibatkan sckelompok kecil cksekutif di dalam institusi penyiaran tersebut,
yang discbut scbagai kccenderungan paternalistik. Melalui kecenderungan paternalistik ini

scbatulnya (erjadi juga upaya membangun kesadaran palsu atau “damaging arrangement”
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olel sckelompok kecil elit yang menguasai formulasi kebijakan dan sumber-sumber produksi

program dalam institusi penyiaran terscbut.

Menurut Jalaluddin Rakhmat (1989), penelitian deskriptif pada dasarnya, atau semula
hanyalah memaparkan situasi dan peristiwa. Seltiz, Wrightman dan Cook melukiskan bahwa

peneliti dalam studi desklriptif bebas mengamati obycknya, menjelajah dan menemukan

wawasan-wawasan baru sepanjang jalan. Menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif
mefupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan
dar} pelaku yang diamati. Lincoln dan Guba menyebutkan ciri-ciri penelitian kualitatif —
antgra lain- scbagai penelitian yang menempatkan manusia sebagai instrumen, lcbih
mementingkan  proses daripada hasil, juga membatasi dengan kriteria tertentu  untuk

keabsahan data serta menyusun desain secara kualitatif yang terus menerus disesuaikan

denjgan kondisi lapangan.

L 3.2y Teknik Pengumpulan Data

Untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini, telah dilakukan beberapa teknik

peijgumpulan data antara lain :

I. Document Analysis : digunakan dengan menelaah dan menganalisis data-data yang
telah ada baik berupa UU Penyiaran, Peraturan Pemerintah (PP tentang
Penyelenggaraan Media Penyiaran Komunitas baik versi pemerintah maupun hasil
Munas Media Penyiaran Komunitas), UU Telekomunikasi, Keputusan Menteri
Perhubungan No.15 tahun 2003 tentang alokasi frekuensi, Jurnal, dan kebijakan
undang-undang lain yang relevan. Beberapa dokumen ini dianalisis untuk mengctahui
dan mendeskripsikan peran pemerintah dan DPR selaku struktur di dalam menetapkan

kebijakan negara yang mengatur penyelenggaraan media penyiaran khususnya yang
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berkaitan dengan LPK.
2. Indepth interview : wawancara mendalam dilakukan dengan key person yang
dijadikan nara sumber yang memahami substansi persoalan yang dibahas dalam tesis
penelitian ini. Terutama deskripsi mengenai mekanisme resistensi yang dimunculkan
olch komunitas maupun pengelola LPK atas dominasi media penyiaran komersial di
lokasi penclitian. Narasumber penelitian yang telah diwawancarai antara lain
pengelola radio Wiladeg FM, aktivis JRKI dan pengelola radio komunitas Balai
Budaya M.inomarlzmi, tokoh masyarakat desa Wiladeg Kecamatan Karangmojo
Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta, perwakilan masyarakat anggota komunitas di
lokasi penclitian, pcjabat di Dinas Komunikasi dan Informasi (Infokom) kota
Yogyakarta.
Observasi : Observasi telah dilakukan dengan mengamati proses produksi dan
distribusi maleri siaran media penyiaran komunitas dan berbagai perkembangan yang

terjadi dan yang menyangkut penyelenggaraan lembaga penyiaran komunitas di

masing-masing LPK yang dijadikan subyek penelitian ini.

Tujuan dari wawancara mendalam serta observasi ini adalah untuk mengenal nara

sumber, mengeksplorasi realitas yang ia miliki, dan mengetahui makna-makna apa yang ia

berikan pada kchidupan sehari-harinya serta kelompoknya. Untuk dapat melakukan hal

lersebut, peneliti harus bisa menempatkan dirinya dalam posisi nara sumber yang

diwpwancarai, untuk mendapatkan pemahaman terhadap proses-proses berpikir dari nara

§ sunjber. Hanya dengan cara ini peneliti dapat mengetahui rekonstruksi dari perspektif nara
sunjber (Glaser & Strauss, 1967; Strauss dan Corbin, 1990).

’ada tahap awal dari penelitian ini, sebuah daflar dari konsep-konsep telah dibuat

untyik digunakan scbagai pedoman selama wawancara dan pengamatan. Urutan dari konsep-
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konsTp yang dikemukakan dalam wawancara dan pengamatan bukanlah merupakan

persy

aratan utama, karcna akan lebih tergantung pada apa yang disampaikan nara sumber,

oriclﬁlasi dan isi dari masing-masing jawaban. Menggarisbawahi hubungan antara konsep-

konspp menjadi penting untuk kemudian mendapatkan scbuah visi yang jelas tentang

hubl#ngnn-hubungan intcrkontckstualitas (d’Haenens ct al, 1999).

3.3. Nara Sumber dan Lokasi Penelitian

Nara sumber untuk penelitian ini terdiri dari kalangan pengelola media komunitas,

lokop masyarakat di lokasi penelitian, pemerintah daerah setempat, LSM yang concern pada

ide genciptaan media komunitas, dan pakar atau akademisi yang menggeluti bidang ckonomi

poli

pengl

k media.

Lokasi penelitian di Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta yang telah memiliki media

komﬁunilas (radio Wiladeg). Alasan penetapan wilayah ini scbagai lokasi penelitian, karcna

iti mengénal dacrah tersebut dengan cukup baik, dan hal terscbut dipersyaratkan untuk

dap.th sedekat mungkin memahami konstruksi pemikiran para nara sumber serta memahami

Scllﬁ(ls mungkin aspck-aspek yang terkait dengan proses penyusunan realitasnya.

3.4.[Tcknik Analisa Data,

akap

Data yang diperoleh baik berupa analisa dokumen atau hasil wawancara mendalam

dianalisa dengan perspektif Critical Political Economy dari varian konstruktivisme.

Schra cpistimologi, Critical Political Economy melihat secara holistic bahwa terdapat

hub»,mgan yang saling terkait antara organisasi ekonomi dengan politik, social, dan aspek

budflya. Dari sudut kesejarahan, perspektif ini secara khusus tertarik dalam menganalisis

perkembangan dari late capitalism.

44
LAPORAN PENELITIAN PEMBERDAYAAN KOMUNITAS MELALUI ... YAYAN SAKTI SURYANDARU




I IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

J.5. Vjabilitas

Viabilitas atau justifikasi penelitian dengan menggunakan analisis ekonomi-politik
mediaf adalah pada Otentifikasi dan Refleksitas. Menurut dedy N.Hidayat, dalam penelitian
seper() ini, Olensitas dan Refleksitas adalah “the extent to which the observations could be

Judged as authentic reflections of subjects being observed” (Hidayat, 2002). Atau menurut

merekia yang (elah bersedia menjadi nara sumber seberapa otentikkah proses penyusunan
realitgs mercka alzlLl konstruksi perspektif mereka telah digambarkan dalam menganalisis
interkpntcktualitas dari perubahan-perubahan di sckitar media yang dijadikan obyek
peneliftian,

Otensitas dan  Refleksitas dalam penelitian ini peneliti lakukan dengan jalan
menghingkapkan apa yang menjadi pendapat, kritikan, masukan, dan “perlawanan” komunitas

alas dominasi media penyiaran komersial. Wawancara mendalam tidak dilakukan hanya

sckalil, tetapi dilakukan sekitar 2-3 kali untuk memastikan dan mendapatkan konsistensi dari
jawaljan narasumber. Peneliti juga melakukan teknik triangulasi untuk tujuan chek dan richek
atas jawaban satu narasumber ditanyakan lebih lanjut pada narasumber lain,

Dengan demikian, maka studi ini tidak akan dapat dipakai untuk menunjukkan scbuah

studi [yang nomotetik. Studi ini tidak dimaksudkan untuk membangun sebuah "kebenaran”
dalan} konteks konklusi yang merupakan “general law” yang dapat berlaku untuk setiap masa
dan (kmpat. Walaupun pada beberapa bagian studi ini disusun atas perlanyaan-pertanyaan
yang |relatif terstruktur dengan beberapa konsep yang ditawarkan untuk disampaikan pada
nara [sumber, namun sccara garis besar ia tetap bersifat “exploratory” dan analisis yang
disushin kemudian bersifat “ideographic” yang akhirnya bertujuan mengungkapkan hanya
“scbyah kebenaran” yang membatasi keberlakukan atau kesimpulannya pada konteks,

kerarjgka waktu, dan tempat sosial ekonomi yang spesifik.
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BAB 1V

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN DAN RADIO WILADEG

4.

—_—

Kultur Demokratisasi Desa Ala Wiladeg
Desa Wiladeg, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul Dacrah Istimewa

Y

o

pyakarta merupakan sebuah desa daerah perbukitan kapur, berjarak lebih kurang 40 km
darg ibu kota Provinsi dan 6 km dari ibu kota kabupaten. Jalan menuju desa mulai dari ibu

kota provinsi sampai di balai desa merupakan jalan antar kabupaten (Gunung Kidul —

W

—~

nogiri) relatif mulus dan sarana transportasi pun tidak mengalami kesulitan. Kedatangan
petjeliti diterima dengan ramah oleh Bp. Sukoco, kepala desa yang telah memimpin desa

Wiladeg 8 tahun lebih.

Wiladeg dibagi menjadi 10 dusun dengan jumlah penduduk 6181 jiwa. Ketika peneliti

-

berkunjung, kebetulan sedang gencar-gencarnya warga melakukan kegiatan gotong royong

mepgaspal jalan dusun. Generasi tua muda, laki-laki perempuan termasuk anak-anak bersuka

citd melakukan pembangunan dusunnya. Jalan-jalan penghubung antar dusun sebagian besar

magih berupa jalan tanah yang diperkeras dengan batu kapur. Alasan warga untuk melakukan

} - pembangunan jalan-jalan’ dusun karena sejak desa Wiladeg ada sampai dengan saat ini jalan-

jaldn - tersebut selalu menjadi penghambat transportasi warga terutama transportasi
mepggunakan kendaraan. Jalan yang diperkeras dengan batu kapur selain kerataannya tidak

bish maksimal juga mudah rusak dan berlobang-lobang. Kondisi demikian menyulitkan

W

=

fga untuk mengangkut hasil pertanian ataupun <ktivitas transportasi lainnya. Kondisi

demikian bertahun-tahun nyaris tidak ada perubahan. Pernah ada program P3DT berupa

pengerasan jalan dengan batu kapur dan hasilnyapun cukup dapat dinikmati olch masyarakat.

& Tefapi jalan itu hanya mengatasi pengerasannya (menjadi tidak becek) sementara tingkat
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kehalpsannya  masih jauh  dari  harapan. Keluhan-demi keluhan, keinginan-keinginan,
harapn-harapan, pengandai-andaian, angan-angan warga dan segala bentuk letupan berkaitan
dengan jalan, didengarkan dan diinventarisir oleh kepala desa kemudian dijadikan bahan
diskugi warga.

Pertama kali kepala desa memaparkan temuan tentang keluh kesah warga desa
berkajtan dengan jalan, hampir seluruh warga yang ikut diskusi berkomentar dengan
emosfonal bahkan sampai terdengar kata-kata tidak enak, mengungkapkan kejengkelannya
tlerhadlap kondisi jalan yang tak kunjung baik. Dari sinilah Bp. Sukoco sebagai kepala desa
menanggapi kembali keluh kesah warga, “ya meskipun kita tangisi, meskipun kita sumpah-
serapphi jalan itu tidak akan berubah, jalan itu bisa berubah kalau kita dandani (perbaiki)”,
kata kepala desa. Baik perangkat desa maupun warga masyarakat sudah sadar benar bahwa

menynggu  bantuan  dari Pemkab ibaral menanti hujan di musim  kemarau, kecil

kemyngkinannya. Momentum inilah yang kemudian dijadikan cven untuk merancang
pembangunan jalan dusun secara bergotong-royong. Pertemuan-pertemuan, diskusi-diskusi
terus| digulirkan dan akhirnya discpakati warga siap mengaspal jalan sccara gotong-royong.

Membangun jalan aspal Iebar 3 m panjang 3 km kualitas kelas 3 memerlukan biaya

tidaky scdikit. Partisipasi warga berbentuk uang kas sebesar Rp. 75 juta, tenaga kerja
dilakukan sccara bergotong-royong seluruh warga laki-perempuan, tua-muda bahkan anak-
anak (urut scrta kejalan melakukan apa yang mereka mampu lakukan. Untuk keperluan
kongumsi pun, warga secara suka rela menyediakan makan-minum-snack secara gratis tidak
perly ada penjadwalan dan pembagian, pokoknya yang penting siapa saja yang bekerja tidak
boleh sampai kehausan dan kelaparan. Diantara screntetan pekerjaan teknis pembuatan jalan
ada [beberapa jenis yang tidak dapat dilakukan oleh warga sendiri. Oleh karena itu Mandor
dan| operator mesin gilas harus mendatangkan tenaga ahli dari luar desa. Semangat

masyarakal yang tinggi dapat menggugah Pemkab untuk ikut berpartisipasi berupa bantuan
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asppl. Sementara pemerintah desa berpartisipasi berupa tambahan dana sebesar Rp. 1 juta.
Kepedulian warga terhadap kondisi desanya tidak timbul begitu saja. Menurut

penuturan pak Lurah proses pembangunan kesadaran warga ini selain butuh waktu lama juga

perfu kecerdikan kepala desa dalam menggunakan metotodologi partisipasi. Scbctuinhyu
magyarakat dcsal Wiladeg tidak ada bedanya dengan masyarakat Gunung Kidul lainnya,
baljkan mungkin juga dengan masyarakat desa pada umumnya. Ramah-tamah, senang
berpotong-royong atau membantu bagi yang susah, hal-hal positif itu masih ada dan terus
dikembangkan. Kalau akhir-akhir ini mulai luntur atau berkurang tentu ada faktor

peifyebabnya. Terlalu banyak faktor yang mengakibatkan warga desa menjadi cgois,

individualistis, acuh tak acuh atau masa bodoh dengan kondisi lingkungannya. Program-
prdgram yang bersifat top down merupakan penyebab utama masyarakat menjadi masa

bodloh bahkan dampak Iebih jauhnya membuat masyarakat tidak mandiri atau menimbulkan

ketergantungan. Kebiasaan atau tradisi masyarakat desa yang peduli terhadap lingkungannya
dan terbukti memiliki tingkat keswadayaan tinggi harus dipelihara dan dikembangkan.
Beberapa  contoh  mengemas  partisipasi masyarakat ala  desa  Wiladeg, a.l:

Mengoptimalkan Peran Tokoh Masyarakat.

Setiap komunitas sudah dapat dipastikan memiliki tokoh yang dipercaya olch

warganya. Tokoh dimaksud bisa tokoh formal atau non formal. Tokoh formal karena

—

mg¢mang harus melakukan kepemimpinannya di komunitas tersebut, tokoh non formal diakui
karcna prestasi-prestasinya. Belajar dari pengalaman desa Wiladeg tokoh masyarakat harus
papdai mendengar, pandai melihat dan pandai merasa. Mendengarkan isu-isu, pelemik,
keJuh-kesah, pendapat-pendapat warga masyarakat merupakan modal awal bagi tokoh
masyarakat untuk mengumpulkan informasi yang sedang berkembang di masyarakat.
Melihat, sebagai bagian dari penajaman informasi dan recek terhadap informasi yang didapat

m¢lalui mendengar.

48

LAPORAN PENELITIAN PEMBERDAYAAN KOMUNITAS MELALUI ...  YAYAN SAKTI SURYANDARU




IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Dengan melihat, ckspresi dan dinamika warga dapat dilihat dan dibuktikan dengan
perflaku keseharian. Sementara yang dimaksud merasa adalah tahapan untuk melakukan
anglisis-analisis scbelum melakukan tindakan. Jadi tokoh masyarakat yang baik bukan

memaksakan kehendaknya kepada masyarakat malainkan mengakomodasi pendapat dan

keipginan masyarakat untuk dijadikan acuan dalam proses merencanakan aksi secara

bersama. Tokoh masyarakat yang memiliki kecakapan scperti tersebut di atas diberi peran

unT]k menjadi fasilitator atau agent of change di desa Wiladeg.

CHO Sebagai Basis Pembaharuan Desa
CBO (communily base organization) dimaksud adalah; bentuk-bentuk kelompok

magyarakal tingkat bawah yang tumbuh dan berkembang di desa Wiladeg. CBO tersebut

digptimalkan perannya oleh kepala desa dan tokoh masyarakat scbagai saluran dan proses

-

belajar bagi warga. Desa Wiladeg memiliki beberapa bentuk CBO yang keberadaannya
diltarbelakangi oleh berbagai macam. Ada yang dilatarbelakangi sosial budaya, seperti;
(Sgmbatan, Rasulan, Jagongan, kendurian), dilatarbelakangi agama, meliputi; (yasinan,

pcl\gajian, shalat berjamaah, sembayangan, koor, sekolah minggu), dilatarbelakangi oleh

program pemerintah, seperti; (ronda, PKK, arisan Dasa Wisma, Arisan, Karang Taruna,
Dlfarma Wanita), dilatarbelakangi oleh kepentingan ekonomi; ( Koperasi, Simpan Pinjam,
Kglompok Usaha, Kelompok Tani) dan masih banyak lainnya.

CBO ini dapat berfungsi dan berperan dalam pengembangan masyarakat secara

—_—

clektif dan berdaya guna. Scbagai kelompok basis CBO merupakan garda paling depan
dajam memerankan fungsinya sebagai media komunikasi dan proses partisipasi dibangun.

Discla-scla kegiatan pokok sesuai dengan latar belakang dan keberadaannya masing-masing,

CBO tersebut juga clektif untuk memproses isu-isu strategis yang sedang berkembang dalam

mgsyarakat. Kepala desa atau tokoh masyarakat berperan aktif dalam pertemuan-pertemuan
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dcnlfan tujuan mengemas isu atau sekedar mendengarkan apa yang sedang terjadi didalam

konfunitas tersebut.
4.2.(Awal Pendirian Radio Wiladeg

Dengan mulai terjalinnya kontak dan kerja sama antara desa Wiladeg dengan

bebprapa Lembaga Swadaya Masyarakat, kurang lebih mulai tahun 1996, suasana dan tatanan

dalgm kehidupan pemerintahan desa dan kehidupan masyarakat lebih menampakkan situasi
yanp lebih kondusif. Potensi dan kekayaan desa sedikit demi sedikit mulai dapat tcrangkat,

baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, terlebih pada tatanan dan budaya

tradisi yang lebih dominan dibanding dengan beberapa desa lainnya.

Pola dan iklim demokratisasi pada semua elemen dan tingkatan masyarakat yang
diphnyai olch masyarakat desa Wiladeg dari dahulu sampai sckarang masih sangat

diprrlahankan merupakan satu objek yang cukup menarik bagi beberapa Lembaga Swadaya

Masyarakat untuk mempelajari, dan menggali serta berpartisipasi untuk lcbih
mchgembangkan.
USC Satunama — merupakan salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat yang turut

scrja berpartisipasi dalam hal ini, bahkan untuk aspek kehidupan masyarakat lainnyapun tidak

k

[¢]

anggalan, dari pemberdayaan potensi, sikap dan karakter dari elemen pemerintahan dan
mﬁsyarakat, USC Satunama banyak sekali berperan serta.

Salah satu aspek kehidupan masyarakat yang menjadi sorotan waktu itu adalah iklim
dc%nokratisasi di desa Wiladeg, dan oleh USC Satunama dijadikan issu yang diangkat melalui
layanan informasi umum dan waktu itu bekerja sama dengan Radio BIKIMA (sekarax{g
SQNORA ), diadakan acara talk show di stasiun radio tersebut.

Adalah Kusumo Prabowo salah personil dari Radio BIKIMA, yang punya konscns

kuTxt dalam hal pemberdayaan masyarakat, lebih mengintensifkan komunikasi dengan tokoh
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masypirakat dan pemerintah desa Wiladeg, bahkan pada tahun 2000 bersama-sama dengan
beberapa tokoh masyarakat diantaranya Tri Widjanarko dan Sukoco yang juga Lurah Desa,

menangkap peluang tersebut. Bergandeng bersama melangkah untuk mencoba mengenalkan

potensi lokal,

Ketiga orang inilah  yang kemudian menggelindingkan ide untuk membuat
dokupnentasi event budaya tradisional Rasulan, dan ternyata hal itu dilakukan dengan hasil
yang| sangat memuaskan semua pihak, baik masyarakat khususnya masyarakat Wiladeg,
peraiftau dan lainnya, ternyata hasil dan tanggapan masyarakat sangat kuat dan

menggembirakan.

Berikutnya mulai memperkenalkan media informasi yang cfek(if dan murah kepada
masyarakat, sementara issu Lembaga Penyiaran Komunitas waktu itu mulai diangkat olch
Lembaga dan elemen masyarakat secara terbuka.,

Scbagaimana kebiasaan kegiatan yang sudah dilakukan olch masyarakat Wiladeg
sceafa berkala adalah wungon malam Jum”at Kliwon, sebagai upaya untuk mengangkat dan
mengngkap  perkembangan terbaru di masyarakat dan oleh pemerintah desa Wiladeg

dijadikan scbagai cvent untuk mendapat masukan dan umpan balik terhadap apa yang

dilaukan oleh pemerintah desa melalui kebijakan-kebijakan yang ditetapkan. Event inilah
yang kemudian dijadikan moment untuk lebih mengenalkan secara nyata bahwa masyarakat
dapgt memiliki dan mengelola informasi melalui lembaga penyiaran Komunitas khususnya
radig.

Tepatnya pada tanggal 14 maret 2002 bertepatan dengan malam 1 Suro (Muharam),

acarp wungon sckaligus jaring pendapat diliput dan disiarkan secara langsung dengan radio (
pempncar sederhana) itupun masih menyewa. Di dukung proses sosialisasi sebelumnya event

lersgbut dapat dilaksanakan sccara effectif akhirnya kegiatan tersebut, hampir scluruh warga

MILIK
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khuspisnya desa Wiladeg dan sekitarnya mengikutinya acara tersebut, baik langsung datang
ke Bplai Desa, maupun mendengarkan melalui radio dari rumah masing-masing.

Tanpa diduga, ternyata warga masyarakat sangat tertarik dengan pola tersebut, bahkan
banyk diantaranya menginginkan kalau ada evevnt kegiatan yang serupa dapat diliput dan
disiarkan melalui pemancar radio. Banyak yang menyarankan bagaimana kalau Wiladeg
mengupayakan dapat memiliki pemancar radio tersebut walaupun hanya bersifat insidental
untuk event-cvent tertentu.

Bersamaan dengan itu, isu adanya lembaga penyiaran komunitas semakin sering
muncul dan semakin dapat dirasakan oloh beberapa penyelenggara penyiaran serupa, bahkan
khugusnya di Daerah Istimewa Jogjakarta mulai terbentuk semacam jaringan yang mewadahi
penyiaran komunitas tersebut, kendati baru tekad dan sama sekali belum memiliki perangkat

salah satu warga masyarakat Wiladeg secara proaktif selalu ikut dan terlibat dalam setiap

keglatan untuk proses pembentukan semacam wadah untuk penyiaran komunitas di Dacrah
Istimewa Jogjakarta. Dan akhirnya tanggal 26 Maret 2002 wadah tersebut dapat di
deklarasikan di Jogjakarta.

Dengan modal kondisi demikian, dan bertepatan dengan pelaksanaan kegiatan
tahynan budaya tradisional Rasulan, kondisi yang ada terscbut ditawarkan kepada
magyarakat, terlebih pada saat pertemuan rencana pelaksanaan Rasulan 2002 dengan

bebrapa tokoh masyarakat Wiladeg perantauan di Jakarta, disepakati bahwa Wiladeg perlu

memiliki semacam Stasiun Radio untuk menyiarkan dan dinamika masyarakat yang ada serta
memberikan sarana hiburan kepada masyarakat Wiladeg yang murah, serta diharapkan
Kegiatan Rasulan tahun 2002 dapat diliput dan disiarkan sccara langsung. Scmentara
pembiayaan untuk Ipcndirian disepakati dijadikan satu dengan pembiayaan Rasulan lcrscbuhl
dart ditanggung sccara bersama-sama oleh seluruh masyarakat, baik yang ada di Wiladeg

mappun di perantauan.
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Dengan kerjasama yang solid dari seluruh komponen masyarakat yang ada serta
dukfingan penuh .dari pemerintah setempat dan beberapa LSM serta pihak-pihak yang konsen
lerhdap Tembaga penyiaran komunitas scrta solidaritas moral dari scluruh anggota Jaringan
Radio Komunitas Jogjakarta (JRKY), akhirnya Stasiun Radio Komunitas Wiladeg dapat
dircplisasikan pada tanggal 28 Juni 2002, secara resmi Radio Komutas Wiladeg mengadakan
penyiaran pertama kali, dan untuk peresmiannya dilakukan oleh GPBH. Prabukusumo
mewakili Ngarso Dalem Sri Sultan Hamengku Buwono X yang berkenan hadir untuk
merestui Rasulan Wiladeg 2002 dan juga dihadiri oleh Bupati Gunungkidul, Ketua DPRD

Gunngkidul, serta Lembaga Pemerintahan Kabupaten Gunungkidul.

Kepala Divisi Pendidikan Masyarakat USC Satunama Drs Fajar Sudarwo M Si
melihat radio Icomunilas scbagai peluang memberdayakan masyarakat. "Masyarakat Kkita
sckarang terlalu didominasi oleh pasar yang sifatnya kapitalistik. Misalnya, masalah
kesghatan, sakit batuk otomatis kita harus beli obat buatan pabrik, padahal masyarakat
scbenarnya kaya akan pengetahuan pengobatan tetapi tak pernah terkomunikasikan. Lewat
radfo ini, anggota masyarakat bisa saling berbagai pengetahuan mereka sendiri, bisa

mcl\yclcsuikzm masalah schari-hari dengan lebih ringan karena di pikir bersama," katanya.

Yang menjadi masalah bagi radio komunitas adalah kesinambungan karena

ber

wbungan dengan biaya operasional. Radio komunitas Wiladeg bertahan hidup dengan
meparik iklan komunitas. "Misalnya iklan Bu Karto Jual gudeg di pojok di rumah, buka tiap
pagi, menu spesial hari Senin atau kursi atau televisi dijual, satu kali beriklan Rp 4.000," kata

Sudarwo.

g

o

'ATUS KEPEMILIKAN :
Radio Komunitas Wiladeg dimiliki oleh seluruh elemen masyarakat desa Wiladeg

yang di dalamnya terdapat lembaga-lembaga masyarakat, lembaga desa dan pemerintah desa
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lqdeg secara bersama tanpa ada pihak-pihak yang lebih dominan ataupun sebaliknya. Dan

i telah dikuatkan dengan telah diputuskan melalui Sidang BPD dan dituangkan dalam

Peraluran Desa Nomor ... / Perdes/Wiladeg/2003, tentang Radio Komunitas Wiladeg.

Set

nuanya dikemas dalam sebuah badan hukum perkumpulan dengan nama : Perkumpulan

Penyiaran Komunitas Wiladeg atau Radio Wiladeg

VIS| RADIO KOMUNITAS WILADEG :

Memberdayakan Masyarakat melalui pengelolaan informasi dan hiburan yang murah,

schingga Tatanan, Pola dan Dinamika Kehidupan lebih mapan dengan lebih mengedepankan

pot

¢nsi sctempat, yanpa menutup diri dari perkembangan yang terjadi secara kesceluruhan.

MISI RADIO KOMUNITAS WILADEG :

M(

W

-~

=
—
o

—_—

Scbagai sarana mendapatkan informasi murah.

2. Scbagai sarana komunikasi antar warga, bail yang ada di desa maupun di
pcrantauan.

3. Scbagai sarana hiburan.

4. Secbagai mccﬁa untuk pemberdayaan potensi lokal.

5. Scbagai Media pembelajaran masyarakat tentang keseimbangan antara hak dan

kewajiban.

DDAL AWAL PENDIRIAN DAN PENI':)APATAN:

Modal awal pendirian Radio Wiladeg antara lain dari warga masyarakat wiladeg,

#ga perantau, Sukarclawan,dan dari desa yang keseluruhan berjumlah Rp 17.000.000,00

iglokasikan ke pembelian dan pembuatan tower, antena, pemancar, mixer, VCD player, tape
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recqrder dan alat-alat penunjang lainnya yang keseluruhannya sangat sederhana. Dengan
scirfng berjalannya waktu, peralatan-peralatan itu sudah sebagian besar diganti dengan yang
bary yang kualitasnya semakin baik. Sumber pendapatan keuangan saat ini adalah dari ILM,
Sponsor program acara wayang kulit dari masryarakat yang mempunyai hajat, anggaran
APRDes, sukarclawan pendengar dan terutama warga perantau yang peduli kemajuan desa

kelahirannya. Dana yang terkumpul itu dapat untuk dipakai biaya operasional, perawatan dan

Honpr karyawan tetap.

BENTUK SIARAN :
l. Siaran Langsung
e Live (liputan)

e Interaktif (studio)

e Relay

o]

Produksi (rekaman).

FORMAT & PROGRAM SIARAN :

Dalam penyusunan dan penentuan program dan format siaran, sccara prinsip tetap

menpacu kepada lebih mengutamakan potensi budaya lokal. Dalam hal ini, materi dan alokasi

I wuk+1 pihak penanggung jawab operasional bekerjasama dengan pemerintah bersama serta

masyarakat pendengar bersama-sama merumuskan materi siaran tersebut.

] o~ .
" Pada saal ini format siaran yang ada dan merupakan kesepakatan terakhir dari
masyarakat dan pendengar adalah sebagai berikut :
Berifa 10 %o
Infomasi 10 %
Hibugan 40 %
af  Lokal
bl Indonesia
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q.

Manca

Pem

Masyarakat

crdayaan

Formal
. Non Formal

10 %

Kes

Kcltjargu dan
I

lan

10 %

Acorn

Penunjang Layanan
Masyarakat

10 %

IAM

7, A%

SIARAN

. Rutin:

Pagi hari
Sore/malam hari

Periodik
Rabu malam

Kamis Wage

Insidental.

ATA TEKNIS

Power Output
Antcna
Tinggi Tower
Tinggi Antena
Frekuensi
Audio

Mixer
Microphone
Telephone
Studio Player

Produksi
Audio prosecor
Audio Limiter

LAPORAN PENELITIAN

: 09.00-14.00 WIB
: 16.00-24.00 WIB

: 16.00-06.00 WIB

(Program wayang kulit)

: 16.00- selesai

( Program wungon selapanan)

csuai dengan jadwal program yang akan disiarkan, bersifat siaran langsung baik di

sfudio maupun relay dari luar studio.

mancar Utama : Rakitan (PLL) dengan Encoder Stereo

: 50 watt

: Cycloid 4 bay

: 32 meter permukaan tanah

: 25 meter dari permukaan tanah
:107,7 MHz

: Rakitan

: 2 buah merk TOA, 2 Buah MIC Conference merk MIZHA
: 1 Telephone Hibridge, 2 Headseet

: - Tape Kenwood

- Komputer Intel Pentium III-1150MHz, RAM 256M,
HardDisk 40 GB
- Converter Intersat Merk Panasat

: Dua Buah Intel Pentium IV, 2.4 GHz, RAM 512, HD 80 GB
: BBE ex rakitan
: Ex Behringer
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Pesawat Relay : Rakitan dengan PLL
Power Output : 20 watt.
Perangkat Siaran Langsung : Mixer 10 Chanel Rakitan, Power Amplificr 400 watt
Rakitan, Speaker 4X 12”2 X 15”

Perangkat Siaran Relay : Tuner FM EX AIWA, Parabola 12 SP,

Cakupan Siaran : Kecamatan Karangmojo, Scbagian Ponjong, Scbagian
Semanu, Ngipar, Wonosari.

Prggram baik siaran maupun “off air” yang telah berhasil dilaksanakan Radio Wiladeg

anlpra lain:

- Pestival Kerawitan se- kabupaten Gunungkidul

- Monitoring pelaksanaan Progam Pengembangan Kecamatan

- Sosialisasi dan monitoring pelaksanaan PEMILU dan PILKADA.

- Siaran langsung Sholawatan dari mulai berdiri sampai sekarang,.

- Sosialisasi Sckolah Luar Biasa, yaitu dengan siaran langsung organ tunggal
olch siswa SLB dan kesenian Reog.

- Program acara Kesehatan dari Dinas Kesehatan Kecamatan Karangmojo.

- Progam acara Pertanian dari Dinas Pertanian Kecamatan Karangmojo.

- Program acara Penyuluhan dari Dinas Perikanan.

- Siaran langsung sctiap Hari Kemerdekaan, Pendidikan, perayaan Hari Besar
Agama yang ada di sckitar desa Wiladeg. Untuk Hari Besar Nasional
dilakukan di tingkat Kecamatan.

- Scbagai media informasi program pemerintahan desa Wiladeg, baik

pelaksanaan rapat maupun pengumuman.
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BABV
PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

5.1

System komunikasi berbasis komunitas yang mampu menciptakan  media

penyiaran komunitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

Salah satu tantangan dalam pembangunan sistem informasi berbasis komunitas adalah
menyakinkan komunitas bahwa pertama, proses identifikasi kebutuhan, masalah dan potensi
harus dilakukan sccara partisipatif. Dan kedua, hanya informasi yang berkaitan dengan
pemgnuhan kebutuhan, penyelesaian masalah dan pengembangan potensi komunitaslah yang
dikumpulkan. Ketika kedua prinsip itu diabaikan, komunitas akan bertanya-tanya kembali
untuk apa data dan informasi, dan bagaimana data dan informasi tersebut bisa menyclesaikan
persealan mereka. Ketika penyelesaian persoalan digunakan sebagai titik masuk untuk mulai
membangun sistem informasi lokal, orang dapat dengan mudah menghubungkan usaha yang
dilakukan dengan manfaat yang didapat mercka sebagai anggota komunitas.

>ada saat media penyiaran komunitas menjalankan fungsinya memenuhi kebutuhan

¢ informasi yang sccara riil dibutuhkan anggota komunitas, maka diharapkan muncul feedback
dari komunitas tersebut. Umpan balik dari anggota komunitas ini idealnya tidak bersifat pasif

alau hanya menempatkan mercka sebagai khalayak yang hanya mengkonsumsi program acara

yang|disiarkan olch radio/televisi komunitas di wilayahnya. Anggota komunitas merupakan
pihalj yang juga memiliki hak dan kesempatan luas untuk dapat mengakses, mengontrol,
mendapatkan manfaat dari kehadiran media penyiaran komunitas, dan berpartisipasi di dalam

penciptaan program acara media penyiaran komunitas.

Tidak sulit bagi komunitas untuk menyetujui gagasan bahwa pengelolaan dan kontrol
informasi mengenai komunitas oleh lembaga komunitas adalah sebuah prasyarat bagi

partigipasi mercka dalam pengambilan keputusan. Sekali dijelaskan tentang keuntungan dan
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dampak — yang  ditimbulkan olch  kontrol informasi, kebanyakan kelompok-kelompok
komunitas bersemangat untuk memulai aktivitasnya segera. Wzlli;ll demikian, tanpa proscs
penjlaian yang layak mengenai jenis-jenis informasi yang dapat membantu warga dalam
metfyelesaikan  permasalahannya, keberlanjutan pilar informasi komunitas menghadapi

tantpngan-tantangan besar,

T'idak ada keterlibatan LSM. Ini karena kultur warga disini, dan
mungkin pola pemerintahan desa yang bersih dan terbuka yang
memancing partisipasi yang besar. Jadi kalau saya adanya apa dan
baiknya bagaimana, ini ada dana mau diapakan mesti saya share-kan
kepada warga. Termasuk sekarang gunung kidul ada Dana Alokasi Desa
saya, itu saya isukan di radio, saya adakan forum wicara-wicara
termasuk bagaimana baiknya. Itu warga saling debat, termasuk warga
Wiladeg yang merantau. Dan uniknya di Wiladeg ini, warga perantau
bisa mempengaruhi sebuah kebijakan pemerintahan.

Contohnya: Mercka punya alokasi dana sebesar sekian rupiah mau
diadakan acara apal Schingga pola pemikiran kita sewaktu ditawari
mau ada acara ini dan warga perantau yang membiayai kita terima.
Schingga scolah-olah ada kebijakan mendadak dengan mereka yang
membiayai sepenuhnya. (Sukoco, kades Wiladeg)

Atmosler keterbukaan komunikasi masyarakat Wiladeg terhadap ide-ide inovatif yang
dibapva olch “orang luar” baik dari kalangan LSM atau akademisi ke wilayah terscbut juga

menjadi modal sosial bagi penguatan basis komunitas.

Ada akademisi dan LSM yang peduli. Baik itu dari Universitas
Atmadjaya, LSM Satunama, atau personal-personal yang punya
komitmen untuk itu. Dan banyak orang yang bilang Pemerintahan
di Wiladeg ini aneh karena NGO yang banyak sharing. Baik itu
dengan advokasinya atau dengan berbagi pengalaman (Sukoco)

Tidak tergantungnya  warga  masyarakat pada pendampingan “orang luar” ini
& y p pmg g

dibegarkan pula oleh tokoh masyarakat setempat. Scperti dituturkan M.Mubari berikut ini :

Kebetulan warga punya ketertarikan terhadap radio komunitas.
_ Berdasarkan informasi dan pengalaman di tempat lain, dicoba
'_ untuk dirintis di  sini. Bersamaan dengan itu pemerintah
it meluncurkan - perangkat - aturan.  Kebetulan  salah  satu yang
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merintis  punya akses dengan teman-teman pengelola  radio
komunitas  baik itu di LSM atau yang mengatur tentang
regulasinya. Bahkan tidak jarang dimintai pendapatnya lentang
radio komunitas. Salah satu perintisnya yaitu mas Tri Wijanarko
telah mendahului kita (meninggal dunia). Kebetulan masyarakat di
Wiladeg termasuk perangkat desanya sangat respek terhadap
i masalah ini. Dengan dimulainya rintisan itu yang awal mulan ya
kita bermitra dengan LSM SATUNAMA, kemudian pelan-pelan
dari kebersamaan ini kita bisa mandiri. Terlepas dari pihak-pihak
yang tadinya ikut didalamnya.

Jadi setelah adanya rintisan dan bisa mengudara. Kemudian kita
coba angkat dalam forum rembug masyarakat. Kebetulan di
tingkat desa ada forum yang rutin kita laksanakan jauh sebelum
radio ini ada. Dari forum yang ada itu kemudian coba dilontarkan
oleh pemerintah desa. Dari sementara yang sudah mengudara itu
ternyata masyarakat menilai positif. Maksudnya masyarakat bisa
menangkap apa yang diberikan. Meskipun isinya saat itu belum
variatif. Dari forum itu kemudian kita angkat bagaimana agar bisa
Jalan. Dari teman-teman yang punya ide, gagasan, kemauan dan
pengorbanan kemudian kita back-up.

’ara pengelola rakom Wiladeg mengakui keberadaan radio jenis ini, scdikit demi

sedikit mengurangi ketergantungan konsumsi masyarakat terhadap siaran televisi komersial.
Bahkan, mercka menilai nilai positip akan lebih didapatkan masyarakat jika mercka lebih
menpkonsumsi radio miliknya sendiri, dibandingkan harus mengkonsumsi isi siaran yang

£ sanght jauh dari kebutuhan riilnya.

Acara yang kita sajikan yang menurut asumsi kita itu yang mercka
senangi. Disamping itu saya setuju dengan pendapat bahwa radio
mempunyai sisi positif lebih menonjol dibanding sisi negatifnya.
Berbanding terbalik dengan televisi yang lebih menonjol sisi
negatifnya dibanding sisi positifnya. Positif disini maksudnya dari
sisi pendidikannya.

Dengan semakin banyaknya yang mengikuti siaran radio ini. Saya
punya asumsi, paling tidak mereka yang mendengarkan radio bisa
meninggalkan televisi. Disamping acara campursari, kita punya
acara ngudharasa. Dalam acara ini Pak Kades bersama kami
melontarkan sebuah permasalahan. Kemudian masyarakat ikut
aktif menanggapi. Dan disini kita tidak mengambil kesimpulan
karena hanya mengajak masyarakat bagaimana menghadapi

sebuah permasalahan. Contoh permasalahannya:  sumbangan
j,; langsung tunai (SLT), dan masalah gempa bumi. (Mubari,
g pengutus DPK) ;
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Terdapal upaya menarik yang dilakukan oleh Kades Wiladeg untuk lebih
mambudayakan masyarakat mendengar radio komunitasnya. Strategi komunikasi pemasaran

agdr masyarakat bisa mengakses siaran radio Wiladeg ini, dilakukan dengan “menumpang”

o

pragram pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Bagaimana caranya membudayakan masyarakat bisa memiliki
pesawal radio. Sebagai contoh pada program panutan membayar
PBB, kita menyediakan doorprize mulai dari sabun, mi instan
hingga hadiah utama dalam bentuk pesawat radio. Doorprizenya
kami kumpulkan dari warga yang berkecukupan. Dari program itu
dalam schari kita berhasil mengumpulkan pajak sebesar Rp 20
Juta. Padahal dari total pajak Jumlahnya Rp 29 juta. Jadi sisanya
hanya Rp 9 juta. Itupun menurut asumsi saya orang di luar
Wiladeg  yang punya tanah di Desa Wiladeg  yang  belum
membayar pajak. Sehingga pemberitahuan melalui Radio Wiladeg
tidak sampai pada mercka. Waktu it pemikiran saya adalah
program pembayaran PBB berjalan disamping ada subsidi silang.
Barangkali yang mendapatkan doorprize itu warga miskin. Dan
doorprize ini diundi di tiap pedukuhan. Sehingga hampir seluruh
warga desa Wiladeg mendapatkan hadiah

Ide spontan itu dalam pemikiran saya bagaimana masyarakat bisa
1 punya radio.  Kemudian warga berpikiran  positif  dalam
kewajibannya membayar pajak. Dan acara semacam ini kami
4 anggap menarik.

Sciring berjalannya waktu, keinginan untuk melakukan evaluasi atas fungsi yang telah
dijalankannya memunculkan expected role (peran yang diharapkan) dari lembaga penyiaran

Komunitas yang telah didirikannya. Hampir semua pengelola LPK yang diwawancarai

berhprap, mercka mampu memerankan dirinya sebagai media pembelajaran yang dapat
menjenuhi kebutuhan riil komunitas yang dilayaninya. Seperti yang diungkapkan Tanto,

pengelola Wiladeg I'M berikut ini :

Menurut saya yang ideal itu yang berguna bagi masyarakat
yang disesuaikan dengan kondisi masyarkal. Seperti di desa ini

61
LAPORAN PENELITIAN PEMBERDAYAAN KOMUNITAS MELALUI ... YAYAN SAKTI SURYANDARU




IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

yang disukai oleh masyarakat adalah kesenian Jawa, ya kami
_ harus merespon keinginan pendengar kami. Tetapi yang lebih
3 lerpenting dari itu adalah bagaimana menjadikan radio ini
; sebagai media komunikasi dan informasi antara pamong desa
dengan warganya.

Untuk lebih mendemokratisasikan isi siaran rakom agar tidak hanya meclayani

golongan komunitas tertentu saja, di radio Wiladeg pengemasan acaranya selalu ditinjau

ulang dan disesuaiakan dengan kebutuhan masyarakat.

Yang jelas Rakom dengan keterbatasannya. Kemudian kita
mendorong adik-adik yang selama ini bergerak di situ. Jangan
sampai berhenti tidak mengudara. Disamping dorongan moril,
kitapun juga kadang-kadang ikut berbicara dengan pemerintah
desa. Kalau menurut saya dari dewan penyiaran, kita anggap
sudah cukup eksis sebagai sebuah radio komunitas. Salah satunya
5 | ditandai dengan adanya jalinan komunikasi dengan pendengarnya
yang terwujud dalam sebuah komunitas.

Materi siarannya mengalami pasang surut. Kita desain acaranya
bersama-sama. Disamping acara yang selama ini sudah in di
masyarakat (campursari), kemudian kita sajikan acara khusus
ruang kesehatan, tentang informasi pembangunan. Yang termasuk
di dalamnya beberapa sektor dari puskesmas, dinas pertanian,
kependudukan dan lain-lain. Kemudian Juga dari agama kita
berikan ruang-ruang khusus. Untuk acara yang lain, anak-anak
muda juga sudah banyak yang tertarik dengan model mereka
g sendiri memanfaatkan radio ini. Selama ini memang kita biarkan
3 mereka berkreasi supaya anak-anak muda Jjuga punya rasa
3 ketertarikan, keterikatan dan memiliki. Kemudian baru kita atur
3 kelanjutannya. Itupun tidak lepas dari masalah karena kita tidak
: bisa memberi sesuatu berupa materi kepada mercka yang selama

ini aktif di situ. Jadi inilah penyebab kenapa ada acara yang tidak
bisa rutin.

Jauh sebelum adanya radio ini sarasehan sudah sering dilakukan.
Tetapi tidak se-intent setelah adanya radio ini. (Mubari)

Menurut Sukoco, Lurah Wiladeg, ide pendirian radio komunitas Wiladeg murni lahir

darijmasyarakat.
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Ide  pendirian  tersebut  sebenarnya  dari  masyarakat - yang

dilontarkan kepada kami bertiga kemudian dikembalikan kepada
masyarakat kembali. Jadi dari masyarakat untuk masyarakat.

Kerinduan warga Wiladeg akan hiburan tradisional menjadi salah satu pendorong

be

-

lirinya scbuah media komunikasi alternatif. Alternatif dalam hal ini berarti suatu yang
berpeda dari media  kebanyakan, yang telah ditunggangi olch kepentingan ckonomi

(xapitalis). Kebetulan waktu itu, ada tiga orang yang boleh dikatakan menjadi tokoh kunci

=]

i igapa akhirnya media radio yang dipilih sebagai ‘alternatif’ itu.

Adalah Kusumo Prabowo (USC Satu Nama), Tri Wijanarko (tlokoh desa Wiladeg),
danf Sukoco (Kepala Desa Wiladeg) mencoba melakukan terobosan dengan melakukan siaran
o | padp malam Satu Sura tahun 2002. Waktu itu, peralatan siaran masih dipinjami Radio Bikima
(kii Sonora). Peminjaman peralatan itu bisa dimungkinkan karena kala itu Kusumo masih

bekprja di Bikima. Dan ide untuk menggunakan media radio memang diinisiasi oleh Kusumo

kar¢na kebetulan sudah bergelut di radio lebih lama.

Berdirinya Radio Wiladeg muncul berdasarkan pemikiran dari
Mas Kusumo (aktivis di LSM USC Satu Nama, red). Mas Kusumo
yang bekerja di radio Bikima (sekarang Sonora) mengutarakan
gagasan (ersebut kepada saya dan (alm.) Mas Triwijarnako.
Awalnya ide itu kami luncurkan kepada masyarakat melalui tokoh-
tokoh dengan memberikan penjelasan mengenai gelombang,.

Kami bertiga mengadakan siaran selama tiga malam. Pada saat
itu, malam Satu Suro, kami meminjam alat-alat untuk siaran. Alat-
alat yang digunakan untuk siaran pinjam dari Radio SONORA.
Dulu namanya BIKIMA. Kebetulan saat itu Mas Kusumo masih
kerja di BIKIMA. Siaran masih dalam kemasan uyon-uyon. Kami
himbau masyarakat untuk cari di gelombang ini. (Sukoco, Lurah
Wiladeg)

Respon warga Wiladeg terhadap siaran perdana itu cukup besar. Mereka pun termotovasi
untyk mendirikan radionya sendiri, tanpa harus meminjam alat dari orang lain.

Jadi setelah adanya rintisan dan bisa mengudara. Kemudian kita
coba angkat dalam forum rembug masyarakat. Kebetulan di
tingkat desa ada forum yang rutin kita laksanakan jauh sebelum
radio ini ada. Dari forum yang ada itu kemudian coba dilontarkan
oleh pemerintah desa. Dari sementara yang sudah mengudara itu
lernyata masyarakat menilai positif. Maksudnya masyarakat bisa
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menangkap apa yang diberikan. Meskipun isinya saat itu belum
variatif. Dari forum itu kemudian kita angkat bagaimana agar bisa
Jalan. Dari teman-teman yang punya ide, gagasan, kemauan dan
pengorbanan kemudian kita back-up. (H. Mubari, anggota DPK
Wiladeg)

Sl
R
T

i
i

Radio Wiladeg pun berdiri mandiri, tanpa lagi meminjam dari Radio Bikima.
Perplatan pun scadanya, belum memakai komputer masih pakai kaset pre-Amp. Modal uvang
yang terkumpul waktu itu ‘hanya’ scbcz;.ar Rp 300.000,00. Namun modal sosial warga
| Wiladeg-lah yang sebenarnya membiayai berdirinya Radio Wiladeg. Sumbangan dari warga
tidgk diwujudkan dalam berupa uang, namun berupa hal lain yang tidak mudah jika harus

_ dirypiahkan. Seperti, sumbangan barang-barang, tenaga dan keahlian. Pembangunan radio

punf dilakukan sccara gotong-royong. Ada yang menyumbang besi. Tukang las
meyumbangkan keahliannya menyambung besi untuk antena. Para remaja yang suka
mengutak-atik barang elektronik menyumbangkan kreatifitasnya untuk merangkai pemancar
radip. Sumbangan-sumbangan macam inilah yang tidak bisa dirupiahkan.

Dulu modalnya cuma 300.000 rupiah, tapi bisa menghasilkan 17

Juta rupiah. Dengan pengertian, semua kegiatan dilakukan

swadaya. Teman-teman yang punya kegiatan las besi tidak bayar.

Ya anak-anak yang bisa merangkai alat-alat untuk siaran ya
tinggal buat saja. Itu awal tahun 2002. (Sukoco, Lurah Wiladeg)

Frekuensi FM pun dipilih karena alasan teknis. Receiver FM lebih mudah ditemui dan
dimliki oleh warga daripada receiver AM/MW. Perangkat receiver FM pun sekarang mulai
berggam dan mudah ditemui. Misalnya, dalam telepon seluler (HP) ataupun televisi. Bahkan

untuk memudahkan pendengarnya, pengelola radio Wiladeg tak jarang memberi hadiah

pesqwat radio.
Menurut penuturan Tanto, teknisi rakom Wiladeg, band radio siaran sebetulnya masih
¢ banyak, AM atau MW pada frekuensi 535-1705KHz biasanya kosong karena tidak ada yang

berminat memancar pada band ini. AM cukup baik untuk penggunaan radio siaran terutama

64
LAPORAN PENELITIAN PEMBERDAYAAN KOMUNITAS MELALUI ... YAYAN SAKTI SURYANDARU




Y ]

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

=

lepi laut, yang akan menempuh jarak sangat jauh. Pada gelombang pendek (SW), Jjuga

=

rdapat alokasi band radio siaran pada frekuensi 2.300-2.495MHz, 3.2-3.4MHz, 3.9-

OMHz, 4.75-5.06MHz, 5.95-6.20MHz, 7.1-71.3MHz, 9.5-9.9MHz, 11.65-12.05MHz, 13.6-

-+

3.8MHz, 15.1-15.6MHz, 17.55-17.9MHz, 21.45-21.85MHz, dan tertinggi pada 25.6-
2.1MlHz. Tentunya masih ditambah lagi siaran radio melalui satelit maupun Internet. FM
piaktis penuh di beberapa kota besar, tapi banyak kosong di kota-kota kecil maupun di kota

kqbupaten / kecamatan. Band AM & SW praktis tidak digunakan, sialnya, peralatan

-
—

pdmancar AM & SW scbetulnya jauh lebih sederhana dan jauh lebih murah daripada

pamancar I'M. Tapi memang tidak sebaik FM untuk menyiarkan lagu-lagu & entertainment.

Konsep radio siaran komunitas, atau radio rakyat ini, sebetulnya
sangat sederhana. Pada hari ini radio siaran swasta niaga lebih
banyak difokuskan untuk usaha, bisnis & mencari Sulus yang halal.
Konsckuensinya, kebutuhan komunitas yang terbatas seperti
komunitas  sekolah, warga masyarakat, komunitas nelayan,
komunitas petani, komunitas pengrajin yang lingkupnya terbatas
dan terkadang tidak terakomodasi oleh radio siaran swasta niaga.
Berdasarkan — kebutuhan tersebut, muncul  kebutuhan untuk
membangun radio siaran komunitas, tentunya dengan kebutuhan
yang ada jarak pancarnya maupun pembebanan frekuensi dapat
menjadi sangat terbatasi.(Tanto, teknisi rakom Wiladeg)

Pertanyaan mendasar yang perlu dipikirkan bersama, benarkah keberadaan pemancar

k

=

nunitas ini ‘merupakan pemborosan frekuensi? Bagaimana desain alokasi frekuensi,
pepataan frckuensi agar kebutuhan komunitas ini menjadi terpenuhi? Menurut pendapat
Tapto, jawaban sederhananya sebetulnya tidak sukar, jika sebuah frekuensi diduduki oleh
scuah pemancar yang sangat kuat (misalnya 10-30 KiloWatt) dengan jangkauan puluhan
mungkin ratusan km, maka kepentingan banyak orang menjadi terkangkangi olch sty
pethancar tersebul,

Tapi bayangkan  jika atas  kesepakatan  bersama,  kekuatan

maksimum pemancar yang digunakan dibatasi misalnya 10 Watl.
Artinya apa? Dalam setiap jarak 10-20 km, Jrekuensi tersebut
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dapat dipakai ulang oleh pemancar yang berlainan. Tanpa saling
mengganggu antar pemancar walaupun ke duanya memancar
pada saat yang bersamaan, pada Jrekuensi yang bersamaan,
Konsep ini di sebut frekuensi re-use. Konsep frekuensi re-use ini
merupakan jawaban yang telak mementahkan argumentasi bahwa
lerjadi pemborosan frekuensi oleh radio pemancar komunitas,
Tentunya masing-masing pemancar harus mentaati batasan daya
yang disepakati, dan daya tersebut harus rendah supaya frekuensi
re-use dapat dilakukan sebanyak mungkin (Tanto)

Sikap gotong royong (dan terbuka) rupanya telah menjadi suatu kebiasaan di Desa

adeg. Termasuk dalam hal memutuskan pendirian Radio Wiladeg. Setelah diadakan

siaran pada malam Satu Suro tahun 2002, besoknya warga Wiladeg pun mengadakan rapat

4 yang memutuskan untuk mendirikan radio komunitas Wiladeg, Prosesnya pun relatif

cepal, namun cukup demokratis. Mencerminkan kebutuhan warga Wiladeg, bukan semata

El

keihginan satu-dua orang,.

Pengalaman untuk bersiaran pun diperoleh secara otodidak. Maklum tidak ada satu

waiga Wiladeg yang mempunyai basic pendidikan dan keterampilan di bidang penyiaran

radip. Menurut penuturan Sukoco, pada tahun pertama Radio Wiladeg, kemasan acara radio

dikg

mas ala kadarnya dengan tetap memperhatikan permintaan dari pendengar. Di sinilah

dampingan dari beberapa LSM dalam menggarap isi radio Wiladeg menjadi semakin matang

scha
perk

beke

mant

gai radio komunitas. Salah satu LSM yang dikatakan cukup berperan dalam

embangan radio komunitas Wiladeg adalah USC Satu Nama, tempat Kusumo kini

rja.

Kebetulan masyarakat di Wiladeg termasuk perangkat desanya
sangat respek terhadap masalah ini. Dengan dimulainya rintisan
itu yang awal mulanya kita bermitra dengan LSM Satu Nama,
kemudian pelan-pelan dari kebersamaan ini kita bisa mandiri.

Terlepas dari pihak-pihak yang tadinya ikut didalamnya. (11,
Mubari, anggota DPK)

Bentuk kerjasama dengan Satu Nama lebih bersifat pada pendidikan sumber daya

isia, ketimbang bantuan fisik. Kadang pengelola radio Komunitas yang datang ke USC
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Safu Nama untuk belajar tentang bagaimana cara memproduksi suatu acara. Kadang juga
pillak USC Satu Nama yang bertandang ke desa Wiladeg untuk memberikan pelatihan bagi
wirga Wiladeg,.

Jadi  keterlibatan  LSM  dalam pertumbuban  radio  Wiladeg hanya scbatas
pendampingan isi (software), bukan pendampingan fisik. Selain LSM, Juga ada dampingan
dari pihak univcrslitas di Yogyakarta yang peduli pada eksistensi radio Wiladeg. Secara sadar
memang warga Wiladeg tidak membatasi diri dengan keterlibatan LSM dalam manajemen
radjo mercka. Namun, rupanya, kebutuhan pendengar yang menjadi prioritas utama
pengambilan keputusan. Sehingga ketika tawaran suatu LSM tidak sesuai dengan kebutuhan
warga Wiladeg, mlzlka pihak pengelola radio Wiladeg akan memutuskan hubungan dengan
LSM itu.

Pernah ada kerjasama dengan Radio 68H Jakarta untuk pemberitaan. Namun tidak
bertahan lama karena berita yang disiarkan adalah berita nasional (baca: berita Jakarta) yang

lidak menjawab kebutuhan informasi warga Wiladeg. Atas dasar itulah, pengelola radio

Wi

Ihdeg agak membatasi diri dengan bantuan dari LSM yang berbentuk materi.

Kalau di sini NGO tidak ada yang menyumbang dalam bentuk
maleri. Sehingga kalau NGO ada advokasi ke kita, dan kita
anggap tidak layak akan kita tolak. Pada Desembar 2004 kita
pernah  berjalan dengan CRI. Tetapi pada Pebruari 2005
kerjasama itu kita putus sepihak.

Ada pembiayaan yang tidak masuk akal bagi pihak kita. Waktu
akan ada sarasehan dan rembug pembangunan. Kita tidak
mungkin hanya mengundang 50 orang. Jumlah RT ada 45,
lembaga 30, anggota BPD 13 Sehingga yang saya undang sekitar
150 orang. Sedangkan dana dari mercka hanya Rp 150 ribu.
Kalau ada sarasehan kita biasanya menyiapkan dana Rp 1 juta.
Dengan dana hanya Rp 150 ribu, tanpa mereka pun kita masih
bisa berjalan, Jadi akhirnya kita tolak. (Sukoco, Lurah Wiladeg)

Pesan yang tersirat dari ucapan Sukoco itu adalah warga Wiladeg ingin mandiri.

Tidak mau hidup tergantung dari pihak luar. Radio harus bisa survive tanpa harus mendapat
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banjtuan finansial ‘dari luar’. Maka dibuatlah suatu mekanisme agar radio komunitas Wiladeg

juga didanai oleh APBDes,

Jadi begini, kalau kita sepakat radio ini dikehendaki ada.
Pemerintah desa pun harus memback-up. Bukan han ya sarana dan
prasarananya saja. Karena tidak ada sumberdana yang puasti,
maka bagaimana hal ini bisa masuk dalam APBDes. Dengan satu
pengertian sekalipun tidak memiliki tetapi pemerintah desa Jjuga
punya  kepentingan dengan adanya radio ini. Keputusannya
melalui sidang BPD atau rembug desa. Kita tidak menentukan
besarannya. Tetapi kita serahkan pada pemerintah desa. Karena
kita tahu kondisi keuangannya. Paling tidak ada porsi yang
disediakan untuk itu. (Sukoco, kades Wiladeg)

Keputusan untuk memutus kerjasama dengan Radio 68H didasari olch suatu alasan
yang dikemukakan olch warga desa Wiladeg, yaitu informasi yang disajikan olch Radio 6811
lidak sesuai dengan kebutuhan warga desa Wiladeg. Kebutuhan informasi warga desa lah

yang kemudian dijadikan dasar pengambilan keputusan program acara radio komunitas

Wilddeg.

Dulu pada awalnya memang kami baru cari Jormat. Ternyata tidak
diminati, karena acaranya bukan acara komunitas. Kita pun
mengemas dan komit dengan budaya-budaya tradisi dan kita
agendakan.

Mulai 2005 kita agendakan acara wayang tiap setahun sckali pada
bulan Suro. Semua bentuknya sumbangan. Siapa mau siaran kami
sediakan alat, mulai dari wayang hingga gamelannya. Dalang dan
sinden tinggal datang dan tampil. Setiap sebulan sekali kami Jjuga
agendakan acara sholawatan (hadrah) dan karawitan.

Acara ini tidak hanya mengakomodasi orang-orang Wiladeg saja,
letapi juga warga dari luar Wiladeg. Semua peralatannya kami

siapkan, tetapi kami tidak menyediakan akomodasi dan
Iransportasinya.

Kerinduan warga Wiladeg akan kegiatan-kegiatan budaya/seni tradisional itu pun
yang| dijadikan landasan keputusan pengelola yang menggunakan radio untuk menyiarkan
kegigtan-kegiatan itu. Peluang ini pun dilihat secara jeli oleh pengelola radio komunitas
Wiladeg. Kemasan budaya tradisi itu pun digabungkan dengan memasukkan informasi-

informasi yang menjawab kebutuhan warga desa Wiladeg.
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Kalau ada isu-isu hal-hal vang baru kami angkat dalam bentuk
saraschan dengan hiburan karawitan, Seperti waktu sosialisasi
pilkada bupati. Bagaimana masyarakat bisa mengerti pemilihan
bupati secara langsung. Kita hadirkan 200 orang dan narasumber
dari KPU. Selanjutnya kita adakan sarasehan, Dananya dari pihak
desa berpatungan dengan KPU. Acara semacam itu, menurut
komunitas Wiladeg, merupakan hal yang menarik. Karena mereka
diingatkan kembali pada budaya-budaya lama yang sclama ini
dimimpikan tetapi tidak pernah disiarkan oleh siapa saja.

Ke depan kami mungkin akan menjadi radio budaya. Acara-acara
rasulan dan sedekah bumi, selama masih terjangkau dan mau
disiarkan akan kami siarkan. Biayanya hanya 400.000 rupiah
untuk siaran sehari semalam. Mulai dari upacara siangnya hingga
wayangan malam harinya. Kita mengacu bahwa mereka adalah
komunitas kita. Komunitas di sini bisa berarti penduduk Wiladeg
ataupun pendengar Radio komunitas Wiladeg. Sampai akhirnya
ada paguyuban pendengar Wiladeg dan acara arisan pendengar.
(Tanto)

Pemutusan kerjasama dengan Radio 68H merupakan salah satu contoh. Berita-berita
yang disampaikan radio 68H dianggap sebagai informasi yang ‘biasanya’, yang sudah
didapatkan dengan melihat televisi alaupun membaca suratkabar. Kritik dari warga pun

mungul.

Sistemnya talkshow semua, Dulunya request tapi sekarang nggak
laku  lagi.  Yang lebih mengagetkan,  mereka  talkshow
menggunakan ponsel. Mulai minta lagu, gending, sampai kirim
salam semuanya lewat ponsel. Kami kan ada acara ngudharasa
setiap seminggu sekali. Yang mengangkat isu-isu yang sedang tren
di masyarakat. Sewaktu saya mengangkat isu tentang dana alokasi
desa ternyata ada juga yang keberatan. Alasannya dana desa kok
diomongkan kepada rakyat. Tapi saya diam saja,

Pada acara sarasehan justru sebenarnya  kesempatan warga
masyarakat untuk menilai pemerintahan desa. Sehingga kalau ada
program desa yang tidak diingini oleh masyarakat di situ langsung
dibahas. Jadi radio bukan menjadi alat pemerintah desa untuk
menckan warganya. Tetapi justru mengajak warganya untuk urun
rembug dalam pemerintahan desa. (Mubari, anggota DPK)

Sikap keterbukaan ini pula yang menyebabkan radio Wiladeg kadang kala dimusuhi

oleh (pemerintahan) desa lain. T, ransparansi pemerintahan desa itu pula yang menyebabkan

penempatan radio di kompleks balai desa bukanlah suatu masalah yang berarti. Secara kultur

69

PEMBERDAYAAN KOMUNITAS MELALUI ... YAYAN SAKTI SURYANDARU

LAPORAN PENELITIAN




=

=

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

I Wiladeg, balai desa diposisikan sebagai sebuah ruang publik yang bisa diakscs olch sctiap

arga desa. Bukan seperti “siti hinggil’ yang dianggap keramat untuk orang awam.

Sclain radio yang berdiri di balai desa, juga terdapat fasilitas-fasilitas lain di kompleks

balai desa. Ini yang membuat balai desa Wiladeg bukan semata berfungsi scbagai pusat

—
—

-2
£

¢merintahan, tetapi juga pusat kegiatan warga desa Wiladeg.

Kami mengemas kantor balai desa ini sebagai arena Neriii....
Maksudnya semua warga yang ingin memanfaatkan balai desa
sebagai arena kreatifitas apapun va silakan. Mau memanfaatkan
peralatan kesenian yang ada di balai desa Juga kami persilakan.
Contohnya setiap hari Selasa dan Sabtu ada siswa-siswa SI yang
latihan gamelan di balai desa ini. Dan karena mercka warga
Wiladeg, itu semua tanpa harus membayar. Bahkan untuk ke
depannya kita akan sediakan alat bermain untuk anak-anak
dengan sistem knockdown. Sehingga kalau ada acara tertentu
peralatan tersebut bisa dilepas. (Sukoco, Lurah)

Salah satu elemen pendukung eksistensi radio komunitas Wiladeg adalah jaringan

1g kuat antara radio komunitas. Di Yogyakarta, radio komunitas terjaring dalam Jaringan

Radio Komunitas Yogyakarta (JRKY). Selain JRKY, juga terdapat sckumpulan lembaga

yahg peduli pada radio komunitas kemudian bergabung dalam jaringan pendukung radio

komunitas (JPRK). Jaringan macam ini adalah hal unik yang tidak ditemukan di daerah lain,

dan hanya terjadi di Yogyakarta.

Kuatnya jaringan ini yang menyebabkan setiap radio komunitas tidak ketinggalan

infprmasi akan segala perkembangan terbaru (khususnya) tentang regulasi penyiaran

ke

=

munitas. Mercka menyebutnya dengan ‘bocoran’. Mulai perdebatan tentang rancangan

sampai  disahkannya UU Penyiaran, boleh dikatakan pengelola radio Wiladeg tidak

ketjnggalan informasi. Bahkan sampai kini tentang isu keluarnya PP (peraturan pemerintah)

tenfang Radio Komunitas pun mereka masih bisa mengakses informasi tentang itu.

dan

Katup keterbukaan sudah melekat di Desa Wiladeg yang memiliki wilayah 645 Ha

berpenduduk 4600 jiwa. Keberadaan Rakom Wiladeg sangat membantu dalam proses
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ketldrbukaan di sana. Dalam mobilisasi masyarakal, perangkat desa bertindak cukup taktis.
Dengan mengajak pelopor-pelopor desa, mercka mengumpulkan warga membahas pendirian
radip komunitas. Gayung pun bersambut, warga antusias mencrima usulan itu. Dengan
:_j:: berhodalnya Rp 300 ribu ditambah swadaya warga maka berdirilah Rakom Wiladeg.

% Pengmpatan studio, warga memilih berada di dalai desa. Di sana mereka berkumpul dan

berkiratifitas ibarat *arena bermain’. Mereka tidak pakewuh, karena merasa memiliki. Dengan
didifikan di balai desa maka otomatis listrik dan air ditanggung desa.

Awal berjalan, format acara dikemas mirip radio komersial. Tetapi, warga tidak suka.
Kenjudian digantilah dengan acara-acara budaya, seperti wayang, karawitan, acara rasulan,
dan sedekah bumi yang semuanya ditayangkan /ive. ”Kami mungkin akan menjadikannya
scbapai radio budaya,” ujar Sukoco. Banyak cara yang dilakukan untuk penggalangan warga.
Inlinya, semua acara dikemas scbagai kebutuhan warga. Suatu kali pernah perangkat desa
mengadakan Pekan’ Panutan. Mereka mengudang wajib PBB dalam satu hari membayar
denghin iming-iming door prize ditambah hiburan musik campursari. Hasilnya menakjubkan,
dalath  schari bisa memungut Rp 20 juta. Dengan membayar pajak Rp 2000, bisa
mendapatkan hadiah senilai Rp 50 ribu, itu pun berbentuk radio. *Itu salah satu trik kami
menggerakkan warga agar proaktif dalam tata pemerintahan,” ungkap Sukoco.

Seperti diungkapkan oleh H. Mubari, kunci utama menggerakkan warga terletak pada-
kemguan perangkatnya untuk membuka diri. Terlebih lagi, warga Desa Wiladeg adalah orang
yang| terbuka. Jadi berjalanlah proses demokratisasi di desa tersebut. Ketika proses
keterbukaan telah berjalan. Aparat desa tidak tinggal diam, mereka berupaya bagaimana
mencerdaskan warga melalui media radio. Berangkat dari prinsip dari rakyat untuk rakyat.
Dikemaslah Rakom Wiladeg menjadi sarana semua pihak menyalurkan aspirasi.

Acara dikemas yang terlahir dari rembugan dengan warga. Acara-acara budaya

secarg langsung, dialog interaktif, dan info-info harga sembako menjadi daya tarik tersendiri.
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—_—

al itu juga yang menarik minat pendengar radio komersial beralih ke radio yang terletak

sekitar 40 menit perjalanan dari pusat kota Jogyakarta.  Walhasil, sctelah melalui proses

ppnjang—dengan tidak menutup mata oleh tembok tebal regulasi—Rakom  Wiladeg

=

enunjukkan hasil positif, terutama dari peningkatan jumlah pendengar, ketrampilan dalam
nengelola radio dan siaran, serta tingkat kekritisan dalam memandang permasalahan.

Bahkan lebih jauh, pengelola radio mengasumsikan bahwa sedikit banyak warga
akan lebih sering mendengar radio daripada televisi. Banyaknya pendengar terlihat ketika
syatu waktu Rakom Wiladeg berhenti siaran sebulan lantaran terkena kendala teknis. Yang
mengejutkan, hampir tiap hari para pendengar datang ke balai desa. Tidak hanya dari warga
selempat, tapi juga dari desa-desa lain di sekitar Wiladeg. Menariknya, pemberdayaan warga
sekaligus pemobilasasiannya. Perangkat Desa Wiladeg tidak terlalu erat bergandengan

ddngan LSM. Mereka beralasan bahwa bagaimana pun LSM memiliki kepentingan tertentu di

5

imping pengembangan masyarakat. “Kalau kita terikat pada mereka, kita jadi tidak bisa ke
yang lain. Dan klita akan jadi terjebak sendiri,” kata H. Mubari yang Jjuga anggota DPK
Wiladeg.

Di JRKY cukup banyak radio komunitas yang dekat dengan pemerintahan lcrbaﬁah

lu tingkat desa. Contohnya di Radio Menara Siar Pesedaan di desa Terong, delimo —

b
=

Bantul. Penggiatnya juga kepala desa setempat. Dalam arti lain, Rakom bisa menjadi sarana
pehgembangan informasi dan komunikasi pembangunan desa. Contoh lain, Radio Komunitas
Myrakabi di Wates dacrah Sermong. Stationnya berada di Balai Desa Argowilis. Harapannya
juga bisa menjembatani informasi pemerintah setempat dengan warganya. “Bolch saja

sepanjang radio itu bisa menjaga independensinya. Karena sebagai media, Rakom tidak bisa

d

pakai scbagai alat politis pemerintah desa setempat,” tandas Ketua JRKI, Surowo.
Apa yang dilakukan oleh Desa Wiladeg yakni memasukkan sumber pendanaan pada

ABBDes. JRKY tidak memuat ketentuan tentang APBDes. Tetapi, jika pemerintah sctempat
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menyadari betapa pentingnya komunikasi di wilayahnya, lalu didukung oleh anggaran Jewat
ABPDes, itu sah-sah saja. Namun demikian, tetap waspada sebab Rakom terikat pada
cententuan media, ada P3SPS. Jadi tetaplah menjaga independensi.

Surowo memandang ada tiga aspek penting dalam radio komunitas yaitu: akscs,
partisipasi dan self’ management. Maksudnya, Rakom harus bisa diakses olch siapa pun.
Harus mengacu pada aspek partisipasi anggota komunitasnya. Kemudian dikelola dengan
dara, karakter, dan metode-metode manajemen milik komunitas itu sendiri. Bila perlu bikin

regulasi untuk angpota komunitasnya.

S1.1. Mckanisme interplay pengelola dan aktivis LPK scbagai Agency terhadap

Struktur (budaya dan birokrasi perijinan/ aturan legal-formal) pasca disahkannya

—

craturan Pemerintah (PP) tentang media penyiaran komunitas.

Pada 6 Mei 2002 di Yopyakarta dideklarasikan Jaringan Radio Komunitas
Yogyakarta (JRKY) yang diikuti 30 radio komunitas, yang tersebar mulai dari ujung selatan
Khbupaten Gunungkidul hingga ujung utara Kabupaten Sleman, dan 23 LSM di Yogyakarta.
'- Kelahiran JRKY tentu tidak semata-mata realitas simbolis pengukuhan identitas komunitas.

& Dengan mengusung motto "Radio Komunitas Bikin Rakyat Jadi Cerdas", jelas ada harapan

-~

ydng jauh lebih besar yang ingin digapai, yakni membangun paradigma baru kehidupan

b

o

rmedia ketika dihadapkan pada realitas dominasi media penyiaran niaga.

’aradigma ini analog dengan pemikiran Francis Lucas, seorang praktisi radio
% komunitas di Filipina, yang dia sebut scbagai community communication. Dalam
pepgandaian ini keberadaan radio komunitas menjadi implementasi dari realitas bermedia

yahg menckankan genuine participation aktif masyarakat scbagai roh yang menggerakkan

kehidupan bermedia masyarakal. Bagi kebanyakan orang yang terbiasa dengan suguhan
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iformasi yang dikemas menarik oleh media massa mapan, keberadaan radio komunitas

% bolch jadi merupakan media remeh-temeh yang tidak menarik karcna memang pengelolaan

program beserta isinya terkesan sederhana. Namun, scandainya kita cermati narasi yang

p¢rnah dituturkan Lukas tentang pengalamannya mendampingi Bayanihan Broadcasting di
Infanta Quezon, Filipina, ada satu hal menarik yang secara determinatif diperankan radio

kgmunitas dibandingkan dengan media massa mainstream, khususnya radio niaga.

Keberadaan radio komunitas secara jelas berperan scbagai katalisator terciptanya

atmosfer media literate society. Keberadaan radio komunitas yang sepenuhnya dikelola

masyarakat sccara tegas mencairkan kebekuan batas eksklusivitas antara komunikator dan
komunikan, seperti yang lazim ditemui dalam mainstream pengelolaan media besar karena

& m¢mang oricntasinya lebih difokuskan pada primacy of social goal.

Masyarakat tidak lagi didudukkan hanya sebagai resipien pesan, melainkan sckaligus

sehagai pengelola radio mulai dari ranah pengelolaan program hingga pengelolaan sumber
daya. Peluang masyarakat untuk membangun kompetensinya pada wilayah praktikal, analisis
kebutuhan serta etis sebagai kompetensi yang sesungguhnya dari sebuah masyarakat melek
media menjadi semakin terbuka lebar. Proyeksi ini dapat kita baca dari berbagai narasi yang
4 scmpat menyembul daldm dinamika pengelolaan radio komunitas yang tergabung dalam

JRKY, baik yang dikelola berdasarkan basis teritorial maupun sektoral seperti kaum petani

dan mahasiswa.

Jangan heran seandainya suatu saat Anda mengikuti dinamika pengelolaan radio
kormunitas dari dc.kat lalu menemukan seorang penjual sega kucing yang dalam scbuah
kestmpatan menjalankan fungsinya sebagai seorang pembawa acara atau pemrogram, dan di
saat lain berdiri sebagai narasumber sebuah talk show yang disiarkan radio komunitas. Di
saaf lain lagi, bak scorang owner dia merelakan sebagian wedang jahe-nya scbagai dukungan
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alerial bagi aklivitas rekannya yang sedang siaran. Ada mobilitas peran masyarakat yang
Leitu cair dan boleh jadi tidak akan di temui di semua radio niaga yang mapan. Tentu tidak
ipat dikatakan dinamika pengelolaan radio komunitas tanpa persoalan sama sckali. Ada

Entangan persoalan yang tentu saja harus dihadapi.

Persoalan aktual akhir-akhir ini yang sangat mungkin akan menjadi preseden buruk
gt keberadaan radio komunitas adalah belum dimilikinya kerangka interpretasi yang sama
antara pihak yang berkepentingan dengan pemanfaatan frekuensi gelombang radio sebagai
nah publik. Meskipun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sccara

las mengisyaratkan  pengakuan  formal terhadap radio  komunitas, ternyata

operasionalisasinya berbicara lain.

Tidak adanya frckuensi permanen yang disediakan sebagai akomodasi terhadap

keberlangsungan  siaran  radio  komunitas pada dasarnya membuat sebagian besar

pgngelolanya terengah-engah bergerilya mencari frekuensi "kosong" agar tidak terlindas

wan radio niaga yang berdaya pancar jauh lebih besar atau terkena risiko sweeping yang

dilaksanakan Dinas Perhubungan.

Beberapa langkah untuk menggagas kesatuan sikap dan pandangan diantara pegiat
dio komunitas di Yogyakarta telah dilakukan misalnya lewat serangkaian diskusi,

kakarya, maupun advokasi. Jaringan Radio Komunitas Yogyakarta (JRKY) bekerjasama

dengan Forum Pengembangan Media Komunitas (FPMK) mengadakan dialog tanggal 29
gnuari 2003 bertempat di radio Balai Budaya Minomartani yang dihadiri oleh Sri Sultan HB

XL Nur Achmad Affandi (pimpinan DPRD DIY), LOKA 4 DIY, tokoh masyarakat dan

asyarakal sckitar,
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Dialog ini lebih banyak membahas keberadaan lembaga penyiaran komunitas di UU
Pgnyiaran no.32 tahun 2002, manfaat dan keuntungan positif adanya potensi penyiaran
kqmunitas. Dimulai dengan pernyataan, pertanyaan dan permintaan dari beberapa pengelola
raffio komunitas yang ditujukan baik kepada Suitan, DPRD dan LOKA. Disusul kemudian
bdberapa jawaban, pernyataan dan harapan yang dilontarkan Sultan, Nur Ahcmad Affandi,
LOKA, anggota FPMK, anggota masyarakat, dan seterusnya. Acara diselingi dengan

pertunjukan scni karawitan.

Menurut Sultan HB X proscs interaksi komunikasi masyarakat sekarang jarang terjadi

di

jebabkan tingginya aktivitas pribadi2 (individu), hal itu berakibat pada berkurangnya
gpiyub” atau kerukunan di masyarakat, dengan adanya Radio komunitas yang tidak hanya
sckedar memberikan informasi nan;un bisa menjadi jembatan komunikasi antar warga tanpa
hafus mengeluarkan biaya yang besar. Disamping itu radio komunitas diharapkan bisa
siergis dengan pemerintah dalam penyebarluasan informasi, dengan adanya radio komunitas

mgsyarakat memperoleh kemudahan akan informasi. Secara tegas Sultan HB X memberi

o

peinyataan dukungan terhadap eksistensi Radio Komunitas karena media ini memang

dijutuhkan olech masyarakat, apalagi inisiatif pembentukannya berasal dari masyarakat

sendiri.

Nur Ahmad Affandi menambahkan bahwa otonomi daerah berarti oto aktivitas atau
pcnambahan aktivitas pada pemerintah tingkat I maupun dibawahnya. Berkaitan dengan
staus badan hukum dan kepemilikan radio komunitas sebaiknya masyarakat juga yang
menentukan, namun perlu lebih dulu didiskusikan dengan instansi-instansi terkait. Dengan
adgnya dukungan langsung dari Sultan HB X, diharapkan JRKY lebih mampu menjawab

sethua  tantangan  yang akan dihadapi dalam memperjuangkan cita-citanya, lcbih
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meningkatkan konsolidasi internal dan memperluas sinergi dengan lembaga penyiaran lain

gerla instansi-instansi terkait.

Diakhir pembicaraan Sultan HB X menawarkan upaya perlindungan dan pemanfaatan
frckuensi bagi radio komﬁniias,hal ini dilakukan agar masyarakat tetap merasa aman
bersiaran dalam menyampaikan pendapatnya. Permasalahannya adalah belum dikeluarkannya

jeraturan dari pemerintahan pusat (KPI) sehingga kebijakan yang dikeluarkan belum bisa

—

ielalui Perda. Untuk itu Sultan akan mengeluarkan INSTRUKSI 'GUBERNUR, yang

Jlcnyusunan materinya dilakukan bersama-sama antara JRKY-Dinas perhubungan DIY-

pirjen Postel UPT DIY. Acara ditutup dengan penyerahan usulan Draft Rancangan Peraturan

—

acrah (RAPERDA) tentang Lembaga Penyiaran Komunitas yang disusun secara bersama-

(7]

ima oleh JRKY-IFPMK kepada Sultan HB X dan Nur Achmad Affandi

Gayung bersambut, walikota Yogyakarta juga menyambut positip kehadiran media

e

knyiaran komunitas di wilayahnya. Menurutnya semakin maraknya radio komunitas dan

—

levisi lokal di Kota Yogyakarta akan membuat masyarakat mudah memperoleh akses

tformasi. Pilihan untuk mendapatkan informasi makin beragam corak dan warnanya

s¢hingga akan menciptakan situasi yang kondusif bagi partisipasi masyarakat secara lebih

yas dan merata. Dampak yang lain, pengawasan media terhadap jalannya pemerintahan

s¢makin intensif dan ini akan memacu penciptaan pemerintahan yang baik dan bersih.

Wali Kota Yogyakarta Herry Zudianto mengatakan itu ketika berbicara dalam
s¢minar nasional "Mcmbanguﬁ Pemberdayaan Potensi Lokal di Bidang Komunikasi

Ppscapemberlakuan Undang-Undang Penyiaran” yang diadakan Fakultas Ilmu Sosial dan

limu Politik Universitas Atmajaya Yogyakarta, Sabtu (3/5) di Yogyakarta (Kompas,

=y
wn

5/2004).

S
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Dinamika proses interplay ini sala satunya dipicu oleh kegigihan para aktivis
Jaringan Radio Komunitas Yogyakarta (JRKY) yang beranggotakan 30 stasiun radio
Komunitas dan 23 LSM. Menurut Adam Agus Sudibiyakto dari JRKY, beberapa waktu lalu

ihaknya bersama dengan Forum Pengembangan Media Komunitas (FPMK) mengajukan

-3

froposal Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
tentang Lembaga Penyiaran Komunitas kepada Gubernur DIY dan DPRD DIY. "Alasannya,
spat ini populasi radio broadcasting di Yogyakarta tergolong besar akibat dinamika radio
Komunitas yang berkembang pesat. Selain itu, juga untuk menghindari kesan radio

Komunikasi boleh menggunakan frekuensi siaran dengan sesuka hati," papar Agus.

Dari pengamatan Herry, sumbangan yang didapat dari radio komunitas dalam bentuk
dana yang masuk ke kas daerah lewat pendapatan asli daerah (PAD) memang tidak besar.
Herdasarkan aturan yang ada, iklan yang diselenggarakan melalui radio, televisi dan koran,
bukan obyek pajak yang bisa ditarik atau dipungut Pemerintah Daerah. Radio komunitas ini
memang tak memberi banyak ke PAD. "Meski dari sisi PAD tak begitu berarti, tetapi potensi
ypng besar oleh banyak stasiun radio di daerah serta tumbuhnya stasiun lokal yang dimiliki

arga, yaitu menggerakkan ckonomi rakyat," ujar Herry. Banyaknya media lokal, baik radio

=

—

laupun televisi, maka roda ekonomi masyarakat akan didorong terus bergerak maju melalui

pfoses promosi, pengiklanan, pemasaran, dan transaksi perdagangan. Efek berantai

= 5

rjalannya roda ekonomi masyarakat itu jauh bermanfaat daripada hanya PAD

Bagaimana sikap DPRD Yogyakarta dan Dinas Perhubungan (dalam hal ini Balai

=

fonitoring Frekuensi) terhadap alokasi frekuensi yang selama ini dianggap “membatasi”

=

ang gerak LPK? Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi DIY, Rabu, 27 Mei

]

D04 misalnya, mengadakan rapat kerja dengan Dinas Perhubungan dan KPID Propinsi DIY

-

tuk membicarakan penertiban frekuensi. Hadir dalam rapat kerja komisi ini Kepala Dinas
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Pethubungan berserta stal dan Ketua KPID, didampingi dua anggota lainnya menjelaskan

El

pernasalahan frekuensi secara bergantian. Kepala Dinas Perhubungan menjelaskan bahwa
Undlang-undang mengenai frekuensi sering dipahami bertentangan dengan Undang-undang
Pemerintahan Dacrah (otonomi) dan sampai saat ini masih menjadi tarik ulur tentang

kewenangan pengelolaannya.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa menurut PP No. 25 tahun 2000 pengelolaan frekuensi
radjo penyiaran dan televisi lokal di daerah menjadi kewenangan daerah, namun dalam
praktcknya masih ditangani pemerintah pusat (Departemen Perhubungan). Scdangkan izin
radio komunikasi (orari dan rapi) saat ini dilakukan oleh daerah. Penggunaan frekuensi ini

magih belum semuanya tertata, karena perkembangan jaman sckarang itu muncul radio

& konjunitas yang belum  bisa dikategorikan radio penyiaran swasta komersial, karena
jangkauvan siarannya tidak jauh dan bukan untuk tujuan komersial, sehingga belum tertangani

SCegra sempurna.

Keberadaan radio komunitas terus berkembang baik jumlah maupun kualitas,

=i Ui

sehipgga perlu segera ditata. Hal ini disadari oleh pengelola radio komunitas dengan
menanyakan pengurusan izin siaran yang hanya berdaya pancar maksimal 50 watt dalam
radipis 2,5 km dan bukan komersial dan partisan. Sifat pelanggaran frekuensi tergolong berat,
schipgpa penindakannya harus melalui jalur pengadilan yang lebih rumit dan memerlukan
wakfu. Hal ini menyulitkan aparat di lapangan untuk menindak pelanggar. Scandainya
pelapggaran ini dapat digolongkan tindak pidana ringan, maka PPNS dapat mengambil
lindakan dilapangan. Izin sementara ini diberikan Gubernur atas masukan Dinas Perhubungan
dan {Forum Postel untuk memberikan kepastian dan memperpendck penantian investor di

bidahg penyiaran.
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Para Anggota DPRD DIY menanggapi penjelasan ini dengan masukan bahwa

Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 yang memberikan kewenangan lebih besar kepada

-

dacrah agar dapat mengatasi berbagai permasalahan di dacrah, termasuk  [rekuensi.

Disamping itu pemberian izin sementara ini merupakan peluang PAD. Disamping itu perlu

p

(v

1gawasan  bagi radio menggunakan teknologi canggih yang memungkinkan saling

mangganggu dan untuk tujuan provokatif,

Sejalan dengan itu KPID DIY menjelaskan secara teoritis penataan frekuensi dan

popver radio siaran swasta nasional dapat dibatasi, namun di lapangan menemui berbagai

kepdala dalam penertibannya. Disaat memanasnya suhu politik memungkinkan muncul radio

-

dadlakan untuk membentuk opini publik, baik untuk kampanye maupun lainnya, bahkan radio

yang resmi ada saat ini dapat berubah menjadi radio partisan, karena benturan idealisme dan

bisnis. Lebih lanjut dijelaskan bahwa konten siaran daerah dapat menyusunnya, namun izin

[rekuensi tetap berlaku menurut peraturan perundangan yang berlaku. Daerah dalam hal ini

haya mengharapkan bagi hasil pemberian izin frekuensi dan koordinasi yang baik perangkat

pugat dan dacrah, sehingga norma-norma kedarahan dapat terpenuhi dan masyarakat dapat

terdidik.

Seiring maraknya radio komunitas (RK) sebagai wahana pemberdayaan sosial,

ckanomi, dan budaya, pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota seyogianya mengakui

ke

beradaan media tersebut dalam peraturan daerah (perda). Undang-Undang Penyiaran yang

dibphas di DPR saat ini terlalu makro dan cenderung menutup ruang bagi RK. Dalam kaitan

olonomi dacrah, perda jauh lebih memungkinkan melegitimasi potensi dan pranata

pe

ke

mberdayaan masyarakat di daerah. Dengan demikian, akan terakui dan terakomodasi

arifan-kearifan lokal sebagai modal dasar pembangunan di daerah.
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Wacana itu mengemuka dalam Dialog Publik tentang RK di Balai Budaya
Minomartani, Ngaglik, Sleman (DIY), Jumat (14/6/2004). Dialog yang diprakarsai Jaringan

Radio Komunitas Yogyakarta (JRKY) tersebut menampilkan pembicara utama, Suworo dan

o

ukino (pengelola RK), Bambang Hermanto (pejabat Dinas Perhubungan DIY), serta Ovie

L

upyanto (Wakil Ketua DPRD Sleman). Pendapat mercka ditanggapi antusias olch pemerhati

{K dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Kecuali Bambang Hermanto, semua pembicara setuju jika DPRD dan pemerintah

—

ovinsi dan kabupaten/kota membuat perda untuk mengakui keberadaan RK. Apalagi,

v

¢bagai wahana ckspresi sosial, ckonomi, dan budaya, RK sclama ini terbukti banyak

o

brkiprah di masyarakat. Darmanto (pemerhati radio) dan Ovie Supyanto (DPRD Sleman)

menegaskan, mestinya pemerintah melihat fenomena inj sebagai potensi pembangunan.

wpa merepotkan aparat pemerintah, pengelolaan dan pelayanan informasi bisa menjangkau
masyarakat dengan cfektif. "Mereka sepantasnya diberi kemudahan mendapat izin frekuensi,

bykan mengubernya lewat sweeping," tegasnya.

Penegasan itu sebagai jawaban atas maraknya sweeping RK di DIY dan sekitarnya
sdlama ini. Awal tahun 2002, Radio Balai Budaya Minomartani, yang menyiarkan kegiatan
sani budaya lokal, ditutup karena dianggap liar. Terakhir, tanggal 14 Mei 2002, Radio Suara

Petani, di Kecamatan Polanharjo, Klaten (Jateng) di-sweeping oleh aparat pemkab dan

jajaran polisi dan militer.

Darmanto dan Koordinator Kelompok Kerja JRKY Adam Agus S, menycsalkan
paryataan Menteri Perhubungan di DPR beberapa waktu lalu, bahwa RK perlu diredam
karena berpotensi disintegrasi bangsa dan mengacaukan frckuensi radio komersial yang

5

—

tlah ada. Menurut Darmanto, pernyataan itu melecchkan aparat TNI di tingkat Komando

—

gyon Militer (tingkat kecamatan), karcna dianggap tidak mampu mengamankan situasi.
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Agus membantah bahwa RK mengacaukan frékuensi radio yang telah ada. Kckuatan
pemancar RK rata-rata 10 watt, sedangkan kekuatan pemancar radio komersial ribuan waltt.
Rpdius pancar RK terbatas pada komunitas tertentu, semisal lingkup kelurahan, pasar, atau
kawasan nclayaﬁ. Frekuensinya tidak tumpang tindih dengan radio komersial. Malah,
Dprmanto menilai, dengan kemampuan mengelola informasi dan semangat non komersial,
RK jauh lebih berpotensi mencerdaskan bangsa ketimbang radio komersial yang tidak jelas
visinya. Menurut catatan JRKY, dalam lima tahun terakhir, di DIY terdapat sckitar 50 RK.

S¢muanya beroperasi dengan cara tradisional melalui gelombang AM, FM, dan kabel.

Penyampaian draft Peraturan Pemerintah tentang Radio Komunitas Jjuga pernah
difakukan oleh para aktivis JRKY. Beberapa klausul yang mereka ajukan antara lain, radio
kqmunitas yang tergabung dalam Jaringan Radio Komunitas Yogyakarta (JRKY) menuntut
pamerintah dan Komisi Penyiaran Indonesia agar memberi alokasi frekuensi sebesar 20
persen. Selain ilq, mercka juga meminta Komisi Penyiaran Daerah Indonesia memberikan

izin siaran serta menyiapkan badan hukum khusus radio komunitas. Hal itu diungkapkan

Koordinator Wilayah Yogyakarta untuk Advokasi Radio Komunitas JRKY, Sarwono yang
menyampaikan tuntutannya kemarin. Dia mengatakan tuntutan tersebut sudah dituangkan

daJam Tiga Tuntutan Radio Komunitas dan dirumuskan dalam sebuah acara di Bentara

Bydaya Yogyakarta (23/6/2005).

Radio yang ikut dalam merumuskan tuntutan, Radio GSH (Kampus PPKP), Radio

l)

=

1agati (Terban), Radio Swara Menoreh (Kulonprogo), Radio Angkringan (Bantul), Radio
RAG dan Wiladeg (Gunungkidul), Radio Swara Kota (Bantul), Radio Suara Malioboro
(Ypgyakarta), Radio Magenta (Kampus UNY) serta Radio Budaya Minomartani (Sleman).

Sepelum perumusan tuntutan mereka menggelar dialog yang bertujuan menjaring aspirasi dan
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thasukan dari masyarakat. Masukan tersebut bakal diusulkan dalam Peraturan Pemerintah

ptang Penyiaran Komunitas yang saat ini sedang dibahas KKPI Pusat bersama pemerintah.

Sarwono mengungkapkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun
D03 disebutkan, radio komunitas diberi alokasi frekuensi sebanyak tiga kanal dari 205 kanal
g tersedia di band FM. Menurutnya jika dihitung maka jatah frekuensi untuk radio
ymunitas sangat kecil, hanya 1,5 persen. "Jumlah radio komunitas di Yogyakarta ada 30-an,

ahkan mungkin bakal bertambah. Jika aturan tersebut tetap diberlakukan, sebagian besar

radio komunitas terancam tidak bisa siaran," tandasnya. Karena itu pihaknya mendesak

¢merintah memberi alokasi frekuensi yang cukup yakni 20 persen. Dia juga menyampaikan

tuntutan lain, KPI-D memberikan prosedur izin radio komunitas agar ada kemudahan serta

dak berkepanjangan. Ditegaskannya radio komunitas hanya untuk wilayah terbatas dan

dgriujuan memberdayakan masyarakat sehingga prosedur izinnya juga harus sederhana.

Mengenai tuntutan adanya badan hukum untuk radio tersebut Sarwono mengatakan semua
anggota jaringan sepakat menginginkan hal itu. Alasannya, badan hukum yang ada saat ini

idak sesuai dengan prinsi p-prinsip radio komunitas.

Keputusan  Menhub KM  15/2003 tentang rencana induk frekuensi radio

pepyelenggaraan telekomunikasi khususnya untuk keperluan radio siaran FM. Kanalisasi

bafu frekuensi radio F'M di Indonesia memang tuntutan, sebab selama ini penyelenggaraan

aran radio berlangsung seperti belantara tanpa peta alokasi frckuensi. Selain itu, banyak

radio tak berijin bersiaran, masing-masing stasiun radio yang mengudara pun memiliki jarak

]

kuensi tak beraturan. Dengan penataan tersebut, jarak antarstasiun radio ditata menjadi 800

kHy. dan 400 kHz. Jarak 400 kHz untuk kota besar dan 800 kHz untuk wilayah di luar kota

bedar.
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Dengan demikian, sclain lebih tertata, kanal radio yang tersedia di jalur FM mungkin

lgbih banyak dari sebelumnya. Peta frekuensi masing-masing daerah juga lebih jelas dan
- insparan.  Tuntutan  tersebut merupakan aturan yang ditetapkan  olch International
tlecommunication Union (ITU).

Akan tetapi, pengaturan ini bukan berarti tanpa meninggalkan masalah. Secara
nseptual, penataan frekuensi yang dilakukan Dirjen Postel dengan KM 15/2003 memiliki
parsoalan “ketidakadilan” dari aspek komunikasi. SK Menhub No.15/2003 betul-betul hanya
% bersifat teknis. Maka pertimbangan factor komunikasi layak untuk dipertanyakan. Misalnya,
dalam penataan ini radio komunitas hanya ditempatkan di frekuensi ujung yang kanalnya
anjat sempit, yaitu 107,7 sampai 107,9. Selain itu, jangkauan siaran hanya diperbolchkan
m¢layani wilayah maksimal seluas 2,5 km. Ketentuan ini Jelas menempatkan radio komunitas
= njadi “antara ada dan tiada”.

Pengaturan frekuensi bagi LPK ini juga diatur oleh Pemerintah di dalam Rancangan
Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan LPK (RPP LPK). Misalnya di dalam pasal 2
(4,,6) tentang Persyaratan Pendirian LPK disebutkan -

4) Radius siaran LPK maksimum 2,5 km (dua koma lima kilometer) dari lokasi
pemancar atau luas Jangkauan wilayah siaran (coverage area) kurang lebih 20 (dua
puluh) km2 dan/atau dengan ERP (effective radiated power) maksimum 50 (lima

puluh) waft.

5) Dalam radius siaran LPK maksimum 2,5 km (dua koma lima kilo meter) atau luas
Jangkauan .wilayah siaran (coverage area) kurang lebih 20 (dua puluh) km2

scbagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat didirikan sebuah LPK.

0) Alokasi frekuensi LPK diatur oleh instansi terkait.
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Apa yang terangkum dalam ketentuan SK Menhub No.15/2003 dan RPP LPK versi
bmerintah ini tentu saja mendapatkan perlawanan  dari para agency media penyiaran
bmunitas. Misalnya dalam hal pengaturan frekuensi ini, muncul tuntutan untuk merevisinya
gng dituangkan di dalam RPP LPK versi aktivis JRKI antara lain di dalam pasal 2 (4,5,6):

4) Radius siaran LPK maksimum 6 km (enam kilometer) dari lokasi

pemancar atau dengan ERP (effective radiated power) maksimum 100
(seratus) watt
5) Dalam radius siaran LPK maksimum 6 km (¢nam kilometer) dari
lokasi pemancar atau dengan ERP (effective radiated power)
maksimum 100 (seratus) watt sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dapat didirikan lebih dari 1 LPK yang disesuaikan dengan kanal
[rekuensi yang tersedia. Untuk dacrah-dacrah dengan factor demografi
dan topografi tertentu akan diatur olech KPJ Daerah bersama LPK
sclempat
6) Pengelolaan spectrum frekuensi radio dilakukan oleh KPI
Juga seperti yang dihasilkan dalam Munas Penyiaran Komunitas 15 —17 Januari 2004
di iampus I’ascasﬁrja [Imu Komunikasi Ul Salemba, dihasilkan beberapa hal yang intinya
menolak alokasi frekuensi yang ditetapkan masterplan alokasi frekuensi M (SK Menhub
No.[15/2003) dengan alasan
a. Jumlah kanal frekuensi terlalu sedikit apabila dibandingkan dengan kebutuhan
kanal frekuensi untuk media penyiaran komunitas
b. Bandwidth yang dialokasikan terlalu sempit schingga lerjadi penurunan
kualitas suara pada pancaran radio komunitas, dan kemungkinan terjadinya

interferensi menjadi lebih besar.
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Komisi teknik yang dibentuk dalam Munas Penyiaran Komunitas tersebut juga

engusulkan perubahan klausul-klausul yang menyangkut jangkauan pancaran (radius), daya

pancar maksimal, dan ketinggian antenna dengan alasan :

a)

b)

Di daerah-dacrah tertentu dengan kontur tanah yang bergunung-gunung (factor-faktor
lopografis) angka-angka yang disebutkan dalam RPP (versi pemerintah) menjadi tidak
proporsional. Untuk daerah-daerah tersebut dibutuhkan besaran yang lebih

Di dacrah-dacrah tertentu yang sebaran penduduknya meliputi dacrah yang sangat
luas, sementara kebutuhan layanan LPK mutlak diperlukan, semua angka-angka yang
disebutkan dalam RPP menjadi tidak proporsional pula, Untuk daerah-daerah tersebut
dibuthkan

RPP disusun hanya untuk kepentingan LPK yang menggunakan teknik modulasi FM.
Dengan segala kelemahan yang ada, beberapa daerah tertentu yang membutuhkan

Jangkauan pancaran yang lebih jauh bisa mempertimbangkan untuk menggunakan

teknik modulasi AM.

Terdapat pendapat yang menarik dikemukakan oleh Tanto, Wiladeg FM, berkaitan

denjgan pengaturan frekuensi ini. Jika menilik batas komunitas yang dilayani Wiladeg FM

mefupakan batas berdasarkan kepentingan maka menurutnya batasan jangkauan siaran sejauh

wn

2,

km tidaklah mencukupi untuk menjangkau komunitasnya yang meliputi hampir 18 desa

yang ada di kota Yogyakarta

Radio ini siarannya menjangkau antara 30 s/d 40 Jon.
Walaupun ketentuan jangkauan siarnya 2,5 km, tetapi pada
prakieknya tidak mungkin ditembok (dibatasi) sampai 2,5 km
saja. Dengan power 50 watt jangkauan 2,5 km di dacrah
perkotaan atau pegunungan itu mungkin sekali. Bahkan Jarak
I km dengan power 50 watt ada daerah blank area karena
terhalang gunung, kalau di kota terhalang bangunan. Tapi
dengan daerah dengan topografi agak tinggi seperti di sini
dengan power kecil pun kita bisa menjangkau cukup jauh. Ini
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weragantung matchingnya antenanya. Jadi tidak mungkin jarak
2,5 km dibentengi. (Tanto, pengelola radio Wiladeg)

Apa yang dikemukakan oleh Tanto berkaitan dengan daya jangkau LPK ini menurut

pepdapat Totok Sumaryono, wakil ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)

Yaeyakarta, scharusnya dikembalikan pada ketentuan yang terdapat pada UU No.32 tentang

Peyiaran yang lebih menckankan batasan geogralis scbagai penanda komunitas tertentu.

LPK

orar

Kalau dia cakupannya sudah lebar maka dia sudah tidak cocok
disana karena ketika non komunitas lain masuk yang tidak
terjun di- komunitas apa termasuk publik secara umum
sebaiknya tidak menjelmakan diri menjadi lembaga penyiaran
komunitas karena dia sudah cenderung ke ranah publik dimana
heterogenitas sudah sangat tinggi. Kalau komunitas khan
homogen. Mengapa ada batasan dan mengapa tidak memang
salah satu upaya itu kita tidak mau menciptakan masyarakat
yang konsumeris tingkat konsumtifnya tinggi dan itu sebagai
salah satu pengendalinya. kalau yang namanya hobbi bisa
ditampung tidak harus di radio komunitas. misalkan komunitas
itu kuat akan menjadi segmen tersendiri. Ketika segmen ilu
bisa teridentifikasi dengan bagus maka dia bisa masuk ke
swasta dan itu menjadi tantangan baru bagaimana tingkat
keprofesinalismenya menjadi  suatu lembaga yang kredibel,
kapabel dan sesuai dengan kebutuhan kualitas. Karena kalau
ngomong komunitas merujuk pada uu 32 itu itu secara Silosofis
adalah batasan geografis

Jika menilik pada pasal 1 ayat 3 Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penyelenggaraan
versi pemerintah, memang disebutkan batasan dari komunitas adalah “sekumpulan

g yang bertempat tinggal dan berdomisili di daerah tertentu dan saling berinteraksi”.

Scbyah batasan yang sangat menekankan pada pengertian geografis. Akan tetapi PP LPK ini

men
diub
oran

lerpi

lapatkan tentangan dari para aktivis media penyiaran komunitas dan diharapkan untuk
ith menjadi (pasal 1 ayat 3 RPP LPK versi aktivis JRKI), “Komunitas adalah sekelompok
B yang (ergabung dalam wilayah geografis tertentu dan atau sckelompok orang yang

bung dalam satu kepentingan yang sama.
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a. Wilayah geografis tertentu adalah satu atau beberapa wilayah administrative
yang berada dalam satu wilayah KPID.

b. Kelompok kepentingan tertentu adalah sekelompok orang yang bergerak
dalam bidang sosi_al, budaya, lingkungan yang berada dalam satu wilayah
KPID.

Polemik atau perbedaan interpretasi antara pemerintah dengan aktivis JRKI atau
fengelola LPK dalam hal batasan mendasar dari komunitas ini, tidak akan terselesaikan
apabila kedua belah pihak tidak duduk bersama mencari solusi yang terbaik. Apalagi jika
pihak pemerintah tidak melibatkan para aktivis JRKI dan pengelola LPK dalam perancangan
dan penyusunan RPP LPK, maka dikhawatirkan pemerintah akan dituduh kembali scbagai
penguasa tunggal pemberi ijin kehidupan bermedia di Indonesia.

Proses penyusunan UU No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran hendaknya bisa

=y

jadikan scbagai pelajaran berharga dan diterapkan kembali dalam penyusunan RPP. Upaya

oby-loby dan beberapa usualan RUU penyiaran yang diajukan oleh seluruh clemen

]

1asyarakat (Koalisi Media yang terdiri dari aktivis LSM, anggota JRKI misalnya) berhasil

=

icngegolkan media penyiaran komunitas diakui dan diatur di dalam pasal-pasal UU

Penyiaran. Hal ini bisa kembali dijalankan oleh Pemerintah dengan melibatkan KPI — sebagai

tgulatory body yang diakui oleh negara - dalam penyusunan RPP dan memintakan masukan

-

kepada aktivis LPK serta elemen masyarakat lainnya pada saat RPP tersebut disosialisasikan
kepada publik. KPI dalam hal ini juga selayaknya membentuk tim ad hoc dalam rangka
membantu merumuskan hal-hal yang tidak dikuasai KPI (misalnya panitia ad hoc bidang

(¢knik). Usulan ini paling tidak diharapkan akan dapat membuat KPI bisa secara kritis

gemberikan masukan  kepada  pemerintah  dalam  penyusunan RPP LPK  dan  lebih

nengedepankan asas demokratisasi dan keadilan dalam menctapkan aturan penyclenggaraan

LPK.

88
LAPORAN PENELITIAN PEMBERDAYAAN KOMUNITAS MELALUI ... YAYAN SAKTI SURYANDARU




IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Dari sisi [deologis-Politis kehadiran LPK sccara tidak langsung merupakan resistensi
kamunitas setempat atas tayangan media massa komersial yang “itu-itu saja” acaranya.
Hanya saja resistensi yang muncul ini lebih didasarkan pada interpretasi para agency yang
me¢rupakan pengelola LPK. Mereka inilah yang merasakan adanya kebutuhan bagi komuni.tas
yahg dilayaninya akan isi siaran yang lebih signifikan bagi kebutuhan hidup komunitas yang

b

Ty

sangkutan. Isi siaran yang tidak melulu menampilkan sisi hiburan (isu seputar gossip artis,

k

=

s, lalkshow yang mengupas permasalahan yang jauh dari realitas komunitas, tayangan
migteri atau gaya hidup dan perilaku seksual orang kota, hiburan dangdut yang telah
‘dikomoditaskan dan dikomodifikasi dengan menampilkan artis-artis ibu kota atau kota
metropolis) dan isu-isu seputar perpolitikan dan pereckonomian nasional (pertarungan antar

clif partai atau elit kekuasaan pemerintahan, liberalisasi dan kapitalisasi pasar, atau

2

yalahgunaan wewenang kekuasaan para petinggi nasional atau daerah lewat korupsi,
kolpsi, dan nepotisme), melainkan isi siaran yang lebih dekat dan menjadi kebutuhan riil
korunitas (berita seputar pembangunan wilayah komunitas mercka, pengetahuan tentang
berfocok tanam atau industri rumahan, layangan yang menampilkan kesenian atau budaya
local, berita atau liputan yang bertujuan mengawasi kinerja aparat pemerintahan desa atau
kechmatan, fcature dari orang-orang di komunitasnya yang dianggap sukses dalam
__ bidangnya, atau materi edukasi yang akan mempermudah proses belajar-mengajar mercka).

Menurut saya begini, Saya tidak mungkin punya komunitas di
Surabaya ataw di Bandung. Jadi pengertiannya  komunitas  ya
lingkungan masyarakat. Dulu pemikiran saya selain pemberdayaan,
ternyata informasi itu dikuasai oleh kapitalis. Contohnya sckilas info
lernyata yang keluar IREX dulu. Kita juga punya info yang tidak
harus  bayar.Orang-orang  komunitas Wiladeg cukup terkejut.
§ Karena ngomong apa saja tidak perlu bayar. Bahkan saya
.

berkelakar kalau Anda mau siaran, sebatas Anda mau dengan
norma-norma itu ya silahkan tidak bayar. Untuk menepis informasi
itu mahal sebenarnya radio komunitas inilah bisa menjawab. Dan
selama ini informasi komunitas tidak pernah diakomodir oleh
negara. Kemudian saya melihat peluang, Radio Komunitas itulah
yang bisa menjawab kepentingan atau keperluan komunitas it
Sehingga saya memberanikan diri waktu awal bahwa operasional
radio komunitas harus ditopang APBDes yng ditetapkan melalui
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sidang BPD. Dan dari awal saya sudah mengalokasikan dana
walaupun masih kecil (kurang dari 2%) dari APBDes. (Sukoco,
kades Wiladeg)

Regulasi ‘'yang masih dianggap sebagai pembatasan bagi keberlangsungan radio
kqmunitas, tidak membuat para pengelola menghentikan aktivitasnya. Bagi radio Wiladeg

=
=1

salnya, “perlawanan” secara kritis tetap mereka lakukan dengan mengajukan masukan,

krjtikan, dan mengajukan draft penyempurnaan PP tentang media penyiaran komunitas sccara

ipgsung ke institusi pembuat regulasi (DPR, Depkominfo, KPI) maupun bersama dengan

JRKY.

Kritik saya terhadap PP tentang radio komunitas. Pertama, kalau
saya melihat aturannya itu kaku. Karena alatnya harus standar. Padahal
kita semua peralatannya tidak ada yang standar. Mulai dari mixer,
komputer dan yang lain tidak ada yang barang pabrikan. Yang kedua
tata ruang juga ditentukan. Kalau kanalnya kita tidak keberatan radio
komunitas ditentukan sekian, tetapi di kanal tersebut seharusnya juga
tidak boleh ada radio komersial. Kalau di Gunung Kidul ditentukan tiga
kanal sih oke. Tetapi kalau di DIY cuma tiga kanal saya rasa akan
semrawut,

Kebetulan di Yogya ada radio lain yang siaran di fekwensi 107.6 Miiz.
Padahal 107.6 sampai 107.8 pun masih nye-plat. Seringkali di tengah-
tengah acara kami siaran mereka nye-plat. Sehingga siaran kami cuma
sampai di radius 100 — 200 meter saja nggak sampai di 2,5 km, karena
perbandingan power kita yang hanya 50 watt jelas kalah dengan power
mereka yang 2 kilowatt. Ketiga, proses perijinan harusnya dipermudah,
dan kalau bisa pada satu tempat saja. Karena masyarakat selama ini
menilai kalau radio komunitas ini liar dan nggak ada ijinnya. (S ukoco)

Terdapat makanisme interplay antara Struktur (Perda, SK pemimpin daerah,

k

=

pabilitas dan sikap aware pemimpin daerah) dan Agency (Pengelola LPK, LSM yang
copcern pada penguatan komunitas). Meskipun secara legal konstitusional keberadaan media
pepyiaran komunitas sudah diakui dan diatur di dalam UU No.32 tentang penyiaran, akan
etapi akibat belum adanya aturan teknis pelaksanaannya membuat keberadaannya masih
dignggap scbagai radio/televisi illegal. Kondisi inilah yang membuat beberapa pengelola

LPK, secara politis mengambil kebijakan untuk mendapatkan rekomendasi dari pimpinan

 daérah atau kepala wilayah sctempat (kades atau Badan Perwakilan Desa/BPD).
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Tata Cara dan Persyaratan Perizinan pendirian LPK juga masih menimbulkan tarik
+ ulujantara human agent pengelola LPK dengan pemerintah. Pada PP LPK versi pemerintah,
jin penyelenggaraan LPK diberikan oleh Menteri (Menteri Kominfo). Sebaliknya pada RPP

LPK versi aktivis JRKI, ijin diberikan oleh KPL Ironis memang, di saat semakin derasnya

unttan: dari pengelola dan aktivis media agar pemerintah mengurangi intervensinya di
dalam pengaturan kehidupan bermedia, pemerintah sendiri terkesan tidak mengindahkan
tuntutan ini dan mengembalikan Menteri Komnfo (sebagai penjelmaan Departemen
Pengrangan di era Orde Baru) sebagai otoritas tertinggi pemberi lisensi penyclenggaraan
siargn media komunitas. PP versi pemerintah ini mengingkari ketentuan di dalam UU No.32
tahup 2002 tentang Penyiaran yang menempatkan dan memberikan wewenang kepada KPI

scbapai lembaga negara pengatur penyelenggaraan media (massa, publik, berlangganan,

maupun komunitas). Berikut ini peneliti sajikan beberapa pasal RPP mengenai tata cara dan

persyaratan perijinan LPK baik versi pemerintah maupun versi aktivis JRK].

Sccara kescluruhan PP versi pemerintah ini mengesankan begitu panjangnya jalur

&t biroNrasi yang harus ditempuh untuk memperoleh ijin siaran LPK. Alur proses perijinan

dalath PP versi pemerintah mengharuskan LPK mengurus ijin tersebut langsung ke Menteri.
Hasi] Munas Penyiaran Komunitas di Kampus Ul Salemba (15 = 17 Januari 2004) berkaitan
dengpn perijinan pcnyclcnggzlraan siaran LPK merekomendasikan :

| Persyaratan ijin diharapkan memudahkan dan mempercepat  bagi  komunitas
penyiaran. Dengan kata lain, prosedur perjinan diharapkan tidak birokratis

| Scbaiknya persetujuan ijin LPK datang dari seluruh komponen penyiaran komunitas
jangan hanya sccara kuantitati[‘bcrdasarkanjum_lah orang

| KPI dacrah diharapkan berperan dalam proses mengcluarkan perijinan. Dengan kata

lain, scbaiknya proses perijinan hanya sampai kepada KPI Dacrah. Hal ini juga

e

dilatarbelakangi oleh kenyataan tidak diaturnya tugas KPI Daerah di dalam UU No.32
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tahun 2002 tentang Penyiaran

® Pengurusan proses perijinan melalui KPI Daerah yang akan diregistrasi ke KPI Pusat

Sedangkan khusus untuk masalah biaya ijin penyelenggaraan siaran, hasil Munas
Penyiaran Komunitas di Kampus UI Salemba (15 — 17 Januari 2004) merckomendasikan

» agar biaya ijin tersebut secara jelas dituliskan nominalnya di dalam RPP LPK.

» Sclain itu perlu dibedakan antara biaya penggunaan frekuensi penyiaran swasta
dengan penyiaran komunitas. H.al ini mengingat biaya penyelenggaraan LPK
sepenuhnya berasal dari komunitas yang bersangkutan dan LPK dilarang untuk

menayangkan iklan komersial.

» Jika diperlukan, dirckomendasikan agar KPI yang mengatur pemberian
frekuensikepada lembaga penyiaran komersial (swasta), memberikan scbagian

4
j frekuensi tersebut kepada LPK (subsidi silang).

» Biaya ijin frekuensi diharapkan tidak memberatkan komunitas dan biaya ijin

penyelenggaraan siaran LPK diusulkan tidak melebihi dari biaya pendirian LPK.

Sesuai dengan reguiasi yang beriaku. Pertama UU Penyiaran
nomor 32 tahun 2002. Itu hak hidup radio komunitas itu sah ada.
Dan secara hukum diakui di Indonesia. Disamping UU penyiaran
tersebut juga mestinya dilengkapi Peraturan Pemerintah (PP)
tentang penyelenggaran Rakom. Sementara ini belum ada PP yang
benar-benar diakui bersama antara penyiaran komunitas dengan
pihak Kominfo yang mengatur tentang regulasi penyiaran di
Indonesia. JRKY tetap mengacu pada aspek legal UU no.32 th
2002. Kemudian PP-nya memang belum fix betul untuk
dilaksanakan. Sekalipun sudah ada draft yang diluncurkan oleh
Kominfo. Tetapi kami dari penyiaran komunitas telah mengecek ke
Sofyan Djalil merasa belum menandatangani PP itu. Sehingga
belum sah berlaku. Karena masih banyak pro-kontra dalam pasal-
pasalnya. Misalnya: Penyiaran komunitas yang tadinya punya tiga
kanal menurut SKM no 13 tahun 2003. Tapi sekarang di PP justru
ada dua kanal. Menyikapi hal ini kami tentu saja sudah membuat
respon ke Kominfo supaya ada re-drafting. Karena jelas-jelas
/ tidak sesuai dengan harapan kami. Dan kalau ini diberlakukan,
1 semuanya tidak akan bisa bersiaran dengan baik. Karena tertimpa
4 oleh channel radio swasta niaga yang berkekuatan lebih dari
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SIIEQR KUML nANVA perkekuaran ou watl, (Namun
dari  pihak pengatur frekwensi di Yogyakarta yakni Balai
monitoring (Baimon)  beserta Kriv roevakarta mempunvai
komitmen bersama, Yang penting kami bisa bersiaran dengan baik
lanpa ada yang menggangu dan diganggu. Sementara biarkan
dulu kita dalam status quo. Boleh siaran sepanjang tidak saling
menginiervensi satu dengan iainnya. (Surowo. aktivis JRKT dan
pengelola rakom BBM)

Bagaimana tanggapan pemerintah dalam hal Depkominfo terhadap “gugatan” yang
sampaikan olch para pengelola LPK ini? Terutama persoalan kewenangan pemberian ijin
faran oleh KPI scperti yang diamanatkan di dalam UU Penyiaran. Dalam pernyataan
ikapnya, KPI menganggap bahwa PP-PP tersebut telah melanggar dan mencederai UU No.
1 Tahun 2002 tentang Penyiaran sehingga menuntut untuk dicabut dan tidak c-libcrlakukan.
¢telah dilakukan analisis atas pernyataan sikap KPI tersebut dan dilakukan pembandingan

hadap pengertian yang sebenarnya dari PP-PP yang dipermasalahkan tersebut dikaitkan

—~

ngan UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dapat disimpulkan bahwa:

-|pernyataan sikap KPI tersebut adalah tidak benar, tidak berdasar, dan tendensius serta

[

hderung untuk membiaskan substansi PP-PP tersebut schingga terkesan bahwa Pemerintah

~

ak melindungi kepentingan publik;

- pernyataan sikap KPI masih didasarkan atas perbedaan persepsi antara KPI dan Pemerintah
wngenai kedudukan dan kewenangan KPI dan Pemerintah terkait dengan regulasi di bidang
chiyiaran yang sebenarnya sudah sangat jelas sebagaimana Pendapat Mahkamah Konstitusi
alam Hasil Putusan Perkara No. 005/PUU-1/2003 yaitu bahwa sesuai dengan ketentuan UU

chyiaran Pasal 7 Ayat 2 yang menyatakan bahwa "KPI scbagai lembaga negara yang

o

isifat independen mengatur  hal-hal mengenai penyiaran” dalam pemahaman bahwa

cyenangan mengatur yang demikian melalui Peraturan KPI adalah dalam kerangka
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pelaksanaan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2002 tentang

Pepyiaran;

¢. pernyataan sikap KPI nyata-nyata didasarkan atas ketidakpahaman yang mendasar atas

hirarki peraturan perundang-undangan dan atas substansi materi peraturan perundang-

undangan yang dipermasalahkan tersebut sehingga dengan demikian perlu diberikan

perijelasan yang memadai mengenai hal-hal tersebut.

Betikut ini disajikan pernyataan sikap KPI dan tanggapan atas pernyataan sikap tersebut
derigan merujuk kepada pengertian substantif materi peraturan perundang-undangan agar

ketjdakpahaman tersebut dapat segera diluruskan dan dapat diketahui secara luas.

L. KPI menyatakan bahwa "Semua PP ini membuat KPI kehilangan kewenangan untuk
melindungi  masyarakat dari isi siaran yang buruk yang telah begitu lama

diprihatinkan olch masyarakat Indonesia".
Pernyataan tersebut tidak benar karena tidak ada kewenan gan KPI yang dihilangkan. -

PP-PP tersebut dibuat untuk memberikan kejelasan dan tambahan penjelasan atas
pokok-pokok yang telah diatur dalam UU No. 32 tentang Penyiaran agar undang-
undang tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif sehingga masyarakat semakin
terlindungi dari isi siaran yang buruk. KPI tetap mempunyai peranan antara lain
menyusun Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran dalam kerangka
pelaksanaan peraturan pemerintah yang wajib diikuti oleh semua lembaga penyiaran

dan menjatuhkan sanksi sebagaimana diatur dalam UU Penyiaran dan PP-PP ini.

el st e Rt Rt o S R Pl Ry e T B op ik T sl A s R S e g e S B T A SR e S L e e e i it sl L SR Rt p Rt e e O 4
Trabr Ty [ RRTS Aidid SRR e Sy L e B L e LT i AR AR A : L e s S - .
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Masyarakal justru semakin terlindungi dari isi siaran yang buruk scbagaimana jelas
terdapat dalam PP No. 50 Tahun 2005 Pasal 14 yang mengatur mengenai isi siaran

yang:

a. wajib mengandung  informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan
inteltktualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan,

sertal mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia (Ayat 1);

b. watjib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-
anak| dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang (epat, dan wajib

mendantumkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran (Ayat 3);

¢. difarang bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong; menonjolkan unsur-

kekeasan,  cabul, perjudian,  penyalahgunaan  narkotika  dan obat terlarang;

mempertentangkana suku agama, ras, dan antargolongan (Ayat 5);

d. dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan, dan/atau mengabaikan nilai-nilai

4 agamj, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional (Ayat 6);

¢. wajib mengikuti Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan

olch KPI (Ayat 7).

2. KPI menyatakan bahwa "...sanksi terberat atas pelanggaran standar program
siaran yang dikeluarkan oleh KPI hanya berupa penghentian mata acara
sementara setelah 2 kali teguran tertulis, fanpa ada denda finansial atau
penghentian mata acara itu sclamanya. Artinya, ketika ada lembaga penyiaran
yang menyiarkan hal-hal yang buruk seperti pornografi, kekerasan, dan mistik

tidak ada sanksi sama sekali dan hanya penghentian sementara setelah dua kali
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teguran teguran tertulis saja tanpa ada denda finansial atau penghentian mata

acara itu selamanya".

Pernyataan tersebut tidak beralasan sama sckali. PP-PP yang dikeluarkan Pemerintah
tidak menghilangkan kewenangan-kewenangan KPI dalam hal konten siaran. pPp-pp
ini justru mendukung peran KPI. Sebagai contoh, ketentuan dalam Pasal 47 pp
50/2005 yang memberikan kewenangan kepada KPI untuk menghentikan sementara
program acara yang bermasalah adalah sebagai upaya agar KPI dapat mcncrapkan
sanksi administratif sebelum adanya putusan pengadilan mengingat bahwa Pasal 34
Ayat 5 UU Penyiaran mengatur bahwa sanksi pelanggaran estandar program siaran
hanya dapat diterapkan setelah adanya keputusan tetap dari pengadilan. Sedangkan
sanksi pidana untuk siaran yang bersifat pornografi, kekerasan, cabul, dan perjudian

sudah diatur dalam Pasal 57 UU Penyiaran,

Keberadaan Pasal 62 pada PP 50/2005, Pasal 52 pada PP 51/2005, dan Pasal 60 pada
PP 52/2005, yang berkaitan dengan dengan Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif
merupakan amanat Pasal 55 Ayat 3 UU Penyiaran yang mengharuskan Pemerintah
membuat ketentuan lebih lanjut dari ketentuan pada Pasal 55 Ayat 2 UU Penyiaran
yang mcnycbutkah bahwa "Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Ayat |
dapat berupa: (a) teguran tertulis; (b) penghentian sementara mata acaral yang
bermasalah setelah melalui tahap-tahap tertentu; (c) pembatasan durasi dan waktu
siaran; (d) denda administratif; (¢) pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu;
() tidak diberikan izin perpanjangan penyelenggaraan siaran; dan (g) pencabutan izin

penyclenggaraan siaran”.

96
LAPORAN PENELITIAN PEMBERDAYAAN KOMUNITAS MELALUI ... YAYAN SAKTI SURYANDARU




fe S Mo fiade

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

J. KPI menyatakan bahwa "PP ini melegalkan berdirinya lembaga-lembag:
penyiaran yang tidak bertanggung jawab karena KPI wajib menerbitkan

rekomendasi kelayakan tanpa bisa mengevaluasi lembaga penyiaran tersebut",

Pernyataan tersebut adalah tidak berdasar karena Pasal 5 Ayat 6 PP 50/20005, Pasal 9
Ayal 6 PP 51/2005, dan Pasal 5 Ayat 6 PP 52/2005 discbutkan bahwa "Dalam jangka
waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sctelah selesai evaluasi dengar
pendapat, KPI menerbitkan rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dan

mengusulkan alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio kepada Menteri".

Pengertian rekomendasi kelayakan berarti bahwa KPI dapat merckomendasikan
kepada Menteri apakah LAYAK atau TIDAK LAYAK, dan jelas tidak dapat diartikan
scbagai  keharusan bagi KPI untuk memberikan rekomendasi LAYAK. Yang
diwajibkan di sini adalah keharusan bagi KPI untuk mengeluarkan rekomendasi
lersebut (layak atau tidak layak) dalam Jangka waktu 15 hari kerja supaya proses
cvaluasi yang dilakukan oleh KPI tidak berlarut-larut dan dapat dilaksanakan sesuai

dengan jadual proses perizinan demi kepastian hukum.

4. KPI menyatakan bahwa "PP ini juga telah menunjukkan bahwa Presiden
berusaha  mengembalikan otoritas Pemerintah untuk mengatur lembaga
penyiaran, dengan menempati posisi utama scbagai pihak yang menentukan

pemberian, perpanjangan, dan pencabutan izin penyiaran".

Pernyataan tersebut tidak berdasar karena penerbitan PP-PP ini justru memberikan
kejelasan mengenai posisi Pemerintah dan KPI yang berkaitan dengan pemberian,

perpanjangan dan pencabutan izin siaran sesuai dengan UU Penyiaran.
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Ketentuan PP yang menyangkut kewenangan pemberian, perpanjangan, dan
4 pencabutan izin merupakan implementasi dari ketentuan UU Penyiaran Pasal 33 Ayat

4 huruf a sampai dengan d dan Ayat 5.

Gk s

Dalam Pasal 33 Ayat 4 dinyatakan bahwa "lIzin dan perpanjangan  izin

s

penyelenggaraan penyiaran diberikan Negara setelah memperolch:

=

masukan dan hasil evaluasi dengar pendapat antara pemohon dan KPI;

o

rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dari KPI;

]

{hasil kesepakatan dalam forum rapat bersama yang diadakan khusus untuk perizinan antara

KIPI dan Pemerintah; dan

—
=i

izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio oleh Pemerintah atas usul KPI".

Dalam ketentuan tersebut sangat jelas adanya dikotomi antara KPI dan Negara (dalam
hal ini Pemerintah) karena bagaimana mungkin KPI bertindak sebagai lembaga
pemberi rekomendasi sckaligus juga sebagai lembaga pemberi izin. Adalah tidak
mungkin KPI memberi rekomendasi untuk dirinya sendiri. Pasal ini sccara tegas

membedakan antara pemberi rekomendasi dan pemberi izin.

Dengan demikian pengertian Negara sebagai lembaga instansi pemberi izin harus

dimaknai sebagai salah satu fungsi Pemerintah.

S. KPI menyatakan bahwa "Intervensi Pemerintah atas lembaga penyiaran
l semakin jauh, di mana ketika mengubah nama, domisili, susunan pengurus,

dan/atau anggaran dasar lembaga penyiaran swasta harus melaporkan dulu ke
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Menteri sebelum RUPS dan sckaligus melanggar UU Perseroan Terbatas dan

UU Penyiaran,

Pernyataan tersebut adalah tidak berdasar karena Pasal 11 PP No. 50/2005 dan Pasal
I'T PP No. 51/2005 justru merupakan praktik administrasi regulasi yang terbaik yaitu
bahwa pihak yang mengeluarkan izin harus mengetahui perubahan-perubahan yang
terjadi dalam perizinan yang telah diberikan. Dalam hal ini atas izin penyiaran yang
dikeluarkan oleh Menteri, maka Menteri harus mengetahui pula perubahan-perubahan
yang terjadi sctelah penerbitan izin penyiaran. Hal ini tidak dapat diartikan bahwa
Menteri memberikan persctujuan atau penolakan atas pcrubahan yang dilaporkan
tersebut karcna hal (ersebut akan dilakukan dengan merujuk kepada peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Dengan adanya ketentuan ini justru memaksa notaris untuk melakukan pengecekan
sebelum pengubahan nama, domisili, susunan pengurus, dan/atau anggaran dasar

dilakukan agar RUPS tidak mengambil keputusan yang salah.

Dalam hal ini Menteri tidak melakukan intervensi apa pun karena hanya menerima
laporan dan tidak memberikan persetujuan atau penolakan berkaitan dengan laporan
lersebut untuk disampaikan kepada RUPS. Adalah tidak bermanfaat hasil RUPS
apabila keputusan tersebut kemudian menjadi tidak berlaku karena diketahui

bertentangan dengan peraturan perundang-undan gan yang berlaku.

6. KPI menyatakan bahwa "Lembaga penyiaran komunitas dibatasi hak-haknya
untul menyiarkan/merclai hal-hal yang dianggap penting bagi masyarakat

karena mercka hanya bolch merelai acara kenegaraan, ilmu pengetahuan dan

99
LAPORAN PENELITIAN PEMBERDAYAAN KOMUNITAS MELALUI ... YAYAN SAKTI SURYANDARU




P h e g e B

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
teknologi dan hal ini dianggap sebagai pembatasan masyarakat komunitas atas

informasi dari stasiun radio atau televisi lokal lain".

Pernyataan tersebut tidak beralasan mengingat per definisi lembaga penyiaran
komunitas adalah lembaga penyiaran radio atau televisi yang berbentuk badan hukum
Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak
komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, serta untuk

melayani kepentingan komunitasnya (Pasal 1 PP 51/2005).

Filosofi dari lembaga penyiaran komunitas adalah dari, olch, dan untuk komunitasnya
schingga apabila lembaga penyiaran komunitas akan merelai siaran dari stasiun radio
atau televisi lain, maka lembaga penyiaran komunitas tersebut per definisi bukan lagi
lembaga bcnyiaran komunitas akan tetapi dapat merupakan perpanjangan tangan d;ri
lembaga penyiaran komersial. Pasal 22 PP 51/2005 justru dibuat untuk mengatur agar
lembaga penyiaran komunitas tidak hanya merelai siaran lembaga penyiaran
komersial, tetapi justru lebih banyak mengembangkan dan menyiarkan isi dan acara

siaran sesuai dengan kepentingan komunitasnya (Pasal 18 dan Pasal 19 PP 5 1/2005).

7. KPI menyatakan bahwa "kenyamanan publik juga akan terganggu saat
lembaga penyiaran berlangganan diperbolchkan memasang iklan, karena
mercka telah membayar lebih untuk mendapatkan siar non-komersial (bersih

dari interupsi iklan)"'.

Pernyataan ini tidak berdasar karena di mana pun di dunia ini mode penyiaran
berlangganan pada dasarnya juga menayangkan iklan kecuali hanya pada saluran-

saluran  premium yang tidak diinterupsi oleh iklan dan dalam hal ini biaya
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berlangganan  untuk  saluran-saluran  premium  tersebut juga jauh lebih mahal

dibandingkan dengan biaya berlangganan saluran-saluran berlangganan kebanyakan.

8. KPI menyatakan bahwa "Sclain itu Undang-undang Penyiaran tidak

membolehkan iklan dalam lembaga penyiaran berlangganan,

Pernyataan KPI ini sama sekali tidak berdasar karena tidak ada satu pasal pun dalam
Undang-undang  Penyiaran (baik dalam Pasal 25 sampai dengan 29 mengenai
Lembaga Penyiaran Berlangganan maupun dalam Pasal 46 mengenai Siaran Iklan)

yang tidak membolehkan iklan dalam lembaga penyiaran berlangganan.

Justru dalam PP dibuat agar iklan dalam lembaga penyiaran berlangganan dapat diatur
scbaik-baiknya untuk melindungi kepentingan publik. Dalam Pasal 24 PP 52/ 2005
lentang Lembaga Penyiaran Berlangganan sudah diatur materi iklan yang harus sesuai
dengan kode ctik periklanan, persyaratan yang dikeluarkan oleh KPI khusus untuk

Lembaga Penyiaran Berlangganan.

Staran iklan niaga yang disiarkan pada mata acara siaran untuk anak-anak wajib
mengikuli standar siaran untuk anak-anak. Kedua ayat tersebut memberikan tugas
kepada KPI untuk membuat Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran

bagi LPB yang sampai saat ini belum ada.

Berkaitan dengan jam penayangan iklan, khusus siaran iklan rokok hanya dapat
disiarkan pada pukul 21.30 sampai dengan 05.00 waktu setempat. Diatur pula bahwa
dalam keadaan darurat lembaga penyiaran berlangganan wajib menyediakan waktu
untuk siaran iklan layanan masyarakat yang dilakukan tersebar mulai pukul 05.00 s/d

pukul 22.00 waktu setempat dengan harga khusus.
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Dalam rangka melindungi dan menumbuhkan industri dalam negeri, siaran iklan asing
yang ditayangkan dalam program-program yang disalurkan dari luar negeri harus
diganti dengan siaran iklan dalam negeri. Di samping itu materi siaran iklan wajib

menggunakan sumber daya dalam negeri.

9. KPI menyatakan bahwa "Undang-undang Penyiaran tak mengamanatkan

’jasa tambahan penyiaran’ pada lembaga penyiaran berlangganan.

Justru keberadaan Pasal 25 PP 52/2005 adalah untuk mengatur kekosongan kewajiban
perizinan dan kewajiban untuk mengunakan standar sistem, dan kewajiban memenuhi
kinerja teknik pada jasa tambahan penyiaran yang saat ini sama sckali belum diatur.
Apabila tidak diatur, maka justru hal tersebut akan merugikan kepentingan publik
karcna dapat beroperasi secara liar dan tidak bertanggung jawab karena harus

menunggu diatur terlebih dahulu dalam undang-undang.

Ketentuan dalam Pasal 25 PP 52/2005 adalah untuk mengantisipasi perkembangan
teknologi yang mencakup antara lain penyiaran berlangganan terestrial digital. Jasa
tambahan baru bisa diimplementasikan pada saat penyiaran digital. Ketentuan lebih
lanjut tentang jasa tambahan itu terdapat UU No 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi. Pada kenyataannya Depkominfo telah menerima banyak
permohonan Izin Penyiaran Berlangganan yang disertai dengan multi media termasuk
misalnya mengenai layanan video on demand dan layanan interaktif. Hal ini terkait

dengan UU 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

10. KPI menyatakan bahwa "Hal ini semua menunjukkan bahwa Presiden tidak
melindungi masyarakat dari siaran-siaran yang tidak bertanggung jawab dan

juga mencoba menghidupkan kembali peran Pemerintah untuk mengintervensi
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kehidupan penyiaran di Indonesia dan telah mementahkan upaya demokratisasi
yang terkandung dalam UU Penyiaran'. KPI juga menyatakan bahwa "PP
Nomor 49, 50, 51, dan 52 Tahun 2005 harus dicabut dan tidak diberlakukan.
: ‘ Masyarakat harus dilindungi dari isi-isi siaran yang tidak bertanggung jawab.
‘ Presiden ‘dan Pemerintah SBY berupaya mengembalikan hal dan kewenangan

j Pemerintah untuk mengintervensi kehidupan lembaga-lembaga penyiaran di

Indonesia".

Jelas sckali bahwa pernyataan KPI tersebut tidak benar, tidak beralasan, dan sangat

tendensius, karena dalam PP 49/2005, 50/2005, 51/2005, 52/2005 sccara jelas dan

legas (elah mengatur kewenangan KPI maupun kewenangan Pemerintah, baik dalam
hal perizinan, konten, maupun teknis penyiaran. Pemerintah sama sckali tidak

mengintervensi kehidupan penyiaran yang terkait dengan konten, karena merupakan

kewenangan KPI.

Bahkan pemberian sanksi terhadap masalah konten sepenuhnya berada di bawah
kewenangan KPI scbagaimana diatur dalam Pasal 62 Ayat 2 PP 50/2005, Pasal 52

Ayat 2 PP 51/2005, dan Pasal 60 Ayat 2 PP 52/2005.

9 Berdasarkan penjelasan dan tanggapan scbagai telah disampaikan di atas, jelas sekali

bahwa pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh KPI adalah tidak benar, tidak

berdasar, dan tidak didasarkan atas pemahaman yang memadai mengenai isi UU

Penyiaran dan PP 50/2005, PP 51/2005, serta PP 52/2005.

b Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka apabila KPI

keberatan terhadap PP 49/2005, 50/2005, 51/2005, dan 52/2005, maka KPI dapat

mengajukan keberatan tersebut ke Mahkamah Agung.
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3.1.2. Benang Kusut Regulasi Radio Komunitas

Berangkat dari kebutuhan atas informasi. Sampai saat ini di Jogyakarta bermunculan

c.

radfo komunitas (Rakom) di kampus, dari golongan petani, pedagang, dsb. Ada yang tetap

cksfs, tapi banyak pula yang tutup karena kendala teknis, manajemen, peraturan, dan

bencana. Hampir 40% Rakom di Kabupaten Bantul berjumlah 9 station terpaksa off karena

rusgk parah diguncang gempa bumi. Dalam perjalanannya, Rakom di Jogyakarta mengalami
ganjalan-ganjalan terutama soal peraturan ijin penyiarannya. Hingga kini Rakom yang ada
* masih terbilang “asing” ibarat hutan belantara. Bahkan dianggap scbagai radio liar.

Sesuai dengan regulasi yang berlaku (UU Penyiaran nomor 32 tahun 2002). Hak
hidyp radio komunitas itu sah ada. Dan secara hukum diakui di Indonesia. Di samping UU
penyiaran mestinya  juga dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah  (PP) tentang

penyelenggaraan Rakom. Tetapi, di situlah letak kekusutan itu. Sementara ini memang belum

ada PP yang diakui bersama antara penyiaran komunitas dengan pihak Menkominfo tentang
regulasi penyiaran di Indonesia. Meskipun tahun 2003, Jaringan Radio Komunitas Indonesia
(JRKI) telah mengajukan draft penyempurnaan hasil dari berbagai forum dan survei. Di
samping itu JRKI juga sudah menemui DPR yang diterima Sutardjo Suryoguritno. Tetapi,

Sutardjo justru menganggap protes tersebut tidak sesuai dengan aspirasi publik, dan DPR

tidak| akan membahasnya kalau PP itu tidak diubah. Demikian juga dengan KPI Pusat Juga
sudah mengajukan keberatan, tapi tetap tidak direspon malah semakin arogan. "Tetapi, kami
letapimengacu pada aspek legal UU no.32 th 2002. Soal draft PP masih belum fix. Bahkan,
Sofydn Djalil (Menkominfo, ed) juga belum merasa menandatangani PP itu. Jadi, belum sah
berlaku. Karena masih banyak pro-kontra dalam pasal-pasalnya. Tapi jika Menkominfo

ketahpan telah menandatangani, kami akan mempersoalkan,” terang Ketua JRKI, Surowo.
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Pro-kontra yang dimaksud adalah penyiaran komunitas yang semula mempunyai tiga
Kangl menurut SKM no 13 tahun 2003, justru menjadi dua kanal. Jika tetap diteruskan Rakom
lidak bisa siaran, karena tertimpa channel radio swasta niaga yang berkekuatan lebih dari
3000 watt. Sedangkan Rakom hanya berkekuatan 50 watt. Untungnya Balai Monitor
4 (Balmon)—pengatur frekuensi di Jogyakarta—dan KPID memiliki komitmen bersama

mendukung Rakom bersiaran sepanjang tidak saling mengganggu dan diganggu.

Dukungan serupa juga datang dari Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X

yangimengatakan, sepanjang warga membutuhkan dan diakui oleh UU, maka hak hidupnya

tetap|diakui. Keberadaan Rakom sangat dibutuhkan oleh masyarakat, untuk itu masyarakat
diminta mengaturnya dengan baik. Artinya, mengelolanya berdasar UU dan ketentuan yang
i‘ berlaku di pcnyiumnl (etika penyiaran).

j Aksi saling dukung terlihat dari keharmonisasian tiga elemen JRKY, KPIY, dan
| Balmon. Jaringan Pendukung Radio Komunitas (JPRK) terdiri dari beberapa LSM, kelompok
- masygrakat seperti  Pawarta (paguyuban warga Jogyakarta). Bahkan, dukungan itu
¢ dideklarasikan pada 6 Mci 2002, yang kemudian mendorong keluarnya UU 32/2002.

1 Karcna komitmen yang panjang itulah Balmon bersedia tutup mata tidak akan
+ melakpkan sweeping, sepanjang Rakom bergabung dalam JRKY. Dj luar itu dikatakan ilegal.
Maksydnya yang sccara administratif tidak melakukan registrasi, mengisi blangko existing
penyidran schingga sulit terdeteksi. Pihak KPID Jogya dan Balmon akan menindak hal itu.

Karenp tidak ada itikad mengurus perijinannya, badan hukum, dan lain-lain, "JRKY

membyika pintu lebar untuk Rakom yang belum berbadan hukum, untuk segera mengurusnya.

Di DIY sudah ada 20 Rakom berbadan  hukum, Bentuknya bisa perkumpulan atau

paguyuban,” lanjut Surowo yang juga anggota JRKY.
Sementara itu, menanggapi soal ketidakjelasan siapa yang berhak memberikan ijin

siaran KPI atau Kominllo, pihak Rakom tetap sepakat dengan aspirasi dan semangat UU no
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tahun 2002 bahwa KPI bersama pemerintah. Karena KPI merupakan representasi dari
syarakat. Pihak Rakom juga sudah berkali-kali mengajak duduk bersama, misalnya waktu
ses re-drafting. Tetapi, tetap saja tidak ada perhatian. Justru sekarang memakai proteksi
) telekomunikasi. Padahal, UU telekomunikasi itu dapat digunakan untuk menghalau
tyiaran komunitas. Terutama klausul pengkanalan frekuensi. Misalnya, Rakom di kanal
2, 203, dan 204 atau 107.7, 107,8, dan 107.9 FM. Soal itu sebenarnya sudah diputuskan
h SK Men no.15 tahun 2003 lalu. Ternyata di beberapa daerah kanal itu justru dipakai oleh
io pemerintah daerah dan radio swasta. ”Ini kan berarti UU telekomunikasi berperan untuk
lindungi kepentingan pemerintah sendiri,” tandas pengelola Rakom Minomartani ini.

Dan baru-baru ini Rakom juga berdialog dengan Komisi A DPR RI. Jawabannya tetap
13, yakni mempertahankan UU Telekomunikasi. Mau tidak mau Rakom harus mengikuti.
ski boleh menggunakan tiga kanal, namun kebutuhan tenaga dan cakupan mesti
csuaikan dengan aspek geografis dan sosiologis. Karena dengan kekuatan 50 watt tidak
a digunakan di Papua. Di sana jarak 2,5 km tidak bisa mencakup satu RT. ”Lagi pula
munikasi dibutuhkan warga setempat untuk pengembangan masyarakat. Yang namanya
munikasi kan bisa menimbulkan berbagai kemungkinan. Tetapi, arti komunitas ini akan

crdilkan oleh PP dengan satu dusun dan cakupan kecil, misalnya radio komunitas

peiempuan, pedagang, dan lain-lain. Jadi harapan kami, PP nantinya mempertimbangkan

ck geografis dan sosiologis,” papar Surowo.

Persoalan ijin dan aturan main dalam PP yang kaku memang membuat repot Rakom-
kom yang ada. Misalnya, Radio Komunitas Wiladeg di Gunung Kidul, ketika Dewan
igawas Radio Komunitas (DPK) dikejar untuk membuat ijin. Pihak DPK sudah
ngajukan ke KPI Provinsi. Tetapi, setelah keluar PP, ijin harus ke KPI Pusat dan
pkominfo. Sctelah diajukan justru belum ada konfirmasi dari KPI Pusat. “Padahal, mercka

a yang janji akan mengontak kami. Alasan mereka ada pendataan ulang. Kalau di KPI
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urnya kami sudah terdaflar perijinannya. Kami juga melewati pengecekan, seperti

pih sclama 6 bulan alat yang dipakai tidek menimbulkan cfek, apakah Rakom ini layak

kebepadaannya di dacrah tersebut, dsb,” terang Kepala Desa Wiladeg, Sukoco.

yang

Keluhan lain yang patut dikritisi dari PP tentang Rakom adalah kakunya peraturan

ada, misalnya tata ruang, peralatan harus standar mulai dari mixer, komputer, dsb.

l’adauPal, kebanyakan Rakom bisa berdiri dari hasil swadaya komunitas tersebut. Dalam hal

kanalisasi frckuensi. Rakom Wiladeg mengaku tidak keberatan kanalnya ditentukan asalkan

di kanal terscbut tidak boleh ada radio komersil. Alasannya, siaran bisa terganggu jika‘

freku
kares
107.¢
100-]

mcre

dan |

respd

cnsinya padal. Tiga kanal di Gunung Kidul tidak bisa disamakan dengan di Jogya,
a akan tumpang tindih. Misalnya, di Jogya bermain di frekuensi 107.6 MHz. Antara
-107.8 masih ierganggu. Bahkan di tengah siaran, tiba-tiba jaraknya terpotong menjadi
200 meter tidak sampai 2,5 km. "Jelas kalah, power kita hanya 50 watt, sedangkar-x
ka 2 kilowatt,” kata Sukoco.

Menyinggung soal perijinan, Rakom Wiladeg berharap agar prosesnya dipermudah
rcmda di salu tempat. Sebab selama ini keberadaan Rakom dinilai liar tidak berijin.
apan itu juga ditunjukkan oleh Infokom dan DPRD Jogyakarta. Mercka cenderung tidak

nsifl Pihak Infokom sering mendiskreditkan keberadaan Rakom Wiladeg. Namun, pihak

Rakdm menilai anggapan ‘.miring itu dipicu oleh faktor kecemburuan dan bersifat personal.

"Dul
radio
dijua
aparg
Kasa

berh:

h, di Infokom z;da yang memiliki radio swasta. Karena pendengarnya banyak pindah ke
kita mercka cemburu, agak sentimen. Tapi sekarang tidak karena radionya sudah
»” ungkap Sukoco. Bahkan awal perjalanan, Rakom Wiladeg pernah disantroni olch
t kepolisian yang menanyakan soal ijin siar. Kades Sukoco juga sempat dipanggil oleh
Scrsc Polres setempat perihal perijinan tersebut. Setelah ditunjukkan PP dan siapa yang

k mengawasi radio, mercka memaklumi.
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Rakom Wiladeg tclah melalui berbagai aturan main. Scperti penandatangan sckian

ratus anggota komunitas, ada lebih 400 anggota komunitas yang menginginkan dan

menjdukung keberadaan radio tersebut. Kemudian pemilihan badan hukum yang akhirnya

discpakati dengan paguyuban yang disahkan oleh notaris.

.|Pemberdayaan Komunitas olch Radio Wiladeg
-1 Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Politik Lokal (Kesadaran Berdemokrasi)

Partisipasi dan kontrol masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi
penyclenggaraan pemerintahan merupakan dua hal yang sangat penting dalam kehidupan
demokrasi. Dua hal inilah yang memberikan jaminan bagi terakomodasinya kebutuhan dan
kepgntingan masyarakat dalam seluruh proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi
penyclenggaraan pemerintahan. Salah satu contoh konkret partisipasi dan kontrol masyarakat
dapgt ditemukan di desa Wiladeg, salah satu desa di wilayah kabupaten Gunung Kidul.
Part}sipasi dan kontrol ini dilaksanakan melalui media tradisi kultural masyarakat sctempat
yang biasa dikenal dengan nama tradisi Rasulan. Tradisi Rasulan adalah tradisi bersih desa
yan& dilaksanakan setahun sekali. Salah satu acara dalan rangkaian tradisi Rasulan itu adalah
rembug desa berkaitan '.dengan perencanaan program pembangunan desa dan laporap

pertanggungjawaban kepala desa setempat.

Menurut Penuturan Tanto, seorang aktivis Karang Taruna desa Wiladeg, alumnus
CEJRUL USC-SATUNAMA yang kebetulan juga menjadi fasilitator dan mediator
perencanaan pembangunan desa, pertanggungjawaban kepala desa dimasukkan ke dalam
tradfsi rasulan sudah dimulai sejak masa kepemimpinan Pak Parjiyo, yakni sckitar tahun
198%. Scbelumnya murni tradisi Rasulan saja. Laporan pertanggungjawaban itu merupakan
suatp forum di mana keseluruhan masyarakat hadir, sehingga laporan pertanggungjawaban
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itu Hukan merupakan suatu bentuk perwakilan. Dengan demikian, masyarakat juga bisa
mengrima atau justru menolak laporan pertanggungjawaban itu pada saat itu juga. Jadi dalam
forup itu masyarakat mcmang.diberi kesempatan luas untuk memberikan komentar dan
tanggapan. Karcna merupakan satu rangkaian peristiwa bersih desa, biasanya tidak banyak
yang| memberi komentar, tapi kesempatan untuk itu diberikan. Tapi begitulah iklim
masytarakat kita, dalam forum-forum resmi hanya beberapa saja yang terbiasa untuk
mengungkapkan gagasan. Mesti begitu, itu bukan skenario yang dibuat-buat mclainkan
sungpuh-sunggub spontanitas masyarakat. Pihak yang mula-mula mempunyai ide untuk

mempsukkan pertanggungjawaban kepala desa ini ke dalam tradisi Rasulan dan apa latar

belakangnnya, dijclaskannya :

sedra wmum. karaxter masvarakat Wiladeg memang spontan.
Kalau ada sesuatu yang pada prinsipnya tidak betul dan tidak
cocok, dalam forum apapun juga, mereka biasanya langsung
memberikan komentar. Dari hal semacam itu, beberapa tokoh
masyarakat dari berbagai lembaga yang ada, seperti LMD dan
perangkat desa, waktu itu punya gambaran, ada baiknya kalau
laporan pertanggungjawaban kepala desa itu disampaikan saat
pesta rakyat. Di satu sisi kegiatan itu merupakan hiburan, di sisi

lain menjadi media yang tepat untuk proses sosialisasi laporan
pertanggungjawaban.

Scbelum puncak acara ritual, pada hari kamis pagi di masing-masing pedusunan ada
tradigi kirim dowa (kirim '.doa). Dalam acara itu, masing-masing kepala dusun membacakan
lapofan pertanggungjawaban kepala desa di hadapan warga dusun. Di sinilah dinamika
masyarakal yang scbenarnya dapat dilihat secara konkret karena ada ruang kebebasan yang
cukuT) dan waktu yang tidak terbatas. Di situlah masyarakat sccara dominan memunculkan
sikag) demokrasi yang ada. Biasanya, scielah laporan pertanggungjawaban itu disampaikan di
tingHat pedusunan, LKMD pedusunan akan memberikan tanggapan resmi terhadap laporan
pertinggungjawaban kades itu scbagai resume dari tanggapan masyarakat dusun dalam forum

kirin# dowa itu. Itu yang sifatnya birokratis. Pada puncak acara Rasulan, yakni pada acara
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bersih desa, tidak ada skenario yang menentukan siapa harus bicara memberikan tanggapan.
Jadi sinpapun sccara spontan bebas memberikan tanggapan dan komentar atas laporan
pcrlanggungjawaﬁan yang disampaikan kepada publik yang luas. Karena yang datang dalam
acara puncak itu banyak sekali dan berasal dari berbagai daerah termasuk dari luar kota, ya-ng

memberi komentar biasanya tidak banyak, hanya beberapa orang tokoh masyarakat saja.

Memang, masyarakat desa Wiladeg seringkali susah untuk ngomong di depan orang
banyak, meskipun sebenarnya mereka punya uneg-uneg, tapi karena forumnya begitu, yang
biaanya menyampaikan tanggapan adalah tokoh masyarakat. Dari pengalaman sclama ini,
adal komentar-komentar tokoh masyarakat yang sifatnya tanggapan, namun ada juga yang
bcrITadu minus. Maksudnya, pertanggungjawaban kepala desa itu bisa diterima dengan
catatan. Dari pengalaman kemarin-kemarin, beberapa kali kita jumpai, ada laporan
perthnggungjawaban yang secara prinsip bisa diterima tetapi dengan beberapa catatan.
Setdlah acara puncak bersih desa itu selesai, selanjutnya perangkat desa mengadakan rapat '
pcn*ngkal desa untuk menanggapi tanggapan yang dibuat dan disampaikan oleh masyarakat.
Setdlah itu kepala desa akan memberikan tanégapan resmi secara kelembagaan yang
ditujukan kepada LMD. Jadi acara yang sifatnya kelembagaan ini merupakan proses nomor
dua Proses pertama adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat keseluruhan. Jadi peran
LMD lebih merupakan usaha mencocokkan apakah dinamika yang ada dalam kehidupan

masyarakat sudah tercover dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban kepala desa

ataukah belum.

Pada saat pertanggungjawaban di masing-masing dusun itu, bagaimanakah
dinafnikanyn? Apakah kepala dusun sckedar membacakan laporan laly menampung scmua

langgapan? Dalam prakteknya, secara umum ada 3 kubu yang muncul dalam forum itu. Kubu

pertdma adalah sebagian masyarakat yang meng-counter laporan, kubu kedua adalah
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scbagian masyarakal yang langsung menerima, dan kubu ketiga adalah sebagian masyarakat

yang

bisa menampung aspirasi secara keseluruhan, Kubu ketiga inilah yang biasanya menjadi

semgcam lasilitator dan mediator dalam forum itu. HMasil pembicaraan dari forum ini lalu

men|

berk

adi resume, yakni kesepakatan dari forum kirim dowa itu.

Kalau begitu, forum ini merupakan dialog dan diskusi di antara masyarakat sendiri

titan dengan laporan pertanggungjawaban kepala desa? Akhir kesimpulan dari diskusi

dan Hiulog itu merupakan resume terhadap laporan pertanggungjawaban. Acara ini memang

tidai

menyangkut masa jabatan, melainkan dilakukan setiap tahun. Momen-moment Rasulan

dipakai scbagai mcdia. Akibatnya, proses demokratisasi dari masyarakat justru kelihatan

sckal

i. Ini bisa terjadi karena faktor kebebasan yang sangat terasa, sehingga perasaan sungkan

dan kebagainya sudah tidak ada lagi. Orang yang paling minim kemampuannya untuk

berkgmentar  pun  bisa mengajukan  tanggapan.  Inilah  yang  menarik.

Kala

t pas kirim dowa, semua kepala keluarga hadir. Jadi kalau ada dusun yang jumlahnya

160 kepala keluarga, itu semua kumpul. Ini merupakan perkumpulan yang dihadiri semuanya

tanpg

yang

paksaan scbagai pcnghargaan mereka terhadap budaya tradisi yang mereka punyai.

Bagaimanakah peran kaum perempuan dalam forum dusun ini? Dari pengalaman

sudah terjadi, pada awalnya kaum perempuan belum berperan. Dalam masa _

kepcmimpinan Pak Koco, peran mereka tumbuh. Di sini, kepala keluarga itu tidak hanya

bapal

-bapak mclainkan juga para janda. Kalau melihat petkembangan sekarang ini, yang

datang dalam forum semacam itu justru lebih banyak ibu-ibu. Sekarang ini, acara-acara

remb

b4

13 desa lebih banyak didominasi olch ibu-ibu. Mercka sangatl aktif. Kebetulan ada juga

bebesapa aktivis desa yang punya power untuk mempengaruhi dan memberi dorongan kepada

kaum

perempuan schingga proscs demokratisasi kaum perempuan tampak sekali. Partisipasi

ibu-ihu meningkat cukup drastis.
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Faktor apakah yang mempengaruhi peningkatan peran kaum perempuan ini?
Walaypun masyarakat Wiladeg ini merupakan masyarakat pedesaan, kaum perempuan sudah
punya gambaran tentang kesetaraan, termasuk kesetaraan dalam proses-proses pembangunan
dari apval. Tumbuhnya pertama memang sulit. Setelah ada ibu-ibu yang berani dan kebetulan
bcbcr.Japa masukzin dari ibu-ibu itu justru dianggap sebagai pandangan yang benar dan
ditindpklanjuti, hal ini memancing ibu yang lain untuk Icbih terlibat. Oh ternyata pikiran ibu-
ibu diferima. Pernah ada suatu program pembangunan, Pada tahap pembuatan pra-ketetapan,
pra-kqtetapan jtu disanggah oleh ibu-ibu PKK. Jadi ada forum khusus ibu-ibu yang
menggounter apa yang sudah dibuat sebagai pra-ketetapan. Misalnya menyangkut alokasi
pemb3ngunan. Kasus yang pernah ada, penckanan programnya dianggap lebih mengarah
kcpad“a kepantingan laki-laki. Lalu ibu-ibu memberikan komentar dan tanggapan. Tanggapan _
bapakpbapak terhaap masukan ibu-ibu itu sangat positip sechingga dilaksanakan betul.

Akibainya sckarang ibu-ibu PKK sudah bisa mengelola Taman Kanak-Kanak PKK.

UNDANG-Undang Nomor 22 Tahun 1999 téntang Pemerintahan Daerah memberikan

kontribusi yang positif bagi pengembangan demokratisasi di desa. Badan Perwakilan Desa
scbagTi parlemen desa membawa kehidupan politik baru. Desa, pada masa UU Nomor 5
Tahur} 1979 tentang Pemerintahan Desa, menempatkan kepala desa sebagai aktor yang
domirjan di desa. Kepala desa selain bertindak sebagai eksekutif, juga berperan sebagai

supradesa yang menjalankan kepentingan mereka di desa.

Dengan lahirnya UU Nomor 22/1999, kepala desa berbagi kekuasaan dengan Badan
Perwikilan Desa (BPD). Posisi tawar-menawar antara kepala desa dengan BPD scimbang.

Mckapisme checks and balances antara eksekutif (kepala desa) dengan legislatif (BPD) dapat
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dikepnbangkan. Scbagai parlemen desa, salah satu fungsi BPD adalah melakukan kontrol

lerhddap jalannya pemerintahan sehari-hari yang dilakukan kepala desa beserta perangkatnya.

Kepala desa sckarang harus benar-benar memperhatikan suara BPD karena mercka

adalfih representasi rakyat desa. Namun, tidak jarang pula di desa dikembangkan pola kontrol

yang melibatkan partisipasi rakyat desa. Keterlibatan rakyat ini dalam rangka meningkatkan
pendewasaan warga desa di bidang politik. Bukan berarti meminimalkan peran BPD.
Meldanisme kontrol oleh BPD scbagai institusi formal di desa tentu berbeda dengan rakyat

desat BPD meminta pertanggungjawaban kepala desa sesuai dengan peraturan yang

men :;11[1[['!1)’11.

Rakyat desa dapat meminta pertanggungjawaban kepala desa melalui apa yang
discbut dengan rapat umum warga. Salah satu desa yang dapat dijadikan contoh dalam
memadukan kontrol terhadap pertanggungjawaban kepala desa adalah Desa Wiladeg,
Kecamatan  Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa
Wilgdeg berpenduduk kurang lebih 4807 jiwa. Seperti kebanyakan desa di Gunungkidul,

warga Desa Wiladeg banyak yang pergi merantau luar desa, khususnya ke Jakarta,

Laporan pertanggungjawaban Kepala Desa Wiladeg, sclain kepada BPD juga
langsung kepada rakyat setiap tahun melalui mekanisme rapat umum warga (RUW). RUW
biastinya dilaksanakan sctiap tahun sekali dengan mengambil kegiatan ritual budaya bersih
desq. Budaya bersih desa scbenarnya sebagai ungkapan rasa syukur rakyat desa kepada
Tubfin atas berkat-Nya yang memberikan hasil bumi yang melimpah. Budaya bersih desa di
Wiladeg ini pada dasarnya merupakan budaya yang turun-temurun, yang telah ada scjak

berdirinya desa tersebut.
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Acara ritual bersih desa ini berisi laporan kepala desa kepada rakyat tentang hasil

biddng pertanian, termasuk kemajuan dan kendalanya. Namun, sesuai perubahan masyarakat,

-

kegfatan bersih desa sckarang, sclain dijadikan sebagai upacara ritual budaya sesuai dengan
| kearifan lokal, juga di dalamnya dijadikan RUW. Dalam RUW, Kepala Desa Wiladeg
merlyampaikan pertanggungjawaban langsung terhadap rakyat dengan cara melaporkan
pelgksanaan program pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dalam acara
pertanggungjawaban  langsung itu, kepala desa tidak melayani pertanyaan tentang
peldksanaan program yang dilaksanakan dari rakyat yang hadir. Soalnya, kepala desa sudah
melpkukan anjangsana kepada rakyat di tiap pedusunan untuk mendengarkan masukan,

bahkan kritikan tentang pelaksanaan program pemerintahan desa.

Kalau ada masukan dari rakyat dalam RUW itu, maka masukan tersebut dibawa dan
dibghas dalam rapat desa sebagai rapat koordinasi yang melibatkan semua perwakilan

pedbsunan yang ada melalui kepala dusunnya. Format pertanggungjawaban Kepala Desa

Wi

lndeg yang dilakukan secara terbuka, dengan melibatkan institusi formal (BPD) dan
parlisipasi rakyat desa, sebenarnya mcrupakan' gambaran secara tidak langsung dari
peryvujudan pelaksanaan tata pemerintahan yang baik (good governance) di desa. Rakyat desa
denpan segala kcpolosan dan ketulusannya memberikan contoh bagaimana proses politik

dappt dibangun tanpa menimbulkan gejolak serta tanpa ada yang merasa dikalahkan.

Beberapa potensi kelemahan yang masih dimiliki oleh media penyiaran komunitas

sebetulnya menjadi mengerucut, atau terkait dengan salah satu prinsip pokok radio/televisi

ko

nunitas yang akan mempertanyakan sampai sejauh mana sebetulnya terdapat tempat untuk
pergnan komunitas? Pengalaman praktek di negara lain, Amerika Serikat misalnya,
memperlihatkan  perintah Kongres agar setiap penyiaran komunitas membentuk apa yang

dis¢but “Community Advisory Board” (CPB, 1997). Bahkan untuk stasiun penyiaran
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Kompmitas yang didirikan olch ncgara bagian (state) didirikan pula semacam Dewan
Penyfiaran Komunitas (Brugger, 2002). Lembaga atau dewan semacam ini akan memiliki dua
lungsi penting, Pertama, untuk menjamin terdapatnya peran supervisi dan evaluasi komunitas
sccatia kongkrit, karena wakil-wakil komunitas telah duduk dalam lembaga tersebut. Kedua,
lembpga ini pula yang akan mempertahankan aspek independensi dari sualu stasiun

komynitas, dari intervensi baik oleh penguasa maupun oleh desakan-desakan komersialisasi.

Kebutuhan untuk pembentukan lembaga supervisi dan evaluasi komunitas ini — yang

discbut juga scbagai Dewan Penyiaran Komunitas - telah digagas oleh para aktivis media

penyfaran komunitas dengan memasukkan beberapa klausul pada Rancangan Peraturan

Pemgrintah (RPP) versi mercka (pasal 15, 16, 17 RPP versi JRKI lihat pada Lampiran).

3 Sclanfutnya, apa yang diharapkan dalam RPP ini sesuai dengan prinsip-prinsip Lembaga
Supeqvisi Penyiaran Komunitas atau Community Advisory Board yang lebih berkonsentrasi
pada pagaimana menjamin tersedianya tempat riil untuk keterlibatan komunitas pada scbuah

radiojtclevisi komunitas.

Radio komunitas hakekatnya adalah radio partisipasi (warga).
Mulai dari partisipasi ide pembuatan radio, partisipasi di
tingkat manajemen. Partisipasi di tingkat pengelolaan dan
pembiayaan. Sehingga terbentuk DPK dan PPKnya. Yang
nantinya- akan dijadikan peraturan perijinan KPI baik pusat
maupun daerah. Di Yogya, rata-rata radio komunitas sudah
memilikinya (DPK dan PPK). (Dina Listiorini, KPID DIY)

Untul konteks radio Wiladeg, DPK dibentuk dan dipilih dari para tokoh masyarakat.

Pertama yang jelas mengadvokasi radio bagaimana hidupnya.
Walaupun akhirnya DPK diminta perannya sebagai penyiar.
Walaupun di sidang BPD di kala pengalokasian dana bicaranya juga
alot. Tetupi alot di vini bukan dalam konteks tidak boleh.tetapi dalam
besaran nilainya, karena nilainya sendiri tidak besar. Pendapatan
Desa Wiladeg sendiri hanya Rp 30 juta per tahun. Jadi peran DPK
ada di lini masyarakat dan juga di lini komunitas radionya. Disisi lain
DPK juga mendengarkan suara-suara rakyat, maunya seperti apa.
Sehingga DPK harus mendadak rapat karena adanya masukan-
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masukan yang IRAERBURTAKANN UNIVERSIAS ARDINGGH kejar  untuk
membuat ijin untuk segera diajukan. Kita sudah mengajukan ijin dua
kali. Yang pertama ijinnya ke KPI Propinsi, tetapi setelah keluar
peraturan pemerintah ijinnya harus ke KPI pusat dan Depkominfo.
Jadi kita harus mengajukan ijin lagi. Dan sampai sekarang belum ada
konfirmasi dari KPI pusat. Padahal mereka yang janji akan
mengontak kita, Alasan mercka katanya pengajuan yang kedua karena
ada pendataan ulang. Kalau dari KPI, kita sebenarnya sudah
terdaftar, maksudnya dalam proses perijinan. Karena persyaratannya
banyak. Diantaranya harus menyerahkan peralatan siar untuk di cek
apakah layak untuk di ‘panteng’ selama 6 bulan itu ada efek-efeknya
apa nggak. Sosialisasi terhadap warganya bagaimana, apakah radio
komunitas ini layak keberadaannya di daerah itu,

Demokrasi adalah salah satu model pengambilan keputusan. Salah satu kunci

terjadjnya pemerintahan yang demokratis adalah dengan menjalin komunikasi dengan warga.

Kebiasaan ini rupanya juga sudah dilakukan oleh Lurah Wiladeg dalam sctiap pengambilan

keputhisan desa. Sudah menjadi tradisi dalam setiap pengambilan keputusan  yang

menydngkut keputusan seluruh warga desa harus dilakukan secara bersama-sama. Pendirian

radio

Wiladeg pun dilakukan dan diputuskan secara bersama-sama.

Tradisi transparansi dalam pemerintahan desa tidak berhenti pada saat pengambilan

keputfisan desa saja. Tapi juga terus berlanjut sampai pada tahap penyampaian laporan

kegiathn. Scbelum ada radio komunitas Wiladeg, setiap akhir tahun anggaran, Lurah Wiladeg

sclalu|berkeliling mendatangi dusun-dusun untuk menyampaikan laporan kegiatan apa saja

yang

telah dilakukan di desa Wiladeg, sampai pada rincian anggaran yang digunakan.

Kcbiasaan keliling ke dusun itu sudah mulai berkurang scjak berdirinya radio

kommrilas Wiladeg. Penyampaikan laporan kegiatan pun cukup dilakukan melalui radio. Di

mana [biasanya warga berkumpul per dusun untuk mendengarkan bersama-sama. Tingkat

transphransi pemerintahan desa Wiladeg ditunjukkan pada penyampaikan laporan anggaran

secara|rinci. Meski ternyata bagi beberapa warga Wiladeg, publikasi masalah kas desa masih

diangdap scbagai hal yang tidak patut untuk dilakukan. Namun, pemerintah desa W iladeg
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~dmerdsa bahwa informasi tentang status kas desa adalah hak warga yang harus diketahui olch
| q sliap warga karena bagaimanapun juga uang itu dikumpulkan dari warga.

2 Saya punya  budaya mempertanggungjawabkan kinerja Lurah
o langsung pada rakyat. Selain pertanggungjawaban kinerja selama
7 satu tahun saya sidangkan di depan BPD. Di sisi lain saya juga
mempertanggungjawabkan langsung  kepada rakyat. Dulu saya
datang ke setiap pedukuhan memberikan pertanggungjawaban.
Tapi setelah ada radio, saya cukup membacakan laporan di studio.
Di tiap pedukuhan mendengarkan lewat radio dalam acara pesta
desa. Di situ saya bacakan secara detail. Tahun kemarin saya
hacakan selama 25 menit. (Sukoco, Lurah Wiladeg)

B L DT e

O

Pak Koco sendiri yang meminta masyarakat untuk mengkritisinya.
Ini dilakukan pada saat acara live interaktif. Karena sistem di
: desa ini terbuka. Desa ini banyak dimusuhi oleh desa-desa yang
" lain. Bukan karena pengelolanya berasal dari perangkat desa,
terus, lantas semua yang ada di pemerintahan desa akan ditutup-
tutupi. Kami berusaha untuk membuka diri terhadap masyarakat.
, Hal seperti ini berlangsung mulai dari dulu sebelum radio
komunitas wiladeg berdiri. (Tanto, tcknisi)

s

s

Keberadaan  radio ini berfungsi untuk mempermudah arus informasi antara

pemer{ntahan desa dengan warganya, begitu juga scbziliknya. Setiap minggu sckali diadakan

acara Ngudha Rasa, yang isinya hanyalah masukan dan keluhan dari warga desa Wiladeg
lentang, pelayanan yang telah diberikan oleh perangkat desa. Pada acara itu, tidak ada
jauvub;Jn atau sanggahan dari pihak pemerintahan desa, akan tetapi yang ada hanyalah suara
warga desa.

Disamping acara campursari. kita punva acara ngudharasa.

Dalam acara ini Pak Kades bersama kami melontarkan sebuah
permasalahan. Kemudian masyarakat ikut aktif menanggapi,

i Kepala desa Wiladeg, Sukoco, merupakan kades yang memang sangat progresif. Dia
4 lermasuk salah satu lurah desa yang sudah mencrapkan sistem akuntabilitas dan transparansi

di dalam penycelenggaraan pemerintahan desa. Manakala lurah-lurah di desa lain masih belum

mampu flepas dari bayang-bayang gaya pemerintahan ala rezim Orde Baru, pak Koco sudah

mengakpmodasi suara warga di dalam setiap pengambilan keputusan desa. Ketika LPJ masih
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crasa asing di telinga para lurah desa, dia sudah memberikan LPJ ala desa Wiladeg. Di desa

ni ada tradisi bersih desa atau "rasulan". Dalam acara ritual tahunan ini, lurah Desa wajib

menyampaikan hal-hal apa saja yang sudah dilakukan sclama sctahun. Pada kesempatan ini,

; —""_-“::ﬁ el g s Y

warga bebas menyampaikan tanggapannya.

o S

Rancangan Peraturan Desa itu idenya bisa dari BPD, lurah,
pamong atau bahkan dari warga. Tetapi dalam forum diskusi dan
sarasehan saya yang paling sering melontarkan ide. Dan BPD
tidak merasa didahului atau tersinggung. Saya pernah punya suatu
pemikiran tetapi ditolak oleh BPD. Alasan penolakan itu memang
logis. Sayapun tidak tersinggung. Jadi sebelum ada keputusan
mesti saya floor-kan terlebih dahulu. Termasuk pembentukan radio
ini. Sebelum sebuah keputusan diambil, yang pasti akan diadakan
rapat (sidang) terlebih dahulu. Dan rapat itu disiarkan sccara
langsung melalui radio. Tetapi tidak interaktif karena anggota
BPD sudah hadir semua.

Seperti waktu penyampaian LPJ pelaksanaan pemerintahan desa
2 saya tahun  2005. Seminggu  sebelum  sidang, — materi
pertanggungjawaban  sudah saya sodorkan. Sctelah itu  kita
bersidang. Sepahit apapun anggota BPD melontarkan pendapat
dalam sidang itu, seluruh warga mendengarkannya. Karena tidak
sidangnya tidak disetting. (Sukoco)

A i

hyaad
i

Kehadiran radio komunitas ini rasanya- sudah menjadi medium yang merekatkan
kembali kohesivitas warga yang sekian lama telah lama tercerai-berai oleh intervensi media
tdlevisi. Sclama beberapa tahun, warga di desa ini terpaku dan "terjerat" oleh sajian acara-
adara TV yang memikat warga. Mereka lebih memilih asyik menckuni siaran TV daripada
béranjak keluar rumah untuk bersosialisasi dengan warga lain. Akibatnya, terjadi gejala
aljenansi (keterasingan) di desa itu. Warga desa sudah lama kehilangan media untuk bercanda

didn bercengkerama. Wadah-wadah pertemuan yang ada seperti rapat RT, arisan, atau

pangajian cenderung bersifat formal dan impersonal.

Sclain sebagai sarana untuk "say hello", radio ini juga dimanfaatkan untuk
J
menyiarkan aktivitas desa. Pada event-event tertentu, mercka menyiarkan acara sholawatan,

kar‘uwitun, dan pertunjukan wayang secara langsung. Bahkan acara rapat desa pun disiarkan
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eeafa langsung, Meskipun dengan peralatan scadanya, siaran radio int mampu menjangkau
10 persen wilayah kabupaten Gunungkidul (catatan: wilayah Gunungkidul mencakup hampir
glejgah dari propinsi DIY). Ini artinya bahwa pesan yang dibawa oleh siaran ini bisa
manzmgknu batas-batas desa dan menerobos sampai ke dalam bilik-bilik warga. Tanpa

fisadjart,  radio  ini  telah  andil  dalam  proses demokratisasi di  negeri ini.

Sinergi antara kepala pemerintahan di desa dan sebagian anggota masyarakat di dalam
pengelolaan radio komunitas ini, dikhawatirkan bisa mengurangi daya kritis media ini untuk
mengawasi kinerja pemerintahan desa. Akan tetapi pemikiran ini ditolak oleh salah scorang

pengiirus DPK dan pengelola rakom Wiladeg.

Mualah Pak Sukoco sendiri yang meminta masvarakat untuk
mengkritisinya, Ini dilakukan pada saat acara live interaktif.
Karena sistem di desa ini terbuka. Desa ini banyak dimusuhi oleh
desa-desa yang lain. Bukan karena pengelolanya berasal dari
perangkat desa, terus lantas semua yang ada di pemerintahan desa
. akan ditutup-tutupi. Kami berusaha untuk membuka diri terhadap
* masyarakat. Hal seperti ini berlangsung mulai dari dulu sebelum
radio  komunitas wiladeg berdiri. Jadi Radio ini  hanya
mempermudah proses demokrasi yang sudah berjalan di desa ini.
(Tanto)

Selama ini radio Wiladeg tidak pernah bicara bagaimana
pemerintahan desa saya.  Kalau dari pemerintah desa hanya
menyampaikan program-program desa. Dalam acara ngudharasa
kita juga menyampaikan masalah-masalah yang lain. Pada
saraschan justru sebenarnya kesempatan warga masyarakat untuk
1 menilai pemerintahan desa. Sehingga kalau ada program desa
yang tidak diingini oleh masyarakat disitu langsung di counter.
Jadi radio di sini bukan jadi alat pemerintah desa untuk menekan
warganya. Tetapi justru mengajak warganya. (Mubari)

Di balik kckusutan regulasi penyiaran Rakom. Keberadaan Rakom sedikit banyak
wrut berperan dalam pembelajaran demokratisasi bagi masyarakat. Proses tersebut sctidaknya

tercerrpin dalam media Rakom Wiladeg. Pada scjarahnya, Rakom Wiladeg itu dibangun atas

LAPORAN PENELITIAN PEMBERDAYAAN KOMUNITAS MELALUI ... YAYAN SAKTI SURYANDAR'J 19




1 lerse

. Mun

IR e T 2

1 ketik

ditop
1 schin

rapat

| yang

1 akder

Kade

sana,

¢ tidak

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

tuhan warga atas informasi. Setelah melewati berkali-kali pertemuan, warga Wiladeg

sepakat membangun sebuah radio yang diletakkan di Balai Desa Wiladeg.

Dalam perjalanannya Rakom Wiladeg menghadapi bermacam tantangan (seperti

but di atas yaitu masalah perijinan), persoalan dana, serta kendala teknis lainnya.
NumPn, dari bermacam cobaan macam itu juga ‘warga desa banyak belajar. Hingga suatu
a, tanpa disadari mercka telah melakukan tahapan demokratisasi. Antusias warga yang

ang olch budaya sesungguhnya telah tercipta di desa itu. Tidak ada keterlibatan LSM.

i karena kultur warga, dan mungkin pola pemerintahan desa yang bersih dan terbuka
pga memancing partisipasi besar.

Dalam pemilihan pengelola Rakom Wiladeg, misalnya. Mereka harus melakukan
pembentukan Dewan Penyiaran Komunitas (DPK). Padahal, tahun 2002, belum ada UU

mengatur tentang keberadaan Rakom. "th, kita juga ikut menggodok PP dan UU,

* kareng kita sering bertemu dengan Sofyan Djalil (MenKominfo), teman-teman NGO, maupun

isi. Jadi sebelum UU diberlakukan kita sudah tahu apa yang harus disiapkan,” terang
5 Wiladeg, Sukoco.

Dalam pandangan warga Wiladeg, Rakom adalah lingkungan masyarakat itu berada.

Peluapg-peluang pemberdayaan masyarakat dapat terasah dan terwadahi di Rakom. Menurut

Kadeg Sukoco, negara tidak pernah mengakomodir infromasi komunitas ini. "Berangkat dari

saya memberanikan diri. Awal operasional Rakom harus ditopang APBDes yang

ditctapkan melalui sidang Badan Pengawas Desa (BPD) dan alokasinya masih kecil, kurang
dari 2% dari APBDes. Sedangkan pendapatan Desa Wiladeg hanya Rp 30 juta pertahun,”

ungkapnya.

Pembahasan alokasi dana itu pun melalui proses alot. Tarik ulur dengan anggota BPD

terletak pada besaran alokasi dana. Sempat tercetus ada penarikan iuran pertahun, namun

jadi karena APBDes sama dengan iuran tahunan. "Dua persen itu untuk biaya
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operasional sctahun. [tu juga di luar biaya listrik, air, dan telepon. Sedangkan kekurangan
danaf diambilkan mclalui ILM atau sumbangan sukarela,” cctus Sukoco. Keputusan Rakom
Wilafleg dibiayai olch APBDes berdasar atas kesepakatan bahwa radio ini dikehendaki ada.
Makd pemerintah Desa harus mem-back-up, bukan hanya dalam sarana dan prasarananya
E- saja. [Karena tidak ada sumberdana yang pasti, untuk itu anggaran masuk dalam APBDes.
Dengpn - satu  pengertian sekalipun tidak memiliki, tapi pemerintah desa juga punya
£ keperjtingan dengan adanya radio ini. Keputusannya melalui sidang BPD atau rembug desa.
Pencijtuan  besaran  discrahkan  kepada  pemerintah  desa  yang mengetahui  kondisi
1 keuanjgannya. ’aling tidak ada porsi yang disediakan untuk itu. "Pada saat adanya alokasi
dana [desa (ADD) dari kebupaten, itu kita coba untuk memasukkan ke situ. Walaupun
%! akhirnpya dari sana belum diperbolehkan,” kata Sukoco.

Keterbukaan  juga terlihat adanya fungsi pengawasan DPK. DPK sendiri
mengadvokasi radio hidup-matinya Rakom Wiladeg. Singkatnya, peran DPK ada di lini
{ masydqrakat dan di lini komunitas radionya. Di sisi lain DPK juga mendengarkan suara-suara
{ kyall Kemudian DPK mengadakan rapat karena adanya masukan-masukan yang mendesak.
Rakom Wiladeg kerap memasukkan isu terkait proses pendidikan politik. Seperti,
§ sosialisasi Pilkada Bupati. Mengudang KPU, mercka mengemas sarasehan dengan dibumbui
IliburzlL karawitan, dan itu disiarkan secara /ive. Soal dana, patungan dengan KPU. Acara ini
menghasilkan cfck domino. Warga menyukai, karena ada unsur budaya yang terlibat dalam
kancal} pembicaraan politik. Yang menarik, Kades setempat tak scgan-segan menyampaikan
sidang| laporan pertanggungjawaban dengan BPD yang ditayangkan langsung melalui radio
i, Keterbukaan itu sempat membuat camat kuatir kalau kewibawaan kades goyah. "Bagi
1 saya tflak masalah, Justru melalui radio ini LPJ didengar sccara detail oleh warga. Dan saya
i lidak perlu datang ke tiap pedukuhan. Pendengarnya mencakup 70%-80% warga dari 4600

Jiwa,” felas Sukoco.
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Dan scjauh ini Rakom Wiladeg tidak pernah bicara indah-indah soal
.‘* kepemerintahan Desa Wiladeg, meski dikelola dan berada di Balai Desa. Pemerintah desa
| hanydd menyampaikan program-program desa. Pada acara saraschan menjadi kesempatan
~wargd untuk menilai pemerintahan desa. Sehingga kalau ada program desa yang tidak
diingipi, masyarakat langsung meng-counter. “Jadi, Rakom Wiladeg bukan menjadi alat
| pemetintah desa untuk menekan warganya. Justru mengajak warganya berpikir kritis,” kata
_ Tokol} Desa Wiladeg, H. Mubari, M.Kes.

Atas keinginan adanya transparansi dan keterbukan. Rakom Wiladeg juga
| menyddiakan program yang berkaitan dengan keluhan warga terhadap pelayanan sebuah
instangi. Dan pihak pengelola mengundang instansi bersangkutan untuk siaran langsung
{ sccara| interaktif. Instansi bisa kabupaten maupun kepolisian. Acara sarasehan itu diadakan
setiap B5 hari sekali pada hari Jumat Kliwon. Dipilih hari itu karena bertepatan dengan acara
bersih desa.

Program yang dikeluarkan oleh Rakom Wiladeg juga membuat ketidaksenangan
aparat |desa lain. Seperti diketahui, Kades membuka peluang siapa saja untuk mengkritisi
kebijaRannya melalui /live interaktif. Proses keterbukaan di desa itu sudah bcrlangsung“
scbelutp Rakom berdiri. Dengan keberadaan Rakom tersebut justru mempermudah proses
| demokratisasi di desa ini. Sedangkan menu acara, Rakom Wiladeg memasukkan semua
unsur, dlari tua hingga anak-anak. Kaum perempuan pun terakomodir, misalnya ibu-ibu bisa
| menyogialisasikan program PKK.

"Banyak kebutuhan kaum perempuan yang disuarakan. Radio ini

milik bersama dan untuk semua golongan,” (Mubari yang juga

bekerja di Dinas Kesehatan kabupaten Gunung Kidul).

1 3.2.2. Pemberdayaan Komunitas di Bidang Budaya

| Masyarakat Wiladeg merupakan komunitas yang sangat menjunjung tinggi ritual atau

adat sctempat. Beberapa ritual budaya yang bermakna perwujudan rasa syukur atas panen
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rayalatau sckedar perwujudan doa di setiap bulan suci Jawa (1 Suro) masih tetap dilestarikan.

| Bahkan, kchadiran rakom Wiladeg diakui sejumlah anggota komunitas Wiladeg mampu

e

menjadi media ckspresi budaya lokal tersebut. Semenjak berdiri rakom Wiladeg selalu
konsjsten menyiarkan kesenian Jawa baik secara live maupun rekaman studio.

Lita mengemas dan komit dengan budaya-budaya tradisi dan kita
agendakan. Dan mulai tahun 2005 kita agendakan acara wayang setiap
4 setahun sekali pada bulan suro. Semua bentuknya sumbangan. Siapa
: mau siaran kami sediakan alat, mulai dari wayang hingga gamelannya.
Dalang dan sinden tinggal datang dan tampil, Setiap sebulan sekali kami
Jjuga agendakan acara sholawatan (hadrah) dan karawitan. Dan ini
tidak hanya mengakomodasi orang-orang Wiladeg saja tetapi juga dari
luar. Semua peralatannya kami siapkan, tetapi kami tidak menyediakan
i akomodasi dan transportasinya. Kalau ada isu-isu hal-hal yang baru
,- kami angkat dalam bentuk sarasehan dengan hiburan karawitan. Seperti
waktu sosialisasi pilkada bupati. Bagaimana masyarakat bisa mengerti
pemilihan  bupati secara langsung. Kita hadirkan 200 orang dan
narasumber dari KPU selanjutnya kita adakan sarasehan. Dananya
pihak desa patungan dengan KPU. Dan itu menurut komunitas Wiladeg
merupakan  hal yang menarik. Karena mercka diingatkan kembali
dengan budaya-budaya lama yang selama ini dimimpikan tetapi tidak
i pernah disiarkan oleh siapa saja. Mungkin ke depan kami akan menjadi
radio budaya. Ini masih mungkin. Acara-acara Rasulan dan sedekah
bumi, selama kami masih menjangkau dan mercka mau siaran, akan
kami siarkan. Dan biayanya murah kok hanya Rp 400.000,- untuk sehari
semalam (siangnya upacara hingga malamnya wayangan). Kalau untuk
hitungan radio komersial pasti jauh. Mungkin dari sinilah kami dimusuhi
oleh radio komersial. Tetapi kita mengacu bahwa mercka adalah
komunitas kita. Komunitas disini bisa berarti penduduk wiladeg ataupun
pendengar Radio komunitas Wiladeg. Sampai akhirnya ada paguyuban
v pendengar Wiladeg dan acara arisan pendengar (Sukoco)

e i

Untuk kelompok kesenian jelas. Kelompok kesenian apapun yang mau
staran  silakan. Kemudian pada saat acara ngudharasa, kita juga
mengajak warga masyarakat datang ke sini, kita ngomong bareng-
bareng. Mercka yang bersiaran punya rasa kebanggaan tersendiri.
J Padahal kalau dihitung, mercka akan kehilangan uwang untuk biaya
] (ransportasi datang ke studio. Sedangkan kita tidak memberikan honor.

Tetapi mereka tetap datang ke studio. (Mubari)

Jadi tidak hanya kemasan acara yang memang dikhususkan sebagai ekspresi kesenian
| lokal, | akan tctapt terkadang sctiap kegiatan yang mengundang warga masyarakat juga‘
discliggi acara kesenian. Misalnya, Rasulan atau sering juga discbut “Bersih Deso” adalah
scbualy tradisi turun-temurun yang masih berlaku di scluruh desa se-Kabupaten Gunung

Kidul |DIY. Kapan mulainya dan siapa yang memulai sulit ditemukan sumbernya. Desa

123
\ ‘ LAPORAN PENELITIAN PEMBERDAYAAN KOMUNITAS MELALUI ... YAYAN SAKTI SURYANDARU




IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Wiladeg ada dokumen yang ditemukan, kedatangan seorang pimpinan pemerintahan IHindia
1 Belanda yang menghadiri rasulan tahun 1934. Selain dokumen tersebut informasi tentang
rasplan sudah ada sejak tahun-tahun sebelumnya. Para tetua desa banyak bertutur tentang
| kegiatan yang syarat dengan ritual ini, namun tetap saja tidak pernah jelas kapan dan olch
sinpa yang memulainya,

Menurut kebiasaan dan masih berlaku sampai dengan sekarang, rasulan di desa-desa

luat Wiladeg merupakan acara rutin setiap setahun sckali dengan egenda pokoknya
i tasyakuran, ungkﬁpan syukur kepada Yang Maha Kuasa atas segala berkah dan rahmat yang
dilimpahkannya schingga masyarakat desa dalam keadaan selamat. Ujud syukur tersebut
+ dickpresikan dengan berbagai cara, namun secara umum rasulan identik dengan menyediakan
maKanan lebih baik dari hari-hari biasa karena hari itu akan banyak sanak sudara, handai
taulqn, kerabat dsb yang datang ke rumah schingga merasa malu kalau tidak menghidangkan
hidangan yang lebih baik. Rasulan juga merupakan hari besar selain hari raya Lebaran. Bagi
anak-anak rasulan merupakan hari yang ditunggu-tunggu karena akan dibelikan pakaian baru.
Sciufn menyediakan makanan dan minuman di rumah masing-masing, seluruh warga Jjuga
akarl membawa satu porsi makan lengkap dengan lauk-pauk ke balai desa. Makanan tersebut
dikenas dalam berbagai bentuk hiasan kemudian dibawa dan dikumpulkan di balai desa dan
padal saatnya tokoh agama akan memimpin berdoa lalu makanan tersebut boleh dimakan
secata ramai-ramai oleh siapa saja yang hadir dalam acara tersebut. Berbagai atraksi atau
hiburan digelar mulai siang hari dan pada umumnya rasulan diakhiri dengan pertunjukan
wayang kulit semalam suntuk.

Gambaran sckilas diatas merupakan gambaran rasulan pada desa-desa di Gunung
Kidul umumnya. Bagi desa Wiladeg, rasulan merupakan momentum yang sangat penting.
Scbab sclain urut-urutan ritual sebagaimana umumnya desa lain, rasulan merupakan muara

dari proses partisipasi warga sclama satu tahun. Dikatakan demikian karena sejak Wiladeg
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dipigapin olch Bp.Sukoco rasulan scbagai media penyampaian laporan pertanggungjawaban

—_—

kinefja pemerintahan desa kepada rakyat secara langsung. Momentum ini menjadi menarik

kuchm discla-scla pertunjukkan atraksi atau kesenian, kepala desa mempresentasikan hasil
kinefjanya sclama sclahun terakhir dan warga yang hadir dapat langsung menanggapi,

1 bertajrya, mengkritik atau menyanggah presentasi kepala desanya tersebut. Berdasarkan

pcngz}laman sclama ini warga yang hadir dalam acara rasulan tidak kurang dari 80 % dari

1 sclurjh anggota masyarakat dan banyak sckali pengunjung dari warga luar desa. Lebih

i menatik lagi, para perantau biasanya juga mudik sehingga mercka yang dirantau mengetahui
“

4 sepertf apa kincrja pemerintah desanya saat ini.

. Berdasarkan aturan yang berlaku, kepala desa melaporkan kincrjanya kepada BPD,
4 lidak imempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan lfinetjanya kepada rakyat
;"-‘ langsuhg. Tetapi kepala desa yang satu ini mempunyai keyakinan bahwa keterbukaan akan
mampn#l menggalang partisipasi warga guna berperan aktif dalam membangun desanya.
Keterbpkaan yang dicontohkan olch kepala desa ini ternyata benar-benar efektif dan terus
berkenbang di desa Wiladeg, Masyarakat mulai biasa dan tidak tabu berdiskusi pada forum
apa sajr\, dimana saja dan kapan saja. Mereka saling belajar, saling mengoreksi, saling

?:‘_'. mengkaitik, saling mendukung dalam berbagai hal yang sedang aktual untuk dibicarakan.

5.3. Mapih Ada yang Belum Terpapar Siaran

] lr)alam penclitian ini, peneliti juga mewawancarai scjumlah anggota komunitas
4 Wiladeg| (scbagai control group) yang tidak terpapar (tereksposc) isi siaran rakom Wiladeg.
Menuruf pengakuan mercka tidak pernah mendengarkan isi siaran rakom Wiladeg. Mcreka

4 lebih scting menonton siaran televisi swasta atau mendengarkan radio siaran komersial.

4 Beragam alasan yang mercka kemukakan, antara lain :
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Siaran televisi lebih menawarkan bahasa gambar dan suara (audio-visual)
yang menawarkan sajian acara yang lebih menarik. Acara yang banyak
mercka konsumsi masih di seputar acara-acara hiburan (entertaintment),
misalnya sinetron, film action, kuis, dan siaran olahraga.

Siaran radio komersial yang mereka konsumsi lebih banyak dari sisi hiburan
(dangdut, campursari, atau lagu pop Indonesia, ketoprak, wayang orang dan
kuis).

"Wis kesel npambut gawe, nek mulih neng omah yo nyetel TV sing

acarane sinetron mas. Ibune karo bocah-bocah yo podho wae

nontone sinetron karo kuis. Nek acara ngomomg-ngomong podho

ora seneng mboseni.” (Sudarman, warga Wiladeg)

"Sudah capek bekerja, kalau pulang ke rumah ya menyetel TV

yang acaranya sinetron mas. Istri saya dan anak-anak ya sama

saja nontonnya sinetron sama kuis. Kalau acara bincang-bincang
(talkshow maksudnya) semua tidak suka karena membosankan.”

Kondisi ini menunjukkan media habit (pola mengkonsumsi media) beberapa anggota
I-:on4unilzls Wiladeg ini, masih terhegemoni pola siaran yang didominasi oleh media penyiaran
komersial. Hal ini terbukti pada saat peneliti mengajak sebagian anggota komunitas Wiladeg
lengarkan bersama siaran rakom Wiladeg. Pada saat itu acara yang didengarkan adalah
ido Roso”, sebuah acara yang memberikan kesempatan pendengar menyampaikan
palan yang ada di desa Wiladeg. Pendengar boleh memberikan masukan, kritikan, atau
lar informasi atas persoalan yang sedang digagas pada saat itu. Bagi informan yang tidak

\h terpapar siaran rakom Wiladeg, acara tersebut ternyata menarik untuk diikuti.

" Lagi weruh aku mas nek ono acara koyok ngene neng radio iki.
Aku dadi weruh akeh masalah neng deso iki. Yo tak rungokake nek
ngono radio iki” (Slamet, warga Wiladeg)

"Aku baru tahu mas kalau ada acara seperti ini di radio ini. Aku

Jadi tahu ternyata banyak masalah di desa ini. Kalau begitu aku
dengarkan radio ini”
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Pada kesempalan wawancara peneliti dengan 4 orang informan yang tidak pernah
menglengarkan rakom Wiladeg, peneliti juga menggali pendapat mercka tentang ritual budaya
loka} yang ditampilkan melalui rakom Wiladeg. Pada saat wawancara dilakukan, peneliti
menpajak para informan mendengar acara kesenian (karawitan, macapat, campursari, wayang
kulity wayang orang, ketoprak) yang kebetulan sedang disiarkan di rakom Wiladeg. Bahkan
padal saat itu sedang digelar karawitan secara /ive yang menampilkan remaja desa Wiladeg
yang|tergabung dalam karang taruna.

"Iso yo acara karawitan disiarno lewat radio iku. Sak weruhku

yo radio RRI Yogya sing biasa nyiarno karawitan utowo
campursari. Yo lumayan nek ngono gak usah adoh-adoh nck

wong kene pengin siaran karawitan neng radio yo neng kene

wae” (Sugito, petani)

“Bisa ya acara karawitan disiarkan lewat radio itu (Wiladeg
maksudnya). Setahu saya ya cuma RRI yang biasa menyiarkan

karawitan atau campursari. Ya lumayan kalau begitu tidak usah

Jauh-jauh kalau orang sini ingin siaran karawitan di radio ya
disini saja.”

Ketidaktahuan adanya scbuah radio yang dikelola dari, oleh, dan untuk warga

Wiladeg, menampilkan kesenian lokal dan informasi seputar desanya, yang menycbabkan

' sci};lgiLln warga Wiladeg yang menjadi informan penelitian ini belum pernah mengakses

siaran frakom Wiladeg. Akan tetapi setelah mereka diperdengarkan isi siaran rakom Wiladeg,
merckq sangat antusias dan bahkan merasa bangga desanya lélah memiliki sebuah radio. Hal
i mdngindikasikan faktor proximity (kedekatan) antara isu-isu lokal yang diusung oleh
rakom |Wiladeg membuat mercka merasa in-group dan fune-in dengan rakom tersebut.

Hal yang sama juga terlihat pada saat informan penclitian ini ditanyakan pendapatnya
mengehai pertanggungjawaban kades yang disiarkan sceara live melalui rakom. Sclama ini
gang pertanggungjawaban kades menurut pengetahuan mercka, hanya dilakukan di balai
desa dengan  mengundang  para tokoh masyarakat. Akan ftetapi pada saat peneliti
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m¢mperdengarkan kaset rekaman pada saat siaran pertanggungjawaban kades lewat rakom

Wiladeg kepada mereka, beragam pendapat dilontarkan,

" nenarik uga va kaiau degini kovok presiden di depan MPR,
bisa kita dengarkan lewat radio. Ya ini bagus mas buat kita yang
tidak pernah diundang ke balai desa. bisa ikut komentar lewat
radio (Agus, remaja Wiladeg)
Akan tetapi para informan ini juga tetap merasa “aneh” dengan pola penyajian yang

,::'f dis}L\\paikan oleh para penyiar dan isi siaran rakom Wiladeg. Menurut mereka standard -

penyajian radio yang ideal adalah yang biasa mereka konsumsi lewat radio komersial.

“lith aneh wae mas ngrungoke penviare Wiladeg iku. Suarane koq
gak ulem koyok penyiare radio Retjo Buntung Yogya ya trus
acarane koq yo ngono wae malah nggak ono iklane” (Agus)

“Masih aneh saja mas mendengarkan penviarnya Radio Wiladeg
itu. Suaranya koq tidak merdu seperti penyiarnya radio Retjo

Buntung Yogva va terus acaranya kog ya gzm-guu aja bahkan
tidak ada iklannya.”

Terutama informan penelitian ini yang berusia muda (Wawan, 15 tahun), berpendapat
aran radio Wiladeg kurang trendi, atau kurang mengikuti perkembangan selera golongan
mudp. Bahasa yang digunakan penyiarnya, meskipun juga masih berusia muda kurang
“gaul”. Ketika pcr;cliti menanyakan apakah yang dia maksud “kurang gaul” ini adalah dialek

penyjar yang ‘“kejakarta-jakartaan™ atau dialek anak metropolitan, Wawan mengiyakan

“Ya mas kalau mau banyak pendengarnya dari anak muda ya
harusnya gaya penyiarnya seperti penyiar radio di Yogya yang
pakai lu-lu gua-gua gitu tho mas dan harus makin sering nyetel
lagu-lagu barat dan lagu Indonesia yang lagi ngetop.” (Wawan)
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Pada saal pencliti menjelaskan bahwa format radio komunitas scharusnya memang

hcrcﬂLsark:m konteks lokal komunitas sctempat (isi siaran, gaya siaran, maupun manajemen

oper;

olch

isionalnya), para informan masih belum bisa mencrima pendapat yang dikemukakan

peneliti. Kondisi ini menunjukkan, ke depan para pengelola rakom scharusnya lebih

4 intensif mensosialisasikan kcberadaannya kepada seluruh anggota komunitas Wiladeg. Hal

ini uhtuk memberikan dan menciptakan satu pemahaman bersama bahwa rakom Wiladeg

didir

rakot

Zlkzm dari, olch, dan untuk komunitas Wiladeg,.

Terutama dalam hal pencarian sumber-sumber pendanaan bagi keberlangsungan

IF, sudah saatnya makin kreatif diciptakan, Program fund-raising (penggalian dana amal)

beruph bazar/pasar murah, menjual cenderamata (gift) scperti sticker, kaos, gantungan kunci,

kalender, topi, malam amal dengan melelang lukisan atau lagu, merupakan sebagian strategi

pengumpulan dana rakom.

Langkah ini juga scbagai upaya mengurangi  ketergantungan pendanaan rakom

AWiladeg pada APBDes Wiladeg. Meskipun selalu dianggarkan dalam APBDes, dana

“operasjonal rakom Wiladeg masih kurang mencukupi. Oleh scbab itu, jika sudah tumbuh

kesadafan dan rasa memiliki (sense of belonging) dari para warga Wiladeg, maka

keberl:

ngsungan rakom Wiladeg bisa berlangsung lama.

—
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BAB VI

KESIMPULAN & REKOMENDASI

1 6.1.Kesimpulan

Ketika kebanyakan radio komunitas masih berkutat pada proses pencarian bentuk
nitas yang dilayaninya, di desa Wiladeg radio komunitas ‘hanya’ merupakan salah satu
dari kuatnya frust yang telanjur terbangun diantara warga desa Wiladeg.

Ada cmpat faktor yang mempengaruhi eksistensi radio komunitas Wiladeg. San),

sosial warga Wiladeg yang cukup kuat. Modal sosial ini tidak semata berlaku bagi

{ wargd Wiladeg yang tinggal di Wiladeg, namun juga warga Wiladeg yang merantau rupanya

masily siap ketika diminta bantuannya demi perkembangan dan pembangunan di desanya.

Dua, adanya kesamaan pandangan atas kebutuhan akan informasi alternatif’ yang

: sclam+ ini tidak bisa didapatkan dari media massa lain. Dalam hal ini, informasi yang
disajijan olch media massa kebanyakan (baca: media komersial) tidak sesuai dengan
kebutyhan informasi yang dibutuhkan oleh warga Wiladeg. Dan jawaban dari pemenuhan

kebutyhan itu adalah dengan mengemas informasi yang dibutuhkan warga Wiladeg sccara

mandigi.

Ketiga, kultur pemerintahan yang transparan sehingga sangat kondusif untuk

melahifkan budaya demokratis. Kultur transparan ini yang juga mendorong tersajinya

inforn

Wilad

wisi yang dibutuhkan oleh warga desa Wiladeg. Boleh jadi, tidak ada ketertutupan

4 informasi publik di desa Wiladeg. Apalagi yang terkait dengan kepentingan warga desa

cg. Keterbukaan akan informasi ini pula yang menjadikan pemerintahan (dan radio

komunitas Wiladeg) ‘dimusuhi’ oleh pemerintahan desa di sekitarnya.
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Keempat, dukungan dari jaringan dengan radio komunitas lain, dan juga jaringan

gan LSM dan universitas. Baik lokal Yogyakarta, maupun nasional Indonesia. Jaringan

' inil#nh yang menycbabkan cepatnya informasi-informasi terbaru tentang radio komunitas.

isusnya, yang terkait dengan regulasi radio komunitas. Sctiap perkembangan UU

yiaran dan PP Radio Komunitas pun selalu terpantau.

Mckanisme interplay pengelola dan aktivis Rakom Wiladeg FM scbagai Agency

lcrhrldap Struktur (budaya dan birokrasi perijinan/ aturan legal-formal) tentang radio

unitas sangal dinamis terlihat. Regulasi yang masih dianggap scbagai pembatasan bagi

kebgrlangsungan radio komunitas, tidak membuat para pengelola menghentikan aktivitasnya.
Bag] radio Wiladeg misalnya, “perlawanan” sccara kritis tetap mercka lakukan dengan
b mcn};ajukan masukan, kritikan, dan mengajukan draft penyempurnaan PP tentang media

~{ penyiaran komunitas sccara langsung ke institusi pembuat regulasi (DPR, Depkominfo, KPI)

ipun bersama dengan Jaringan Radio Komunitas Yogyakarta (JRKY).

JRKY inilah scbagai jaringan komunitas antar pegiat dan pengelola rakom yang aktif

4 mengliskusikan dan menggagas perkembangan terbaru informasi seputar regulasi radio.
Wachna dialog dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Yogyakarta, pihak

cksckutil’ (Dinas Infokom, Balai Monitoring Dinas Perhubungan), legislatif (Komisi yang

H
7 cs

membidangi komunikasi dan informasi), pihak perguruan tinggi, Civil Society Organization

), maupun masyarakat terus mereka lakukan lewat serangkaian lokakarya, seminar,

i Iraining, atau diskusi informal. Kesemuanya ini dalam rangka mengukuhkan eksistensi rakom

yang|sceara legal konstitusional diatur di dalam UU Penyiaran No.32/2002.

Keberadaan dan cksistensi radio komunitas di Yogyakarta tidak lepas dari dukungan

; masyprakat yang melingkupinya. Dukungan yang terpenting adalah dukungan politis dari
._{; dacrah (empat radio komunitas itu hidup. Masyarakat lewat Forum Warga dan aparat

pemepintahan (desaskelurahan) mengakui dan menjadikan media komunitas sebagai mediator
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a warga dengan aparat dalam menentukan kebijakan yang bersentuhan langsung dengan
luhan masyarakat.
Sclain itu, dukungan politis atas eksistensi radio komunitas di Yogyakarta adalah

rataan dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X yang

{ men
§ duku

1 medi

¥ dari

o yang

partis

ukung keberadaan radio komunitas di Yogyakarta. Sclain itu dukungan dari DPRD DI

Yogyakarta dan lembaga eksckutif lainnya (termasuk KPID sctempat). Selain dimaknai

"1 sebagai dukungan politis, pernyataan Sri Sultan Hamengkubuwono X menjadi semacam

gan moral dan budaya terhadap eksistensi radio komunitas di Yogyakarta.

Sclain itu, juga telah terjalin kesepakatan antara JRKY dengan Balai Monitoring

{ (Balmon) Frekuensi Dinas Perhubungan dengan mediator KPID Yogyakarta, scpanjang

1 penyiaran komunitas sudah memiliki badan hukum (perkumpulan) dan frekuensi yang

q digujakan tidak mengganggu frekuensi media lain, maka tidak akan ada tindakan sweeping

Balmon. Kescpakatan inilah yang menghilangkan kckhawatiran pengelola LPK di

] Yogygkarta atas tuduhan media yang dikelolanya merupakan media ilegal.

Dukungan sosial terhadap radio komunitas di Yogyakarta pun tak kalah pentingnya.

Samphai-sampai terdapat Jaringan Pendukung Radio Komunitas (JPRK) yang terdiri dari
kalangan LSM, akademisi dan praktisi radio. Dukungan sosial macam ini menjadi sebuah

4 kelebjhan radio komunitas di Yogyakarta.

Pemberdayaan komunitas yang telah dilakukan setelah adanya radio Wiladeg tcrutama

adalaly pemberdayaan politik dan kultural. Pemberdayaan komunitas di ranah politik yang
4 dijalapkan rakom - Wiladeg dengan menjadikan radio tersebut scbagai media kontrol
komubhitas terhadap kincrja pcmerintahan desa. Hal ini lebih dipermudah mckanismenya olch

kurcnr kultur demokrasi telah terbangun di komunitas desa Wiladeg. Pengemasan tradisi

Hibungkus dengan ritual kesenian lokal dalam acara bersih desa, mampu melibatkan

pasi masyarakat untuk mengkritisi laporan pertanggungjawaban kades. Scmua
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ranghkaian acara ini disiarkan sccara langsung melalui rakom Wiladeg, schingga semua”
aggota komunitas Wiladeg bisa mengaksesnya.

Scdangkan pemberdayaan komunitas di bidang kultural, diperlihatkan dengan tetap
memperi ruang yang kondusil bagi tampilnya budaya lokal Wiladeg melalui radio Wiladceg.
Penegimaaan komunitas desa wiladeg terhadap radio komunitas Wiladeg sangat positip. Hal
ini dikcbabkan basis komunitas di desa Wiladeg sudah tercipta. Terdapat sistem komunikasi
(politfk) yang sudah membudaya di wilayah tersebut. Tradisi kepala desa menyampaikan
perlajggungjawaban  tahunan  atas  kinerjanya, diselingi ritual  kesenian mampu
membangkitkan partisipasi aktif komunitas setempat. Forum ini disiarkan secara langsung
melalgi radio  komunitas Wiladeg dan pendengar di rumah memiliki akses untuk

menyitmpaikan kritik, saran, dan masukannnya.

Hal ini merupakan modal sosial yang mampu memberikan peran aktif dan kontribusi

—

dil. Dengan demikian, gagasan radio atau televisi komunitas secara tidak langsung
mengapumsikan (umbuhnya komunitas dengan ciri-ciri : mempunyai kesadaran kolcktif
shagal komunitas, mempunyai kesadaran berorganisasi, menyadari hak-haknya sebagai
warga |negara dan mempunyai kemampuan finansial untuk menopang scbuah lembaga’
penyiagan independen nonkomersial. Oleh sebab belum adanya kemampuan melek media dan
kondisi| susiologis dari komunitas yang ada di wilayahnya (masih adanya sikap malu untuk
mengungkapkan pendapat dan pengetahuannya pada anggota komunitas lain), menyebabkan
masih thinimnya anggota komunitas yang mampu dan berkeinginan mengakses pembuatan
pograny penyiaran komunitas. Peluang untuk mengakses proscs produksi program media
penyiargn komunitas ini sangat terbuka, mengingal para pengelola Lembaga Penyiaran

Komuniffas (1.PK) sangat memahami visi dan prinsip dasar kehadiran sebuah LPK.

Masil penclitian ini juga menunjukkan, rakom dapat dijaga kecsinambungan

pengelolpannya apabila (1) media yang bersangkutan diakui scbagai wujud ekspresi
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cbudayaan masyarakat sclempat, bukan agenda terselubung dari elit pengelolanya (2)

R .

e N

fanajemennya berbasis komunitas/warga setempat (3) adanya tokoh setempat yang menjadi

povator dan menjadi penggerak media tersebut (4) pola pengelolaannya tidak clitis,

=

‘ganisasinya cenderung cair schingga warga komunitas dapat leluasa keluar masuk sebagai

v

gkarclawan (5) Media tersebut tidak dijadikan alat kepentingan pribadi elit pengelolanya (6)

pengelolaan keuangannya transparan (7) tidak menampilkan nuansa konfliktual atau oposan

=

¢ngan clemen-clemen pendukungnya (8) Tempat penyclenggaraannya ada di ruang publik

(kantor kelurahan, balai desa, atau yang sejenisnya) (9) sccara ckonomis tidak memberatkan

w‘hrga (10) adanya mekanisme pertanggungjawaban yang jelas dan kontinyu.(11) Isinya

|

=1

tmenuhi kebutuhan masyarakat setempat akan informasi, pendidikan, dan hiburan.

ARSI

0.2. Rekomendasi

Untuk mercalisir segala ciri-ciri, prinsip, maupun kebaikan-kebaikan penyiaran

komunitas (yang banyak dimuat sebagai sesuatu yang universal dalam pengalaman berbagai

stasiun radio komunitas di mancanegara), diperlukan sekali keinginan dan keseriusan LPK

- unfuk memberikan tempat dan pengakuan yang signifikan terhadap peran supervisi dan
- cvaluasi oleh komunitas. Dalam hal ini bentuknya adalah Lembaga Supervisi Penyiaran
Komunitas, dan bukan sekadar Dewan Pengawas yang sekedar diciptakan dalam bentuk

strpktur organisasi yang sangat birokratis dan lebih menekankan hirarkhie kekuasaan dan

jabptan  yang dimiliki olch anggota komunitas sctempat (tidak merepresentasikan

keterwakilan seluruh anggota komunitas yang bersangkutan). Pembentukan Lembaga

s e e

Supervisi dan Evaluasi Komunitas ini menuntut untuk segera direalisasikan, walaupun pada
tahjip awal kesannya masih informal, dan tidak perlu menunggu selesainya formulasi
Perpturan Pemerintah tentang  penyelenggaraan LPK yang masih mengandung banyak

ketidakpastian itu.

Dengan demikian sebetulnya pendirian LPK sesuai dengan konsep public sphere yang
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dikkemukakan olch Habermas, yaitu terkait dengan keinginan mewujudkan scbuah “ruang
pulplik” yang terletak antara komunitas ckonomi dan negara, dimana komunitas melakukan
diskusi yang rasional, membentuk opini mereka, serta menjalankan pengawasan terhadap
penerintah (Habermas, 1993; Calhoun, 1992). Atau ia dapat juga dilukiskan sebagai sebuah

raang yang netral dimana komunitas memiliki akses yang sama dan berpartisipasi dalam

wachina publik dalam kedudukan yang sama pula (Curran, dalam Curran & Gurevitch, 1992;
| Hidgyat dalam Gazali, 2002). Ruang publik yang diharapkan disediakan olch penyiaran

- kompnitas tersebut kemudian diisi olech komunitas — baik langsung maupun melalui

perwakilannya di Lembaga Supervisi Penyiaran Publik - scbagai sarana mendapatkan
L inforpasi atau menyampaikan sesuatu guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya,
sarana untuk mendiskusikan dan mengartikulasikan masalah-masalah di lingkungan lokal
mereka, atau pada puncaknya untuk menjadikannya berdaya sebagai partisipan (aktor) dalam
| menghadapi (nwla.koni) apa yang dinamakan “pembangunan”. Ruang semacam ini tidak
! mungkin dapat diperoleh secara layak pada penyiaran komersial, karena kredo pendiriannya
s syaspdah berbeda, yakni sebagai stasiun penyiaran yang beroperasi dengan prinsip-prinsip
komepsial atau pencarian keuntungan,

IMHanya dengan melibatkan komunitas secara komprehensif, LPK dapat membangun
dengan Iebih pasti suatu penyiaran komunitas, yang dapat disebut cocok dengan konteks
| Indondsia yang sedang mencoba memperjuangkan demokratisasi dan perjalanan mcnujuﬂ
masyagakat madani yang “empowered”..

Hanya jika LPK dapat hidup sejalan dengan proses-proses sosiokultural yang khas di
Lherbagqi  dacrah - (lokal)  Indonesia, mulai scjak awal  LPK  scharusnya mencoba
memberdayakan komunitas dan mengizinkannya terlibat dalam prosces-proses produksi dan
Akonsunysi (cks, maka isi teks LPK akan dirasakan relatif sangat scsuai dengan keinginan

komunifas serta LPK akan memperoleh tempat tersendiri sebagai stasiun radio/televisi yang

135
d LAPORAN PENELITIAN PEMBERDAYAAN KOMUNITAS MELALUI ... YAYAN SAKTI SURYANDARU




IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

tbih menyediakan “ruang komunitas” yang terbebas dari intervensi pemerintah  atau

Jncrvcnsi kalangan bisnis (pemodal).

Untuk konteks rakom Wiladeg, sinergi antara aparat desa dengan masyarakat dalam

=

tngelolaannya menunjukkan “kemesraan” dan menciptakan atmosfer yang kondusif. Akan

(gtapi situasi ini menurut peneliti diakibatkan oleh sikap akomodatif dan demokratis yang

ditunjukkan kades Wiladeg. Ke depan, jika kades ini sudah habis masa jabatannya, maka

dikhawatirkan situasi kondusif bagi keberlangsungan rakom Wiladeg bisa terhenti. Hal ini

bisa saja discbabkan tidak ada lagi tokoh inovator (kader) yang mampu membawa gerbong
rakom Wiladeg mewujudkan fungsi idealnya. Oleh sebab itu, sudah saatnya dilakukan
pepguatan kapuéitas pengelola rakom Wiladeg dengan selalu melakukan program kaderisasi
melalui training, workshop, kunjungan ke rakom lain yang telah berhasil, kursus atau

inljouse-training ~ dengan  menjalin  kerjasama dengan lembaga yang peduli pada

pengembangan rakom.

Ak * ok ok
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RADIO KOMUNITAS WILADEG

Wawhncara dengan pengelola Radio Komunitas Wiladeg
-SUKOCO (kepala), SLTA, Kepala desa Wiladeg.
~TANTO (tcknisi), S1 Elektronika Univ. Negeri Yogyakarta, bekerja di bengkel motor.

Tany Bagaimana sejarah berdirinya Radio Komunitas Wiladeg?

Jawalt  Dulu berdirinya muncul berdasarkan pemikiran dari Mas Kusumo. Beliau yang bekerja
di radio-lah yang mengutarakan gagasan tersebut kepada saya dan Alm. Mas
Triwijarnako. Belum ada nama menjadi radio tetapi radio komunitas. Awalnya kami
luncurkan kepada masyarakat melalui tokoh-tokoh dengan memberikan penjelasan
mengenai gelombang, kemudian kami bertiga mengadakan siaran selama tiga malam.
Pada saat itu, malam satu Suro, kami meminjam alat-alat untuk siaran. Siaran masih
dalam kemasan “uyon-uyon”. Coba cari di gelombang ini. Pada saat itu masyarakat
yang tidak bisa hadir sckitar 150 orang. Menanggapi hal itu, masyarakat sangat antusias
menerimanya. Alat-alat yang digunakan untuk siaran biasanya pinjam dari Radio
SONORA. Kalau dulu namanya BIKIMA, yang kebetulan pada saat itu Mas Kusumo
masih kerja di BIKIMA, Singkat kata masyarakat merespon. Oke-lah kita dirikan radio
kothunitas ini. Awalnya alat-alat yang digunakan hanya alat-alat sederhana, belum ada
komputer seperti pada saat sekarang. Masih pakai kaset seperti pre-Amp, Dulu kalau
modalnya cuma Rp 300.000,- tapi bisa menghasilkan 17 juta rupiah. Dengan
pengertian, semua kegiatan dilakukan swadaya. Teman-teman yang punya kegiatan las
besi tidak bayar. Ya anak-anak yang bisa merangkai alat-alal untuk siaran ya tinggal
buat saja. 1tu awal tahun 2002.

Tanya:| Bagaimana awal perkenalan Anda dengan Mas Kusumo dan Alm. Mas Triwijamnako?
Jawab:| Kalau dengan Pak Kusumo sudah lama. Awalnya saya jejaring dengan NGO (non-
government) itu sudah lama sejak awal saat saya menjadi Lurah pada tahun 1994-1995.
Hingga kenal beberapa orang dari akademisi dan NGO pemerhati masyarakat desa.
Sedangkan Mas Kusumo adalah seseorang yang peduli dengan kegiatan-kegiatan
masyarakat,

Tanya:| Scbenarnya ide pendirian dari media komunitas ini diperuntukkan untuk siapa?

Jawab:| Ide pendirian tersebut sebenarnya dari masyarakat yang dilontarkan kepada kami
bertiga kemudian dikembalikan kepada masyarakat kembali. Jadi dari masyarakat
untuk masyarakat.

Tanya:| Apa yang menjadi faktor pemicu sehingga masyarakat menjadi tertarik terhadap media
komunitas ini?

Jawab: [ Kemasan hiburan tradisional yang ditonjolkan.

Tanya: | Pemilihan warga masyarakat tersebut berdasarkan apa?
Jawab: | Pcmilihan warga terscbut berdasarkan tokoh-tokoh masyarakat yang ada. Baik itu
tokoh pemerintahan ataupun lembaga.

Tanya: [ Bagaimana kemasan hiburan yang disajikan kepada masyarakat? Apakah sejarah
pengisian acara sangat penting schingga harus ada scrangkaian pelatihan ataupun pionir
yang sudah paham dahulu untuk melakukannya baik itu durasinya? Contohnya apakah
ada acara yang dapat saya dengarkan tanpa melalui radio komersial?
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Jaab:  Sebenarnya kami tidak memiliki basic awal yang bagus maupun pengalaman apa-apa.
Bahkan nol scmuanya. Kami hanya bisa belajar dan belajar otodidak. Scdangkan
kemasan acara dikemas berdasarkan permintaan dari pendengar ataupun melalui jaring
program atau kuisoner apa maunya dari pendengar.

Jawab:  Berlangsung sclama satu tahun. November 2002 - Desember 2003. Sambil kita
melakukan siaran ala kadamya, kita juga memberi pengarahan secara bergantian. Baik
itu kita yang datang kesana maupun Mas Kusumo yang datang ke sini. Karena belum
ada produksi maka kita yang bergantian kesana kemari dan juga kita belajar bagaimana
kita berproduksi.

Tzif%ya : Berlangsung berapa lamakah jaring program tersebut?

Tanya:  Apakah yang menjadi kesulitan awal pendirian untuk membudayakan sesuatu yang
. baru terhadap masyarakat yang terbiasa dengan pola siaran komersial?

Jawpb:  Kila tidak mengacarakan yang tidak diminati komunitas, Misalnya saja lagu-lagu barat,

kalau lagu barat itu diminati ya ada waktu untuk itu. Tapi hampir seluruhnya bahkan

live-pun kita menampilkan budaya-budaya tradisi. Semisal acara-acara adat, hajatan

juga kita siarkan.

Tanya:  Ditarik biaya atau tidak?
.law?b: Dikatakan bayar ya tidak, tapi kalau uang ucapan terima kasih ya iya. Karena kalau kita
hitung bayar, uang itu tidak layak.

Tanyn:  Jadi mercka seringkali ngasih?
Jawgb:  lya. Tapi tidak harus dengan uang. Bisa barter dengan barang. Yang penting kami bisa
Jalan dan merekapun puas.

Tan+: Siarannya modelnya bagaimana? Pas ada acara ritual saja terus on-air. Atau mulai pagi
sampai sore? ,

Jawab:  Acaranya pagi jam 08.00 WIB sampai jam 15.00 WIB yang mengemas pemerintah
desa. Selepas jam tiga sore sudah menjadi acaranya anak muda.

Tanyg:  Acara pemerintah desa yanhg disiarkan apa saja?

Jawap: Acaranya bisa informasi pertanian, laguw/musik atau kalau kita punya acara rapat ya kita
siarkan. Atau acara apa saja yang kalau memang perlu Kita siarkan ya kita siarkan.

Kita pemah mengadakan pekan panutan. Saya mengundang warga wajib PBB dalam
satu hari untuk membayar dengan iming-iming door prize dengan hiburan musik tidak
pentas langsung tetapi lagu campur sari. Pernah Jjuga sehari kita dapat memungut
sckitar 20 juta dengan door prize yang telah kita kumpulkan sampai satu sctengah juta
dari orang-orang yang peduli. Dengan membayar pajak Rp 2.000,- bisa mendapatkan
hadiah Rp 50.000,- itupun berupa radio. Nah itulah upaya-upaya untuk menggerakkan
masyarakat supaya proaktif dalam tata pemerintahan maupun yang lain.

Tanyay:  Jadi perangkat desa inipun juga siaran?

Jawab} Iy, tetapi tidak semuanya. Hanya 3 atau 4 orang saja yang sinran, Saya sendiri siaran
mulai pukul 08.00 WIB sampai 13.00 WIB. Setelah itu siarannya melalui soffware.
Siaran tutup jam 12 malam kalau tidak ada wayang. Siaran langsung yang ada
penyiamya jam 16.00 WIB sampai 18.00 WiBkemudian jam 18.00-19.00 WIB 1idak
ada penyiarnya. Setelah itu ada penyiarnya sampai jam tutup siaran.

Tanyat Penyiarnya dipilih berdasarkan rolling warga atau pengelola?
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Jawgb :  Dipilih berdasarkan suka-suka yang mau datang bersiaran.

Tanyg : Pemilihan pengelola didasarkan pada apa?
Jawab :  Ada rapat pembentukan DPK (Dewan Penyiaran Komunitas).

Tanyp :  Padahal waktu itu belum ada UUnya?!

Jawab:  Tapi kita ikut menggodhok PP dan UUnya. Karena kita sering ketemu dengan Pak
Sofyan Djalil (MenKominfo), teman-teman NGO dan maupun akademisi termasuk
Mas Kusumo. Jadi sebelum UU diberlakukan kita sudah tahu apa yang harus disiapkan.
Contohnya kita harus punya badan hukum schingga dulu diadvokasi oleh JRKY
(Jaringan Radio Komunitas Yogyakarta), schingga kita sudah punya Badan Hukum.

Tanyg :  Bentuk Badan Hukumaya?
Jawalp:  Paguyuban warga. Selanjutnya kita mengundang tokoh masyarakat untuk membentuk
DPK.

Tanyg:  Bagaimana cara menjelaskan kepada masyarakat tentang syarat-syarat pembentukan
Radio Komunitas?

Jawall:  Karcna budaya masyarakat disini kalau diundang rapat sclalu menyempatkan untuk
hadir, inilah yang memudahkan kita untuk menjelaskan.

Kita sering tahu bocoran PP yang akan diberlakukan nantinya itu dari teman-teman
NGO. Yang kemudian kita copy dan kita share-kan. Dan kita nantj akan menyikapinya
harus bagaimana.

Tanyat  Orang-orang mau siaran tetapi tanpa diberi honor. Bagaimana cara menggalangnya?
Jawabl  Kila sudah menjelaskan scjak awal kalau di radio komunitas itu tidak ada honor. Ada
orang luar desa wiladeg tetapi masuk komunitas juga ikut berpartisipasi untuk siaran ya
kita terima. Radio ini siarannya menjangkau antara 30 s/d 40 km. Walaupun ketentuan
Jangkauan siarnya 2,5 km, tetapi pada prakteknya tidak mungkin ditembok (dibatasi)
sampai 2,5 km saja.

Tanya  Ada aturan yang tidak melihat kondisi geografis radio komunitas setempat. Ini dalam
tanda petik apakah dianggap sebagai perlawanan atau pensiasatan pengelola radio
komunitas di sini untuk menabrak aturan tersebut kalau secara kontekstual aturan
tersebut tidak bisa dipaksakan memenuhi radius 2,5 km?

Jawab:| Dengan power 50 watt jangkauan 2,5 km di daerah perkotaan atau pegunungan itu
mungkin sckali. Bahkan jarak 1 km dengan power 50 watt ada daerah blank area
karena terhalang gunung, kalau di kota terhalang bangunan. Tapi dengan daerah dengan
topografi agak tinggi seperti di sini dengan power kecil pun kita bisa menjangkau
cukup jauh. Ini tcragantung matchingnya antenanya. Jadi tidak mungkin jarak 2,5 km
dibentengi.

Tanya 1 Pernahkah mendapat sweeping alau teguran dari Balmon (Balai Monitoring) karcna
jangkauan siarannya dianggap melebihi ketentuan?

Juwab: | Belum pernah. Tapi kita dengan teman-teman dari Balmon dan KPLY tergabung dalam
JRKY.

Pernah kami mengundang Pak Distiawan dari Balmon yang kebetulan sedang sweeping
radio-radio gelap untuk mengecek bagaimana RKW (Radio Komunitas Wiladeg) ini.
Ternyata RKW ini aman. Aman dalam artian tidak mengganggu frekwensi televisi,
radio lain maupun navigasi. Dan di frekwensi yang telah ditentukan.
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Tahya:  Seclama tiga tahun saya melakukan penelitian, mengapa menclapkan frekwensi radio
komunitas harus di FM, kok tidak di AM yang jangkauannya lebih luas, Sckalipun dari
kualitas audionya lebih baik di FM?

Jawab:  Menurut saya begini, Saya tidak mungkin punya komunitas di Surabaya atau di
Bandung. Jadi pengertiannya komunitas ya lingkungan masyarakat. Dulu pemikiran
saya selain pemberdayaan, ternyata informasi itu dikuasai oleh kapitalis. Contohnya
sekilas info ternyata yang keluar IREX dulu. Kita juga punya info yang tidak harus
bayar.Orang-orang komunitas Wiladeg cukup terkejut. Karena ngomongkan apa saja
tidak periu bayar. Bahkan saya berkelakar kalau Anda mau siaran, sebatas Anda mau
dengan norma-norma itu ya silahkan tidak bayar. Untuk menepis informasi itu mahal
sebenarnya radio komunitas inilah bisa menjawab. Dan selama ini informasi komunitas
tidak pernah diakomodir oleh negara. Kemudian saya melihat peluang, Radio
Komunitas itulah yang bisa menjawab kepentingan atau keperluan komunitas itu.
Sehingga saya memberanikan diri waktu awal bahwa operasional radio komunitas
harus ditopang APBDes yng ditetapkan melalui sidang BPD. Dan dari awal saya sudah
mengalokasikan dana walaupun masih kecil (kurang dari 2%) dari APBDecs.

Ta
Ja

Waktu pengajuannya apakah ada tarik ulur dengan anggota BPD?

Ada. Tetapi tarik-ulurya bukan masalah ya atau tidak. Tetapi besaran alokasi dana.
Pernah ada usulan bagaimana kalau warga desa ditarik iuran pertahun. Menurut saya
kalau ditarik dari APBDes, warga kan sama dengan iuran pertahun.

Dana sckitar dua persen itu untuk biaya operasional sclama sctahun. Diluar biaya
listrik, air dan telepon.

a8

Tanya:  Apakah mencukupi?

Jawab:  Jelas Tidak

Tanya:  Untuk menutupi kekurangannya...........

Jawgb:  Kalau ada siaran langsung dan Iklan layanan masyarakat (ILM) dari toko-toko di

komunitas Wiladeg. Sering kita mau dimasuki iklan sepeda motor. Tetapi kita tolak.

Tanya:  Kriteria klasifikasi yang ditolak itu apa saja?
Jaw Barang-barang yang diproduksi secara nasional atau bersifat komersil.

3

Tan

2

Sclama perjalanan radio ini apakah ada hibah atau sumbangan dalam bentuk uang yang

rutin dari orang-orang yang peduli apakah ada?

Jawsb:  Kalau rutin belum ada. Kalau yang spontan ada. Dan itupun tidak selalu dalam bentuk
uang. Tetapi juga dalam bentuk barang, '

Apakah peralatannya masih yang dipinjami oleh Mas Kusumo dulu?

Dulu sewaktu dipinjami Mas Kusumo dan warga tertarik. Sehari kemudian saya
kembalikan ke warga. Kalau tartarik kita tidak punya apa-apa. Ada yang menyumbang
besi untuk fowernya. Lalu kita panggilkan tukang las yang tidak diongkosi. Selanjutnya
kita panggilkan warga yang sudah biasa memasang tower untuk radio panggil (ORARI)
untuk memasang antena, dan bayarannya cuma makan dan rokok saja.

Tan
Jawal

'l‘nnwL: Antusing warga di sini ditopang oleh budayn yang suduh tercipta di sini ntau adn
intervensi dari LSM? :

Jawalp: Tidak ada keterlibatan LSM. Ini karena kultur warga disini, dan mungkin pola
pemerintahan desa yang bersih dan terbuka yang memancing partisipasi yang besar.
Jadi kalau saya adanya apa dan baiknya bagaimana, ini ada dana mau diapakan mesti

LAPORAN PENELITIAN PEMBERDAYAAN KOMUNITAS MELALUI ... YAYAN SAKTI SURYANDARU




IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

suya share-kan kepada warga. Termasuk sckarang gunung kidul ada Dana Alokasi
Desa saya, itu saya isukan di radio, saya adakan forum wicara-wicara termasuk
bagaimana baiknya. ltu warga saling debat, termasuk warga Wiladeg yang merantau.
Dan uniknya di Wiladeg ini, warga perantau bisa mempengaruhi scbuah kebijakan
pemerintahan.

Contohnya: Mereka punya alokasi dana sebesar sekian rupiah mau diadakan acara
apa! Sehingga pola pemikiran kita sewaktu ditawari mau ada acara ini dan warga
perantau yang membiayai kita terima. Sehingga seolah-olah ada kebijakan mendadak
dengan mereka yang membiayai sepenuhnya. .

Tahya:  Mengenai persoalan kaderisasi bagaimana?

Jawab:  Kalau kaderisasi kita juga sudah berjenjang. Artinya penyiar di sini juga variatif, Ada
yang sudah generasi usia 50-60 tahun, kemudian saya gencrasi usia 40-an, terus Mas
Tanto dari generasi usia 30-an. Ke depan saya optimis komunitas ini tetap cksis.

Tapya:  Pola-pola pemberdayaan lewat pelatihan ke pengelola atau kader untuk calon-calon
pengelola bagaimana?

Jawab:  Ada akademisi dan LSM yang peduli. Baik itu dari Universitas Atmadjaya, LSM
Satunama, atau personal-personal yang punya komitmen untuk itu. Dan banyak orang
yang bilang Pemerintahan di Wiladeg ini aneh karena NGO yang banyak sharing. Baik
itu dengan advokasinya atau dengan berbagi pengalaman.,

Tanya:  Mengapa lebih memilih FM?

Jawpb:  Kami cenderung Icbih memilih FM karena untuk saat ini warga kalau membeli
perangkat radio untuk AM sudah agak ditinggalkan dan agak sulit mencarinya.
Perangkat-perangkat  elektronik sckarang lebih banyak yang menyediakan FM
dibandingkan dengan AM, sehingga kami lebih memilih FM. Untuk berpindah ke AM
kami akan kesulitan di sektor biayanya,

Tanya:  Mekanisme pertanggungjawaban pengelola kepada komunitas ini apakah diwujudkan

dalam bentuk rapat tahunan atau bagaimana?

Jawﬁb: Kalau dalam bentuk rapat tahunan, tidak. Karena hampir tidak punya uang besar yang
dikelola, uang yang keluar ya ditulis sesuai dengan kwitansinya. Karena kalau dihitung

ibarainya saya malah jadi repot di kala ada kekurangannya.

Contohnya: Beberapa waktu yang lalu kita punya hajat pesta desa selama 1| hari 2

malam. Untuk acara 2 malam itu panitia bersih desa hanya bisa memberikan uang Rp

250.000,- Dengan uang sebesar itu sangat lidak masuk akal kalau harus dimasukkan

kas radio. Jadi menurut saya uang Rp 250.000,- itu dibagi langsung menjadi enam

untuk enam orang yang terlibat acara itu di radio. .

Bagi saya kalau ada yang ingin tahu menajemennya, di buku keuangan ditulis tapi

sccara praktis saja. Bayangkan kalau iklan layanan masyarakat dengan uang Rp

100.000,- disiarkan tiga kali schari selama sebulan,

3 Tanya:  Selama ini.sudah ditulis bahwa media komunitas tidak diperbolchkan beriklan. Lantas
5 adukah konsep untuk ‘ngakali’ farangan tersebut?

Jawal):  Adu tetapi belum kita lakukan,

Semisal produk jamu yang sudah skala nasional. Pengambilan temanya dari kesehatan
duly, baru kemudian dicantumkan iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan olch
Jamu tersebut. Tetapi kebetulan ini belum pernah kami lakukan.
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Tanya:  Apakah iklan komersial sudah pernah di siarkan di sini? Semisal toko bangunan.
wab:  Sudah. Kita tidak mengiklankan semennya, pipa paralonnya tetapi kita mengiklankan
nama toko bangunannya

ab:  Ya. Untuk pembuatan jingle-nya Rp 50.000,- dan iklannya sclama sebulan Rp
100.000,- Durasi iklannya kurang lebih 1 menit. Yang penting kami bisa jalan. Dalam
arti bisa untuk ongkos perbaikan yang ringan-ringan saja. Di rakom ini kerusakan yang
sering terjadi di teknisnya, kadang PLL nggak ngunci, kadang juga panelnya mati.
Karcna peralatan secara keseluruhan adalah kelas Z (paling akhir), maksudnya paling
sering rusak,

'I'c#ya: Tarifnya juga ditentukan?
a

Tapya:  Fungsi Dewan Pengawas (DPK) terhadap keberlangsungan radio ini bagaimana?
Jayab:  Pertama yang jelas mengadvokasi radio bagaimana hidupnya. Walaupun akhirnya DPK
diminta perannya sebagai penyiar. Walaupun di sidang BPD di kala pengalokasian
dana bicaranya juga alot. Tetapi alot di sini bukan dalam konteks tidak boleh.tetapi
dalam besaran nilainya, karena nilainya sendiri tidak besar. Pendapatan Desa Wiladeg
sendiri hanya Rp 30 juta per tahun. Jadi peran DPK ada di lini masyarakat dan juga di
lini komunitas radionya. Disisi lain DPK juga mendengarkan suara-suara rakyat,
maunya scperti apa. Schingga DPK harus mendadak rapat karena adanya masukan-
masukan yang mendesak. Seperti sewaktu DPK dikejar untuk membuat ijin untuk
segera digjukan. Kita sudah mengajukan ijin dua kali. Yang pertama ijinnya ke KPI
Propinsi, tetapi sctelah keluar peraturan pemerintah ijinnya harus ke KPI pusat dan
Depkominfo. Jadi kita harus mengajukan ijin lagi. Dan sampai sekarang belum ada
konfirmasi dari KPI pusat. Padahal mereka yang janji akan mengontak kita. Alasan
mereka katanya pengajuan yang kedua karena ada pendataan ulang. Kalau dari KP}1,
kita sebenarnya sudah terdaftar, maksudnya dalam proses perijinan. Karena
persyaratannya banyak. Diantaranya harus menyerahkan peralatan siar untuk di cek
apakah layak untuk di ‘panteng’ selama 6 bulan itu ada cfek-efcknya apa ngpak.
Sosialisasi terhadap warganya bagaimana, apakah radio komunitas ini layak
keberadaannya di daerah itu.

Tanya:  Jadi teman-teman di sini ada banyak hal yang harus dikritisi, terutama terhadap PP
tentang radio komunitas, itu apa saja?

Jawab:  Pertama, kalau saya melihat aturannya itu kaku. Karena alatnya harus standar. Padahal
kita semua peralatannya tidak ada yang standar. Mulai dari mixer, komputer dan yang
lain tidak ada yang barang pabrikan.

Yang kedua tata ruang juga ditentukan. Kalau kanalnya kita tidak keberatan radio
komunitas ditentukan sekian, tetapi di kanal tersebut seharusnya juga tidak bolch ada
radio komersial. Kalau di Gunung Kidul ditentukan tiga kanal sih oke. Tetapi kalau di
DIY cuma tiga kanal saya rasa akan semrawut.

Kebetulan di Yogya ada radio lain yang siaran di fekwensi 107.6 MHz. Padahal 107.6
sampai 107.8 pun masih nye-plas. Seringkali di tengah-tengah acara kami siaran
mereka nye-plat. Schingga siaran kami cuma sampai di radius 1060 — 200 meter saja
nggak sampai di 2,5 km, karena perbandingan power kitn yang hanya 50 watt jelas
kalah dengan power mercka yang 2 kilowatt.

Ketiga, proses perijinan harusnya dipermudah, dan kalau bisa pada satu tempat saja,

Kurena masyarakat selama ini menilai kalau radio komunitas ini liar dan ngpak ada
ijinnya.

'l'any%:: Terus bagaimana peran KPID dalam masalah perijinan?
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Japab:  Untuk saat ini, hal itu mungkin untuk bisnis atau untuk apa kami kurang tahu, Tapi
yang jelas kami sering diundang rapat dan pertemuan dengan KPID dan JRKY. Dan
hasilnya sclalu ngpak jelas, itu-itu saja yang dibicarakan.

Tapya:  Dari hasil penelitian tahun kemarin bisa dikatakan ada ‘restu’ dari Sultan. Menurut
anda bagaimana?

Jasab:  Kalau hal itu saya kurang tahu. Tapi kita juga pernah mendapat kunjungan Bupati
beserta Sri Sultan dan beliau juga berkenan dengan adanya radio komunitas beserta
fungsi dan perannya. Scbenarnya titik tekan beliau adalah kalau memang komunitas ini
butuh dan menghendaki ya monggo dengan asumsi, konsekwensinya ditanggung
sendiri. Tapi dari Balmon sendiri, entah itu hanya sckedar mampir atau melihat-lihat
saja. Buktinya kami ya tetap jalan (siaran).

Tanyya:  Kalau Infokom dan DPRD di sini bagaimana?

Jawab:  Justru tidak responsif pada kita. Tapi menurut saya ya boleh-boleh saja. Karena dalam
hal ini infokom tidak punya kewajiban dan hak campur tangan, sekalipun pihak
kepolisian juga tidak berhak. Karena kita sudah tahu Peraturan Pemerintah (PP)nya
bahwa ijin radio ada di KPI.

Tanya:  Pada awalnya apakah mereka juga turut campur tangan?

Jawpb:  Ada. Bahkan pernah pihak kepolisian mendatangi kami dan menanyakan ijin siar.
Karena ada yang memberikan laporan adanya radio liar, Tapi akhirnya setelah kami
tanya balik apakah mereka tahu PP dan aturannya. Mereka malah bingung dan akhirnya
pulang. Kemudian saya dipanggil pakai surat oleh Kasat Serse. Sesampainya di Polres
saya tunjukkan PP dan aturan siapa yang berhak mengawasi radio, beliau juga hormat
dan akhirnya hanya berbagi pengalaman dengan kita.

Tanya:  Kalau infokom?

Jawgb:  Mercka hanya bicara di luar dan mendiskreditkan kita. Nah saya juga sarankan kalau
memang tahu lebih banyak. Mbok ya jangan bicara di luar. Mari duduk bersama.
Karena kami juga punya aturan.

Tapi yang saya lihat unsurnya bukan unsur positif. Entah karena kecemburuan atau
yang lain. Yang jelas sifatnya personal.

Dulu di infokom, personalnya ada yang punya radio swasta. Karena banyak yang ke
kita, mercka cemburu. Jadi terhadap Radio Wiladeg sikap mereka agak sentimen. Tapi
sckarang sudah tidak karena radionya sudah dijual.

Tanyla:  Sikap DPRD bagaimana?

| Jawab:  Positif. Karena kalau kita diundang dewan menyiarkan acara-acara dewan, ya kita
' siarkan. Di Wiladeg ini ada dua radio komunitas, ya Kita siaran bareng-bareng.
Scbelumnya anggota dewan nggak ngerti tentang radio komunitas. Tetapi setelah ada

siaran langsung, mercka tanya-tanya dan akhirnya mengerti tentang Radio komunitas
dan aturan-aturannya.

ikt E

Tanyh:  Di tahun pertama penelitian saya, banyak radio komunitas yang dibuat dan muatannya
masih dominan hiburan dan terpengaruh pola-pola yang biasa digunakan radio
komersial. Kalau Wiladeg bagaimana?

% Jawab:  Dulu pada awalnya memang iya. Karena kami baru cari format. Tapi ternyata tidak
2 diminati, karena acaranya bukan acara komunitas. Setelah kita mengemas dan komit
denpan budaya-budaya tradisi dan kita agendakan. Dan mulai tahun 2005 kita
agendakan acara wayang setiap setahun sekali pada bulan suro. Semua bentuknya
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sumbangan. Siapa mau siaran kami sediakan alat, mulai dari wayang hingga
. gamclannya. Dalang dan sinden tinggal datang dan tampil. Sctiap scbulun sckali kami
jugn agendakan acara sholawatan (hadrah) dan karawitan. Dan ini tidak hanya _
mengakomodasi orang-orang Wiladeg saja tetapi juga dari luar. Semua peralatannya
kami siapkan, tetapi kami tidak menyediakan akomodasi dan transportasinya. Kalau
ada isu-isu hal-hal yang baru kami angkat dalam bentuk sarasehan dengan hiburan
karawitan. Seperti waktu sosialisasi pilkada bupati. Bagaimana masyarakat bisa
mengerti pemilihan bupati secara langsung. Kita hadirkan 200 orang dan narasumber
dari KPU selanjutnya kita adakan sarasehan. Dananya pihak desa patungan dengan
KPU. Dan itu menurut komunitas Wiladeg merupakan hal yang menarik. Karena
mereka diingatkan kembali dengan budaya-budaya lama yang selama ini dimimpikan
tetapi tidak pernah disiarkan oleh siapa saja. Mungkin ke depan kami akan menjadi
radio budaya. Ini masih mungkin. Acara-acara Rasulan dan sedekah bumi, selama kami
masih menjangkau dan mereka mau siaran, akan kami siarkan. Dan biayanya murah
kok hanya Rp 400.000,- untuk sehari semalam (siangnya upacara hingga malamnya
wayangan). Kalau untuk hitungan radio komersial pasti jauh. Mungkin dari sinilah
kami dimusuhi oleh radio komersial, Tetapi kita mengacu bahwa mercka adalah
komunitas kita. Komunitas disini bisa berarti penduduk wiladeg ataupun pendengar
Radio kemunitas Wiladeg. Sampai akhirnya ada paguyuban pendengar Wiladeg dan
acara arisan pendengar. :

Tfmya: Penduduk Wiladeg berjumlah berapa? Dan apa mercka semuanya mendengarkan Radio
Wiladeg?
Ja}wab: Ada sckitar 4.600 orang. Kalau kita perkirakan pendengarnya sekitar 70% - 80% dari
total jumlah penduduk. Kenapa yakin dengan jumlah scgitu? Karena saya punya
budaya mempertanggungjawabkan kinerja lurah itu langsung kepada rakyat. Sclain
pertanggungjawaban kinerja selama satu tahun saya sidangkan dengan BPD. Di sisi
lain saya juga mempertanggungjawabkan langsung kepada rakyat. Kalau dulu saya
datang ke tiap pedukuhan memberikan pertanggungjawaban. Tapi setelah ada radio,
b saya membacakan laporan di studio. Di tiap pedukuhan mendengarkan lewat radio
dalam acara pesta desa. Di situ saya bacakan secara detail. Tahun kemarin saya
bacakan selama 25 menit.

Tapya: PERTANYAANNYA GAK ADA (GANTI KASET)

Javyab:  Sistemnya talkshow semua, Dulunya request tapi sekarang nggak laku lagi. Yang lcbih
mengagetkan, mercka falkshow menggunakan ponsel. Mulai minta lagu, gending,
sampai kirim salam semuanya lewat ponsel. Kami kan ada acara ngudharasa setiap
seminggu sekali. Yang mengangkat isu-isu yang sedang tren di masyarakat. Sewaktu
saya mengangkat isu tentang dana alokasi desa ternyata ada juga yang keberatan.
Alasannya dana desa kok diomongkan kepada rakyat. Tapi saya diam saja.

Tanya:  Apakah ini berarti mengubah pola masyarakat dari mendengarkan lagu menjadi tempat
penyampaian uneg-uneg?

Jawpb:  Ya benar. Jadi bagaimana caranya membudayakan masyarakat bisa memiliki pesawat
radio. Sebagai contoh pada program panutan membayar PBB, kita menyediakan
doorprize mulai dari sabun, mi instan hingga hadiah utama dalam bentuk pesawat
radio. Doorprizenya kami kumpulkan dari warga yang berkecukupan. Dari program itu
dalam schari kita berhasil mengumpulkan pajak scbesar Rp 20 juta. Padahal dari total
pajak jumlahnya Rp 29 juta. Jadi sisanya hanya Rp 9 juta. Itupun menurut asumsi saya
orang di luar Wiladeg yang punya tanah di Desa Wiladeg yang belum membayar pajak.
Schingga pemberitahuan melalui Radio Wiladeg tidak sampai pada mereka, Waktu itu
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- pemikirun saya adalah program pembayaran PBB berjalan disamping ada subsidi
5 silang. Barangkali yang mendapatkan doorprize itu warga miskin. Dan doorprize ini
diundi di tiap pedukuhan. Sehingga hampir seluruh warga desa Wiladeg mendaoatkan
hadiah

Ide spontan itu dalam pemikiran saya bugaimana masyarakat bisa punya radio.
Kemudian warga berpikiran positif dalam kewajibannya membayar pajak. Dan acara
semacam ini kami anggap menarik.

Tanya:  Bagaimana hingga ada keputusan mendirikan radio di kantor balai desa?

Jawhb:  Waktu kita ada jaring pendapat melalui forum saraschan dan kita siarkan langsung.
Kita tawarkan radio ini didirikan di mana. Kalau didirikan di kantor desa semua warga
bisa mengakses langsung tanpa harus pakewuh. Dan ternyata dengan didirikan di balai
desa, masalah-masalah listrik dan yang lainnya secara otomatis desa yang menanggung
pembayarannya. Sebelum ada radio ini tagihan listrik kantor desa hanya sekitar Rp
60.000,- Tapi sctelah ada radio, tagihannya sekitar Rp 250.000,-

Tanya:  Apakah tidak ada kekhawatiran warga tidak mau datang karcna kalau di kantor desa
harus formal?

Jawgb:  Tidak. Kami mengemas kantor balai desa ini sebagai ‘arcna bermain’. Maksudnya
scmua warga yang ingin memanfaatkan balai desa sebagai arena kreatifitas apapun ya
silakan. Mau memanfaatkan peralatan kesenian yang ada di balai desa juga kami
persilakan. Contohnya sctiap hari Selasa dan Sabtu ada siswa-siswa SD yang latihan
gamelan di balai desa ini. Dan karena mereka warga Wiladeg, itu semua tanpa harus
membayar. Bahkan untuk ke depannya kita akan sediakan alat bermain untuk anak-
anak dengan sistem knockdown. Sehingga kalau ada acara tertentu peralatan tersebut
bisa dilcpas.

Sctiap malam di kantor desa ini ada dua warga yang giliran jaga dari tiap pedukuhan.
Ini berlangsung mulai sebelum kemerdekaan sampai sekarang.

Tanyp:  Apakah tidak ada suara-suara sumbang. Semisal karena radionya dikelola pak lurah
sendiri schingga yang diomongkan hanya yang baik-baik saja?

Jawab:  Bisa ya, bisa tidak. Tetapi orang dari luar bisa melihat, ada paguyuban pendengar yang
anggotanya diluar warga Wiladeg, Kalau mereka mau, kapanpun boleh datang. Mau
ikut terlibat di acara ya monggo. Saya terlibat sebagai penyiar di radio ini karena
bentuk komitmen saya terhadap Radio ini. Jika ada yang mau menggantikan, ya saya
persilakan dan itu sah-sah saja. Saya pernah mengadakan acara jaring pendapat
pelayanan pemerintah desa. Justru yang khawatir malah Pak Camat. Beliau mengatakan
apakah anda melakukan acara semacam ini tidak khawatir akan dikritisi dan dibabat
habis olch warga anda? Saya katakan tidak. Rakyat boleh berpendapat tapi saya tidak
akan menjawab. Karena ini cvaluasi pelayanan, Acara ini dikemas dengan
mengumpulkan warga di balai desa dan di tengah acara ada selingan karawitan dan
gendingan. Dan itu semua disiarkan secara langsung lewat radio. Ternyata tidak ada
yang menyakitkan hati saya dan kekhawatiran Pak Camat tertepis dengan realitas orang
berpendapat.

Tanys:  Tentang musibah gempa beberapa saat yang lalu bagaimana?
Jawalj:  Tidak apa-apa. Hanya pengunci frekwensinya saja yang terganggu selama dua hari.

'I‘anyn#: Adakah upaya untuk mengajak warga turut menyumbang korban gempa?
Jawabr

Saya juga menghimbau lewat radio. Sedangkan penyalurannya saya persilakan
dilakukan sendiri. Karcna ada warga di padukuhan-padukuhan yang keluarganya di

9
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Bantul terkena musibah. Mereka mengumpulkan bantuan sendiri, kemudian
mengirimkannya sendiri ke lokasi bencana. Saya hanya menerima laporan
pengumpulan dan pengiriman bantuannya. Kebetulan warga perantau beserta
4 kerabatnya di sini bisa menyalurkan sumbangan senilai Rp 350 juta. Baik itu berupa
% uang maupun bahan bangunan, Terakhir dikirim paku seberat tiga ton yang dikemas

AT B N P UL L

sepuluh kiloan beserta alat pertukangan. Yang nyumbang datang dan ikut mengawal
bantuan scrta menycrahkan langsung ke lokasi bencana di Bantul, Gunung Kidul dan
Klaten. Justru tiga hari pasca gempa pengiriman bantuan sudah kami lakukan. Balai
desa Wiladeg ini scbagai poskonya. Jumlah warga Wiladeg yang tinggal di Wiladeg
dengan yang merantau jumlahnya lebih banyak yang merantau. Yang di Wiladeg
sekitar 1.200 warga tinggal di 10 padukuhan (dusun), sedangkan yang merantau
jumlahnya mencapai 3.000 orang. Dan warga yang merantau masih punya komitmen
kuat terhadap desanya, baik itu dalam bentuk sumbangan pemikiran maupun
sumbangan dalam bentuk uang.

T+ya: Ada scdikit perbedaan antara Rakom Wiladeg dengan Rakom yang lain di Yogya
semacam Angkringan. Kalau di Angkringan sempat ada gesckan antara pthak
kelurahan dengan pengelola radio. Bagaimana menurut Anda?
Jn‘fvab: Kalau di sini NGO tidak ada yang menyumbang dalam bentuk materi. Sehingga kalau
NGO ada advokasi ke kita, dan kita anggap tidak layak akan kita tolak. Pada Desembar
2004 kita pernah berjalan dengan CRI. Tetapi pada Pcbruari 2005 kerjasama itu kita
putus scpihak,

’I‘a‘rya: Apa yang dijadikan dasar penolakan itu?

fab:  Ada pembiayaan yang tidak masuk akal bagi pihak kita. Contohnya wakiu akan ada
sarasehan dan rembug pembangunan. Kita tidak mungkin hanya mengundang 50
orang. Padahal jumlah RT-nya ada 45, lembaganya 30, BPD-nya 13. Sehingga yang
saya undang sekitar 150 orang. Sedangkan dana dari mercka hanya Rp 150 ribu.
Kalau ada sarasehan kita biasanya menyiapkan dana Rp 1 juta. Dengan dana hanya
Rp 150 ribu, tanpa merekapun kita masih bisa berjalan. Jadi akhirnya kita tolak.

Jawnb:  Ada. Dulu ada program monitoring pelaksanaan program PPK lewat selebaran, bulletin

Tartya: Tawaran mereka waktu di awal apakah juga dalam bentuk pelatihan dan training?
WF dan juga dalam bentuk jingle di radio.

Tan{/a: Tadi disebutkan dalam pengambilan sebuah kebijakan, Anda terlebih dahulu

melontarkan wacana.Hubungannya dengan BPD bagaimana? Apakah mereka tidak
33 merasa didahului?

i Jawab:  Tidak. Jadi, ide dasamya adalah pendapat itu boleh dari siapa saja. Rancangan
Peraturan Desa itu idenya bisa dari BPD, lurah, pamong atau bahkan dari warga. Tetapi
dalam forum diskusi dan sarasehan saya yang paling sering melontarkan ide. Dan BPD
tidak merasa didahului atau tersinggung. Saya pernah punya suatu pemikiran tetapi
ditolak oleh BPD. Alasan penolakan itu memang logis. Sayapun tidak tersinggung.
Jadi scbelum ada keputusan mesti saya floor-kan terlebih dahulu. Termasuk
pembentukan radio ini. Sebelum sebuah keputusan diambil, yang pasti akan diadakan
rapat (sidang) terlebih dahulu. Dan rapat itu disiarkan secara langsung melalui radio.
Tetapi tidak interaktif karena anggota BPD sudah hadir semua.

Seperti waktu penyampaian LPJ pelaksanaan pemerintahan desa saya tahun 2005.
Seminggu sebelum sidang, materi pertanggungjawaban sudah saya sodorkan. Sctclah
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itu kita bersidang. Sepahit apapun anggota BPD melontarkan pendapat dalam sidang

itu, scluruh warga mendengarkannya. Karena tidak sidangnya tidak disctting.

Talya:  Dengan budaya lokal yang ditampilkan di radio ini. Kalau dilihat dari segmentasi,
apakah anak-anak muda desa ini masih mau mendengarkan radio ini?

Jawab:  Ada acara tersendiri bagi mercka sctiap hari mulai pukul 16.00 sampai 18.00 WIB ada
acara santai-santai sore. Setiap malam senin dan malam rabu mulai pukul 21,00 WIB
sampai berakhirnya jam siaran kita juga mengakomodir permintaan dari mercka lewat
telepon dan SMS. Jadi tidak anggapan bahwa radio ini radionya orang-orang tua,
Karena radio ini bisa merangkul semua kalangan mulai dari anak-anak sampai orang
tua,

Dulu pernah ada kerjasama pemberitaan dengan 68 FM. Tetapi akhirnya terputus
karena acaranya tidak dikehendaki oleh komunitas di sini. Berita yang mereka siarkan
bersifat nasional. Anggota komunitas di sini menyatakan keberatannya lewat request
dan ftelepon langsung. Alasannya karcna konsumsi berita seperti itu bisa mercka
dapatkan dari koran dan televisi.

Tanya:  Sudah berapa kali diadakan survey bagi pendengar Wiladeg?

Jawdb:  Sudah tiga kali. Tapi maunya diadakan setiap tahun. Tahun ini kami belum
3 melakukannya,

: 'l‘anyiaz Apakah ada wartawan yang secara khusus ditugaskan untuk meliput atau mencari

] berita?

3 JawaP: Kalau secara khusus tidak. Komunitas pendengar wiladeg juga bisa sckaligus scbagai
warlawannya. Karena pendengar tidak hanya dari wiladeg, ada yang juga pedagang di

pasar Wonosari. Mercka yang sekaligus menginformasikan perubahan harga barang-
barang di pasaran.

Tanyp:  Pernahkah ada keluhan warga terhadap pelayanan sebuah instansi. Yang kemudian dari
radio sini menyampaikannya kepada instansi yang bersangkutan?

JawalL: Pernah. Kalau ada keluhan warga terhadap instansi tertentu. Kami mengundang instansi
yang bersangkutan untuk siaran secara langsung dan interaktif. Dari sini warga akan
mendapat penjelasan mengenai keluhan-keluhannya. Instansinya bisa dari kabupaten
maupun pihak kepolisian.

Berapa hari sckali diadakan sarasehan?

Setiap 35 hari sckali pada hari Jumat Kliwon. Dipilih hari itu karena bertepatan dengan
acara bersih desa.

Tany. Tean-teman dari NGO apakah masih sering membantu di sini? Dalam bentuk apa?
Jawaly  Masih. Membantunya tergantung dari permintaan kita. Misatkan kita butuh ilmu
lentang manajemen radio. Kita akan menghubungi mercka. Nantinya bisa mereka yang
datang ke sini atau kita yang datang ke mereka. LSM SATUNAMA kan Jjuga punya
radio. Kalau mereka punya sebuah permasalahan juga akan sharing dengan kita. Jadi
imbal-balik kadang kita minta bantuan, kadang kita juga membantu.

Tanyal  Untuk iklan ucapan pada saat hari Idul fitri dan Natal. Pada saat hari H berapa banyak
yang memanfaatkannya. Dikenakan biaya berapa?

Jawab]  Banyak. Untuk itu kami tidak menarik biaya. Kalau mercka mau ngasih silakan. Kalau
tidak juga tidak apa-apa. Pada hari besar Idul Fitri dan Natal kami datang ke ulama,
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bupati, polres, samsat dan yang lainnya meminta ucapan selamat untuk untuk disiarkan
di radio kami. Kami tidak meminta ongkos untuk itu. Tetapi mercka rata-rata ngasih,
dan jumlahnya tidak kami tentukan.

Ti:ya: Apakah radio ini berupaya mengkritisi dan mengawasi pemerintahan desa?

ab:  Malah Pak Sukoco sendiri yang meminta masyarakat untuk mengkritisinya. Ini
dilakukan pada saat acara live interaktif, Karena sistem di desa ini terbuka. Desa ini
banyak dimusuhi oleh desa-desa yang lain. Bukan karena pengelolanya berasal dari
perangkat desa, terus lantas semua yang ada di pemerintahan desa akan ditutup-tutupi.
Kami berusaha untuk membuka diri terhadap masyarakat. Hal seperti ini berlangsung
mulai dari dulu sebelum radio komunitas wiladeg berdiri.
Jadi Radio ini hanya mempermudah proses demokrasi yang sudah berjalan di desa ini.

A Tapya:  Scbelum menjadi kepala desa apakah Pak Sukoco sering terlibat di perguruan tinggi
atau LSM?
Jawab: Dulu yang pertama itu aktif di karang taruna. Dan kebetulan pernah jadi PNS di

departemen perindustrian, kalau nggak salah. Kemudian ikut mencalonkan diri menjadi
kepala desa di Wiladeg.

TaTLya: Karena kalau di rakom lain, yang jadi penyiar rata-rata mercka yang masih

mengangpur. Telapi begilu mendapat pekerjnan mercka akan meninggatkan rakom
tersebut. Schingga kaderisasinya terputus. Kalau di Rakom Wiladeg ini bagaimana?
Jawab:  Kalau di sini yang aktif siaran di radio hampir semuanya sudah bekerja. Maksudnya
mempunyai kesibukan lain di luar Rakom Wiladeg.

Tafya: Penjadwalannya bagaimana?
Jaw#ab: Karena mereka siaran biasanya sepulang bekerja. Jadi ya atas kesadaran masing-

i masing. Kadang si A bisa siaran pada hari ini, kemudian si B nggak bisa pada hari ini
E tapi bisanya hari itu. Dan seterusnya,

TanEa: Apakah perempuan ada juga yang terlibat di rakom ini? Dalam bentuk apa?

Jawhb:  Ada, yang kebetulan sekdes di Wiladeg. Siaran ibu-ibu dalam mensosialisasikan
program PKK. Dalam musbangdes, ibu-ibu juga banyak dan sering menyampaikan
kebutuhannya. Jadi suara-suara perempuan juga ikut terakomodir. Tidak dimonopoli
olch kaum lelaki.
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Wawancara dengan H. MUBARI, M.Kes (tokoh Desa Wiladeg/anggota DPK)

‘Tagya: Tolong diceritakan kembali proses atau jalan terbentuknya radio komunitas di
Wiladeg.

Jawab:  Kebetulan warga punya ketertarikan terhadap radio komunitas. Berdasarkan informasi
dan pengalaman di tempat lain, dicoba untuk dirintis di sini. Bersamaan dengan itu
pemerintah meluncurkan perangkat aturan. Kebetulan salah satu yang merintis punya
akses dengan teman-teman pengelola radio komunitas baik itu di LSM atau yang
mengatur tentang regulasinya. Bahkan tidak jarang dimintai pendapatnya tentang radio
komunitas. Salah satu perintisnya yaitu mas Tri Wijanarko teclah mendahului kita
(meninggal dunia). Kebetulan masyarakat di Wiladeg termasuk perangkat desanya
sangat respek terhadap masalah ini. Dengan dimulainya rintisan itu yang awal mulanya
kita bermitra dengan LSM SATUNAMA, kemudian pelan-pelan dari kebersamaan ini
kita bisa mandiri. Terlepas dari pihak-pihak yang tadinya ikut didalamnya.

Tanya:  Apa yang membuat tokoh dan masyarakat Wiladeg merasakan bahwa inilah (radio)
menjadi media yang bisa memenuhi kebutuhannya akan seni, bidaya dan yang lainnya?
Jawhb:  Judi sclelah adanya rintisan dan bisa mengudara. Kemudian kita coba angkat dalam
forum rembug masyarakat. Kebetulan di tingkat desa ada forum yang rutin kita
laksanakan jauh sebelum radio ini ada. Dari forum yang ada itu kemudian coba
dilontarkan olch pemerintah desa. Dari sementara yang sudah mengudara ity ternyata
masyarakat menilai positif. Maksudnya masyarakat bisa menangkap apa yang
‘diberikan. Meskipun isinya saat itu belum variatif. Dari forum itu kemudian kita angkat
bagaimana agar bisa jalan. Dari teman-teman yang punya ide, gagasan, kemauan dan
pengorbanan kemudian kita back-up.

Tanya:  Bapak sendiri posisinya sebagai apa?

Jawgb:  Scbelumnya saya scbagai warga masyarakat biasa. Tetapi kemudian setelah adanya
rcgulasi yang mengatur harus ada perangkat kelengkapan scbuah radio komunitas.
Kemudian saya dipasang scbagai salah satu dewan penyiar. Sebelum ada perangkat itu
kita sering berdiskusi tukar pendapat dengan pihak LSM.

'l‘anﬂa: Mcnurut bapak sebagai anggota dewan penyiaran komunitas, bagaimana sclama ini
perkembangan acara di radio ini?

Jawab:  Yang jelas Rakom-dengan keterbatasannya. Kemudian kita mendorong adik-adik yang
sclama ini bergerak di situ. Jangan sampai berhenti tidak mengudara. Disamping
dorongan moril, kitapun juga kadang-kadang ikut berbicara dengan pemerintah desa.
Kalau menurut saya dari dewan penyiaran, kita anggap sudah cukup eksis sebagai
scbuah radio komunitas. Salah satunya ditandai dengan adanya jalinan komunikasi
dengan pendengarnya yang terwujud dalam sebuah komunitas.

Tanyp:  Dari sisi materi siarannya bagaimana?

Jawap:  Maleri siarannya mengalami pasang surut. Kita desain acaranya bersama-sama,
Disamping acara yang selama ini sudah in di masyarakat (campursari), kemudian kita
sujikan acara khusus ruang kesehatan, tentang informasi pembangunan. Yang termasuk
di dalamnya beberapa scktor dari puskesmas, dinas pertanian, kependudukan dan lain-
lain. Kemudian juga dari agama kita berikan ruang-ruang khusus. Untuk acara yang
lain, anak-anak muda juga sudah banyak yang tertarik dengan model mereka sendiri
memanfaatkan radio ini. Selama ini memang kita biarkan mercka berkreasi supaya
anak-anak muda juga punya rasa ketertarikan, keterikatan dan memiliki. Kemudian
baru kita atur kelanjutannya. ltupun tidak lepas dari masalah karena kita tidak bisa
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memberi sesuatu berupa materi kepada mereka yang sclama ini aktif di situ. Jadi inilah
penyebab kenapa ada acara yang tidak bisa rutin.

Tdnya:  Menurut Pak Sukoco, program andalan di radio ini adalah saraschan. Sebelum ada
radio apakah sarasehan juga sering dilakukan di Wiladeg?

Jayab:  Jauh sebelum adanya radio ini sarasehan sudah sering dilakukan. Tetapi tidak se-intent
sctelah adanya radio ini.

Tapya:  Adakah langkah yang sudah dilakukan dewan penyiaran. Baik itu memberi masukan
atau mengkritisi isi siaran bila itu dianggap tidak sesuai dengan budaya di sini?

Jawab:  Kalau pada awalnya anak-anak muda itu kita biarkan. Kemudian pelan-pelan kita
memberikan naschat melalui yang sudah senior. Jadi kita tidak memberikan teguran
secara langsung,.

Tarrya: Fungsi dan peran DPK sendiri bagaimana?

Jawab:  Terus terang fungsi dan peran DPK selama ini belum optimal seperti yang diharapkan.
Tetapi, pertama yang jelas kita memberikan fasilitas dan dorongan kepada teman-teman
pengelola radio ini. Kedua, kita juga mengupayakan agar penyiaran ini bisa eksis, baik
dengan advokasi dengan pihak-pihak tertentu. Kemudian yang ketiga, selalu memantau
dan mengkritisi isi siarannya.

Tanya:  Yang diharapkan, maksudnya?

Jawpb:  Maksudnya memfasilitasi agar kebutuhan-kebutuhan yang ada di radio itu bisa
tercukupi. Seperti misalnya, penyiar tidak diharuskan berpikir bagaimana mencari
sesuatu yang nantinya sedikit ada imbalannya untuk relawannya di situ.

Tanya:  Scjauh ini usaha ke arah sana apa yang dilakukan?
Jawgb:  Ikut advokasi untuk memasarkan informasi kepada pihak-pihak terkait agar bisa
memanfaatkan radio kita. Contohnya: Saya yang bekerja di bidang keschatan kalau
ada informasi yang memungkinkan anggaran yang disediakan untuk radio ya akan
diberikan. Termasuk juga teman-teman yang lain.

A s e e o it S

Tanya:  Menurut bapak scbagai tokoh sekaligus angguta dewan penyiaran. Apa yang bisa
mengubah kebiasaan masyarakat yang selama ini mendengarkan radio komersil
menjadi pendengar radio komunitas ini?

Jawab:  Acara yang kita sajikan yang menurut asumsi kita itu yang mereka senangi. Disamping
itu saya setuju dengan pendapat bahwa radio mempunyai sisi positif lebih menonjol
dibanding sisi negatifnya. Berbanding terbalik dengan televisi yang lebih menonjol sisi
negatifnya dibanding sisi positifnya. Positif disini maksudnya dari sisi pendidikannya.

Tanya:  Dari empat tahun perjalanan radio ini adakah indikator peningkatan dari sisi positif
radio?
Jawah):  Dengan semakin banyaknya yang mengikuti siaran radio ini. Saya punya asumsi,
paling tidak mereka yang mendengarkan radio bisa meninggalkan televisi. Disamping
acara campursari, Kita punya acara ngudharasa. Dalam acara ini Pak Kades bersama
: kami melontarkan sebuah permasalahan. Kemudian masyarakat ikut aktif menanggapi.
o Dan disini kita tidak mengambil kesimpulan karena hanya mengajak masyarakat
! bagaimana menghadapi sebuah permasalahan. Contoh permasalahannya: sumbangan
langsung tunai (SLT), dan masalah gempa bumi,
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Tapya:  Karena radio ini dikelola Pak Kades. Apakah tidak ada suara-suara dari masyarakat
atau dewin penyiaran yang mengisyaratkan bahwa yang dimunculkan di radio berusaha
membaik-baikkan pemerintah desa karena yang mengelola radio perangkat desa?
Jagab:  Sclama ini radio Wiladeg tidak pernah bicara bagaimana pemerintahan desa saya.
Kalau dari pemerintah desa hanya menyampaikan program-program desa, Dalam acara
ngudharasa kita juga menyampaikan masalah-masalah yang lain. Pada saraschan justru
scbenarnya kesempatan warga masyarakat untuk menilai pemerintahan desa. Schingga
kalau ada program desa yang tidak diingini olch masyarakat disitu langsung di counter.
Jadi radio di sini bukan jadi alat pemerintah desa untuk menckan warganya. Tetapi
justru mengajak warganya.

Tanya:  Masih adakah masyarakat yang belum menikmati acara-acara di radio wiladeg ini?
Jawab:  Untuk menjawabnya saya mesti perlu data. Dan untuk mengumpulkan data tersebut
diperiukan energi yang tidak sedikit. Tetapi menurut tanggapan yang selama ini masuk
lewat telepon. Juga tanggapan scwaktu ngobrol-ngobrol dalam acara rembug
pembangunan dusun. Tidak ada penolakan terhadap radio komunitas ini. Sckalipun
kami tidak punya data jumlahnya ada berapa persen.

Taya:  Apakah sudah terjadi pemberdayaan masyarakat. Maksudnya yang siaran tidak harus
orang itu-itu saja. Tetapi masyarakat akhirnya bisa belajar bagaimana menjalankan
sebuah radio, mengisi acaranya tanpa harus bayar. Dan diberi peluang untuk itu?
Jawab:  Pemberdayaan masyarakat dalam arti yang luas saya melihatnya ya. Menurut saya
prinsip pcmberdayaan salah satunya adalah menginformasikan. Kalau pemberdayaan
untuk bagaimana tahu dan tertarik pada radio memang iya. Tetapi pemberdayaan untuk
penanganan sebuah radio tidak setiap warga punya minat ke arah itu. Tidak jarang juga
masyarakat datang ke studio untuk melihat bagaimana sebuah radio bersiaran.

Tanya: Untuk dewan penyiaran apakah diambilkan wakil dari setiap pedukuhan?

Jawin: - Untuk sementara ini anggota dewan penyiaran diambilkan anggota masyarakat yang
punya minat dan perhatian terhadap radio. Mungkin nantinya perwakilan akan
diambilkan dari tiap pedukuhan

Tanya:  Dalam peraturannya disyaratkan sebuah radio komunitas mempunyai tandatangan dari
sckian ratus anggotanya. Apakah ini sudah dipcnuhi?
Jawgb:  Sudah kami penuhi. Jadi setelah ada peraturan pemerintah tentang syarat-syarat itu tadi.

Kita lontarkan kembali ke masyarakat apakah setuju kita proses lebih lanjut. Dan
masyarakat scluju.

Ada lebih dari 400 anggota komunitas yang menginginkan dan mendukung keberadaan
radio ini,

Tanga:  Masukan apa yang diberikan dewan penyiaran waktu membentuk badan hukum radio
ini?

Jawth: Waktu itu belum ada dewan penyiaran, Karena peraturan tentang yang mengelola radio
komunitas belum jelas dan masih rancu. Ada yang bilang bentuknya boleh koperasi,
organisasi masyarakat, badan sosial (yayasan). Wakiu saya utarakan kalau koperasi kan
harus punya usaha lain yang bisa menyokong kehidupannya (mencari keuntungan), jadi
nggak mungkin, Waktu itu kita juga punya yayasan pemerintah desa.

Tanyp:  Pemilihan paguyuban scbagai bentuk badan hukum didasari oleh apa?
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Jawab:  Waktu itu muncul informasi bahwa bolch menggunakan paguyuban. Dan oleh notaris
bisa dibuatkan badan hukumnya. Akhimya kita memilih Paguyuban scbagai bentuk
badan hukum.

Pada waktu itu belum ada DPK.

Tanva:  Siapa yang memutuskan bahwa radio ini dibiayai oleh APBDes? Apakah Dewan juga
memberikan masukan?
Jﬁlwab: Jadi begini, kalau kita (masyarakat) sepakat radio ini dikehendaki ada. Maka
pemerintah Desa harus memback-up, bukan hanya dalam sarana dan prasarananya saja.
Karena tidak ada sumberdana yang pasti, maka bagaimana hal ini bisa masuk dalam
APBDes. Dengan satu pengertian sekalipun tidak memiliki tetapi pemerintah desa juga
punya kepentingan dengan adanya radio ini. Keputusannya melalui sidang BPD atau
rembug desa.

LY
—

‘%mya: Tarik ulur penentuan besaran dana dari APBDes bagaimana?

awab:  Kita tidak menentukan besarannya, Tetapi kita serahkan kepada pemerintah desa.
Karena kita tahu kondisi keuangannya. Paling tidak ada porsi yang discediakan untuk
itu. Pada saat adanya alokasi dana desa (ADD) dari kebupaten, itu kita coba untuk
memasukkan ke situ. Walaupun akhimya dari sana belum diperbolchkan.

Dulu kita juga ikut bergandengan dengan radio satunama. Tetapi saya salah satu yang
menolak radio ini dijadikan kepanjangan dari mereka. Tetapi harus terus berjalan
sendiri tanpa harus bergantung pada mereka

Tanya:  Apa alasannya ada pemikiran seperti itu?

Jawab:  DBagaimanapun juga saya punya asumsi bahwa LSM punya kepentingan tersendiri
disamping pengembangan. Jadi kalau kita terikat pada mercka, kita jadi tidak bisa ke
yang lain. Dan kita akan jadi terjebak sendiri.

Tapiya:  Untuk memutus program kerjasama yang akan dijalankan. Apakah DPK juga
memberikan pertimbangan?

Jawab:  Jadi sclama itu akan mengikat kita, sehingga kita tidak bisa ke alternatif yang lain. Ya
kita berikan pertimbangan penolakan.

'I‘a\lya: Pernahkah radio wiladeg vakum. Dalam arti tidak siaran?

Jaab:  Pernah kita tidak siaran selama # satu bulan. Itu karena rusaknya peralatan kita. Waktu
itu bagian teknis (mas Tanto) meminta dana perbaikan sebesar sekian. Tetapi karena
kita tidak bisa mencarikan alternatif jalan keluarnya. Akhirnya radio ini vakum.

Ta Bagaimidna mensiasati dalam kondisi seperti itu?

Ja\J(ay Seperti sewaktu sebelum gempa. PL dan antena kita rusak. Sedangkan ini mendesak
untuk diperbaiki. Mas tanto akhirnya meminjam uang Rp 1 juta pada kakaknya untuk

perbaikan alat tersebut. Untuk pengembaliannya kita mengadakan acara keroncongan.

Di acara keroncongan itu kita ungkapkan permasalahan yang menimpa radio kita.

Akhirnya dari situ kita bisa mengumpulkan uang melunasi pinjaman.

as

Tanya:  Ketika vakum, apa pengaruhnya dari pendengar?
Jawpb:  Ketika kita vakum, bahkan ada yang datang dari Jjauh hanya untuk melihat kenapa kok
nggak siaran. Dan vakumnya kita yang jelas karena permasalahan teknis. Bukan karena

masalah nggak ada penyiarnya. Jadi sedemikian besar cintanya pendengar terhadap
radio wiladeg ini.
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Tapya:  Apa yang menyebabkan demikian?

Jawab: Kalau menurut saya, ini karena keinginan mercka tersalurkan lewat radio ini.
Kemudian kita dorong hingga muncul organisasi antar mercka. Dan kalau ada acara,
kita cukup mengundang organisasi mereka saja.

Taijya:  Apakah warga juga diberi peluang untuk siaran di sini?

v} ab:  Untuk kelompok kesenian jelas. Kelompok kesenian apapun yang mau siaran silakan.
‘ Kemudian pada saat acara ngudharasa, kita juga mengajak warga masyarakat datang
ke sini, kita ngomong barcng-bareng,

Apakah boleh dikatakan sudah tercipta suatu kebutuhan bahwa mercka ingin tampil di
radio. Sckalipun dengan kualitas suara yang kurang?

Mercka yang bersiaran punya rasa kebangpaan tersendiri. Padahal kalau dihitung,
mercka akan kehilangan uang untuk biaya transportasi datang ke studio. Sedangkan
kita tidak memberikan honor. Tetapi mereka tetap datang ke studio.

Dari DPK adakah program ke depan yang lebih bisa memanaje soal pemberdayaan
kaderisasi dan peningkatan kualitas kecerdasan masyarakat dengan pendidikan di
radio?

Kalau dari sisi ide dan gagasan sudah pernah kita bicarakan dengan teman-teman.
Bagaimana kita memanfaatkan radio ini untuk kepentingan yang lebih besar lagi bagi

masyarakat. Untuk ke depannya kami sudah ada skenario-skenario untuk hal semacam
itu,

Tanya:  Masa kepemimpinan Pak Sukoco sebagai kades kan hampir habis. Apakah kades yang
berikutnya juga bisa terbuka dan mengikuti pola-pola yang ditcrapkan masyarakat di
sini?

Jawap:  Saya optimis tetap radio ini tetap eksis. Walaupun pak koco sudah tidak menjadi kades.
Karena radio ini tidak mempunyai ketergantungan terhadap pemerintah desa. Jadi kalau
pak koco sudah tidak jadi kades, saya yakin beliau masih akan tetap siaran di radio ini.

Tanyp:  Kalau kades sckarang kan aktif di radio, dan ini didukung oleh DPK. Jika kades ini
tergantikan. Apakah semangatnya akan tetap seperti sckarang? Bagaimanakah peran

DPK?
Jawa}L: Sckarang ini yang ikut aktif siaran bukan hanya pak kades saya, tetapi juga pamong-
pamong yang lain. Mulai dari Kaur kesra hingga kasun juga ikut. Bahkan mercka
mengasuh acara-acara khusus.

Tanyﬁlz Apakah Pak Mubari juga ikut siaran?
Jawaly:  Scbelumnya yang rutin dalam acara kesehatan tapi kemudian agak terhenti. Untuk
sekarang ini yang rutin dalam acara ngudharasa bersama pak Kades.

Tanys:  Background Pak Mubari dari apa?

Jawaly  S1 Manajemen Rumah sakit UGM. Bekerja di kantor dinas kesehatan kabupaten
gunungkidul.

Karcna saya hidup di desa ya seperti ini.

Tanya]  Peran para perantau untuk desa ini apa saja?
Jawabj  Pcran perantau untuk desa wiladeg saya rasa cukup besar. Termasuk didalamnya untuk
radio.

17

LAPORAN PENELITIAN PEMBERDAYAAN KOMUNITAS MELALUI ... YAYAN SAKTI SURYANDARU




IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Contohnya: Sewaktu acara wayangan yang disiarkan langsung di radio, mereka ikut
menyumbang dana. Terus acara peduli terhadap warga miskin yang juga disiarkan
langsung lewat radio. Mereka menunjukkan kepeduliannya dengan membantu dan
terjun langsung. Yang terakhir sewaktu acara bersih desa. Tidak kurang dari Rp 2,5
Juta dana yang terkumpul dari warga perantau. Juga waktu terjadi bencana gempa,
dari mercka terkumpul dana Rp 300 juta.

Di salah satu dusun sewaktu pengaspalan. Aspalnya dari pemerintah daerah, tetapi
biaya yang lainnya dikumpulkan dari warga perantau,

Tgnya:  Apakah ada upaya dari pengelola radio dan DPK untuk selalu menyapa warga
perantauan lewat radio. Hal ini berkaitan dengan perkembangan radio dan desa
Wiladeg ini?

Jawab:  Pada hari hari tertentu dimana para perantau banyak yang datang. Kita akan menyapa
dan memberi salam. Kalau kita tahu namanya ya kita scbut namanya. Bahkan saling
menyapa diantara warga perantau yang pulang. Kalau ada acara-acara formal kita akan
memberikan mercka surat. Bahkan sempat kita 4 kali menerbitkan semacam leaflet
yang memuat tentang apa dan isi radio wiladeg ini.

Taphya:  Komentar tentang peraturan yang ada sekarang?
Jawab:  Menurut saya masih ada kerancuan tentang kewenangan di tingkat kabupaten. Kita
butuh kepastian dan kejelasan kewenang itu. Jadi kondisi yang belum menentu itu
jangan terus dimanfaatkan untuk menckan kita.

'l‘a+ya: Apakah keberadaan radio ini membuat masyarakat jadi melek media, kesadaran

politiknya bertambah, belajar berdemokrasi? Apakah bisa dikatakan demikian?
Jawab: lya. Bisa dikatakan demikian.
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W:Tvancar:n dengan SUROWO (anggota JRK Yogyakarta)

Tanya:  Kondisi radio komunitas di Yogyakarta saat ini bagaimana?

Jawpb:  Di Yogya saat ini sedang ada program Radio Recovery. Di Yogya ada Radio
Komunitas Kampus, Radio Petani, Radio Pedagang. Tapi nampaknya beberapa waktu
terakhir ini tidak mengudara entah karena kesibukan atau manajemen dira dio
komunitas yang bersangkutan punya kendala. Kemudian ada beberapa radio yang off
karena tertimpa musibah gempa bumi. Hampir 40% Rakom yang ada di Kabupaten
Bantul yang berjumlah 9 station itu rusak parah. Ada yang pemancarnya terlimpa
reruntuhan. Ada juga yang antenanya roboh, juga ada yang ruang studionya hancur
yang kemudian menycbabkan mercka siaran di tenda. Seperti radio Angkringan. Tetapi
saya dapat informasi mereka (Angkringan) kemudian meng-off air-kan diri.

Dari 9 radio komunitas di Bantul tadi beberapa sudah ada yang dibantu oleh
international NGO. Kemudian beberapa teman yang bergerak di bidang broadcasting
Jjuga membantu agar mercka bisa on-air lagi.

Tanyp:  Maksud dari Radio Recovery?
Jawab:  Radio Recovery untuk mengajak Rakom-rakom yang tertimpa bencana tadi bisa on air
lagi. Jadi semacam upaya pemulihan.

Tanyh:  Masalah perijinan radio komunitas sekarang kan boleh dibilang masih hutan belantara.
Jadi wewenang siapa yang harus memberi dan wewenang siapa institusi masih belum
jelas. Ada ungkapan dari mereka ‘yang penting jalan’. Meskipun proses perijinan sudah
mercka patuhi. Sekalipun dalam perjalannannya ada upaya dari beberapa pihak yang
nggak mengerti dan menganggap radio ini liar. Bagaimana JRKY menyikapi hal seperti
ini?

Jawal:  Secsuai dengan regulasi yang berlaku. Pertama UU Penyiaran nomor 32 tahun 2002. ltu
hak hidup radio komunitas itu sah ada. Dan secara hukum diakui di Indonesia.
Disamping UU penyiaran tersebut juga mestinya dilengkapi Peraturan Pemerintah (PP)
tentang penyelenggaran Rakom. Sementara ini belum ada PP yang benar-benar diakui
bersama antara penyiaran komunitas dengan pihak Kominfo yang mengatur tentang
regulasi penyiaran di Indonesia. JRKY tetap mengacu pada aspek legal UU no.32 th
2002. Kemudian PP-nya memang belum fix betul untuk dilaksanakan. Sckalipun sudah
ada draft yang diluncurkan oleh Kominfo. Tetapi kami dari penyiaran komunitas telah
mengecek ke Sofyan Djalil merasa belum menandatangani PP itu. Schingga belum sah
berlaku. Karena masih banyak pro-kontra dalam pasal-pasalnya.

Misalnya: Penyiaran komunitas yang tadinya punya tiga kanal menurut SKM no 13
tahun 2003. Tapi sckarang di PP justru ada dua kanal. Menyikapi hal ini kami tentu
saja sudah membuat respon ke Kominfo supaya ada re-drafting. Karcna jelas-jelas
lidak sesuai dengan harapan kami. Dan kalau ini diberlakukan, semuanya tidak akan
bisa bersiaran dengan baik. Karena tertimpa oleh channel radio swasta niaga yang
berkekuatan lebih dari 3.000 watt. Scdangkan kami hanya berkekuatan 50 watt. Namun
dari pihak pengatur frekwensi di Yogyakarta yakni Balai monitoring (Balmon) beserta
KPID Yogyakarta mempunyai komitmen bersama. Yang penting kami bisa bersiaran
dengan baik tanpa ada yang menggangu dan diganggu. Sementara biarkan dulu kita
dalam status quo. Boleh siaran sepanjang tidak saling mengintervensi satu dengan
lainnya.

Tanya:)  Komitmen mesra dari tiga pihak ini apakah hanya di Yogyakarta saja?
Jawab:| lya. Kami memang sudah membuat scbuah kesepakatan dan komitmen bersama. Secara
historis sudah scjak tahun 2002. Jadi kami membuat surat penyataan dengan Balmon
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Yogya. Bahwa Balmon akan menutup mata, tidak akan melakukan sweeping,
Scpanjang radio komunitas tergabung dalam JRKY. Kalau di luar JRKY bolch
dikatakan ilegal. Karcna secara administratif mercka tidak melakukan registrasi,
mengisi blangko exissing penyiaran. Sehingga sulit terdeteksi. Pihak KPID Yogya dan
Balmon akan menindak hal itu. Karena tidak ada itikad mengurus perijinannya, badan
hukumnya dan lain-lain. Nah kami yang ada di JRKY membuka pintu lebar untuk
radio-radio yang belum punya badan hukum, untuk segera mengurus badan hukum itu
dengan segera. Di DIY sudah ada 20 radio komunitas yang sudah berbadan hukum.
Badan hukumnya Perkumpulan atau Paguyuban.

Tanyh:  Informasi dari Nasir dan Sardjiman tahun lalu. Suasana kondusif di Yogya ini dipicu

adanya garansi dari Sultan Hamengkubuwono. Menurut Anda bagaimana?

JawaT:: Scbetulnya sccara prinsip radio komunitas didukung oleh Gubernur DIY. Beliau
mengatakan bahwa scpanjang warga membutuhkan dan sudah diakui juga di UU

Penyiaran. Maka Hak hidupnya tetap diakui dan dibutuhkan oleh masyarakat,

Masyarakat diminta secara baik mengatur, mengelola penyiaran ini berdasarkan UU

dan ketentuan yang berlaku di penyiaran.

Tanyd:  Apa benar menkominfo belum menandatangani PP tentang Radio komunitas?

Jawali:  Menurut rekan-rekan yang melakukan cek dan ricek itu. Pihak menteri belum merasa
tandatangan, Tetapi kami akan mempersoalkan hal tersebut apabila Menkominfo
ternyata sudah menandatanganinya.

Tanyal PP tentang rakom yang selama ini tidak terwacanakan di media massa. Adakah upaya
membuat draf penyempurnaan PP dari rakom dan mengajukannya ke Kominfo?

Jawab]  Scbetulnya kami sudah mengajukan drafnya sejak tahun 2003. Hasil pembicaraan di
forum-forum, hasil dialog dengan kominfo terhadap penyiaran komunitas (JRKI).
Maupun di rakom-rakom. Bahkan sudah survei kesana-kemari untuk mem-fix-kan itu.
Tetapi tetap saja tidak sesuai dengan harapan kami. Justru bisa muncul versi baru yang
menunjukkan seolah-olah radio komunitas itu diperlakukan sebagai anak haram yang
tidak dikchendaki keberadaannya. Tetapi kami tetap akan meminta scadil-adilnya.
Kami juga pernah mengajukan somasi ke DPR Pusat yang diterima bapak Sutardjo
Suryoguritno. Pak Sutarjo mengatakan, “Ini sudah diatur olch mercka. Jangankan
kalian melakukan protes, kamipun sudah menganggap ini tidak sesuai dengan aspirasi
publik. Kami tidak akan membahas anggaran dari Kominfo kalau PP ity tidak diubah”,
Pihak KPI pusat juga sudah mengajukan keberatan, Tetapi tetap tidak ada respon, justru
scmakin arogan.

Tanya:| Tentang ketidak jelasan siapa yang berhak memberikan ijin siaran antara KPI dan
Kominfo juga tidak jelas. Apakah hal ini Jjuga dirasakan oleh teman-teman Rakom?
Jawab: | Sebenarnya kami sepakat dengan aspirasi dan semangat UU no 32 tahun 2002 bahwa
KPJ bersama pemerintah., Karena KPI merupakan representasi dari masyarakat, jadi
harus diperhatikan juga usulan dan keluhan-keluhannya.

Tanya: | Adakah upaya dari pembuat PP. dalam hal ini kominfo untuk duduk bersama
membahas hal ini?

Jawab: | Sudah berkali-kali kami diajak untuk duduk bareng. Waktu proses re-drafiing kami
Jjuga diundang. Hal ini sudah berkali-kali dilakukan. Tetapi tetap saja tidak ada
perhatian sama sekali. Justru sekarang memakai protek dengan UU telekomunikasi. UU
telckomunikasi ini digunakan untuk menghalau penyiaran komunitas. Terutama di
klausul pengkanalan frekwensi. Seperti misalnya Radio komunitas di kanal 202, 203
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dan 204. atau 107.7, 107,8 dan 107.9 FM. Itu sudah diputuskan oleh SK Men no.15
tahun 2003 lalu. Ternyata di beberapa dacrah kanal itu justru dipakai oleh radio
pemerintah daerah dan radio swasta. Ini kan berarti UU telckomunikasi berperan untuk
melindungi kepentingan pemerintah sendiri. Baru-baru ini rakom berdialog dengan
Komisi A DPR RI. Dan dijawab sama, ini demi mempertahankan UU telekomunikasi.
Jadi maaf Radio komunitas harus mengikuti. Tadinya sudah ada dialog-dialog yeng
mendekati titik tcrang rakom boleh menggunakan tiga kanal. Kalau di papua kan tidak
mungkin dengan 50 watt, 2,5 km disana tidak mencakup satu RT. Lagi pula
komunikasi dibutuhkan warga setempat untuk pengembangan masyarakat. Yang
namanya komunikasi kan bisa menimbulkan berbagai kemungkinan. Dalam arti tetap
dalam koridor penyiaran komunitas. Kalau persoalan devinisi komunitas akan
dikerdilkan olch PP dengan satu dusun dan cakupan kecil.. Scbenarnya devinisi
komunitas kan tidak hanya persoalan geografis. Tctapi sistem terestorial. Karena
nantinya ada radio komunitas pcrempuan, pedagang dan lain-lain. Jadi harapan kami,
PP nantinya mempertimbangkan aspck geografis dan sosiologis.

Tanyal  Kaitannya dengan Wiladeg. Apakah hubungan antara pemerintah desanya denpan
pengelola radio wiladeg bida dijadikan contoh untuk radio komunitas yang lain?

Jawabj Kaitannya dengan pemerintah setempat. Seperti harapan gubernur pada saat
memberikan statementnya. Di pemerintahan terbawah jarang dilayani informasi dan
komunikasi yang memadai. Oleh karena itu radio komunitas bisa dijadikan sarana
komunikasi dan interaksi para warganya. Di JRKY cukup banyak radio komunitas yang
dekat dengan pemerintahan terbawah yaitu tingkat desa. Contohnya di Radio Menara
Siar Pesedaan di desa Terong, delimo ~ Bantul. Penggiatnya juga kepala desa setempat,
Yakni Pak Dirman Alfian, Menurut beliau Radio komunitas bisa menjadi sarana
pengembangan informasi dan komunikasi pembangunan di desanya. Contoh yang lain
Radio Komunitas Murakabi di Wates dacrah sermong. Stationnya juga berada di balai
desa Argowilis. Harapannya juga bisa menjembatani informasi pemerintah setempat
dengan warganya. Hal ini boleh-boleh saja sepanjang radio tersebut bisa menjaga
independensinya. Karena scbagai media, radio komunitas tidak bisa dipakai alat politis
pemerintah desa setempat.

Tanya: [ Upaya untuk menetapkan salah satu sumber pendanaan radio wiladeg pada APBDecs,
‘ kalau menurut JRKY apakah tidak menyalahi aturan?

~Jawab: [ Dalam beberapa diktum JRKY tidak memuat ketentuan-ketentuan tentang APBDes.
: Syukur Rakom itu banyak yang mensuport. Kemudian pemerintah setempat menyadari
pentingnya aspck kumunikasi di wilayahnya lalu didukung anggarannya lewat
APBDcs. Monggo-monggo saja. Sepanjang tidak terkait dengan kepentingan-
kepentingan politis. Telapi harus diingat radio komunitas terikat pada kententuan
media. Karena ada P3SPS. Jadi tetap menjaga independensi.

Tanya: | Apa yang dilakukan JRKY untuk menjaga indcpendensi radio komunitas?

Jawab: | Dalam pertemuan-pertemuan kami selalu mengemukakan perkembangan, kehidupan
‘ dari komunitas itu tadi. Semisal radio komunitas itu kesulitan menemukan jatidirinya,
itu kami bantu menemukan dengan klarifikasi bagaimana idcalnya sebuah radio
komunitas. Termasuk jangan mengiklankan produk yang menjadi wilayah radio swasta
niaga. Kacna kalau sudah ditumpangi kepentingan yang bukan kompetensinya lalu
radio komunitas itu cenderung menyalahi jatidiri dan karakternya sebagai radio yang
] mengacu pada kepentingan masyarakat.
Scbetulnya ada tiga aspek penting dalam radio komunitas menurut ahlinya yaitu:
Akscs, Partisipasi dan Self Manajemen. Maksudnya: Harus bisa diakses olch siapapun

21

i LAPORAN PENELITIAN PEMBERDAYAAN KOMUNITAS MELALUI ... YAYAN SAKTI SURYANDARU




IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

juga. Harus mengacu pada aspek partisipasi anggota komunitasnya. Kemudian dikelola
dengan cara, karakter dan metode-metode manajemen milik komunitas itu sendiri.
Kalau perlu bikin regulasi untuk anggota komunitasnya.

4
‘ T4nya: Apakah kescpakatan tidak adanya sweeping dari balmon apakah dituangkan dalam
i bentuk tertulis ataukah lisan?

Japab:  Ada dokumen tertulisnya. Lalu pada perkembangannya sekarang koordinatif saja. Pada
1 saat penertiban kita saling komunikasi dan saling dialog,

! 'I‘nrwa: Ini kan berarti mempertaruhkan kepercayaan yang diberikan kepada JRKY. Terus
‘ scandainya ada radio yang membandel dan tidak mengindahkan aturan. Apakah JRKY
akan memberikan teguran atau bahkan sanksi?

Jayab: JRKY punya kewenangan dan kewajiban untuk membantu siaran berjalan lancar.
Secsuai dengan ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama. JRKY berhak mencgur.
Mulai dengan surat teguran pertama, kedua dan ketiga. Dan JRKY punya ketentuan-
ketentuan dan aturan bagi anggotanya.

Ta}ya: Posisi Mas Surowo di JRKY sebagai apa?

ab:  Kalau di JRKY saya hanya anggota. Karena saya dulu pengurus di JRKY, jadi punya
; data-data dan fakta-fakta serta punya hubungan yang cukup dekat dan baik dengan
pengurus JRKY yang sekarang. Tetapi sckarang jadi pengurus di JRKI. Kalau ada
kententuan yang diberikan JRKY saya harus taat pada ketentuan itu.

1 Tarfya:  Kalau persoalan menciptakan basis komunitas yang kuat di Rakom. Menurut temuan
' Mas Rowo apakah masih jadi persoalan?

| Jawab:  Sampai sckarang masih jadi persoalan. Memang masih banyak radio komunitas yang
‘ under develop (terbelakang), baik dalam manajemen siaran secara tcknis juga
; manajemen organisasi. Jadi masih perlu diberdayakan. Dalam penyampaian LPJ JRKY
beberapa bulan lalu masih diperlukan penguatan-penguatan sosial bagi organisasi
radionya. Karena kalau radio komunitas tidak kuat di sistemnya, kemudian
melanggengkan siaran itu sendiri bagai telur di ujung tanduk. Selama ini banyak radio
komunitas yang gulung tikar karena lemah dalam sistem pengelolaannya.

! Tanja: Adakah upaya-upaya dari JRKY untuk melatih ulang kemudian mengharapkan kepada
rakom tersebut untuk kembali ke mekanisme awal?

Jawgb:  Scbetulnya kami sedang menyiapkan pelatihan manajemen organisasi bagi rakom-
| rakom di DIY. Termasuk tekniknya. Untuk rakom-rakom yang tertimpa bencana,
JRKY dan JRKI mengupayakan bagaimana bisa dibantu baik secara organisasi maupun
teknik bisa on-air lagi. Dengan mencarikan funding-funding yang punya kepedulian
terhadap media penyiaran milik masyarakat satu-satunya ini.

Tanya:  Ada temuan menarik dalam penelitian kami tahun kemarin. Selain sikap positif dari
sultan, kemudian sinergi positif antara JRKY, KPIY dan Balmon di Yogya. Sampai
adanya kelompok pendukung radio komunitas. Menurut Anda bagaimana?
Jawab:  Kelompok itu JPRK (jaringan pendukung radio komunitas) yang terdiri dari beberapa
7 LSM, kclompok masyarakat seperti pawarta (paguyuban warga yogyakerta). Bahkan
dulu scwaktu awal mau berdirinya mereka menggalang kekuatan untuk mendukung
radio komunitas Didcklarasikan pada 6 Mei 2002. Yang kemudian mendorong
munculnya UU no: 32 tahun 2002. Kami dari Yogya waktu itu mendorong pansus
RUU penyiaran untuk segera mengesahkan UU no.32 th 2002. Sampai sckarang JPRK
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masih cksis. Tetapi karena itu sebivab pokja lalu bisa mengantar deklarasi kemudian
menginisiasi radio komunitas di Yogya agar tetap cksis dan ada UUnya

Tanya:  Hal seperti ini apakah hanya merupakan kasus di yogya atau ditemukanjuga di dacrah
lain olch JRKI? Ataukah karcna karakter orang Yogya schingga legalitasnya lcbih
cepat diterima?

Jawab:  Ya memang satu kasus di Yogya ini cukup efektif dan cfisien untuk mengantarkan
penyiaran milik masyarakat ini cksis. Kalau di dacrah-dacrah lain lebih banyak
i diinisiasi olch LSM. Seperti di JRK Jawa Barat, keberadaan radio komunitas didukung
olch beberapa LLSM.

Kalau di Yogya memang cukup spesilik. Seperti beberapa rakom di yogya sudah punya
cmbrionya. Pada waktu itu saya masih ingat Radio Pamor FM yang berangkat dari
penghobi yang punya alat untuk siaran kemudian membentuk paguyuban menyebut
dirinya scbagai radio komunitas pada tahun 1995. Seperti Radio Balai Budaya
Minomartani berdiri tahun 1998. Waktu itu belum menyebut sebagai radio komunitas
tetapi Radio masyarakat. Karena berangkat dari kebutuhan anggota masyarakat balai
budaya minomartani.

'I‘anyz+ Mcnurut pengalaman Anda selama bergelut di radio komunitas ini, masalah apa yang
sering dihadapi sclain masalah teknis?

Jawabf  Scbetulnya radio komunitas itu mau bersikap scperti apa. Radio komunitas itu mau
dibawa ke arah mana oleh pengelolanya. Seperti yang saya hadapi di Radio BBM ini
permasalahan yang sering muncul yaitu masalah-masalah sosial. Contohnya di radio
BBM ini, dalam proses sosial itu terjadi hal yang menyimpang misalnya. Scorang
sudah merebut hak orang lain schingga terjadi gap. Lalu kehidupan sosial di komunitas
itu menurun. Jadi ketika komunitasnya sedang ada masalah akan berpengaruh kepada
radionya. Kami menjadikan problem itu sekaligus sebagai tantangan untuk dihadapi.
Maka dalam AD/ART ada garis manajemen yang harus diikuti. Lalu transparansi dan
lain scbagainya. Napas radio BBM sangat panjang karena punya mekanisme organisasi
yang jelas dan discpakati bersama oleh anggota komunitasnya.Ketika hubungan
anggola komunitas yang satu dengan yang lain memburuk. Lalu partisipasinya kendor.
Karena banyak orang yang tidak peduli lagi dan berpartisipasi lagi. Maka kondisi radio
komunitasnya juga akan terpengaruh.

23

LAPORAN PENELITIAN PEMBERDAYAAN KOMUNITAS MELALUI ... YAYAN SAKTI SURYANDARU




IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

BESHY A -“~,;‘:~‘| o

g ) . P o E 1 .
T I IR B
Dol ey -.’I“ whot

"~.ﬂ‘|' M N ", l‘-Y' v '."" "."":.' T
CUVBARIATY SR S et

" Komplek Balai Desa Wiladeg, JI. Wonosari-Karangmojo Km 6.0
Wiladeg Karangmafo Gunungkidul Jogjakarta 55891 Telp 0274-393352

Nomor 1 27 /RKW/IV/2006
Petihal : Laporan Keberadaan Lembaga Penyiaran Komunitas
Larppiran : 1 (satu) berkas

Yar|g bertanda tangan di bawah ini;

Narpa : SUKOCO
Jabgtan : Ketua Dewan Penyiaran Komunitas

berndak untuk dan atas nama Perkumpulan Penyiaran Komunitas Wiladeg yang beralamat di JI.
Wonosari-Karangmojo Km 6, Desa Wiladeg, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul,
Proyinsi Daerah Istimewa Jogjakarta dengan ini melaporkan keberadaan Lembaga Penyiaran
Komunitas Jasa Penyiaran Radio untuk mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran.

Sebagai bahan perlimbangan, kami sampaikan kelengkapan persyaratan sebagai berikut :

1. Data Administrasi

2. Pogram Siaran

3. Data Teknik Penyiaran
4. Status Perizinan

5. Masukan dan Saran

Demlkian disampaikan, dan kami menyatakan sanggup mematuhi ketentuan

uran perundang-undangan yang berlaku di bidang penyiaran. Atas perhatiannya
diucgpkan lerima kasih.

Gunungkidul, 25 April 2006
Ketua Dewan Penyiaran Komunitas

SUKOCO
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KELENGKAPAN DATA
1. DATA ADMINISTRASI
A. Dala LPK
1 Nama Lembaga Penyiaran Perkumpulan Penyiaran Komunitas Wiladeg
2 Namna sebulan di udara Radio Komunilas Wiladeg
3 Alarnal Kanlor Jalan Wonosari-Karangmojo Km 6
Desa Wiladeg
Kecamalan Karangmojo
Kab/Kola Gunungkidul Kode Pos: 55891
Provinsi Daerah Islimewa Jogjakaria
Nomor {elepon 0274-393352 Fax
Email
websile
4 Alamat Sludio Jalan Wonosari-Karangmojo Km 6
Desa Wiladeg
Kecamalan Karangmojo
Kab/Kola Gunungkidul Kode Pos: 55891
Provinsi Daerah Isimewa Jogjakarla
Nomor {elepon 0274-293352 Fax
5 Akta Pendirian No 16
Perkumpufan Tanggal 01 Desember 2004
Nama & domisili nolaris AHMAD YUBAIDI, SH,S.Pd.
Jalan Melali Wetan No. 34 Jogjakarta Phone :
583982
6 Akta Perubshan Terakhir No
Yanggal
’ Nama & domisill notaris
Pengesahaan akla pendirtan/ No
badan hukum dari instansi Tanggal
yang berwenang Nama insfand yang
menerbilkan
] Domisili LPK Gunungkidul
9 NPWP -
10 | | Swural lzin Tempat Usaha No -
{SITV) alav Tanggal -
Sural lzin Usaha Nama instansi yang -
Perclagangan (SIUP) menerbitkan
11 1zin Gangguan {HO) No -
Tanggal -
Nama inslansi yang -
' menerbitkan
12 izin Mendirikan Bangunan No -
(IMB) Kanlor Tanggal -
Nama instansi yang -
menerbilkan
13 || lzin Mendirikan Bangunan No -
{IMB) Tower Tanggal -
Nama instansi yang -
menerbitkan

LAPORAN PENELITIAN
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B. Latar Belakang Maksud dan Tujuan

Dengan mulai terjalinnya kontak dan kerja sama antara desa Wiladeg dengan beberapa
Lembaga Swadaya Masyarakat, kurang lebih mulai tahun 1996, suasana dan latanan -
dalam kehidupan pemerintahan desa dan kehidupan masyarakat lebih menampakkan
situasi yang lebih kondusif. Potensi dan kekayaan desa sedikit demi sedikit mulai dapat
terangkat, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, terlebih pada tatanan
dan budaya tradisi yang lebth dominan dibanding dengan beberapa desa lainnya.

Pola dan iklim demokratisasi pada semua elemen dan tingkatan masyarakat yang
dipunyai oleh masyarakat desa Wiladeg dari dahulu sampal sekarang masih sangat
dipertahankan merupakan satu objek yang cukup menarik bagi beberapa Lembaga
Swadaya Masyarakat untuk mempelajari, dan menggali serta berpartisipasi untuk lebih
mengembangkan.

USC Satunama - merupakan salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat yang turut
serla berpartisipasi dalam hal ini, bahkan untuk aspek kehidupan masyarakat lainnyapun
lidak kelinggalan, dari pemberdayaan potensi, sikap dan karakter dari elemen
pemerintahan dan masyarakat, USC Satunama banyak sekali berperan serta.

Salah satu aspek kehidupan masyarakat yang menjadi sorotan waktu itu adalah iklim
demokratisasi di desa Wiladeg, dan oleh USC Satunama dijadikan issu yang diangkat
melalui layanan informasi umum dan waktu itu bekerja sama dengan Radio BIKIMA
(sekarang SONORA ), diadakan acara talk show di stasiun radio tersebut.

Adalah Kusumo Prabowo salah personil dari Radio BIKIMA, yang punya konsens kuat
dalam hal pemberdayaan masyarakat, lebih mengintensifkan komunikasi dengan tokoh
masyarakat dan pemerintah desa Wiladeg, bahkan pada tahun 2000 bersama-sama
dengan beberapa tokoh masyarakat diantaranya Tri Widjanarko dan Sukoco yang juga
Lurah Desa, menangkap peluang tersebut. Bergandeng bersama melangkah untuk
mencoba mengenalkan potensi lokal.

Keliga orang inilah yang kemudian menggelindingkan ide untuk membuat dokumentasi
event budaya tradisional Rasulan, dan ternyata hal itu dilakukan dengan hasil yang
sangat memuaskan semua pihak, baik masyarakat khususnya masyarakat Wiladeg,
perantau dan lainnya, ternyata hasil dan tanggapan masyarakat sangat kuat dan
menggembirakan.

Berikutnya mulai memperkenalkan media informasi yang efektif dan murah kepada
masyarakat, sementara issu Lembaga Penyiaran Komunitas waktu itu mulai diangkat
oleh Lembaga dan elemen masyarakat secara terbuka.

Sebagaimana kebiasaan kegiatan yang sudahdilakukan oleh masyarakat Wiladeg
secara berkala adalah wungon malam Jum"at Kiiwon, sebagai upaya untuk mengangkat
dan menangkap perkembangan terbaru di masyarakat dan oleh pemerintah desa
Wiladeg dijadikan sebagai event untuk mendapat masukan dan umpan balik terhadap
apa yang dilakukan oleh pemerintah desa melalui kebijakan-kebijakan yang ditetapkan.
Event inilah yang kemudian dijadikan moment untuk lebih mengenalkan secara nyata
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bahwa masyarakat dapat memiliki dan mengelola informasi melalui lembaga penyiaran
Komunilas khususnya radio.

Tepainya pada langgal 14 maret 2002 beriepatan dengan malam 1 Suro (Muharam),
acara wungon sekaligus jaring pendapat diliput dan disiarkan secara langsung dengan
radio ( pemancar sederhana) itupun masih menyewa. Di dukung proses sosialisasi
sebelumnya evenlt tersebut dapat dilaksanakan secara effeclif akhirnya kegiatan
lersebut, hampir seluruh warga khususnya desa Wiladeg dan sekitamya mengikutinya
acara fersebut, baik langsung datang ke Balai Desa, maupun mendengarkan melalui
radio dari rumah masing-masing.

Tanpa diduga, ternyata warga masyarakat sangat tertarik dengan pola tersebut, bahkan
banyak diantaranya menginginkan kalau ada evevnt kegiatan yang serupa dapat diliput
dan disiarka melalui pemancar radio. Banyak yang menyarankan bagaimana kalau
Wiladeg mengupayakan dapat memiliki pemancar radio tersebut walaupun hanya
bersifal insidental untuk event-event tertentu.

Bersamaan dengan itu, isu adanya lembaga penyiaran komunitas semakin sering
muncul dan semakin dapat dirasakan oloh beberapa penyelenggara penyiaran serupa,
bahkan khususnya di Daerah Istimewa Jogjakarta mulai terbentuk semacam jaringan
yang mewadahi penyiaran komunitas tersebut, kendati baru tekad dan sama sekali
belum memiliki perangkat salah satu warga masyarakat Wiladeg secara proaklif selalu
ikut dan terlibat dalam setiap kegiatan untuk proses pembentukan semacam wadah
untuk penyiaran komunitas di Daerah Istimewa Jogjakarta. Dan akhirnya tanggal 26
Marel 2002 wadah tersebut dapat di deklarasikan di Jogjakarta.

Dengan modal kondisi demikian, dan bertepatan dengan pelaksanaan kegiatan tahunan
budaya tradisional Rasulan, kondisi yang ada tersebut ditawarkan kepada masyarakat,
terlebih pada saat pertemuan rencana pelaksanaan Rasulan 2002 dengan beberapa
tokoh masyarakat Wiladeg perantauan di Jakarta, disepakati bahwa Wiladeg periu
memiliki semacam Stasiun Radio untuk menyiarkan dan dinamika masyarakat yang ada
serta memberikan sarana hiburan kepada masyarakat Wiladeg yang murah, serta
diharapkan Kegiatan Rasulan tahun 2002 dapat diliput dan disiarkan secara langsung.
Sementara pembiayaan untuk pendirian disepakali dijadikan satu dengan pembiayaan
Rasulan tersebut dan ditanggung secara bersama-sama oleh seluruh masyarakat, baik
yang ada di Wiladeg maupun di perantauan.

Dengan kerjasama yang solid dari seluruh komponen masyarakat yang ada serta
dukungan penuh dari pemerintah selempat dan beberapa LSM serta pihak-pihak yang
konsen terhadap lembaga penyiaran komunitas serta solidaritas moral dari seluruh
anggola Jaringan Radio Komunitas Jogjakarta (JRKY), akhirnya Stasiun Radio
Komunilas Wiladeg dapat direalisasikan pada tanggal 28 Juni 2002, secara resmi Radio
Komutas Wiladeg mengadakan penyiaran pertama kali, dan untuk peresmiannya
dilakukan oleh GPBH. Prabukusumo mewakili Ngarso Dalem Sri Sultan Hamengku
Buwono X yang berkenan hadir untuk merestui Rasulan Wiladeg 2002 dan juga dihadiri
oleh Bupali Gunungkidul, Ketua DPRD Gunngkidul, serta Lembaga Pemerintahan
Kabupaten Gunungkidul.
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BTATUS KEPEMILIKAN :

Radio Komunitas Wiladeg dimiliki oleh seluruh elemen masyarakat desa Wiladeg yang
di dalamnya terdapat lembaga-lembaga masyarakat, lembaga desa dan pemerintah
desa Wiladeg secara bersama tanpa ada pihak-pihak yang lebih dominan ataupun
sebaliknya. Dan hal ini telah dikuatkan dengan telah diputuskan melalui Sidang BPD dan
dituangkan dalam Peraturan Desa Nomor ... / Perdes/Wiladeg/2003, tentang Radio
Komunitas Wiladeg.

Semuanya dikemas dalam sebuah badan hukum perkumpulan dengan nama :
Perkumpulan Penyiaran Komunitas Wiladeg atau Radio Wiladeg

\C/I' Visi dan Misi

1SI RADIO KOMUNITAS WILADEG :

Memberdayakan Masyarakat melalui pengelolaan informasi dan hiburan yang murah,
sehingga Tatanan, Pola dan Dinamika Kehidupan lebih mapan dengan lebih

mengedepankan potensi setempat, yanpa menutup diri dari perkembangan yang terjadi
secara keseluruhan,

N{ISI RADIO KOMUNITAS WILADEG :

1. Sebagai sarana mendapatkan informasi murah.

2. Sebagai sarana komunikasi antar warga, baik yang ada di desa maupun di
perantauan.

Sebagai sarana hiburan,
Sebagai media untuk pemberdayaan potensi lokal.

Sebagai Media pembelajaran masyarakat tentang keseimbangan antara hak dan
kewajiban,

oW

D.|Studi Kelayakan dan Rencana Kerja

E.|Aspek Permodalan

F.Q

Modal awal pendirian Radio Wiladeg antara lain dari warga masyarakat wiladeg, warga
perantau, Sukarelawan,dan dari desa yang keseluruhan berjumlah Rp 17.000.000,00
dialokasikan ke pembelian dan pembuatan tower, antena, pemancar, mixer, VCD player,
tape recorder dan alat-alat penunjang lainnya yang keseluruhannya sangat sederhana.
Dengan seiring berjalannya waktu, peralatan-peralatan itu sudah sebagian besar diganli
dengan yang baru yang kualitasnya semakin baik. Sumber pendapatan keuangan saat
ini adalah dari ILM, sponsor program acara wayang kulit dari masryarakat yang
mempunyai hajat, anggaran APBDes, sukarelawan pendengar dan terutama warga
perantau yang peduli kemajuan desa kelahirannya. Dana yang terkumpul itu dapat untuk
dipakai biaya operasional, perawatan dan Honor karyawan tetap.

Jata Manajemen

- Bagan dan uraian struktur organisasi mulai dari unit kerja tertinggi sampai unit kerja terendah, termasuk

uraian tata kerja pokok yang melekal pada seliap unit kerja.

2. |Penanggung Jawab Penyelenggara Penyiaran
3.1| PemimpinUtama {Salaku Nama tengkap SUKOCO
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Sall\;mggung Jawab Tempat/Tanggal Lahir | Gunungkidul 09 Marel 1960
Jabatan di Perusahaan | Anggota DPK
Kewarganegaraan Indonesia
Agama Islam
Pendidikan SMA
Alamat Rumah
Jalan
Kelurahan/Desa Wiladeg
Kecamatan Karangmojo
Kab./kola Gunungkidul Kode pos 5891
Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta
Telp. 0274-391903 Mobile/HP 081578584734
Fax Email
3.2|kenanggung Jawab Nama lengkap Sulisliyono
remberitaan Tempal/Tanggal Lahir | Gunungkidul,22 Januari 1977
Jabalan di Perusahaan
Kewarganegaraan Indonesia
Agama Islam
Pendidikan SLTA
Alamat Rumah
Jalan
Kelurahan/Desa Wiladeg
Kecamatan Karangmojo
Kab./kola Gunungkidul Kode pos
55891
Provinsi Dareah Istimewa Jogjakarta
Telp. Mobile/HP
Fax Email
33 PTnanggung Jawab Siaran | Nama lengkap Widodo Murli Priyanto
' Tempat/Tanggal Lahir | Gunungkidul / 15 September 1959
Jabalan di Perusahaan | -
Kewarganegaraan Indonesia
Agama Kristen Prolestan
Pendidikan S1
Alamat Rumah
Jalan Wonosari-Karangmejo Km 6,2
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Kelurahan/Desa Wiladeg
Kecamatan Karangmoijo
Kab./kola Gunungkidul Kode pos 55891
Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta

Telp. 0274 391912 Mobile/HP

Fax Email

3.4{Ppnanggung Jawab Teknik [ Nama lengkap Hartanta Setya Nugroho

TempatiTanggal Lahir | Gunungkidul, 11 April 1976

Jabatan di Perusahaan

Kewarganegaraan Indonesia

Agama Kristen Protestan

Pendidikan S1

Alamat Rumah
Jalan Wonosari-Karangmojo Km 3,9
Kelurahan/Desa Bendungan
Kecamatan Karangmojo
Kab./kola Gunungkidul Kode pos

556891

Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta

Telp. 0274 393364 Mabile/HP

0817271231
Fax Email Fhiesta_EH@yahoo.com
35 z anggung Jawab Bidang | Nama lengkap Andang Jarot
um

Tempal/Tanggal Lahir

Gunungkidul, 01-11-1963

Jabatan di Perusahaan

W—-
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Kewarganegaraan Indonesia
Agama Islam
Pendidikan SLTA
Alamat Rumah
Jalan
Kelurahan/Desa Wiladeg
Kecamatan Karangmojo
Kab./kota Gunungkidul Kode pos
55891
Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta
Telp. Mobile/HP
a0
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l““ l [ Fax Email
3. Qata Kepegawaian
JUMLAH PEGAWAI
PLNIDIDIKAN Slaran/ Pemberitaan Teknik Tceknik Tala Usaha Total
Prowam sludio Teansmisi fUmum
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
. Paca Sarjana 1 1 2
b. Sajina 2 2 2 2 1 1 1 7 5
2. Diploma 1 2 1 2 2 4
d. SLTA 7 4 4 4 1 1 1 4 15 10
a. SLYP -
1. SD
TOTAL 11 8 6 8 1 2 2 5

Kelerapigan:

1) = Pegawal Telap; 2} = Pegawal Tidak Telap.

-Pogatvai tidak lefap bermsal dari pendengar radio yang mau mengist acara maupun nara sumber dari dinas-dinas yang bekefjasama dengan radio

wilade)).

ILWAKTU SIARAN, FORMAT, PERSENTASE MATA ACARA, DAN KHALAYAK SASARAN

1 V\Tnkm Siaran Sctiap Hari | a. Pada hari kerja Pukul 09.00 s/d pukul 01.00
b. Pada hari libur Pukul 16.00 s/d pukul 01.00
2. |Fgrmal Siaran
X[J Umum [ Berita [ Musik
(] Dakwah [ Olahraga [] Lainnya
3. |Pdrsentase Siaran
Lokal 100 %
Asing [0 ] %
4. [Pechggolongan dan a. Berita 10 %
pefsentase mata acara b. Peneranganfinformasi 10 %
¢. Pendidikan dan Kebudayaan 20 %
d. Agama 10 %
e. Olahraga 0%
I. Hiburan dan Musik 40 %
g. lkian 0%
h. Acara Penunjangflayanan masyarakat 10 %
TOTAL | 100 %
5. {Perpentase Siaran Musik | a. Indonesia Populer 25%
b. Dangdut 10 %
c. Baral 10 %
d. Tradisional/daerah 45 %
e. Keroncong 5%

T R T TS
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{. Musik lainnya 5% -Sholawalan
TOTAL | 100 %
Sumber maleri siaran 1. Dinas Kesehatan Kecamatan Karangmojo
2. Dinas Pertanian Kecamatan Karangmojo
3. Puskesmas
4, Pemerintah Desa
alayak Sasaran Usia Dibawah 151ahun {5 %
omunitas 15 5/d 19 tahun 15 %
20 s/d 24 tahun 10 %
24 s/d 29 tahun 5%
30 s/d 34 tahun 5%
35 s/d 39 tahun 15 %
40 s/d 50 tahun 20 %
Di atas 50 tahun 25 %
TOTAL | 100 %
Jenis Kelamin Pria 40 %
Wanita 60 %
TOTAL | 100 %
Status Ekonomi A 5%
Sosial (SES) B 0 %
C1 10 %
C2 0%
D 40 %
E 5%
TOTAL | 100 %
Pendidikan Terakhir | Tidak tamat SD 15 %
Tamat SD 10 %
Tamat SLTP 15 %
Tamat SLTA 50 %
Akademi 5%
Perguruan Tinggi 5%
TOTAL [ 100 %
Pekerjaan PNS/TNI/POLRI 14 %
Pegawai swasta 15 %
Wiraswasta 15 %
Pensiunan 15 %
Pelajar 26 %
RS wa 10 %%
TddRumbbriangga | 5 % o
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TOTAL| 100 %

8. Pola Acara Siaran Mingguan:
P¢la acara Mingguan Sama persis dengan Pola acara siaran harian.

9. Pola Acara Siaran Harian:

JAN SENIN SELASA RABU KAMIS JUM'AT
08.00-419.00 DANGOUT DANGDUT DANGDUT DANGDUT DANGDUT . [}
O.00-11.00 | KERONCONG KENANGAN KERONCONG KENANGAN | KERONCONG ki
1LOG- 100 | CANMPURSARI UYON-UYON CAMPURSARI UYON-UYON | CAMPURSARI Y
1-LO0-15.00 | UVON-UYON CAMPURSARI UYON-UYON CAMPURSARI | UYON-UYON CAl
13.00-18.00 Santai” Sore Santai" Sore Santai"” Sore Santai" Sore Santai"” Sore Sa
18.00-1§.30 S & INFO CS & INFO (S & INFO S & INFO CS & INFO ¢
18.30-21.30 | CAMPURSARI CAMPURSARI CAMPURSARI CAMPURSARI | CAMPURSARI CAL
213022300 | RKW NIGHT RKW NIGIT WAHYANG KULIT RKW NIGHT Rb
30001000 | KENANGAN RERONCONG WAYANG KULIT UYON-UYON KENANGAN KE
Keterangan:;

Acara dapat berubah sewakiu-waktu apabila ada acara siaran langsung baik di balai
desa maupun lempat lain, misalnya ada rapat-rapat Desa yang selalu siaran
langsung, hajatan dan lain-lain.

CS : Campursari, berisi langgam campursari yang diselingi informasi maupun salam-
salam pendengar.

{ RKW Night : Radio Komunitas Wiladeg Malam, acara musik kawula muda yang
diminta pendengar diselingi informasi pendidikan maupun umum.

| Dalam sefiap acara diselingi informasi baik dari pemerintah desa (pagi dilakukan oleh
staf pemerintah desa), dari dinas Kesehatan, Dinas pertanian, dan informasi yang
diperoleh reporter.

-| Setiap kamis alau Malam Jumat Kliwon, diadakan Wungon yaitu Siaran Langsung
dengan maleri yang sedang hangat, diselingi kerawitan( musik jawa )dengan nara
sumber yang membidanginya. Contoh: Pilkada, narasumber dari KPUD.

(W3]
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- Perubahan susunan acara dapat dilakukan oleh rapat DPK, Pengelola dan Pendengar
Radio Komunitas Wiladeg.
. [IDATA TEKNIK
] Studio a. jumlah studo produksi 2 bush
b. jumlah stuclo siaran 1 buah
2 Alamat Pemancar Jalan Wonosari-Karangmojo Km 6
Kelurahan/Desa Wiladeg
Kecamatan Karangmojo
Kab/Kota Gunungkidul | Kode pos: 556891
Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta
nomor telepon 0274-393352 | Fax
linggi lokasi 200 meter diatas permukaan laut
koordinat
3 Sistern modulasi dan O AmplitudoModulasi | e KHz
(AM/MW) -
frekuensi 0 Amoitudo Modulasi(AWS™M | ... KHz
X 0 Frekuensi Modulasi (FM) 107,7 MHz
4 Mulal beroperasi 28 Juni 2002
5 Menara a. jenis (pilih salah satu) 0 Self supporting tower
0 Guy wire
0 lainnya (sebutkan)
b. tinggi 32 meler dad perTnukaan lanah
6 Peralatan Pemancar a. merek
b. tipe
€. nomor seri
d. buatan: (pilih salah saty) 0 pabrikan (sebutkan nama negaranya)
X 0 buatan sendid
. tahun 2004
f. daya pemancar maksimum g0 watt
a- dava namancar terpasang | 50 watt
7 | Antena a. merek
b. type Colinier
c. buatan (pilih salah satu) 0 pabrikan
X0 buatan sendiri
d. jenis (pilih salah satu) 0 ring antenna
0 1/4)
0% A
X058\
e. polarisasi {pilih salah satu) 0 horizontal
X 0 vertikal
0 sirkular
f. jumiah bay 1 bay
_g. total gain 0000000 . dB
h. tinggi 32 meter dari permukaan tanah
8 | Feeder a. jenis (pilih sesuai yang 0 coaxial
digunakan, boleh lebih dari
salu 0 wavequide
X Q Heliex 7/8 Inc
b. merek
c. type dan ukuran Heliex 7/8 Inc
d. panjang kabel 40 meter
e. loss kabel per meter 0.01 d8
f. total loss feeder 0.1 dB (kabel connector)
9 Wilayah angkauan - tercantum dalam lampiran
34
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siran (scbutkan nama
dacrah yang dapat
dijangkau)

dn peta kontur
diagramnya

1D | Daltar inventaris sarana | - Tercantum Dalam lampiran
Dan prasarana yang
digunakan, termasuk
peralatan studio dan
pemancar, serla
perhitlungan biaya
investasinya

1l | Gambar tata ruang
sludio dan peta lokasi
statfun penoaran,
gambar lata ruang
stasiun pemancar dan
peta lokasi stasiun
pemancar

1 | Spesifikasi teknik dan
sistem perafatan yang
akan digunakan beserla
diagram blok sistern
konfigurasinya

IV. BTATUS PERIZINAN:

Proses yang telah dilakukan oleh pemohon:

Ng. |Uraian Beri tanda V jika ya dan X JIM tidak**)
1| [Telah mengajukan permohonan ke Menteri Komunikasi
dan

Informatika *)

Telah mengajukan permohonan ke Ketua KPI X

Telah dilakukan evaluasi dengar pendapat oleh KPID
Telah mendapal rekomendasi kelayakan dari KPID

N LN

Izin yang dimiliki:
a. lzin dari Pemerintah Kabupater/Kota
b. lzin dari Pemerintah Desa , X

V. I\J'IASUKAN DAN SARAN:

Magukan dan saran ;

1. Mohon secara transparan langkah-langkah apa yang perlu dilakukan radio
komunitas untuk proses perijinan demi kelancarannya, berikut syarat apa saja
yang diperlukan dan jumiah uang yang jelas.

Mohon dilakukan Sentralisasi Proses Perijinan, Supaya Rakom tidak terombang-
ambing dalam pelaksanaan proses perijinan.

B. Untuk sekedar mendapatkan masukan keuangan untuk kelangsungan Hidup
Rakom (bukan untuk memperkaya diri), kiranya diperbolehkan iklan yang

L
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sifatmya lokal atau hanya ada di daerah itu saja. Hal ini disampaikan mengingat
rakom juga membutuhkan biaya untuk operasional.

4. Kanal yang diberikan kepada rakom sebaiknya tidak hanya di 107,7MHz sampai
dengan107,9 MHz saja, tetapi di semua Kanal yang kosong di wilayah itu atau
penggunaannya oleh Radio lain di Luar Provinsi.

5. Jika Rakom Disetujui oleh sebagian besar atau bahkan keseluruhan penduduk di
komunitasnya, tidak mengganggu frekuensi lain (aman) apakah periu
penggunaan alat atau dalam hal ini Transmiter yang pabrikan (standar)? Kenapa
harus pakai Standarisasi yang berbelit-belit dan hanya dapat dilakukan di Pusat
saja yang biayanya sangat sangat tidak masuk akal bagi Rakom. Kami berharap
hanya dari Balmon Provinsi saja yang mengeluarkan izin, disertai oleh
persetujuan warga sekitar stasiun pemancar. Karena kenyataanya walaupun
dengan peralatan yang telah direkomendasi ataupun pabrikan tidak menutup
kemungkinan mengganggu warga sekitar stasiun.

DJkumen yang tidak dapat dilampirkan:

1. Fotocopy NPWP.

2. Fotocopy Surat izin gangguan (HO) dan atau SITU/SIUP

3. Persetujuan tertulis Paling sedikit 51% Jumlah penduduk dewasa atau paling
sedikit 250 orang, Karena waktu yang tersedia sangat singkat dan kami kawatir
dengan anggapan masyarakat yang salah tentang kegunaan surat itu mengingat
*hal ini pernah kami minta baru bulan Desember tahun 2005 kemarin untuk
proses yang sama. Yaitu proses perijinan atau pendataan rakom kepada KPID
Yogyakarta dan KPI Pusat di Jakarta yang bukti penyerahannya terlampir.
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Komplek Balai Desa Wiladeg, /l. Wonosari-Karangmaojo KM 6.0
Wiladeg Karangmojo Gunungkidul Jogjakarta 55891 Telp 0274-393352

PERKUMPULAN
PAGUYUBAN WARGA WILADEG

Dewan Pendiri

Sukoco

Drs. I Mubari
Rakimin

Sumarno, BA

Drs. Tri Widjanarko

AW -

Susunan Dewan Penyiaran Komunitas :

Ketua merangkap anggota : Sukoco

Anggota : Drs. H Mubari, M.Kes
Rakimin

Sumarno, BA

Tri Widjanarko

Koordinator/ Penanggungjawab :  Tukiyo
Adm. & Umum 1. Andang Jarot Tri Gunawan
2. Suryanto
3. Suryadi
4. Haryati
5. L.. Trimanto
Bidang Siaran 1. Widodo Murti Priyanto 7. Gunari
2. Margtyo 8. Supiyo
3. Gani Marsono, MSi 9. Budi Santosa
4. Samsi Budiyono 10. Sulistiyono
5. Gayus Maryono 1. Darmanto

6. Nurdiyanto

Bidang Tehnik /

Produksi : 1. Hartanto Setyo Nugroho
2. Bowo
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